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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah disertasi ini telah dapat diselesaikan, dan telah sampailah pada 

penghujung paradoksial akademik, menghantarkan saya menuju gelar tertinggi di dunia 

akademik yang serba mungkin. Oleh karena kita percaya tidak ada satu halpun yang secara logis 

dapat menjamin meraihnya, jika saya tidak dipertemukan dengan UII Yogyakarta. Bukan 

kebetulan, tapi dengan upaya menyingkirkan yang serba munglun melalui kegiatan penelitian 

yang pada akhirnya dapat menghasilkan sebuah disertasi. Disertasi ini akan menjadi sebuah 

tiang pancang ilmiah yang kokoh bila telah melewati pengujian keilmuan dari sebuah perjalanan 

panjang studi S-3 pada Pasca Sarajana Fakultas Hukum UII Yogyakarta. 

Bagaimana mungkin dari kondisi dan situasi krisis moneter tahun 199711 998, hak tagih 

(cessie) pemerintah RI terhadap utang BLBI sebesar Rp. 145 triliun, penyelesaiannya menelan 

biaya Rp. 1000 triliun. Biaya sebesar itu dibebankan pada APBN dari tahun 2002 sampai dengan 

tahun 2021. Peristiwa hukum ini adalah sebuah kasus gaga1 bayar piutang negara tak tertagih 

yang sangat luar biasa (extraordinary default) dalam perjalanan waktu berdirinya negara 

Republik Indonesia, meskipun telah melewati era pemerintahan lima Presiden, penyelesaian 

utang BLBI tak kunjung selesai. 

Keberadaan hukum di negara ini tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban, tetapi 

bagaimana mungkin "ketertiban" harus dimenangkan agar utang BLBI dapat diselesaikan secara 

efektif dan efisien. Fakta empiris inilah yang menggugah diadakannya penelitian disertasi 

dengan kajian teori yang memberikan pisau analisis, bagaimana mernenangkan ketertiban. Teori 

ini digagas oleh Philippe Nonet -Philipe Selznick yang menyatakan bahwa penegakan hukum 

bergantung pada situasi dan kondisi yang berbeda, sehingga dalam situasi dan kondisi tersebut 



bagaimana memenangkan "ketertiban". Ada tiga pilihan hukuin yaitu Represif , Otonom dan 

Responsif . Ini unik, sehingga menarik perhatian penulis untuk inengangkatnya menjadi topik 

disertasi dengan judul "Penyelesaian utang BLBI dengan kajian hukum Represif dan Hukum 

Responsif'. Beruntung penulis telah mendapat bimbingan dari dua guru besar yang ahli di 

bidangnya, sehingga tema yang berat ini dapat diselesaikan dengan teliti dan telah menjadi 

disertasi. Untuk itu dalarn kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada mereka yang pemikiran dan karya-karya, dan pandangan-pandangan mereka yang 

penulis kemas untuk mendukung analisis terhadap tema disertasi ini. 

Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih - dan penghargaaan yang setinggi- 

tingginya kepada : 

1. Prof. Dr Bagir Manan, S.H , MCL,yang di tengah-tengah kesibukan beliau sehari-hari 

sebagai akademisi, masih memiliki waktu dan perhatian khusus terhadap penulis dalam 

penyelesaian disertasi ini, Dengan tekun beliau membaca ,mengoreksi, dan memberi 
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disertasi ini. 
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ABSTRACT 
e 

Event of default law for doubtful accounts of Bantuan Likuiditas Bank 

Indonesia (BLBI) originated fi-om the response to the monetary crisis hit Indonesia in 

1998, transformed into a case of failure to pay extraordinary large, after the rights of 

to collect submitted fi-om Bank Indonesia to the government, of the amount of Rp. 

145 trillion, the cost of the solution is greater than the value of the rights to collect. 

Accumulated costs BLBI debt settlement, following the bank restructuring costs, 

amounted to Rp. 1000 trillion charged to the budget fi-om year to year, and has 

already passed the age of five presidents of the Republic of Indonesia government has 

yet to be resolved. 

Failure BLBI debt settlement is not an integral part of the failure of legal 

purposes. The purpose of the law is "order". Therefore, to think about is how the 

"order" can be won. Just the concept of a responsive legal theory Philippe Nonet - 

Philip Selznick, state and lawless situation it can be enforced. Keywords of law 

enforcement is dependent on the circumstances and situations, this dimension is often 

referred to as the normal state and a state of crisis (emergency). 

There are three patterns of law enforcement that "order" can be won, through 

a pattern of repressive law enforcement, enforcement patterns autonomous 

(procedural) and responsive law enforcement patterns. Therefore BLBI debt default 

cases occurred in the conditions of crisis, then the application of the law is different 

fi-om the normal condition. Misapplication of the law have an impact on the purpose 



of the law, that order will not be won. The reality is that patterns can successfully win 
e 

legal order depends on different conditions and situations. BLBI debt occurred during 

the financial crisis. When the solution using legal patterns in normal circumstances, 

the purpose of attracting back the money the state does not succeed, so the order is 

getting away from victory.   his legal events transformed into endless cases of 

historical monuments. 
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ABSTRAK 

Peristiwa hukum gagal bayar piutang tak tertagih Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 
4 

(BLBI) berawal dari upaya penanggulangan h s i s  moneter tahun 1998 di Indonesia, menjelma 

menjadi kasus gagal bayar yang sangat luar biasa besar, setelah hak tagihnya diserahkan dari 

Bank Indonesia kepada pemerintah, dari jumlah Rp. 145 triliun, biaya penyelesaiannya lebih 

besar dari nilai hak tagihnya. Akumulasi biaya penyelesaian utang BLBI, berikut biaya 

restmkturisasi perbankan, sejumlah Rp. 1000 triliun dibebankan pada APBN dari tahun ketahun, 

dan sudah melewati lima era pemerintahan presiden Republik Indonesia hingga kini belum dapat 

diselesaikan. 

Kegagalan penyelesaian utang BLBI adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan 

kegagalan dari tujuan hukum. Tujuan hukun~ adalah "ketertiban". Oleh karena itu, yang perlu 

dipikirkan adalah bagaimanakah "ketertiban" dapat dimenangkan. Hanya dengan konsep teori 

hukum responsif Philippe Nonet - Philip Selznick, keadaan dan situasi berhukum dapatlah 

ditegakkan. Kata kunci dari penegakan hukum adalah bergantung pada keadaan dan situasi, 

dimensi ini sering disebut dengan keadaan normal dan keadaan h s i s  (damrat). 

Tersedia tiga pola penegakan hukum agar "ketertiban" dapat dimenangkan, yaitu melalui 

pola penegakan hukum represif, pola penegakan otonom (prosedural) dan pola penegakan hukum 

responsif. Oleh karena kasus gagal bayar utang BLBI terjadi dalam kondisi krisis, maka 

penerapan hukumnya berbeda dengan kondisi normal. Kesalahan penerapan hukum membawa 

dampak pada tujuan hukum, yaitu ketertiban tidak akan bisa dimenangkan. Realitasnya adalah 

pola hukum dapat berhasil memenangkan ketertiban bergantung pada kondisi dan situasi yang 

berbeda. Utang BLBI terjadi pada saat knsis moneter. Ketika penyelesaiannya menggunakan 

pola hukum dalam keadaan normal, maka tujuan menarik kembali uang negara tidak berhasil, 



. . . 
X l l l  

sehingga ketertiban semakin jauh dari kemenangan. Peristiwa hukum ini menjelma menjadi 

monumen sejarah kasus tiada berakhir. 



xiv 

Motto' 

Hanya setelah prinsip-prinsip ilmiah yang berlaku dipahami, kita 

bisa memiliki aplikasi hukum yang rasional, karena hukum yang baik dan 

peraturan yang baik tidak dapat didasarkan pada kemungkinan dan dugaan 

untuk menentukan apakah seseorang melakukan perbuatan kelalaian 

(default ) atau perbuatan melawan hukum ( torts ), kemungkinan dan dugaan 

harus disingkir kan. 

(Jerry E. Smith - dalam buku Weather Warfare, 2013) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyelesaian piutang negara perbankan adalah kebijakan penegakan hukum 

penagihan piutang negara tak tertagih yang disebabkan oleh Bantuan Likuiditas Bank - 
Indonesia (BLBI) bermasalah dan berpotensi merugikan negara, untuk itu diperlukan - 
pegakan hukum yang efektif dan efisien. 

BLBI sebagai terjemahail dari konsep liquidity supports dalam perbankan, 

barn dikenal di Indonesia sejak awal 1998. Bantuan likuiditas untuk bank, yang di 

dalain perekonomian negara-negara berkembang, seperti Indonesia merupakan 

pelaksanaan paling vital terhadap sistem pembayaran nasional adalah sangat penting 

untuk menjaga kestabilan dan mendukung perkembangan ekonomi nasional. Ole11 

karena itu, berbagai skim yang digunakan BI untuk menyelenggarakan kegiatan ini 

rnelekat pada posisinya sebagai bank sentral. 

1 Istilah BLBI memang baru muncul dan langsung menjadi bahan 
pergunjingan di masyarakat, semenjak Indonesia menjalankan program pemulihan ekonomi dengan 
dukungan IMF dalam rangka pinjaman siaga. Dalam dokumen IMF, berbagai fasilitas yang diberikan 
BI dalam membantu perbankan ini disebut liqtiidity supports. Untuk membedakannya dengan istilah 
yang sangat dikenal masyarakat, Kredit Likuiditas BI (KLBI), berbagai skim fasilitas bantuan BI 
kepada perbankan ini disebut Bnntunn Lilmiditas Bank Indonesia (BLBI). KLBI adalah istilah yang 
digunakan untuk menggambarkan berbagai skim kredit likuiditas BI untuk mendukung program 
pemerintah, seperti skim-skim kredit KUD, Kredit Usaha Tani, kredit koperasi, kredit pengembangan 
BPR-Syariah, kredit kepada Bulog, dan sebagainya. 



BLBI adalah fasilitas Bank Indonesia yang digunakan untuk menjaga 

kestabilan sistem pembayaran dan sektor p an agar jangan terganggu karena 
F 

ketidakseimbangan (mismatch) antara penerimaan dan penarikan dana pada 

bank-bank, baik jarigka pendek maupun panjang. Dalam operasinya, fasilitas yang 

dimasukkan dalam kategori ini banyak jenisnya, masing-masing disusun untuk 

membantu bank menyelesaikan -1ah kekurangan likuiditas sesuai dengan kondisi 

bank serta sifat masalah yang dihadapi. 2 

BLBI adalah terminologi yang digunakan untuk mengelompokkan seluruh 

bantuan likuiditas Bank Indonesia kepada perbankan, di luar Kredit Likuiditas Bank - - 
Indonesia (KLBI). Dilihat dari besarnya dana dan perhatian masyarakat, BLBI adalah - 
bantuan likuiditas BI kepada sejumlah bank yang terjadi pada waktu knsis keuangan 

2 Dalam arti yang has, BLBI mempakan bantuan likuiditas Bank Indonesia di luar 
KLBI. Akan tetapi, bantuan likuiditas yang termasuk dalam pengertian tersebut sebenarnya 
meliputi 15 macam fasilitas yang dapat dlkelompokkan ke dalam 5 jenis 1) Fasilitas dalam 
rangka mempertahankan kestabilan sistem pembayaran terhadap gangguan dari timbulnya 
kesenjangan atau mismatch antara penerimaan dan penarikan dana yang dihadapi bank-bank. 
Yang termasuk dalam fasilitas ini adalah fasilitas diskonto atau Fasdis I, yang berjangka sangat 
pendek, dan Fasdis 11, yang berjangka lebih panjang. 2)Fasilitas dalam rangka Operasi Pasar 
Terbuka (OPT) untuk mendukung bekerjanya program moneter, dalam bentuk pembelian 
Surat-surat Berharga Pasar Uang (SPBU) atau surat utang yang dikeluarkan bank-bank 
dilakukan melalui lelang. 3) Fasilitas dalam rangka penyehatan (nursing atau rescue) bank 
bermasalah dalam bentuk Kredit Likuiditas Darurat (KLD) dan kredit subordinasi (SOL). 4) 
Fasilitas untuk menjaga kestabilan sistem perbankan dan sistem pembayaran untuk 
menanggulangi dampak dari penarikan dana perbankan secara besar-besaran dan sistemlk (bank 
runs), dalam kaitan fungsi BI sebagai. lender of the last resort. Fasilitas ini berupa pemberian 
inn penarikan dana dari giro cadangan wajib atau Giro Wajib Minimum (GWM), saldo negatif 
atau saldo debet atau overdraft rekening bank dl BI. 5) Fasilitas untuk mepertahankan 
kepercayaan masyarakat pada perbankan dalam bentuk dana talangan untuk mebayar kembali 
dana nasabah bank-bank yang dicabut izin usahanya atau Bank-bank Dalam Likuidasi (BDL), 
untuk pelaksanaan sistem penjaminan menyeluruh (blanket guarantee), dan pembayaran 
kewajiban luar negeri bank perbankan nasional (trade Jinance dan interbank debt exchange 
offer). Lihat - HLB. Hadori dan Rekan bekerjasama dengan Law Office Soehandjono & 
Associate International Development Management Advisory Group-Canada PT Grant 



melanda sektor keuangan, BLBI timbul karena adanya ketidak seimbangan likuiditas 
5 

(mismatch) dalam likuiditas, karena adanya saldo negatif terhadap BI, sedangkan 

pemberian Kredit Likuiditas BI berdasarkan ' pertimbangan perlun ya mendorong 

kegiatan atau sektor tertentu dalam Perekonomian dalam kredit program. 

Penyaluran BLBI pada hakikatnya adalah pelaksanaan fungsi pokok BI seperti 

halnya fungsi pokok Bank Sentral di negara-negara lain di dunia sebagai lender of 

last resort dalam menyediakan bantuan likuiditas perbankan, baik dalam keadaan 

normal atau dalam keadaan krisis bagi bank-bank yang mengalami kesulitan 

likuiditas. Hal ini diatur pula pada Pasal 7 dan Pasal 32 ayat (3) UU No. 13 Tahun 

1968 Tentang Bank ~ e n t r a l . ~  

Thorton Indonesia, BI Dan BLBI Suatu Tinjauan Dan Penilaian, Aspek Ekonomi 
Keuangan dan Hukurn, (Jakarta: penerbit Bank Indonesia, 2002), hlm 8 1-83. 

Saldo debet yang dialami sejumlah bank kemudian dikonversikan menjadi fasilitas diskonto 
agar persyaratan dan pengikatan jaminannya lebih jelas. Pada akhlr 1997, Gubemur BI mengirinl surat 
kepada Presiden untuk mengatasi masalah saldo debet yang makin banyak dialami bank untuk 
dikonversikan ke dalam instrumen yang jangkanya lebih lama dengan persyaratan yang lebih tegas, 
yaitu SBPU Khusus. Hal ini diajukan sebagai usul kepada Presiden karena disadari bahwa krisis yang 
berjalan tampak tidak dapat berlalu dalam wiku singkat. Usulan tersebut disetujui Presiden yang 
dituangkan dalam surat Mensesneg kepada Gubemur BI NO. R 183/M. Sesnegll2l 1997, tanggal 27 
Desenber 1997. Pada April 1998, diambil tindakan oleh BPPN untuk membekukan 7 bank menjadi 

' 

Bank Beku Operasi (BBO), dan mengarnbil alih 7 bank menjadi Bank Take Over (BTO). Pada Agustus 
1998, dilakukan pembekuan operasi terhadap 3 bank dan tetap memberlakukan BTO terhadap 4 bank 
dengan rencana untuk merger. Temyata reaksi pasar terhadap langkah-langkah ini tidak seburuk waktu 
dilakukan penutupan terhadap 16 bank. Mungkin pasar telah terbiasa dengan kebijakan pencabutan 
izin usaha bank. Pelaksanaan pembekuan operasi bank juga tampak dapat diterima pasar dan tidak 
menimbulkan kegoncangan. Masalah ini, setelah semuanya terjadi, memang mengganggu untuk 
kembali dipihrkan. Penutupan bank yang tidak solven memang hams dilakukan. Akan tetapi, kapan 
sebaiknya dilakukan dan bagaimana cara penutupan dilakukan tanpa menggoyahkan sistem perbankan, 
memerlukan persiapan yang benar-benar matang dan hati-hati. Secara teoretis, penutupan bank sangat 
tidak tepat untuk dilakukan pada waktu kepercayaan pasar sedang goyah. Akan tetapi, pada waktu 
tldak ada masalah, menutup bank juga tidak mudah. Dalam memper-siapkan tindakan menutup bank, 
perlu diperhitungkan pula mengenai dampaknya terhadap sistem pembayaran - menyangkut 
pembekuan operasi atau tidak ikut kliring terlebih dahulu sebelum pencabutan izin usaha, atau 
langsung menutupnya; menyangkut bank sebagai lembaga keuangan yang vital dalam 
penyelenggaraan sistem pembayaran nasional atau lembaga keuangan non bank. Demikian pula, 
pertanyaan mengenai ada tidaknya jaminan terhadap pemilik dana bank dan pinjaman bank, ada 



BLBI tersebut pada awalnya adalah tagihan Bank Indonesia kepada 
5 

bank-bank yang terjadi, dalarn kapasitas Bank Indonesia yang merupakan bagian dari 

pemerintah berfungsi sebagai Lender of the last- resort sesuai Pasal 32 ayat (3) 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral menyediakan dana 

kepada bank-bank untuk menutup kesulitan likuiditas yang dihadapi, dan sebagai 

I 
pelaksana program penjaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban 

bank-bank umum berdasarkan Keppres No 26  Tahun 1998 dan pembayaran 

kewajiban kepada luar negeri berupainterbank debt arreasdantrade 

Jinance berdasarkan Keppres No 120 Tahun 1 999.4 

Pemberian bantuan likuiditas kepada perbankan memang meiupakan 

kewenangan, bahkan merupakan salah satu pelaksanaan tugas bank sentral yang 

memberikan bantuan kepada perbankan pada waktu menghadapi masalah kekurangan 

likuiditas ,terjadi sebagai imbas dari krisis moneter yang melanda dunia kurun waktu 

tahun 199711998. Timbulnya perasaan tidak adil, bahwa BLBI hanya dinikrnati 
I 

pemilik bank dan konglomerat, oleh sebab itulah menimbulkan pertanyaan mengapa 
7 

sekarang pembiayaannya dan kerugian hams dipikul oleh masyarakat melalui - 

- - - 

tidaknya skim asuransi deposito, apakah diperlukan skim penjaminan menyeluruh (blangket 
guarantee). Lihat J .  Soedrajad Djiwandono, Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis, (Jakarta: 
LP3ES, 2001), hlm 237. 

4 Oey Hoey Tiong, Apakah Tepat MSAA Dibatalkan, Makalah disampaikan pada lokakarya 
Tinjauan Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dnn Undnng-Undang Bank Indonesia, 
Bogor, 27-28 Februari 2002. 



APBN.hingga tahun 2021 Dari persoalan itu memunculkan persoalan baru dibidang 
5 

likuiditas . 5 

1. Bank Indonesia yang memberi bantuan likuiditas 

2. Pemerintah yang seolah-olah melakukan bail-out. v 

Lembaga-lembaga ini dalarn sistem kenegaraan, mempunyai fungsi dan 

tanggung jawab masing-masing, meskipun yang satu terkait dengan yang lain. Jadi, 

bukan yang satu bikin salah dan yang lain yang hams menebus kesalahan tersebut6 

Bantuan likuiditas dilaksanakan bukan hanya untuk membantu pemilik bank 

atau menyelamatkan sistem pembayaran dan sistem perbankan yang mendekati 

.Pads awalnya, BI menangani bank-bank yang bermasalah dengan mengacu pada W No. 7 
Tahun 1992 pasal 37 ayat 2 bank mengalami masalah yang membahayakan kelangsungan usahanya, 
maka BI dapat melakukan berbagai langkah, yakni dari menainbah modal sampai sampai mendorong 
adanya akuisisi oleh bank lain atau melakukan tindakan lain sesuai ketentuan perundangan yang 
berlaku. Sedangkan kalau bank tersebut membahayakan sistem perbankan dan tindakan yang 
dilakukan belum mencukupi, maka BI dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar dilakukan 
pencabutan izin usahanya. Pada April 1997, ha1 yang sama diajukan lagi kepada Presiden dengan 
pertimbangan telah diterbitkan peraturan yang lebih memadai untuk pelaksanaan likuidasi bank. Pada 
akhir Desember 1996, telah dikeluarkan PP No. 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank sebagai landasan pencabutan izin usaha bank. 
Sejurnlah bank mengalami masalah yang kondisinya sulit untuk disehatkan kembali. .Beberapa di 
antaranya sebelumnya pernah akan dibeli oleh berbagai pihak, tetapi pada akhirnya sulit untuk 
dilakukan. Karena itu, jalan yang paling baik ditempuh adalah melikuidasi bank-bank tersebut. 
Terhadap usulan ini, Presiden memberikan persetujuan, namun pelaksanaannya agar menunggu setelah 
Pemilu Mei 1997. Malangnya, krisis keuangan mulai menyerang Indonesia pada Juli 1997, sebelum 
likuidasi sejumlah bank benar-benar dilaksanakan. Perlu dikemukakan di sini, bahwa ketujuh bank 
tersebut akhirnya merupakan bagian dari keenam belas bank yang dilikuidasi pada Nopember 1997. 

5 BI, Mengurai Benang Kusut BLBI, Edisi 2002, hlm 82. Pada awalnya, BI menangani 
bank-bank yang bermasalah dengan mengacu pada pasal 37 ayat 2 W No. 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan secara kasus per kasus. Menurut ketentuan tersebut, kalau BI menilai suatu bank-bank yang 
mempunyai CAR minus 25% atau lebih rendah, kalu tidak dapat meningkatkan CAR-nya akan 
dilikuidasi; bank-bank kelompok B akan direkapitalisasi dengan modal sendiri minimal 20% dan bank 
pemerintah maksimal 80% agar CAR-nya menjadi 4%. Pada Maret 1999; dilakukan langkah yang 
menyangkut: Membekukan 38 bank dari kelompok C; dan merekapitalisasi 7 bank. 

' lbid, hlm 86, Dalam April 1998 sebagai langkah restrukturisasi perbankan dilakukan 
pengelompokan bank-bank menjadi tiga kelompok: A, bank-bank yang mempunyai CAR 4% dan 
lebih; B, bank-bank yang mempunyai CAR di bawah 4% sampai dengan minus 25%; dan C, 
bank-bank yang mempunyai CAR lebih rendah dari minus 25%. 



kebangkrutan, tetapi yang diselamatkan adalah sistem, s u w  yang 

bersifat nasional dan bukan para pemilik bank atau nasabah. Jadi, para pemilik 

deposito, bahkan pemilik bank dan perusahaan nasabah bank yang menerima manfaat 

dari fasilitas ini, termasuk juga pembayar paj ak.7 

Mengapa Pemerintah seolah-olah melakukan bail-out, padahal realitasnya 

hanya sebagai pembel cesisi atas tagihan utang BLBI. Tagihan utang BLBI oleh 0 
Bank Indonesia dijual kepada Pemerintah, pada tanggal 22 September 1999 dengan 

akta pengalihan (cessie), nilai tagihan macet yang dialihkan tersebut sebesar Rp. 

144.536.094.294.530,OO. Pembelian Cessie oleh pemerintah dilakukan dengan surat 

utang jangka panjang (obligasi ) senilai Rp 641 triliun, dengan tiiigkat suku bunga 12 

-14 persen' 

Peristiwa hukum pengalihan tagihan piutang (cessie) dari Bank Indonesia 

kepada Pemerintah, penyelesaianya diserahkan kepada BPPN , upaya penyelesaian 

piutang negara oleh BPPN selanjunya dilakukan dengan tindakan hukum yang sama 

yaitu menjual tagihan-tagihan piutang milik Bank BTO dan BBO kepada pihak 

7 Menurut Soedradjat Djiwandono kalau ada pembiayaan atau kerugian yang timbul, mereka 
ini merupakan bagian dari penyebab terjadinya kerugian, tetapi juga bagian dari yang memikul beban 
kerugian J. Soedrajat Djiwandono, Mengelola.op.cit, hlm 34. 

8 Obligasi itu dikeluarkan oleh pemerintah kepada Bank Indonesia selain pembelian hak tagih 
utang BLBI , juga guna rekapitalisasi perbankan dan mengambil alih non perfoming loan (NPL) ke 16 
bank yang ditutup sebesar Rp 422,6 triliun, yaitu Bank Andromeda,Bank Anrico,Bank Astria, Bank 
Citra, Bank Dwipa, Bank Guna International, Bank Harapan Sentosa, Bank Industri,Bank Jakarta,Bank 
Kosa,Bank Majapahit, Bank Mataram,Bank Pasific, Bank Pinaesaan,Bank Sejahtera, Bank South East 
Asia, Ini Penutupan pertama dari Jumlah 243 bank yang ada pada saat itu -Program Penjaminan 
sebesar Rp 53, 8 triliun, Penjamin Bank Exim sebesar Rp 20 triliun ,- Lihat Hendy Herijanto, 
Selamatkan Perbankan Demi Perekonomian Indonsia (Expose ,Jakrta 201 3 ) halm 4. 



ketiga . Mekanisme jual beli cessie yang dilakukan oleh BPPN dengan pihak ketiga 
4 

baik perorangan maupun badan hu 

Letentuan norma hukum cessie 

Disisi lain terhadap ongkos atau biaya penyelesaian utang BLBI yang 

dilaksanakan oleh BPPN jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan hasil yang 

ditagihnya. Dengan hanya memperoleh tingkat pemulihan atau penarikan kembali 
n 

uang negara sebes 26,8 % berarti terdapat sejumlah-tidak L' 
dapat ditagih,dan jumlah ini merupakan bagian yang kosong dari obligasi yang 

notabene tidak akan pemah terbayarkan k e m b g  Namun , pemerintah tetap hams 
/ 

membayar keseluruhan jumlah yang tersisakan itu dalarn bentuk bunga pada setiap 

tahun seterusnya dimasa depan melewati beberapa kali pergantian presiden.10 - 
Pada kenyataannya BLBI dilahirkan oleh beberapa produk hukum didasarkan 

atas ketentuan perundangan yang meliputi ; 

1. Undang-Undang Nomor 13. Tahun 1968 tentang Bank Sentral, pada pasal 29 

ayat (1) dan pasal 32 ayat (3), serta Penjelasan Umumnya. Ketentuan-ketentuan 

tersebut mengatakan bahwa "BI dapat memberikan kredit likuiditas kepada 

Komentar Nidyo Pramono (ujian Tertutup) Upaya-upaya penarikan dana yang dilakukan 
oleh BPPN dengan sistem jual beli piutang (cessie) adalah batal demi hukum, karena akta cessie 
yang dibuat oleh BPPN sebagian besar tidak mengindahkan norma pengalihan piutang sebagaimana 
diatur didalampasal613 KUH Pevdnt (kewajiban pemberitaltuan pada debitur). 

10 Sebelum dibubarkan pada Tahun 2002 , Pemerintah (BPPN) hanya berhasil memperoleh 
tingkat pemulihan (recovery) sebesar 26,8 persen atau berjumlah Rp 172 ,47 triliun. Bunga yang 
dibayarkan keseluruhanya pertahun total Rp 100 triliun, untuk tahun APBN th 2009 saja adalah 
sebesar Rp 170 triliun. ( Hendy Herijanto.0~ .cit halm 34 ) 



bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat" dan 
e 

bahwa .... sebagai lender of last resort Bank Sentral dapat memberikan kredit 

likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas 

kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapi 

dalam keadaan darurat. 

2. Pasal 37 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 yang mengatakan bahwa 

"Dalam ha1 suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan 

kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan lain 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penj elasanny a 

dikatakan bahwa BI dapat melakukan langkah untuk menyelamatkan bank yang 

mengalami masalah yang membahayakan kelangsungan usahanya, sebelum 

dilakukan pencabutan izin usahanya dan/atazl tindakan likuidasi. Langkah 

penyelamatan tersebut dilakukan terhadap bank sebagai lembagu kepercayaan 

masyarakat. 

3. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1998 yang mengatakan 

"Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas pinjaman luar negeri danjatau 

atas pembiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bank". 

4. Pasal 1 Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 yang mengatakan "Pemerintah 

memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umum kepada pemilik 

simpanan dan kreditumya akan dipenuhi". 



5. Pasal2 ayat (1) Keputusan Presiden No. 1.998 yang mengatakan "Pemerintah 
s 

memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan 

Rakyat". 

6. Petunjuk-petunjuk dan ' Keputusan Presiden pada Sidang Kabinet Terbatas 

Bidang Ekkuwasbang dan Prodis pada tanggal 3 September 1997. Keputusan 

tersebut antara lain menyebutkan, "Krisis di beberapa negara menunjukkan 

bahwa sektor keuangan, khususnya perbankan - merupakan unsur yang sangat 

penting dan dapat menjadi pernicu serta memperburuk keadaan. Untuk itu 

kepada Saudara Menteri Keuangan dan Saudara Gubernur Bank Indonesia, 

sebaiknya mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Bank-bank nasional yang sehat, tetapi mengalami kesulitan ikuiditas untuk 

sementara supaya dibantu; 

b. Bank-bank yang nyata-nyata tidak sehat supaya diupayakan penggabungan 

atau akuisisi dengan bank-bank lainnya yang sehat. Jika upaya ini tidak 

berhasil, supaya dilikuidasi sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin para deposan, terutama 

para deposan kecil". 

Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas, BLBI adalah wujud dari 

sebuah perikatan yang bersumber dari undang-undang karena memiliki tiga ha1 aspek 

hukum perikatan : 

1. Merupakan lex spesialis dengan tatanan dan penyelesaian yang memiliki 

karakter hukum administrasi, untuk terjadinya perikatan di atas, undang-undang 



tidak mewajibkan dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana ditentukan untuk 

terjadinya perjanjian (pasal 1320 BW), oleh karena perikatan ini bersumber dari 

undang-undang, sehingga sifat hukumnya sangat represif terlepas dari kemauan 

para pihak karena telah diatur dan ditentukan oleh otoritas negara. Apabila ada 

suatu perbuatan hukum yang memenuhi beberapa unsur tersebut, 

undang-undang lalu menerapkan perbuatan itu adalah suatu perikatan. Perikatan 

ini adalah konsep pembayaran tanpa utang sebagaimana diatur pada pasal 1359 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PerdatalBW) menyatakan, bahwa 

seorang yang membayar tanpa adanya utang, berhak menuntut kembali apa 

yang telah dibayarkan. Dan yang menerima tanpa hak berkewajiban untuk 

mengembalikan.ll Oleh karena itu, BLBI sebagai bentuk perikatan bersumber 

dari undang-undang, sehingga BLBI wajib dikembalikan lagi oleh penerima 

BLBI dengan jurnlah ,suku bunga, jangka waktu dan jaminan seperti tercantum 

dalam Surat Direksi No 30/5O/DIR/UK yang merupakan penvujudan 

pelaksanaan pasal32 ayat (3) UU no 13 Tahun 1968 

2. BLBI pada hakikatnya adalah pinjamadkredit, maka wajib dikembalikan oleh 

penerima BLBI. Namun secara faktual tidak terdapat perjanjiadakad kredit 

antara BI dengan bank penerima. Pengertian kredit ini berbeda dengan 

pengertian kredit pada umumnya. Pengertian kredit pada perbankan adalah 

seperti apa yang dimaksud dengan pasal 1 angka 12 UU No 7 Tahun 1992 

" Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 
hlm 280. 



tentang Perbankan, yang berbunyi: "Kredit adalah penyediaan uang atau 
3 

taguhan yang dapat dipersarnakan dengan itu berdasarkan persetujrian atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak perninjarn untuk rnelunasi utangnya setelah jagka waktu 

tertentu dengan jumlah bunga,imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 12 

Kredit pada ketentuan ini adalah perikatan yang bersumber dari perjanjian, 

berbeda jauh dengan pengertian Kredit dalam BLBI, timbulnya hubungan 

hukum antara penerima BLBI dengan pemerintah bersumber dari peraturan 

perundang-undangan. 

3. BLBI sebagai bail-out secara-umurn fasilitas dana talangan yang n~erupakan 

bagian,dari BLBI adalah perwujudan atau pelaksanaan Keppres No. 24 Tahun 

1998 tanggal 23 Januari 1998 tentang Penjaminan dan Pinjaman Luar negeri 

dan LIC dan Keppres No 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 Tentang 

Penjaminan atas Dana Deposan dan Kredit 16 BDL. Keppres No. 24 dan No 26 

telah diikuti pula oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 26lKMK.017120 

tanggal 28 Januari 1998 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan 

Pemerintah terhadap kewajiban Pembayaran Bank Umum. S ebagai realisasi 

dari Keppres No. 26 11998 Menteri Keuangan telah menulis surat kepada BI 

l 2  Pada hakikatnya BLBI adalah pinjaman atau kredit, sehingga wajib dikembalikan lagi oleh 
penerima BLBI. Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia-Hasil riset Bank Indonesia (Satgas 
BLBI) dengan HLB Hadori &Rekan bekerja sama dengan Law Office Soehandjono & associate 
Indonesia-Intematinal Development Management Advisory Group-Canada, BI dun BLBI Suatu 
tinjauan Dan Penilaian Aspek Ekonomi, Keuangan dan Hukum (Jakarta: Penerbit Bank Indonesia, 
2002), hlm 69. 



pada tanggal 8 Februaari 1998 tentang pembayaran kepada Deposan 16 BDL. 
e 

Sebagai tindak lanjut Keppres No. 24 Tahun 1 998 tanggal 23 Januari 1 998 telah 

terjadi proses dalam upaya untuk mengembalikan kepercayaan kreditur dan 

investor luar negeri terhadap sistem perbakan Indonesia dan pada tanggal telah 

dicapai kesepakatan antara debitu dalam negeri Indonesia dan Pemerintah 

Indonesia dengan kreditur dan investor luar negeri di Frankfurt Jerrnan yang 

kemudian dikenal sebagai "Frankfiurt Agreement" yang intinya antara lain 

bahwa Perbankan Indonesia hams melunasi tunggakan trade finance pada 

tanggal 30 Juni 1998, Untuk melaksanakan kesepakatan itu Direksi telah 

mengeluarkan SK Direksi BI No. 31I53AIKEPIDIR tanggal 19 Juni 1998 

tentang Dana Talangan untuk Tunggakan Interbank Debt and Trade Finance 

untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional yang 

sesuai dengan kemampuanya, maka Keppres No. 24 Tahun 1998 diganti 

dengan Keppres 1Vo. 120 Tahun 1998 tanggal 12 Agustus 1998 Tentang 

pemberian jaminan oleh BI atas Pinjaman Luar Negara dan Pembayaran 

Perdagangan oleh bank. Sebagai pelaksanaan Keppres No. 120 Tahun 1998, 

Direksi BI telah menerbitkan SK Direksi BI No. 31189lKEPDIR tanggal 27 

September 1 998 tentang Jaminan Pembiayaan perdagangan Internasional dan 

SK Direksi BI No 3 1//90/KEPI DIR tanggal 7 September 1998 tentang Jaminan 

Pinjaman Luar Negeri antar bank sebagai penegasan penyelesaian tunggaka 

interbank debt dun trade finance. Direksi BI telah menerbitkan SK Direksi BI 

No. 3 11174IKEP/DIR tanggal 22 Desember 1998 sebagai pengganti SK Direksi 



BI No. 31/89/ KEP/DIR tanggal 7 September 1998 yang diikuti oleh surat - 
e 

Gubernur BI No. 311311GBlBSK tanggal 23 Desember 1998.13 

Berdasarkan rangkaian ketentuan dan ketetapan peraturan perundang- 

undangan tersebut dalam penyaluran fasilitas dana talangan ini, maka perikatan yang 

terjadi antara pihak BI dengan pihak bank penerima adalah sah karena 

undang-undang tidak mewajibkan dipenuhinya ketentuan pasal 1320 BW. Dan dalarn 

pengertian Hukum Tata Usaha Negara adalah merupakan bagian dari administrasi 

negara juga dapat disejajarkan dengan dengan pengertian Surat Keputusan menurut 

pasal 1 angka (3) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang 

menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penctapan tertulis yang 

dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan 

final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ". 

BLBI juga disebut sebagai piutang negara berdasarkan kesepakatan bersama 

antara Pemerintah dan BI yang ditandatangani pada 6 Februari 1999, dimana 

Pemerintah bersepakat untuk menerbitkail surat utang kepada BI, dan BI 

menyerahkan sepenuhnya penagihan piutang BLBI (cessie) kepada Pemerintah, saldo 

akumulatif BLBI sampai dengan 29 Januari 1999 sebesar Rp. 144.536.086. 

l 3  Ibicl, hlm 86. 



Piutang BLBI akhirnya diambil alih sepenuhnya oleh Pemerintah dari Bank 

Indonesia menjadi piutang negara perbankan. Dengan demikian piutang negara 

perbankan BLBI sudah seharusnya menjadi terikat dengan prinsip-prinsip hukum 

piutang negara sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 

49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). l 4  Karakter nonna 

L. 
hukum ini merupakan suatu norma khusus yang menunjukan kedudukan kreditur 

lebih tinggi dibandingkan dengan debitur (asas sub-ordinat). Asas sub-ordinat adalah 

sebagai prinsip hukum penyelesaian piutang negara melalui suatu badan khusus yang - - 
diberikan kewenangan untuk menagih sesuai prinsip-prinsip hukum penyelesaian 

n 
piutang negara diselesaikan dengan pola represif melalui jalur dan r n e k a n i i m { p ~ ~ ~ .  ' 

BLBI yang disalurkan oleh Bank Indonesia kepada perbankan nasional yang 

sudah menjadi piutang negara, l 5  Z d i s e l e s a i k a n  melalui P 

selanjutnya hak tagih tersebut erahkan pemerintah kepada B 

berdasarkan KEPPRES Nomor 27 Tahun 1998. Sejak diserahkan hak tagih BI kepada 

pemerintah, berakhirlah wewenang BI untuk menarik kembali BLBI dari bank - 

l 4  Bandingkan dengan makna piutang negara pada Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 
Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dijelaskan di dalam pasal 8, yang mengatakan bahwa 
yang dimaksud piutang negara oleh peraturan ini ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara 
atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan 
suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. 

l 5  Berdasarkan ketentuan pada pasal8 Undang-Undang Nomor 49iPRp 11960 tentang P W N  - 
BI sebenamya tidak perlu dengan penyerahan hak tagihnya kepada pemerintah dengan mekanisme 
Cessie (penyerahan piutang) cukup piutang tersebut diserahkan langsung pada PWN.  Karena Piutang 
BLBI masuk dalam katagori piutang negara perbankan. 



penerima, diselesaikan melalui jalur dan mekanisme non-litigasiI6 dan penyelesa~a~l 
e 

tidak menggunakan hukum represif 

Piutang negara BLBI adalah kasus gaga1 bayar yang jumlahnya luar biasa 

besar (extraordinary default), tetapi penyelesaiannya oleh BPPN dilaksanakan 
I 

dengan mengesampingkan tindakan represif dan tidak menerapkan prinsip-prinsip I 
hukum penyelesaian piutang negara terhadap debitur penerima BLBI, sehingga dalam 

a - 
perjalanannya kasus ini juga menelan biaya penyelesaiannya luar biasa besar. 

Menurut pendapat Abhee Antara, biaya penyelesaian BLBI adalah sebe 
t 

BPPN merubah status hukum-BLBI yang semula perikatan yang bersumber 
_1 

dari undang-undang menjadi perikatan bersumber dari perjanjian. Perikatan yang - - 
bersumber dari perjanjian memiliki sifat responsif karena adanya asas kebebasan 

berkontrak. Kebebasan berkontrak (fireedom of making contract) ialah asas yang 

sangat penting didalam hukum perjanjian. Asas yang terpenting lainnya adalah asas 

keseimbangan yang bertumpu pada "itikad baik" '* yang berarti memberi 

'' Pengertian paradigma Litigasi menurut pendapat Adi Sulistiyono-menggunakan 
pendekatan konsensus untuk menyelesaikan sengketa dan hasil keputusanya mendasarkan pada konsep 
win-win solution , pendapat Laura Nader mengatakan bahwa penyelesaian ini berlandaskan pada 
orientasi membagun hubungan yang berkesinambungan menyebutnya gives little, gets a little (dipetlk 
dari Karya Tulis Adi Sulistyono, Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia, (Solo: 
penerbit UNS Press, 2007), hlm 144) Bandingkan dengan pendapat Philippe Nonet-Philipe Selznick, 
penyelesaian non litigasi adalah bagian dari tipologi penegakan hukum responsif ialah dengan 
penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dinegosiasikan dengan cara-cara menyusun kembali perjanjian, 

17 Abhe Antara, Skandal BLBI menjerumuskan Indonesia Hingga Rp. 1000 triliun, Teori 
Konspirasi, Peristiwa Kasus, Isu Politik Indonesia & Dunia. (Jakarta: Mediakita, 2013), hlm 72. 

18 Menurut PL Wery makna pelaksanaan dengan itikad baikluitvoering te goedr trouw dalam 
pasall374 ayat 3 di atas itikad baik mengacu kepada jika ada suatu hubungan hukum perjanjian, itikad 
baik bermakna bahwa kedua belah pihak tidak hanya melihat kepentingannya sendiri saja, tapi juga 



. . perlindungan pada debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur rnenjadi 
C 4 

seimbang. 

Akhirnya BLBI tidak lagi sebuah perikatan yang bersumber dari 

undang-undang, oleh BPPN dibuat perjanjian secara tertulis antara pemerintah - 
(BPPN) sebagai kreditur dengan Bank penerima BLBI yang disebut sebagai - 

n 
penyelesaian kewajiban pengendali sah melalui mekanisme pengampunan - 
Release and Discharge dalam bentuk Perjanjian MSM, MRNIA, dan APU, teks 

C -C - 
perjanjiannya menggunakan bahasa Inggris, dan model perjanjian semacam ini lazim 

digunakan dalam sistem commcn law. Dengan pola penyelesaian demikian, maka 

kedudukan hukum kreditur menjadi setara dengan debitur dan negara hams tunduk 

pada prinsip-prinsip hukum perjanjian common law". 

Pola penyelesaian tersebut adalah bukan sebagai tonggak kebebasan 

berkontrak yang bertanggung jawab, tetapi sebagai titik awal bencana keuangan 
T 

negara terbesar di abad ke 20 negeri ini yang ditengarai sebagai mega skandal (moral - 
kepentingan pihak lainya juga. Lihat Ridwan Khaerandi, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, 
(Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2003), hlm 154- 157. 

19 BPPN menyusun Terms of Reference dibantu oleh beberapa konsultan dalam negeri 
maupun luar negeri, yaitu: 

I. International Legal Advisor: Orix, Allen & Gledhill, Brown & Wood, Coudert Brothers, 
Morgan, Lewis & Bokius, White&Case. 

2. Local Legal Advisor: Lubis Ganie Surowidjojo, Makarim & Taira, Soemadipradja & Taher, 
Wiriadinata & Widyawan. 

3. International Accountants: Arthur Andersen, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, 
KPMG Peat Manvick, Pricewaterhouse Coopers. 

Di samping konsultan-konsultan itu, BPPN juga menunjuk suatu tim profesional yang terdiri 
dari J.P. Morgan, Lehman Brothers, Danareksa, dan Bahana Securities yang bertugas untuk 
melakukan berbagai negosiasi. Termasuk, melakukanappraisal atas aset PPS bank yang akan 
diserahkan kepada BPPN sebagai pembayaran kewajibannya kepada pemerintah. Hasil akhir dari 
negosiasi tersebut selain sebagai pemenuhan komitmen pemerintah kepada IMF dalam LO1 juga 



hazard) yang begitu menyatu dengan k a s u ~ n ~ a . ~ ~  ~ a k t a  membuktikan bahwa dalam 
=9 

perkembangannya penyelesaian kasus gaga1 bayar yang luar biasa (extraordinary 

default), sebagaimana dikatakan oleh Faisal Basri menelan biaya penyelesaian 

sebesar Rp. 1.000 triliun." d' 

Kronologi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bermasalah dan 

berpotensi merugikan negara, muncul di masyarakat semenjak Badan Perneriksa 

Keuangan (BPK) mengumumkan hasil audit investigasi dari aspek ekonomi, dengan 

disertai pernyataan tentang adanya penyimpangan penggunaan. Bila saja tinjauan 

BPK berdasarkan aspek hukum perikatan bersumber dari undang-undang, yaitu pasal 

1359 BW. Istilah "penyimpangan", menurut pendapat Djony Edward ada indikasi 

Extraordinary  rime,'^ tapi perumusan demikian adalah tidak tepat karena unsur 

"motif7 BLBI bukan kepentingan Bank ~ndonesia, tapi kepentingan nasional. 

Pengembalian uang yang terlambat dan penggunaan BLBI tidak tepat sasaran ole11 

penggunanya (bank-bank penerima BLBI) adalah faktor error ommison dun error 

commision " bukan kemungkinan adanya unsur pidana. Hal itu dikarenakan 

berupa pembayaran kembali kewajiban bank-bank kepada pemerintah yang pada gilirannya akan 
membantu proses pemulihan perekonomian secara nasional. 

20 Munir Fuady , Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih, (Bandung: Citra Aditya 
Bhakti, 2004), hlm 76. 

2' Faisal Basri, Lanskap Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 2 10. 
22 Perbuatan terhadap BLBI ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan extraordinary crime). 

Lihat Djony Edward, BLBI Extraordinary Crime, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm 29. 
23 Error Ommission (EO) adalah timbulnya kredit macet karena memanfaatkan lemahnya 

peraturan atau ketentuan yang memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas. Error Ommission 
jelas motifnya sejak awal tidak baik, dengan kata lain sejak awal niatnya melanggar. Model ini lebih 
mudah dideteksi karena alat pembuktiannya mudah. Error Commission (EC) yang memang tidak 
adaaturan dan ketentuannya yang dilanggar, tetapi ada motif untuk memanfaatkan beluma danya 
ketentuan aturan-aturan, sehingga dengan mudah para pejabat bank mengeluarkan kebijakan yang 
didasaii oleh unsur-unsur tertentu. Modus EO sering terjadi pada saat mengambil keuntungan dari 



bagaimanapun terjadinya penyimpangan adalah sasaran penggunaannya yang 

disebabkan bukan oleh karena penyalurannya, tetapi akibat penggunaan dari para 

penerimanya yang kemudian tidak bisa mengembalikan uang BLBI kepada Bank 

Indonesia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat 

perbedaan makna antara paham extraordinary default dengan extraordinary crime.24 

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada banyak bank menjadi masalah 

yang banyak diperhatikan dan dibahas di masyarakat setelah munculnya disclaimer 

dari BPK yang dipahami sebagai extraordinary crime bukan sebagai extraordinaty 

default. Pertama BPK menganggap bahwa telah terjadi penyimpangan yang 

kemungkinan adanya unsur pidana (extraordinary crime), dan yang kedua karena 

kasus gaga1 bayar BLBI ini merupakan piutang tak tertagih menyangkut dana dalarn 
I 

jumlah sangat besar deilgan kemungkinan kerugian negara sangat besar 

(extraordinary default) dan ketiga pembebanannya dirasakan tidak adil karena 

penerimaan kredit.Permainan ini sebenamya sebagai modus klasik, misalnya dalam pemberian 
liquidity support dalam kasus BLBI, telah dengan sengaja diselewengkan oleh begitu banyak bank, 
sehingga bukannya kebutuhan dari nasabah yang mendapatkan prioritas.Akan tetapi, justru kebutuhan 
dari bank itu sendiri beserta kebutuhan dari pihak yang terafiliasi dengan bank sedangkan modus EC 
ini digunakan sangat rapih dan melibatkan pejabat bank.Misalnya, kasus Bank Mandiri yang menyeret 
direktur utamanya Neloe, fasilitas kredit yang diberikan pada PT. Citra Graha Nusantara (PT. CGN) 
sebesarRp 160 milyar dinyatakan macet. Berdasarkan pengalaman kasus-kasus perbankan nasional 
yang berkaitan dengan kredit macet persoalannyatidak akan lepas dari EO dan EC. Lihat Krisna 
Wijaya, Analisis Kebijakan Perbankan Nasional, (Jakarta: Elex Media Komputindo, Kompas 
Gramedia, 2010), hlm 206. 

24 Menurut pendapat Johanes Ibrahim, dalam buku - Cross Default & Cross Colleteral, -. 
perbuatan yang bermuara kepada "Default" lalai memenuhi kewajibannya, karena jumlahnya sangat 
besar maka dikatakan sebagai perbuatan "lalai" yang banyak melibatkan banyak pihak dan jumlahnya 
luar biasa (extraordinary default). Sedangkan menurut pendapat Djony Edward -proses melawan 
hukum itu tidak tangung-tangung melibatkan 100-an pejabat BI, 203 pemilik dan pengurus 48 bank 
dan puluhan pejabat di BPPN. Jadi, ini selain melibatkan banyak orang ,banyak modus, juga 
melibatkan likuiditas yang sangat besar, yakni Rp. 144,54 triliun. Maka menurut pendapatnya adalah 
dapat digolongkan sebagai Extraordinary Crime, sehingga bukunya diberi judul BLBI Extraordinary 
Crime. 



dibebankan pada anggaran negara. Dan yang keempat adalah penyelesaiannya hingga 
-em 

saat ini sangat lamban dan tidak efektif. 

Penyelesaian kasus gaga1 bayar BLBI sebagai piutang negara perbankan tak 

tertagih tidak dilakukan melalui PUPN, melainkan pemerintah membentuk badan 

khusus baru, yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai badan 

yang diserahi untuk mengelola pengembalian uang negara dari tangan para bankir, 

pemegang saham, maupun debitur masing-masing bank yang mendapatkan dana 

BLBI. Sekurangnya terdapat tiga pola perjanjian yang dibuat BPPN untuk membuat 

penyelesaian kasus BLBI, pertama mengalihkan kewajiban bank menjadi kewajiban 

pemegang saham pengendali (PSP). Pemerintah bersama pemegang saham bank beku 

operasi (BBO) dan bank beku kegiatan usaha (BBKU), menandatangani master 

settlement and acquisition agreement (MSAA) dan master reJnancing agreement 

and not issuance agreement (MRNIA). Tujuan dari dua perjanjian itu adalali untuk 

mengembalikan BLBI, baik melalui penyelesaian aset maupun pembayaran tunai 

melalui BPPN. Kedua pengkonversian BLBI pada bank-bank take over (BTO) 

menjadi penyerahan modal sementara. Ketiga, mengalihkan utang kepada bank 

pemegang saham pengendali melalui penyelesaian .kewajiban pemegang saham 

pengendali (PUS) .  Caranya dengan menandatangani akta pengakuan utang (APU). 

Akan tetapi, dalam perjalanannya BPPlV lebih memerankan sebagai age11 dari pihak 

penerima bantuan dari pada sebagai wakil pemerintah yang berhak menarik atas 

bantuan likuiditas yang telah diberikannya. Di dalam perjanjian yang terdapat pada 

MSAA, MRNIA dan APU, pada dasarnya posisi pemerintah dalam menghadapi para 



obligor memang lemah. Jadi, jika PKPS tidak diperpanjang dan membawa kasus 
-:- 

utang piutang itu ke pengadilan, pemerintah tidak hanya bersiap-siap untuk kalah, 

tapi hams bersiap-siap juga untuk rugi. Perkara yang diajukan oleh BPPN ke 

1 pengadilan sebanyak 2.400 kasus dan tidak ada jaminan bahwa pemerintah menang 

I Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah skema bantuan (pinjaman) 

I yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas 

pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan 

berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalarn mengatasi masalah krisis. Pada 

bulin Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp. 147,7 triliun kepada 

48 bank. Akan tetapi, Kejaksaan Agung saat dipimpin MA Rachrnan menerbitkan 

SP3 terhadap 10 tersangka kasus BLBI pada 2004. Hasil audit BPK menyebutkan, 

dari Rp. 147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, 

Rp. 1 3 8,4 triliun dinyatakan merugikan negara. 

Penggunaan dana-dana tersebut kurang jelas. Jaksa Agung MA Rachman 

menerbitkan SP3 atas dasar SKL (Surat Keterangan Lunas) yang dikeluarkan BPPN 

berdasar Inpres No. 812002. SKL tersebut berisi tentang pemberian jaminan kepastian 

hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum 

kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian 

kewajiban pemegang saham. Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap 

sudah menyelesaikan utang walaupun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban 

25 Revrisond Baswir , Di bawah Ancnman IMF, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 93. 



pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat - 
bukti hak kepada BPPN. Negara menanggung kewajiban tersebut. Atas dasar bukti 

itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan akan mendapatkan surat perintah 

penghentian perkara ( s P ~ ) . ~ ~  

Di sisi lain, dampak penyelesaian kasus gaga1 bayar BLBI yang tidak kunjung 

selesai adalah menimbulkan sengketa politik. Tank-menarik antara'pemerintah, Bank 

Indonesia, dan Dewan Penvakilan Rakyat, bagaikan suatu kumpulan aturan-aturan 

yang dikombinasikan antara konsensus dan penggunaan paksaan. Bagi Bank 

Indonesia dan Pemerintah untuk sementara waktu persoalan BLBI muilgkin dapat 

dipandang selesai, tetapi bagi DPR persoalan kasus BLBI justru sedang memasuki 

babak baru untuk membuka kembali kasus BLBI salah satunya yang tak terhindarkan 

adalah terungkapnya putusan Mahkamah Agung yang mengkaitkan peran Wakil 

Presiden Boediono, antara lain putusan MA bernomor 981 UPID12004 tentang 

permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, 

terkait tersangka BLBI, Paul Soetopo itu memutuskan: 

"Bahwa atas dasar keputusan rapat direksi Bank Indonesia tanggal 15 dan 20 
Agustus 1997 yang tidak sah dalarn ha1 ini bertentangan dengan SK direksi Bank 
Indonesia Nomor: 261162lKeplDir tanggal 22 Maret 1994 tersebut, terdakwa 
(Paul Soetopo-red) bersama-sama dengan Boediono dan Drs. Hendrobudiyanto 
telah menyalahgunakan kewenangan dengan mengizinkan danlatau menyetujui 
pemberian dispensasi kliring, dan atau fasilitas saldr, debet terhadap bank-bank 
yang telah overdraft." 27 

2"im Redaksi Pustaka Timur, Kasus BLBI Tragedi Korupsi Terbesar di Indonesia, 
(Yogyakarta: Penerbit Pustaka Timur, 2008), hlm 13. 

27 Putusan MA ini membuktikan Boediono terlibat kasus BLBI. Petisi 28 
menemukan indikasi keterlibatan Wakil Presiden Boediono dalam kasus skandal Bantuan Likuditas 
Bank Indonesia (BLBI) berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA). Dalam surat putusan 



Tanggapan kalangan DPR atas terungkapnya putusan MA tersebut adalah 

menyoroti tentang "Keputusan rapat Direksi tanggal 15 dan 20 Agustus 1997 itu 

bertentangan dengan ketentuan sanksi berupa penghentian sementara kliring lokal 

terhadap bank yang tidak dapat menyelesaikan saldo BI. Keterlibatan Boediono dan 

direksi BI lainnya seperti Hendro Budiyanto, Heru Soepraptomo, Mukhlis Rasyid, 

Haryono dan Soedrajad Djiwandono dalarn praktik korupsi yang mengakibatkan 

kerugian negara sekira obligasi rekapitulasi mencapai Rp. 650 triliun dan sebesar Rp. 

144 triliun dalam bentuk obligasi BLBI. Ini sudah sangat jelas dail mesti segera 

diadili, baik secara sendiri dan bersama-sama. Pasalnya dalam putusan tervonis Paul 

Soetopo Tjokronegoro korupsi itu dilakukan secara bersama-~ama.'~ 

Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2013 muncul usulan politik DPR untuk 

mengajukan Hak Menyatakan Pendapat, jika KPK menetapkan status tersangka, 

maka DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya melalui Hak Menyatakan 

MA terkait putusan terhadap Direktur Bank Indonesia Paul Sutopo No. 979 WPIDl2004, putusan No. 
977 WPIDl2004, dan putusan No. 981 KIPID12004 itu mengungkap keterlibatan Boediono. Ahmad 
Suryono mengatakan, pada 15 Agustus 1997, Boediono bersama-sama dengan anggota Direksi BI 
membuat keputusan dalam rapat Direksi yang intinya menyebutkan mengizinkan memberi bantuan 
likuiditas dengan memberikan fasilitas kelonggaran berupa fasilitas saldo debet kepada kantor pusat 
atau cabang Bank yang mengalami kesulitan likuiditas hingga gejolak mereda. Artinya, nasabah 
penyimpan dana bank dibolehkan untuk menarik dana secara tunai di Bank BI walau bersaldo negatif. 
Kemudian pada 20 Agustus 1997, Boediono juga bersama anggota Direksi BI kembali membuat 
keputusan untuk kembali melakukan bantuan likuiditas dengan alasan perbankan belum pulih. Bantuan 
diberikan kepada Bank Danamon dan bank lainnya, yang disebut mengalami penarikan dana cukup 
besar oleh pihak ketiga. Selura 18 Bank diberikan diberikan fasilitas tersebut. 

28 DPR melihat ada kesalahan Boediono karena MA mengatakan korupsi itu dilakukan 
bersama-sama, ini menyangkut pada vonis Paul Soetopo Tjokronegoro. Kenapa Boediono tidak 
diproses, siapa Boediono, kenapa begitu kebalnya dia. Itu disposisi mereka berdua Paul Soetopo dan 
Boediono. Maka, menurut pendapat anggota DPR keterlibatan Boediono sudah terang benderang dan 
dapat dibuktikan dugaan perannya yang melakukan tindak pidana pasal 1 ayat (1) sub b jo.pasa1 28 
ji.Pasa1 34 sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1)ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) 



Pendapat (HMP) untuk "mengadilinya" dengan mekanisme politik. Nainun, ha1 ini 
=9 

akan sulit jika penetapan status hukum bagi Boediono berjalan di tempat karena 

faktor tekanan penguasa. Kalau Boediono menjadi tersangka, maka memungkinkan 

peluang DPR menggunakan HMP 

Konstelasi politik hukum dengan sederet peristiwa yang digambarkan diatas 

adalah sebagai akibat lemahnya penegakan hukum yang bersumber dari beberapa 

kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Kebijakan penegakan hukum pada 

masing-masing era pemerintahan presiden Republik Indonesia mengandung 

kontradiksi dengan Undang-Undang Nomor 49lPrpl1960 dan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia yang 

menyebabkan mekanisme penaghan dan penyelesaian piutang negara tidak bisa 

dilaksanakan secara efektif. 

Langkah-langkah pemerintah menangani penyelesian kasus BLBI dai-i era 

pemerintahan Presiden Habibie sampai dengan Pemerintahan Presiden Soesilo 

Bambang Yudoyono pada kurun waktu tahun 1998 sampaidengan 2013 dapat 

digambarkan sebagai berikut; 

Pada awal masa reformasi tahun 1998 (masa pemerintahan Presiden Habibie) 

banyak terjadi kemacetan penyelesaian piutang negara perbankan. Pada masa ini 

kebijakan penegakan hukurn penyelesaian piutang negara diselesaikan sebatas 

kesulitan likuiditas. Mekanisme penyelesaian piutang negara perbankan dilaksanakan 

KUHP jo. Pasal43 A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan Undang-Undang No. 
3 1 Tahun 1999 tentang Tipikor. ( http://www.detik.com/berita/, Maret 201 3 ) 



melalui dua mekanisme penegakan hulum, yaitu dengan mekanisme PUPN dan 
e? 

mekanisme penyelesaian melalui BPPN yang mengikuti prosedur dalam masa krisis. 

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dikeluarkan 

Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 84 Tahun 2001 yang antara lain mengatur 

pembentukan Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) sebagai 

pengganti BPULN dan tidak mengubah secara substansial mekanisme pengurusan 

piutang negara, tetapi hanya mengganti nama lembaga BCJPLN menjadi KP2LN dan 

hanya menekankan pentingnya aspek "pelayanan" dalarn pengurusan piutang 

negara. Oleh karena itu, praktis lembaga ini tidak efektif dalam penyelesaian piutang 

- negara perbankan. Sedangkan mekanisme penegakan hukum yang dilaksanakan 

melalui BPPN, hanya digunakan dalam mekanisme perlindungan hukum pengusaha 

besar pengemplang (wanprestasi) BLBI. 'Hal ini tercermin dari penegakan hukum 

penyelesaian piutang negara perbankan yang disebabkan oleh Bantuan Likuiditas 

Bank Indonesia (BLBI), dimana lembaga PUPN yang diberlakukan, tapi tidak 

difungsikan maksimal. Sedangkan bentukan lembaga khusus yang lainnya, yakni 
;9.: 
F.' 
$,. . ,.;. 

Badan Penyelesaian Perbankan Nasional (BPPN) tidak didukung oleh legislasi yang 
1.. - ~5;: 
%,a. .TO... s.. :g, - :3,' 

h a t ,  sehingga penggunaan lembaga ini kurang efektif dapat menyelesaikan Piutang 
,::. ;s:, .g 

I 
. ~ .. ., :, Negara Perbankan. 

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati penyelesaian piutang negara 

perbankan lebih banyak mengedepankan negosiasi dengan debitur atau obligor 

melalui mediasi terutama terhadap penyelesaian piutang negara BLBI, berdasarkan 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 



30 Desember 2002 dan lebih d i k e d  dengan istilah Inpres tentang R&D atau Release - 
e 

and Discharge. Mekanisme ini menerapkan "pengampunan" bagi yang dapat 

melunasi dan "penyanderaan", dengan ancaman penjara terhadap mereka yang tidak 

dapat memenuhi skema perjanjian MSAA dan MRNIA. Inpres ini sangat 

Pada era pemerintahan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, penyelesaian 

piutang negara perbankan (penyelesaian piutang macet di Bank BUMN) tidak lagi 

diselesaikan melalui "Mekanisme Negara" (melalui PUPN), tetapi hams diselesaikan 

melalui "Mekanisme Korporasi" (tanpa melalui PUPN) berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2003 tentang BUMN, dan peraturan perundang-undangan di bidang 

perbankan. 

Pada dasarnya penyelesaian piutang negara perbankan yang dilakukan 

pemerintahan presiden SBY lebih mengedepankan kebjjakan "pengampunan" sebagai 

upaya pen yelamatan kredit pada bank-bank BUMN, yaitu dengan program 

restrukturisasi dan penghapusan kredit, dan apabila penyelamatan kredit ini tidak 

berhasil, maka penyelesaian piutang negara perbankan melalui jalur pengadilan, 

29 ~enimbulkan  gerakan penolakan terhadap Inpres No. 2 Tahun 2002 oleh Koalisi Tolak 
Pengampunan Konglomerat Pengemplang Utang. Mereka mengajukan uji materi ke Mahkamah 
Agung. Langkah mereka juga mendapat dukungan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 
(YLBHI) pada tanggal 26 Februari 2003 yang mengajukan juga judicial review kepada Mahkamah 
Agung. Permohonan itu akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung pada tanggal 3 Mei 2006. Dengan 
ditolaknya permohonan uji materi ini menurut YLBHI penyelesaian melalui R&D sangat merusak rasa 
keadilan, sebab para konglomerat telah jelas melanggar ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit 
(BMPK). Perbuatan ini merupakan tindak pidana perbankan yang dapat diancam pidana kurungan. 



arbitrasi, penyerahan kredit macet melalui kejaksaan dan penyerahan pengurusan 

kredit macet melalui BUPLNIPUPN. 

Pemberlakuan PP Nomor 1412005 dan PP Nomor 312006 dalam praktiknya 

mengalami hambatan terutama masih kuatnya pemahaman aparat penegak hukum 

yang menganggap piutang perusahaan negara atau piutang BUMN adalah bagian tak 

terpisahkan dari piutang negara. Pemahaman ini masih melekat selama 54 tahun, 

yaitu sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 49lPrpl1960. 

Pada bulan September 2011, pemerintah telah mengajukan Rancangan 

Undang-Undang tentang Piutang Negara dan Piutang Daerah kepada Dewan 

Penvakilan Rakyat (DPR) dan sampai saat ini belum disahkan. Akan tetapi, konsep 

dasar pembuatan RUU tentang Piutang Negara dan Piutang Daerah ternyata tidak 

menganut asas kewenangan tunggal, berbeda dengan UU tentang PUPN. Badan ini 

memiliki kewenangan tunggal untuk menyelesaikan seluruh piutang negara, baik 

perbankan maupun non perbankan. Pada RUU tentang Piutang Negara dan Piutang 

Daerah, badan khusus yang dibentuknya yang diberi nama Pejabat Pengurus Piutang 

tidak berhak mengurus piutang negara lainnya. 

Pada RUU tersebut, piutang negara dibedakan menjadi tiga dan 

pengurusannya juga berbeda-beda. Di sisi lain, konsep dasar RUU ini telah terjadi 

pergeseran terhadap asas sub-ordinat sebagai prinsip hukurn piutang negara 

perbankan, berubah menjadi asas keseimbangan atau kedudukan yang sama antara 

kreditur dan debitur. Oleh karena itu, penyelesaian piutang negara perbankan di 



dalarn konsep hukum RUU ini, tidak lagi berdimensi hukum publik melainkan 
e 

tunduk pada hukum privat. 

Konsep piutang negara pada RUU tentang Piutang Negara dan Piutang 

Daerah hanya ditunjukkan pada tagihan terhadap penghasilan negara bukan pajak 

(PNBP), sedangkan penyelesaian piutang negara perbankan diselesaikan melalui 

mekanisme korporasi. Substansi hukum demikian akan menjadi rumit berbelit-belit, 

tidak efektif dan efisien, bila dihadapkan pada kondisi krisis. Sebagaimana pada 

kasus gagal bayar BLBI tahun 199711998 dan pada kasus Bank Century tahun 2008, 

meskipun telah banyak dikeluarkan kebijakan pemerintah, tetapi persoalan ini tak 

kunjung selesai. 

Penyelesaian piutang negara secara efektif dan efisien adalah menjadi sangat 

penting. Kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum penagihan 

piutang negara hams sepenuhnya ditegakkan melalui kekuasaan yang diberikan pada 

suatu lembaga yang memiliki kewenangan tunggal (khusus) untuk mengurus dan 

menyelesaikan piutang negara. Akan tetapi, selama ini penegakan hukum 

penyelesaian piutang negara perbankan di Indonesia terjadi persinggungan 

(overlapping) pelaksanaan tugas dan wewenang dalam upaya penagihan piutang 

negara. 

BPPN dan Kejaksaan yang juga mempunyai wewenang untuk melakukan 

penagihan terhadap piutang negara perbankan. Penegakan hukum yang demikian 

adalah tidak efektif karena berpotensi menambah beban kerugian negara. 

Penyelesaian kasus gagal bayar Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang diselesaikan 



oleh Kejaksaan Agung, pada akhirnya menimbulkan permasalahan bam karena sisa 
z9 

piutang yang belum dibayar oleh obligor hams ditagih dengan upaya hukum lainnya. 

Selain penyelesaian piutang negara perbankan terjadi overlapping, muncul 

pula konsep regulasi yang belum sepenuhnya menggunakan asas subordinat, sebagai 

prinsip dasar penagihan piutang negara, dan ternyata menyimpan sejumlah masalah 

besar dalam segi penegakan hukum. Asas yang demikian sangat diperlukan selain 

dapat dipandang sebagai identifikasi prompter treatment, tetapi juga dapat dipandang 

sebagai quasi judicial settlement, yang mempunyai ciri-ciri pokok, memberikan 

kekuasaan dan kewenangan pada pemerintah untuk melakukan penagihan piutang 

negarasecara efektif dan efisien. 

Apabila penagihan piutang negara perbankan dapat diukur melalui efektivitas 

penegakan hukum, maka persoalan ini bisa didekati dengan kajian hukum responsiJ: 

Ciri yang bisa dikenali dari teori hukum responsif10 adalah bahwa penyelesaian 

secara efektif dan efisien tergantung pada keadaan yang dihadapi, dan pada banyak 

ha1 hams dianggap sebagai wilayah terpisah antara dua keadaan, Nonet dan Selznick 

mengetengahkan suatu teori mengenai tiga keadaan dasar hukum dalam masyarakat, 

yaitu : 

1. hukum represg yaitu hukum yang merupakan alat kekuasaan represif; 

2. hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakan 

represi dan melindungi integritasnya sendiri, dan; 



3. hukum responsifatas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi masyarakat. 
-. 

Sejalan dengan pemikiran di atas, maka sebagai pendekatan alternatif terhadap 

penyelesaian utang BLBI, konsep ini menguraikan pilihan pola penegkan hukum 

dalam konteks situasi negara , penempatan kelompok-kelompok kasus gagal bayar 

piutang negara tak tertagih, dalam ruang dan situasi krisis moneter terutama para 

obligor sebagai pemegang saham pengendali ( PSP ), yang tidak bisa mengembalikan 

pinjamannya pada negara hams diselesikan dengan tindakan hukum yang tegas 

dengan pilihan pola sebagaimana diuraikan ditas. Peran penting mereka yang 

menimbulkan kasus gagal bayar dalam proses penyelesaian piutang negara, berkaitan 

dengan kepentingan-kepentingan mereka. Konsep ini mensyaratkan perlunya 

diciptakan kondisi-kondisi tertentu yang dapat memberikan kesempatan bagi 

penegakan hukum menarik kembali uang negara yang dipinjamkan kepada 

kelompok-kelompok mereka , dibawah kendali otoritas kepentingan negara . Dalam 

kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum penyelesaian piutang negara ha1 tersebut, 

maka kesempatan kelompok-kelompok mereka ( penghutang uang negaral debitor ) 

untuk melunasi utangnya didiberikan akses yang lebih besar melalui badan penagih 

piutang negara, akses diberikan hanya terhadap pelunasan utang. Apabila tujuanya 

hendak memenangkan ketertiban dalam bidang piutang negara , doktrin hukum 

responsif menawarkan tiga pilihan hukum, ketertiban akan terbentuk simetris dengan 

pola-pola hukum tersebut diatas . Pola-pola hukum diatas dapat digunakan sesuai 

30 Philippe Nonet and Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive 
Law, Te rjemah, Raisul Muttaqiem, Hukum Resposive Philippe Nonet dun Philip Selznick, (Nusamedia, 



dengan kondisi dan situasi negara. Penegakan hukum dalam kondisi normal akan 

berbeda dengan kondisi darurat (tidak normal). Dan ha1 ini sejalan dengan penelitian 

disertasi mengenai penyelesaian utang BLBI dimana proses pengambilan keputusan 

dan kebijakan dalam bidang penyelesaian dan pengurusan piutang negara yang 

menitik beratkan pada ajaran hukum responsif hams memperhatikan hal-ha1 sebagai 

berikut : 31 

1. Apabila tindakan tersebut terjadi dalam keadaan darurat yang dirasakan secara 

luas, seperti dalam situasi krisis moneter atau situasi sejenis, maka tindakan 

hams dengan model hukum represiJ: yaitu dibuat suatu peraturan 

perundang-undangan yang didalamnya mengandung unsur-unsur hukum 

materiil dan unsur-unsur hukum formil, dan dilaksanakan oleh suatu badan 

khusus yang diberikan kekuasaan dan legitimasi penuh oleh negara (lembaga 

superbodyj, kedudukannya setara dengan pengadilan (quasi judicial treatment). 

2. Apabila yang dihadapi dalam keadaan normal, maka tindakan yang diperlukan 

dalam penegakan hukum adalah penegakan dengan model hukum otonom 

(prosedural) dan penegakan dengan model hukum responsif. Penegakan dengan 

model hukum otonom ialah penagihan piutang negara perbankan diselesaikan 

dengan mekanisme prosedural melalui pengadilan, sedangkan penegakan 

hukum responsif adalah penegakan hukum yang hanya berfungsi untuk 

- - - 

2007), hlm 1-32. 
3' Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanann Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 

hlm 78. 



mengejar tujuan (purposing), yaitu dengan mekanisme penyelesaian internal (di 
4 

luar pengadilan) atau dinegosiasikan kembali dengan debitur, seperti 

memberikan pengampunan bagi para obligor dengan kebijakan Release and 

Discharge yang dinegosiasikan dengan cara-cara menyusun kembali perjanjian, 

dengan MSAA, MRNIA, APU, atau dengan restrukturisasi, yaitu perubahan 

syarat-syarat kredit, seperti penjadwalan kembali (rescheduling) dan 

persyaratan kembali (reconditioning), penghapusan (write ofl atau dengan 

pengimpasan pinjaman (set ofJ). 

Karakteristik teori hukum Responsif dari Philippe Nonet-Philip Selznick 

adalah sejalan dengan pandangan teori hukum ekonomi (Pareto ~ f ~ i c i e n c ~ ) ~ ~  yang 

mengindikasikan bahwa sistem hukum pada saatnya akan dihadapkan pada situasi 

dimana tiada seorangpun dapat membuat lebih baik tanpa membuat orang lain lebih 

buruk. Masing-masing tipe hukum terikat dengan situasi dan keadaan yang dihadapi 

dalam kehidupan bernegara, di samping itu juga penegakan hukum terikat oleh 

keadaan dan konteks tertentu. Bahwa agar penegakan hukum berfungsi efektif, bukan 

dari pelaksanaan kebebasan atau keleluasaan yang ada pada lernbaga-lembaga yang 

merespon tuntutan-tuntutan yang bersifat reduksi kekuasaan, tetapi perlu 

ditegakkannya otoritas pada lembaga yang merupakan subordinat. 

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, meski tertib hukum dapat 

menggunakan paksaan dalam pemenuhan kepentingannya kembali atas sesuatu yang 

32 James A.Coporaso and David P Livine Teori-teori Ekonon~i Politik. Diterjemahkan oleh 
Suraji. ( Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008 ) hlm 252. 



diinginkannya haruslah bergantung pada kekuasaan tertinggi untuk rnelakukan 
2. 

paksaan tersebut, sehingga perlu dibentuk suatu badan khusus yang kedudukannya 

sama dengan pengadilan, dan memiliki kekuasaan hak eksekusitorial, maka jika 

debitur wanprestasilgagal bayar kreditur mendapat kekuasaan tertinggi untuk 

melakukan apa saja menjual atau melelang tanpa mengikuti aturan (prosedur) dalam 

hukum acara perdata. 

Dengan pemahaman seperti itu, represi tidak hams melibatkan penindasan 

dengan kasar (blatant appression) karena perlakuan seperti ini adalah di luar kontrol 

penggunaan kekerasan seperti halnya menegakkan perintah menghentikan proses. 

Represi juga bisa sangat halus dan masuk ke dalam bentuk doktrin, asas-asas yang 

otoritatif, misalnya konsep keadilan atau prinsip tidak ada orang yang boleh 

mengambil keuntungan dari kesalahannya sendiri. 

Meskipun model hukum represtf adalah konsep hukum primltEi, 33 tetapi 

ketika pemegang kekuasaan berada dalam situasi yang sangat sulit betapapun negara 

itu superliberal dan modern, pasti mereka akan berpaling kepada 

mekanisme-mekanisme represif 

33 Yang membedakan manusia beradab dengan yang primitif terutama adalah prudensi (dari 
kata '>rudenceV sikap yang seksama dan senantiasa penuh pertimbangan), dalam istilah yang lebih 
luas, benvawasan ke depan. Ia bersedia menahan penderitaan saat ini demi kesenangan nanti, bahkan 
walaupun kesenangan nanti itu masih agak jauh. Bertrand Russell, History of Western Filosphy and its 
Conection with Political and Social Circumtances fiom the Erliest Times to Present Day,Sejarah 
Filsafat Barat (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm 18. 



Mereka melakukannya tidak hams bertujuan jahat, tetapi karena mungkin 
e? 

tidak melihat jalan untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Dalam situasi sulit 

atau tidak normal tindakan represif adalah pilihan yang tepat bagi pemerintah untuk 

melaksanakan penegakan hukum, karena tujuan utama penegakan hukum adalah 

ketertiban, maka yang perlu dipikirkan ketika negara dihadapkan dalam situasi 

darurat ekonomi Jkrisis moneter adalah bagaimana agar ketertiban hams 

dimenangkan 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas permasalahan yang dapat dimunculkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengapa pemerintah menyelesaikan piutang BLBI melalui mekanisme MSAA, 

MRhTIA dan APU ? 

2. Mengapa penyelesaian piutang BLBI hams menggunakan pola penegakan 

hukum represif ? 

C. Tujuan Penelitian 

Atas dasar pemmusan inasalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan teori Philippe Nonet - 

Philip Selznick dalarn menyelesaikan piutang negara. 

2. Untuk mengetahui alasan dijadikannya teori Philippe Nonet - Philip Selznick 

sebagai pilihan dalam menyelesaikan piutang negara. 

3. Untuk menemukan kernanfaatan teori Philippe Nonet - Philip Selznick sebagai 



instrumen pengukur efektivitas penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank 

Indonesia bermasalah. 

D. Landasan Teori 

Mengkaji mengenai Kebijakan Penyelesaian Utang BLBI dan arah penagakan 

hukumnya dengan proiritas tunggal pemikiran Phulippe Nonet dan Philip Selznick 

dalam konsep berhukum, paling tidak ia membedakan tiga jenis hukum, yaitu hukum 

represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

dalam tabel berikut : 

Tabel 1.1. Tiga Jenis Hukum 

I HUKUM I HUKUM ' REPRESIF I OTONOM 
HUKUM 

RESPONSIF 

1 

Peraturan r-. 
I 

Ketahanan sosial / Keadilan 
Dan tujuan negara prosedural 

Tujuan Hukum 1 Ketertiban Legitimasi 

I 

2 

Kadilan substanstif 

3 

Keras dan rinci 
namun berlaku 
lemah terhadap 
pembuat hukum 

I 

Pertimbangan 

Lusa dan rinci 
mengikat penguasa 
maupun yang 
dikuasai 

Subordinat dari 
prinsip dan 
kebij akan 

I 

Ad hoc; 
Memudahkan 
tujuan dan bersifat 
partikuler 

Diskresi 

Sangat melekat Purposif 
pada otoritas legal; 
rentan terhadap tujuan) perluasan 
formalisme dan kompetensi 

Dibatasi oleh 
peraturan; delegasi 
yang sempit 

Sangat luas; 
oportunistik 

1 legalisme 

Luas, tetapi tetap 
sesuai dengan 
tujuan 



Paksaan Ekstensif; dibatasi 
secara lemah 

Moralitas komunal; 
moralisme l~ukum; 
moralitas 
pembatasan" 

Dikontrol oleh 
batas-batasan 

I hukum 

Politik 

Pencarian positif 
bagi berbagai 
alternatif seperti 
insentif sistem 
kewajiban yang 

Hukum subordinat 
terhadap politik 
kekuasaan 

kelembagaan yakni 
dipenuhi dengan 
integritas proses 
h u h  

Moralitas 

Hukum 
"indenpeden" dari 
politik; pemisahan 
kekuasaan 

mampu bertahan 
Moralitas sipil; 
moralitas 
kerj asama" 

Harapan akan 
ketaatan 

Partisipasi r 
L 

Terintegrasin ya 
aspirasi hukum dan 
politik; 
keberpaduan 
kekuasaan 

Periksa Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in 

Tanpa syarat 
ketidaktaatan hams 
dihukurn sebagai 
pembangkangan 

Pasif; kritik dilihat 
sebagai 
ketidaksetiaan 

Pembangkangan 
dilihat dari aspek 
bahaya substantif 
dipandang sebagai 
gugatan terhadap 
legitimasi 

Penyimpanan 
peraturan yang 
dibenarkan 
misalnya untuk 
menguji validitas 
undang-undang 
atau perintah 
Akses dibatasi oleh 
prosedur baku; 
munculnya kritik 
atas hukum 

Akses diperbesar 
dengan Integrasi 
advokasi hukuin 
dan social 

'ransition; Toward 
Respons Law 

Bertolak dari teori Phlippe Nonet dan Philip Selznick menyatakan bahwa 

kunci utama pembentukan hukum yang mengarah pada perobahan sosial terletak dari 

implementasi hukum. Di sini, perlu dibedakan antara tujuan sosial hukum serta 

dimensi-dimensi tata hukum, dan pada pihak lain kebutuhan akan suatu kerangka 

bagi alternatif penataan hukum. Berangkat dari teori ini, maka perrnasalahan 

penyelesaiaan utang BLBI akan lebih menunjukkan keberhasilannya apabila 



penanganannya berangkat tidak adanya tertib hukum disebabkan adanya penyalah 
=. 

gunaan keuangan, baik dalarn distribusinya maupun penggunaannya, sehingga perlu 

penanganan khusus dan lembaga khusus yang postulatnya adalah hukum represif, 

sedangkan institusi penegakannya didasari pada kondisi krisis/tidak tertib (disorder). 

Dengan demikian, maka tata penyelesaian piutang negara BLBI adalah dengan 

membangun menggunakan teori hukum Nonet dari sisi bagaimana ketertiban dapat 

dimenangkan sehingga uang negara dapat diselamatkan . 

Perihal yang diuraikan pada tabel di atas, diperlukan sebagai pedoman 

kebijaksanaan pemerintah dan arah penegakan hukumnya agar penyelenggaraan 

L penyelesaian piutang negara dapat ditangani secara cepat dan berhasil guna. Dalain 

kaitan ini, Nonet dan Selznick mengetengahkan suatu teori mengenai tiga keadaan 

dasar hukum dalam masyarakat, yaitu : 

1. hukum represif, yaitu hukum yang merupakan alat ltekuasaan represif; 

2. hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakan 

represi dan melindungi integritasnya sendiri, dm; 

3. hukum respons atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi masyarakat. 

Pada hukum represif, tujuan hukum adalah ketertiban dan dasar keabsahannya 

adalah pengamanan masyarakat. Aturan-aturan bersifat bersifat terperinci namun 

kurang mengikat pembuat aturan, sehingga seringkali terjadi dikresi. Gagasan Hukum 

represif mengandaikan bahwa setiap tata hukum merupakan "keadilan yang beku" 

dan mempunyai potensi represif oleh karena terikat pada status quo dan dengan 

menyelimuti otoritas hukum membuat kekuasaan lebih efektif. 



Kaitannya dengan kekuasaann bentuk sistematik hukum represif mempunyai 
+ 

ciri-ciri sebagai berikut : 

I .  Pranata-pranata hukum secara langsung disediakan bagi kekuasaan politik, 

hukum diidentifikasikan dengan negara dan tunduk kepada kepentingan 

negara. 

2. Kelestarian kekuasaan negara adalah tugas dari penegakan hukum. 

3. Alat-alat pengendalian khusus seperti polisi menjadi pusat kekuasaan yang 

bebas. 

4. Kelembagaan keadilan kelas. 

5. Hukum pidana merupakan perhatian penegak hukum. 

Produk-pruduk hukum maupun pelaksanaannya dirasakan represif oleh 

masyarakat oleh karena hukum : 

I .  Melembagakan disprivilege dengan n~enekannya kewajiban dan tangguilg 

jawab, bukan pada hak-hak yang dipunyai oleh golongan-golongan yang tidak 

berkuasa 

2. Melembagakan ketergantungan khususnya, golongan miskin yang menjadi 

sasaran bekerjanya lembaga-lembaga atau birokrasi tertentu, maupun 

distigrnatisasi oleh klasifikasi-klasifikasi resmi . 

3. Mengorganisasi pengaman sosial atas kelas-kelas berbahaya dengan 

mengkriminalisasikan perilaku-perilaku tertentu. 

Melaui pemikiran di atas jelaslah bahwa hukum merupakan salah satu alat 

bagi negara untuk mempertahankan cita-citanya dan oleh karena negara pada 



dasarnya tatanan politik suatu masyarakat, maka cita-cita hukum suatu negara secara 

ideal merupakan akibat lebih lanjut dari cita-cita politiknya. Negara sebagai suatu 

tatanan politik pada dasarnya merupakan suatu alat dari orang atau golongan- 

golongan yang memegang kekuasaan di negara tersebut. Dengan perkataan lain, 

maka hukum yang berlaku di dalam suatu negara mengandung cita-cita politik dari 

orang-orang atau goglongan-golongan negara. Dengan demikian, sifat dan wujud 

hukum didasari oleh cita-cita atau aturan-aturan yang berpengaruh besar terhadap 

orang-orang atau golongan-golongan yang berkuasa dan hukum sebagai salah cara 

untuk mengatur perilaku warga masyarakat secara ideal, selalu di dalam keadaan 

yang mengalami proses perubahan sesuai dengan pola-pola politik yang menjiwai 

masyarakat yang bersangkutan. 

Menurut Nonet dan Selznick maka perwujudan-penvujudaan huku1-11 represif 

menainpilkan dua gambaran pokok , yaitu : 

1. Keterpaduan yang erat antara hukum dan politik dalarn bentuk sub-ordinasi 

langsung pranata-pranata hukum pada elit yang memerintah dengan menjadi 

semacam, "Instrumentalisme primitif' yang siap mengkonsolidasikan 

kekuasaan, menjamin, hak istimewa (privilege), dan memenangkan 

konformi tas. 

2. Merajalelanya diskresi, baik sebagai hasil maupun sebagai cara untuk 

menjamin bekerja peranan hukum sebagai alat di atas. 

Pada tipe hukum otonom tujuan hukum adalah legitimasi yang didasarkan 

pada kejujuran procedural. Aturan-aturan mengikat baik bagi penguasa maupun yang 



dikuasai, dan diskresi dibatasi oleh hukum serta hukum lebih terbebas dari politik. - 
Hukum otonom memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Hukum dipisahkan dari politik dengan pemisahan fbngsi-hgsi; 

2. Tata hukum mendukung "model aturan-aturan"; 

3. Prosedur adalah pusat hukum; 

4. Kepatuhan pada hukum dipahami sebagai kepatuhan yang ketat pada hukum 

positif. 

Sumber transisi dari hukum represif ke hukum otonom adalah kepentingan 

pemerintah untuk memperoleh legitimasi. Oleh karena itu, strategi pokok legitiinasi 

pada hukum otonom adalah pemisahan hukum dari politik yang mempunyai dua 

aspek yaitu : 

1. Politik tunduk pada hukum, oleh karena hukum melembagakan prinsip 

pembatasan penggunaan kekuasaan, 

2. Peradilan menekankan fbngsi non politis. 

Sedangkan ciri yang berpusat pada aturan hukum otonom didasari oleh: 

1. Aturan-aturan adalah sumber daya yang kuat untuk mengabsahkan kekuasaan. 

2. Diskresi dipersempit. 

3. Menyebarluasnya aturan mengandung kompleksitas dan masalah konsistensi 

yang memerlukan kemampuan profesional. 

4. Orientasi pada aturan-aturan cenderung membatasi tanggung jawab sistem 

hukum. 



5.  Walaupun menjinakkan represi hukum otonom tetap mempunyai gagasan 
e 

bahwa hukum adalah alat pengendalian sosial. 

Hukum Responsif yang bertujuan agar hukum lebih tanggap terhadap 

kebutuhan terbuka pada pengaruh dan lebih efektif dalam menangani 

masalah-masalah sosial, memiliki ciri-ciri, yaitu : 

1. dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan. 

2. mengendalikan tuntutan pada kepatutan serta mengurangi kelakuan hukum 

3. bantuan hukum menampilkan dimensi politik 

4. terdapatnya perencanaan pranata-pranata hukum secara lebih kompeten. 

Pada keadaan terdapatnya hukum responsif, kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam pembentukan hukurn lebih terbuka. Dalam pengertian ini arena hukum menj adi 

semacam forum politik dan partisipasi hukum mengandung dimensi politik. 

Sementara itu, aspirasi-aspirasi hukum dan aspirasi-aspirasi politik menyatu karena 

terjadinya penyatuan antara hukum dengan politik, dimana pemerintah tidak lagi 

berperan sebagai "aktor politik", tetapi juga sebagai "aktor hukum". Dengan 

demikian ,maka suatu aksi hukum merupakan wahana bagi kelompok-kelompok, atau 

organisasi-organisasi untuk berperan serta dalam menentukan kebijksanaan publik.34 

Berpijak pada konsep Nonet dan Selznick ,maka penelitian ini mengajukan 

gagasan bahwa apabila hukum mempunyai makna normatif, maka hams pula bernilai 

34 Ibid, hlm 23. 



yraktis, artinya hams dikembangkan konsepsi hukum sebagai upaya politik yang akan 
5 

menjadi dasar hukum responsif. 

Dalam teori ini merunut pada tabel di atas, misalnya peran paksaan pada 

keberadaan hukum hak eksekusi dalam Piutang Negara, meskipun peran paksaan ini 

ada dalam tiap tipe, tingkatan paksaan itu berbeda-beda, paksaan dominan dalam 

hukum represif. Sedangkan dalam hukum yang otonom, dan kurang dalam hukum 

responsif. Sekali lagi, peran tujuan hams diperhitungkan dalam setiap sistem; ada 

paham instrumentalisme represif dimana hukum tunduk pada keinginan penguasa; 

ada suatu langkah mundur dari tujuan ketika berupaya untuk mencapai hukum yang 

otonom; dan ada pembaharuan instrumentalisme. 

Dari bingkai pemikiran yang dipaparkan di atas kaitan dengan penegakan 

hukum Penyelesaian Utang BLBI dengan beberapa problematika dan solusinya yang 

penulis paparkan di muka, sebenarnya sangatlah rumit untuk menuntut kajian yang 

komprehensif. Namun betapapun demikian penulis yakin setidaknya dapat 

menerangkan pengalaman masa lalu ke masa depan berhukum dapat menjawab arah 

penegakan hukum bahwa hukum sebagai sarana kebijakan publik. 

Masalah keabsahan hukum muncul dalam dua relasi, yaitu : 

1. Dalam hubungannya dengan pemerintah dan pendukungnya dimana pemerintah 

hams menampilkan citra tertentu dalam bentuk perundang-undangan dan 

ketetapan-ketetapan yang merumuskan kebijaksaan untuk memikat kelompok 

kelompok pendukung tersebut. 



2. menyangkut tantangan terhadap perundangan-undangan tersebut di atas oleh 

kelompok-kelompok lawan politik dan organisasi-organisasi masyarakat yang 

dapat menjadi korban hukum itu. Untuk menghadapi ini terjadi 

konsensi-konsensi terhadap radikalisasi undang-undang dan cara-cara 

pengendalian sarana untuk mencapai sasaran kebjaksanaan. Dalam kaitannya 

dengan peran hukum sebagai sarana kebijaksanaan publik dalarn 

permasalahan disertasi ini, maka tipe hukum hams mengalami perubahan atau 

dari tipe-tipe hukum di atas atau perlunya suatu konsep yang mengakomodasi 

kepentingan keuangan negara dalam situasi chaos atau krisis moneter. 

Hubungan yang erat penegakan hukum represif adalah sejalan apa yang 

dibayangkan pada pemikiran Charles Stanford 35tentang situasi ketidak teraturan 

bahwa masyarakat terus-menerus bergerak secara dinamis. Hal demikian itu terjadi 

karena dalam masyarakat banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, misalnya 

kekuatan-kekuatan (kekuasaan) dan saling tarik-menarik dan berbenturan di 

dalamnya. Oleh karenanya bagaimana mungkin dalam situasi krisis dimensional 

seperti krisis keuangan global yang demikian itu dikategorikan sebagai situasi yang 

serba tertib dan teratur. Pandangan demikian itu hanya akan mereduksi realitas yang 

sesungguhnya dari r n a ~ ~ a r a k a t ~ ~ .  

35 Charles Stanford, The Disorder o f law : A Critic oflegal Theory ,(Oxford : 1995 
Basil Blackwell) (dipetik dari Menggngas Hukum Progresif Indonesia, Penyunting Ahmad 
Gunawan, peneribit Pustaka Pelajar, Cetakan 2,2012, Yogyakarta, halm 5 5 )  

36 Bandingkan dengan pendapat Nouriel Roubini dalam bukunya Crisis Economics A 
Crash Course in The Future of Finance ,2010 The Penguin Press, New York - krisis kini telah 



Manusia sebagai subyek hukum yang cara hidupnya berkelompok dalam suatu 

gugus yang disebut masyarakat ternyata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang 

bertumpu pada perhitungan untung dan rugi akan selalu berinteraksi dengan anggota 

masyarakat lain. Hanya dengan cara itulah kebutuhan hidup itu dapat dipenuhi relatif 

lebih mudah ketimbang dilakukan sendirian tanpa berhubungan sesamanya. 

Berinteraksi semacam ini, berarti paling tidak melibatkan dua pihak, nuansanya 

diliputi oleh semangat kerjasama dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk 

memperoleh manfaat atau keuntungan. Hal ini mengakibatkan kedua belah pihak 

menjadi saling terikat karenanya. Disebabkan gaya hidup seperti ini dilakukar, oleh 

segenap anggota kelompok yang sudah barang tentu ikatan-ikatan yang muncul akan 

memerlukan aturan. Sebab kalau- tidak ada aturannya jelas akan menimbulkan 

chaoslkrisis yang dapat mengakibatkan disintegrasi eksistensi kehidupan k e 1 0 m ~ o k . ~ ~  

Mengingat manusia sebagai subjek hukum yang berinteraksi, sehingga 

menimbulkan ikatan di antara mereka yang jelas kegiatan ini bersifat privat. Untuk 

urusan yang sifatnya privat ini di Indonesia aturannya dijumpai dalam Burgerlijk 

Wetboek (BW = Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka masalah ikat 

mengikat yang dilakukan oleh segenap masyarakat tersebut, kalau dirujuk dalam BW, 

dijumpai aturannya ada dalam Buku I11 yang berjudul Hukum Perikatan. Mana kala 

menjadi keteraturan baru ( new norm ), bukan perkecualian , jika pada masa lalu , yang disebut masa 
normal adalah tanpa krisis , luni sebaliknya , masa normal adalah masa yang dipenuhi krisis . Jika dulu 
krisis adalah abnormal luni krisis adalah normalitas. 



Buku I11 BW ini tercermin dengan seksama dalam ketentuan awalnya, yakni Pasal 
=. 

1233 dinyatakan bahwa perikatan itu dapat lahir dari undang-undang dan perjanjian. 

Dengan demikian berarti bahwa " Setiap anggota masyarakat dalam kesehariannya 

akan selalu terikat dengan pihak lain, bisa karena undang-undang, tetapi juga bisa 

dikarenakan oleh perjanjian. " 

Apabila seseorang terikat dengan yang lain dikarenakan oleh undang-undang, 

maka unsur kehendak dari mereka yang terkait tidak mengarnbil peran. Berbeda kalau 

mereka itu terikat akibat berinteraksi karena perjanjian, pasti ha1 itu secara sadar dan 

sengaja memang dikehendaki. Terlebih dalam hubungan seperti para pihaknya ingin 

memperoleh manfaat atau keuntungan yang sejak awal sudah diperhitungkan dengan 

cermat. Benturan karena satu sisi seseorang terikat dengan yang lain karena 

undang-undang, tapi di satu sisi seseorang ini terikat karena perjanjian yang 

dipaksakan karena kondisi dan situasi yang juga tidak dikehendaki, maka terang saja 

perikatan yang demikian menimbulkan suatu krisis ekonomis dimana masing-masing 

pihak telah kehilangan kemanfaatanlkeuntungan dari perjanjian yang dibuatnya 

dalam medan harta kekayaan. Situasi disintegrasi dalarn perikatan baik yang 

ditimbulkan karena undang-undang maupun karena perjanjian berakibat pada konflik 

penyelesaian. Konflik pada tataran ini haruslah disikapi sebagai sesuatu yang 

memiliki fungsi untuk pemeliharaan ikatan-ikatan dalam pe rj anjian, penciptaan 

dinamisasi hubungan antar kelompok, dan tentu saja fungsi komunikasi yang dibuat 

37 Moch Isnaei, tulisan dalam judul Bagian I Hukum Perikatan Dalam Era Perdagangan 
Bebas. dimtlat dalam kumpulan buku berjudul Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia, 



berdasarkan undang-undang dapat ditegakkan baik secara represif, otonom 
e 

(prosedural) maupun dengan responsif. 

Tanpa peraturan semacam itu, suatu kelompok akan berisiko untuk terus 

dicemaskan oleh keraguan tentang kewajiban sosial apa yang sesungguhnya bersifat 

mengikat, sehingga kalaupun ada, maka norma itupun hams ditangkap pada 

pengertian otoritas, apakah norma-norma primer perlu diakui sebagai kewajiban yang 

otoritatif. Oleh karena itu, tidak semua kontrol sosial adalah hukum. Hukum bersifat 

selektif dalarn ha1 pengakuannya terhadap norma-norma sosial. Sebagai contoh 

penyelesaian sengketa merupakan ha1 yang biasa dalam kehidupan perbankan, inaka 

pembagian otoritas diterima sebagaimana adanya, dan perbankan tidaklah membuat 

suatu tertib hukum. Hukum baru timbul bila muncul pertanyaan-pertanyaan seperti 

siapa yang mempunyai "hak" untuk menentukan dan menafsirkan kewajiban- 

kewajiban perbankan dengan nasabahnya Idebiturnya yang didasarkan pelaksanaan 

otoritas. Suatu tanda hadirnya hukum adalah ketidakmampuan pada debitur, 

bagaimanapun terbatasnya ia telah diberi kepercayaan. Untuk mengklaim bahwa ia 

sebagai kreditur tidak mempunyai "hak" membebankan kewajiban tertentu 

kepadanya, untuk menagih dengan paksa (hak eksekusi) karena misalnya izin 

usahanya dicabut, atau mismanagement, atau karena terjadinya knsis moneter, 

sehingga piutang tidak lagi memiliki hak eksekusinya. Walaupun debitur tidak 

memenuhi kewajiban membayar hutangnya. Pendekatan terhadap definisi hukum 

(yogYakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm 1-2. 



seperti ini adalah bagaimana ketertiban &lam penyelesaim utang BLBl dapat 
+ 

ditegakkan. 

Penegakan hukum Represif dalam penyelesaian u t a g  BLBI adalah 

serangkaian variabel yang terkait dengan hukum; peran paksaan dalam bent& Hak 

Eksekusi , hubungan prinsip-prinsip hukum penyelesaian piutang negara dengan 

kebijakan Bantuan Likuiditas (Bail Out) , adalah kajian dalam lingkup hukurn 

perikatan bersumber undang-undang 

Kajian hukum represif dari teori hukum responsif Philippe Nonet- Selznick 

tolok ukurnya adalah bagaimana " memenangkan ketertiban ", peraturan terkait 

erat dengan pola otoritas dalam tertib hukum. Suatu rezim peraturan membatasi 

diskresi pengelola piutang negara dalam institusi hukum keuangan negara, sehingga 

otoritas terkonsentrasi pada level atas. Hal ini memelihara identiknya hukum dengan 

negara dan dipahami sebagai monopoli kekuasaan pemerintah, sehingga siapapun 

pengelolanya di manapun keberadaannya dinamakan sebagai pegawai negeri 

(pejabat). Demikian juga tentang keuangan negara, maka di manapun disalurkannya, 

baik untuk modal ataupun untuk membayar nilai satu rupiah pun hilang, maka ia akan 

disebut merugikan keuangan negara. Keterkaitan semacam ini bersifat kontingen 

tergantung pada kondisi politik dan probabilistiknya mengandung banyak 

kemungkinan. Namun kalau keterkaitan ini terjadi, tertib hukum akan membentuk 

"sistem", dengan suatu susunan karakter-karakter yang mempunyai keterkaitan secara 

internal. Dalam pengertian itu, berbagai sistem mewakili berbagai campuran khas 



variabel-variabel dasar yang berkait dengan hukum, yang rnasing-masing 

mengandung nilai sesuai dengan sistem yang lebih besar. 

Perkembangan penegakan hukum dalam konsep Nonet dan Selznick 

mengabs traksikan perkembangan hukum dalam tiga hukum, yaitu hukum represif, 

hukum otonom, dan hukum represif, maka secara perspektif akan dapat diketahui 

gambaran pergerakan situasi menuju arah penegakan hukum yang bagaimana 

kebijakan penyelesaian piutang BLBI yang diberlakukan oleh pemerintah, dan sesuai 

dengan konsep hukum responsif apakah benar dengan berhukum reponsif arah 

penegakan hukurnnya juga responsif dan para penegak hukumnya juga responsif, atau 

mungkin sebaliknya. Untuk menyoroti ha1 tersebut-kajian hukurn dalam disertasi ini 

untuk menilai seberapa jauh perkembangan hukum responsif dan represif sejalan 

dengan perkembangan penyelesaian utang BLBI yang pada akhirnya menimbulkan 

beberapa permasalahan. Mengapa penyelesaianya inenggunakan hukum responsif 

dan mengapa tidak menggunakan hukum represif. 

Untuk mencapai tahapan-tahapan evolusi penegakan hukum terhadap piutang 

negara terutama kaitanya dengan pemahamail kajian disertasi ini mengenai 

penyelesaian piutang negara BLBI, maka menurut pandangan hukum ini: 

1. Perubahan hukum akan datang melalui proses politik, bukan dari pelaksanaan 

kebebasan atau keleluasaan yang ada pada agen-agen hukurn yang merespon 

tuntutan-tuntan yang bersifat partisan. 

2. Perkembangan sejarah mengenai kelembagaan penyelesaian piutang negara 

khususnya penyelesaian utang BLBI tampaknya memerlukan pemahaman 



mengenai kepastian arah, pertumbuhan atau kehancurannya, Jadi ha1 yang tepat 
=. 

adalah untuk memikirkan tahap-tahap perkembangan penyelesaian utang BLBI 

dalarn sistem penegakan hukumnya. 

Menurut Philippe Nonet meski tertib hukum dapat mengunakan paksaan 

dalam pemenuhan kepentingannya kembali atas sesuatu yang diinginkannya haruslah 

bergantung pada kekuasaan tertinggi untuk melakukan paksaan tersebut. Dalarn 

piutang negara, kalau debitur wanprestasi, maka kreditur mendapat kekuasaan 

tertinggi untuk melakukan apa saja untuk menjual atau melelang tanpa mengikuti 

aturan hukum main dalam hukum acara. Dengan pemahainan seperti itu, represi tidak 

hams melibatkan penindasan dengan kasar (blatant appression) karena perlakuan 

seperti ini adalah di luar kontrol penggunaan kekerasan seperti halnya menegakkan 

perintah atau menghentikan proses. Akan tetapi, represi juga bisa sangat halus dan 

masuk ke dalam bentuk doktrin, dimana menurut hukum represzf dikatakan sebagai 

represi tidak langsung yang mendorong penegakan persetujuan atau perjanjian secara 

pas$ 

Doktrin hukum represif sebagai ajaran yang melindungi pemegang otoritas 

sejalan dengan pemikiran Stanford yang melahirkan teori chaos, masyarakat selalu 

berada pada jalinan hubungan-hubungan yang tidak dapat diprediksi dan tidak 

~ i s t ima t i s .~~  ~asyaraka t  terus menerus bergerak secara dinamis. Hal demikian itu 

terjadi karena dalam masyarakat banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, 

38 Otje salman .S dan Anton F Susanto, Teori Hukum, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), 
hlm 28. 



misalnya kekuatan-kekuatan (kekuasaan) dan saling tarik-menarik dan benturan di 
e 

yang menimbulkan konflik . Situasi demikian dalam peristiwa hukum perikatan 

bisa saja terbukti ketika perbuatan hukum itu mengakibatkan wanprestasi yang 

akhirnya menimbulkan konflik hak melawan hak3' . Oleh karena itu bagaimana 

mungkin situasi yang demikian itu dapat dikatakan sebagai keteraturan dan tertib, dan 

dapatkah diselesaikan dengan legal system di atas basis sosial dimana hukum 

wanpresatasi berdiri, yaitu di tengah-tengah masyarakat tidak teratur yang ingkar 

janji. 

Ketidakteraturan dalam komunitas wanprestasi utang BLBI , karena utang 

BLBI bukan saja menciptakan kekacauan sistem moneter , casjlow atau return 

banking dan rating bank. Akan tetapi juga, piutang negara perbankan macet ini 

menj adi benturan hak antara jumlah kewajiban membayar utang dengan jumlah 

aset-aset penghutailg yang digunakan sebagai pembayaran utang . 

Ontologi 40 dari pembahasan disertasi ini adalah "setiap utang4' wajib 

dibayar si berhutang", demikian halnya utang BLBI, diandaikan bahwa si berhutang 

39 Disini terdapat sebuah antinomy (kontradiksi dalam hukum, hak melawan hak,yang 
sama-sama membentuk hukum pertukaran. ( Dalam pertukaran ) antara hak-hak yang sama bobotya 
,kekuatan kekerasanlah yang menentukan ( lihat A.A. G. Peters, Hukum dun Perkembangan Sosial, 
(Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1985 ) , halm 255 

40 Ada tiga wilayah filsafat, pertama epistimologi adalah kebenaran dan struktur ilmu 
pengetahuan, kedua ontology atau realitas, ketiga adalah axiology atau nilai, seperti kebaikan dan 
keindahan, penghutang wajib mengambilakan utang adalah suatu realitas. ( lihat Frasminggi Kamasa 
The Age of Deception (Gema Insani , Jakarta, 2012, halm 249 ) 

41 Utang esensinya merupakan tindakan konsumtif yang menggunakan penghasilan dimasa 
depan yang masih dalam bentuk harapan ( lihat Hendy Herijanto, Selamatknn Perbankan Demi 
Perekonominn Indonesia , ( Jakarta, PT Mizan Indonesia, 2013 ) halm 228 



sudah sulit diharapkan untuk dapat memenuhi kewajibannya dengan sukarela, oleh 
4 

karena utang ini dikatagorikan sebagai piutang negara dengan sifatnya yang memiliki 

hak eksekusitorial, maka penyelesaian piutang negara macet ini haruslah 

berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum penyelesaian piutang negara dengan 

menggunakan pola penegakan hukum represif 42. 

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, fungsi penegakan hukum terikat 

oleh problem dan konteks tertentu (keadaan yang dihadapi), ketika keadaan 

benar-benar parah, atau dalam keadaan bahaya, tertib hukurn harus memiliki potensi 

represif, kondisi-kondisi demikian memerlukan persyaratan bagi efektivitas 

penegakan hukum, yaitu: menjamin tegaknya keadilan yang benar-benar mampu 

untuk memperkuat nilai hukurn yang rnenunjukkan alternatif-alteinatif pemaksaan, 

dan memberikan otoritas kepada penguasa untuk melakukan tindakan-tindakan 

hukum dengan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang 

menguntungkan negara. 

Setiap tindakan yang dilakukan atau kebijakan yang dibuat oleh pernerintah 

mensyaratkan beberapa kepentingan di bawah kepentingan yang lainnya. Sebuah 

keputusan dari sebuah kebijakan yang merugikan kepentingan lain dan bahkan 

menyakitkan, bukan merupakan suatu represi sepanjang keputusan itu dimaksudkan 

42 Karakter piutang negara tidak sama dengan piutang non negara oleh karena itu 
tindakan hukum otonom 1 hukum formil yang ditentukan di dalam HIR tidak digunakan. ( lihat M. 
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.3 16. 
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untuk menghindari timbulnya- bahaya (kerugian negara). Prosedur diperlukan hanya 

untuk menghormati hak-hak seseorang atau mencari cara yang dapat mengurangi atau 

membatasi akibat yang membahayakan. 

Di sisi lain, dalam pandangan Philippe Nonet dan Philip Selznick paksaan 

tidak hams represif, demikian juga represif tidak hams bersifat memaksa secara 

langsung ketika pemerintah mendapatkan legitimasi untuk menegakkan ketertiban 

umum dalam keadaan krisis (krisis ekonomikrisis moneter) yang berpotensi 

merugikan keuangan, maka tindakan hukum pemerintah hams mengesampingkan 

asas keseimbangan karena yang diperlukan adalah badan khusus yang disesuaikan 

dengan ketertiban yang memiliki otoritas subordinasi sebagai lembaga superbody, 

sehingga dengan demikian tindakan h u h  pemerintah dapat dirasakan bukan 

sebagai tindakan represi. Bentuk represi yang paling potensial yang dilakukan oleh 

lembaga superbody ini adalah penggunaan kekuasaan yang diberikan undang-undang 

untuk menyidikan dalam upaya melaksanakan kekuasaan. Misalnya, untuk menyita 

barang jaminan atau menahan seseorang, menekan pihak yang tidak patuh atau 

: menghentikan protes, tapi represi juga bisa dilakukan dengan sangat halus, yaitu 

mendorong tahapan-tahapan prosedur dan menggali isi perjanjian untuk mendapatkan 

suatu penyelesaian yang diakibatkan oleh adanya wanprestasi. 

Dalam model hukum represif, implementasi kebijakan akan menghasilkan 

penegakan hukum yang efektif bila memenuhi persayaratan sebagai berikut: 

1 . Tersedianya alat-alat pemaksa untuk melaksanakan tindakan hukum yang dapat . 

memberikan alternatif-alternatif penggunaan paksaan. 



2. Dibentuknya institusi hukum dan prosedur pelayanan. . . 

=. 

3. Aturan hukum memberikan corak otoritas pada kekuasaan. 

Sedangkan peraturan perundang-undangan diperlukan sebagai instrumen 

kebijakan publik pada sasaran tunggal. Tujuan serta kepentingan yang beragarn 

disingkirkan kqena program-program publik mengambil alih pola dimensi tunggal 

dengan lembaga resmi yang dibentuk sebagai pemegang otoritas yang keputusannya 

tidak dapat diganggu gugat (invisibilitas). 

Philippe Nonet dan Philip Selznick juga menepikan bila ketertiban dihasilkan 

dari hukum otonom, yaitu legitimasi. Legitimasi berarti orientasi dan kelekatan yang 

ketat pada prosedur hukum, maka ketertiban tidak lagi dominan dan keadilan menjadi 

lamban dan tidak efisien. Oleh karena itu, terhadap kondisi yang sulit atau h s i s  

moneter yang mengakibatkan banyaknya piutang yang macet, penegakan hukum 

lebih mengutamakan pada sasaran-sasaran yang kongkret harus lebih dominan 

dibanding pada orientasi prosedur. 

Philippe Nonet dan Philip Selznick juga mengorientasikan teorinya pada 

model hukum responsif. Dalam hukum responsif mendorong suatu pendekatan yang 

berpusat pada masalah dan integratif secara sosial terhadap krisis yang terjadi. Untuk 

mengatasi dampak krisis diperlukan resolusi krisis dengan tindakan-tindakan hukum 

integratif yang mengutamakan asas keseimbangan melalui upaya atau cara 

pengampunan atau bernegosiasi yang bertujuan untuk menyusun kembali di mana 

agar kerangka kerja atau perjanjian yang sudah dilakukan tetap berjalan, dengan 

demikian menempatkan kreditur (Pemerintah) dan debitur dalam kedudukan yang 



sama, sehingga berbagai masalah dapat diselesaikan secara internal, antara lain 
-L. 

dilakukan dengan: restrukturisasi, penghapusan (Write O n ,  pengimpasan pinjaman 

(Set O n  dan dana talangan (Bail Out). 

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick upaya penegakan hukum dalam 

model hukum responsif selalu dimenangkan dengan menegakkan asas keseimbangan 

melalui cara-cara bernegosiasi, yaitu bila para pihak memiliki kedudukan yang 

sama,sedangkan penegakan hukum dalam model hukum represif adalah ketertiban 

dapat dimenangkan dengan menegakkan asas subordinat (kedudukan 

krediturlpemerintah lebih tinggi daripada debitur atau para pihak tidak mempunyai 

kewenangan atau hak yang sama). 

Masing-masing tipe hukurn terikat dengan situasi dan keadaan yang dihadapi 

dalam kehidupan bekegara. Penegakan hukumnya juga terikat oleh keadaan yang 

dihadapi (problem dan konteks tertentu). Bahwa agar penegakan hukum berfungsi 

efektif, bukan dari pelaksanaan kebebasan atau keleluasaan yang ada pada 

lembaga-lembaga yang merespon tuntutan-tuntutan yang bersifat reduksi kekuasaan, 

tetapi perlu ditegakkannya otoritas pada lembaga yang merupakan subordinat. 

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, meski tertib hukum dapat 

menggunakan paksaan dalam pemenuhan kepentingannya kembali atas sesuatu yang 

diinginkannya haruslah bergantung pada kekuasaan tertinggi untuk melakukan 

paksaan tersebut, sehingga perlu dibentuk suatu badan khusus yang kedudukannya 

sama dengan pengadilan, dan memilih kekuasaan hak eksekusitorial. Jika debitur 



wanprestasi, maka kreditur mendapat kekuasaan tertinggi untuk melakukan apa saja 
3 

menjual atau melelang tanpa mengikuti aturan (prosedur) dalam hukum acara perdata. 

Dengan pemahaman seperti itu, represi tidak harus melibatkan penindasan 

dengan kasar (blatant appression), karena perlakuan seperti ini adalah di luar kontrol 

penggunaan kekerasan seperti halnya menegakkan perintah menghentikan proses. 

Represi juga bisa sangat halus dan masuk ke dalam bentuk doktrin, asas-asas yang 

otoritatif, misalnya konsep keadilan atau prinsip tidak ada orang yang boleh 

mengambil keuntungan dari kesalahannya sendiri. Dengan demikian menurut 

Nonet-Selznick, meskipun model hukum represif adalah konsep hukum primitif. 

Namun, ketika pemegang kekuasaan berada dalam situasi yang sangat sulit betapapun 

negara itu superliberal dan modern, pasti mereka akan berpaling kepada 

mekanisme-mekanisme represi. Mereka melakukannya tidak hams bertujuan jahat, 

tetapi karena mungkin tidak melihat jalan untuk memenuhi tanggung jawab mereka43. 

Menurut Pendapat Philippe Nonet - Philip Selznick, meskipun hukum represif 

menyediakan alat lembaga supevbody untuk memaksakan ketertiban, ia sangat tidak 

kompeten untuk mengamankan klausul-klausul di dalam perikatan perdata. Oleh 

karena itu, dalarn situasi kondisional, model hukum ini digunakan bukan dalam 

kompetensi asas keseimbangan, tetapi dalarn kompetensi asas sub-ordinasi, sehingga 

- 

43 Bandingkan dengan pendapat Nouriel Roubini, bahwa krisis kini lnenjadi norma baru (new norm 
) jika pada masa lalu,yang disebut masa normal adalah tanpa krisis,kini sebaliknya,masa normal adalah masa 
dipenuhi hisis, jika dulu krisis adalah abnorhal,kini krisis adalah normalitas ( lihat ,Roubini,Nouriel and Stephen 
Mihm,2010, Crisis Economics : A Crash Course in The Future of Finance, The Penguin, Press, New York ) 



. . penegakan hukum akan efektif bila badan . khusus yang merupakan lembaga 
. . 

1 superbody tidak melakukan tindakan hukurn dengan dialogis atau dengan negoisasi 

1 E. Konsep 

I Untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah-istilah dalam 

1 disertasi ini,berikut definisi operasionalnya dari istilah tersebut : 

1. Piutang negara atau hutang kepada negara adalah jumlah uang yang wajib 

dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak 

langsung dikuasai oleh. negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau 

sebab apapun. Dari pengertian tersebut, maka piutang negara ada dua jenis 

piutang negara, yaitu Piutang Negara Non Perbankan dan Piutang Negara 

Perbankan. 

2. Piutang Negara Perbankan adalah piutang talc tertagih yang berasal dari tagihan 

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bermasalah dan menimbulkan kasus 

gaga1 bayar yang berpotensi merugikan negara. 

3. Gaga1 bayar yang berpotensi menimbulkan kerugian (negara) adalah 

disebabkan ketidaksediaan penerima pinjaman untuk melunasi atau 

ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi 

utang yang telah disepakati. Ketidaksediaan untuk mernbayar naik turun dengan 

keberuntungan ekonomi sebagai peminjam. Dalam masa cerah, keinginan untuk 

membayar pinjaman lebih besar daripada masa sulit. Ketidakinginan membayar 

pinjaman erat kaitannya dengan depresi ekonomi, masa pengangguran, dan 



penurunan laba. 
e 

4. Piutang tak tertagih bermasalah dan yang berpontesi kerugian adalah 
. . 

ketidakmainpuan peminjam untuk mewujudkan pendapatan dari kegiatan bisnis 

yang normal, kesempatan kerja, atau penjualan hartanya. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Tema penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian 

yang bertolak dari postulat-postulat normatif disebut dengan hukum positif dan 

doktrin-doktrin yang berkembang. Segi normatif difokuskan pada penelitian ini 

dengan menggunakan parameter teori hukurn responsif Phillippe Nonet - Philip 

Selznick adalah penelitian hukum terhadap peraturan hukum dengan 

mendayagunakan data dan bahan lapangan yang secara normatif dapat membantu 

menjelaskan persoalan penegakan hukum penyelesaian piutang negara perbankan 

pada kasus gagal bayar BLBI. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif 

(peraturan pemdang-undangan) yang mengkaji sistem noma penegakan hukum 

dalam aturan penmdang-undangan sebagai landasan penagihan piutang negara pada 

kasus gagal bayar piutang tak tertagih BLBI. 

Penelitian ini mencoba rnelakukan pengujian fa l~i f ikas i~~,  yaitu mencari dan 

44 Membandingkan teori itu dengan penerapan hasil penilitian, apakah bersifat positif atau 
negatif - suatu putusan positif dapat mendukung teori itu untuk sementara waktu , atau menjatuhkan teori itu, 
karena tidak mampu diterapkan pada kesimpulan eksperimen praktis. ( Karl R. Popper, The Logic of Scienr8c 
Discovery- ditejemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Saut Pasaribu & Aji sastrowardoyo dengan judul 
"logika Penelnuan Ilmiah " 2008, penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta ) 



mengumpulkan data-data dengan menggunakan parameter dua model penegakan 
e 

hukum, yaitu model penegakan hukum represif dan model penegakan h u h m  

responsif, sehingga dapat diketahui pada bagian maria penegakan h u h m  

penyelesaian piutang negara yang efektif dapat dilaksanakan dan pada bagian mana 

yang tidak efektif. Parameter ini memandang bahwa penegakan hukum dapat 

dilaksanakan dengan tindakan represif oleh lembaga khusus yang memiliki otoritas 

dan legalitas hukum materiil dan hukum formil, ataukah dengan tindakan responsif 

yang hanya memiliki legalitas semata yang pelaksanaannya sangat terikat dengan 

hukum privat. Tujuan kedua penegakan hukuin ini adalah sama-sama untuk dapat 

menemukan jawaban efektivitas penyelesaian piutang negara perbankan mengapa 

penyelesaiannya hams menggunakan hukum represif. 

Metode pendekatannya menggunakan ajaran hukum responsif untuk 

mempelajari dan menemukan jawaban dari suatu persoalan penyelesaian piutang 

negara perbankan, yaitu piutang tak tertagih yang berasal dari pemberiail kredit 

likuidasi Bank Indonesia atau Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang 

berpotensi merugikan negara. Penelitian ini dilengkapi pula dengan pendekatan 

historis dan filosofis piutang negara sebagai dasar pemikiran dan perkembangan 

peraturan undang-undang keuangan negara yang melandasi filosofis konstitusinya 

yang menjadi objek penelitian. Dengan pendekatan historis akan diketahui benang 

merah faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas hukum kebijakan 

penyelesaian piutang negara BLBI. 



2. Objek Penelitian 
* 

Objek penelitian adalah masalah-masalah hukum (legal issues), yang diangkat 

dalam penelitian ini dari suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Mengapa pemerintah menyelesaikan piutang BLBI melalui mekanisme MSAA, 

MRNIA dan APU. 

b. Mengapa penyelesaian piutang BLBI hams menggunakan pola penegakan 

hukum represif. 

3. Bahan Hukum 

Penelitian ini mempergunakan bahan hukum primer (primary sources ov 

authorities) dan bahan hukum sekunder (secondary sources or authorities). Penelitian 

kepustakaan (library research) dilakukan untuk memperoleh : 

Pertama, bahan hukum primer yang berupa : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Nomor 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 



h. Undang-Undang Nomor - 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

i. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang 

Negara (PUPN). 

j. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. 

k. Undang-Undang Nomor 3 0 Tahun 1 999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia. 

m. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). 

n. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

o. Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 61 Tahun 1958 tentang Lembaga 

Pembiayaan. 

p. Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan 

Piutang dan Lelang Negara. 

q. Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 26 Tahun 1998 tentang Program 

Penj aminan Pemerintah. 

r. Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 99 Tahun 1998 tentang Pengadilan 

Niaga. 

s. Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 27 Tahun 1998 tentang Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional. 



- t. Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 
e 

Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di 

Lingkungan Departemen Keuangan. 

u. Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 56 Tahun 202 tentang Restrukturisasi 

Kredit Usaha Kecil dan Menengah. 

v. Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan 

Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya 

atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban 

Pemegang Saham. 

w. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Penghapusan Piutang IVegaraJDaerah. 

x. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005. 

y. KMK (Keputusan Menteri Keuangan) Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia 

Urusan Piutang Negara (PUPN). 

z. KMK (Keputusan Menteri Keuangan) Nomor 300/KMK.01/2002 tentang 

Pengurusan Piutang Negara. 

aa. KMK (Keputusan Menteri Keuangan) Nomor 3 05/KMK. 0 1 /2002 tentang 

Pejabat Lelang. 

bb. KMK (Keputusan Menteri Keuangan) Nomor 306/KMK.01/2002 tentang Balai 

Lelang. 



cc. PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 3 1 lPMK.0712005 tentang Tata 
1 

Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang 

Perusahaan NegaralDaerah dan Piutang Negara IDaerah. 

dd. PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 1 12lPMK.0712005 tentang 

Perubahan Atas PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 311PMK.071 

2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan 

Penghapusan Piutang Perusahaan NegaraIDaerah dan Piutang Negaral Daerah. 

ee. PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 84lPMK.01212007 tentang 

Pengumsan Piutang Perusahaan NegaraIDaerah. 

ff. PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem 

Penilaian Kesehatan Bank Umum. 

gg. PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 7/12/PBV2005 tentang Penilaian 

Kualitas Aktiva Bank Umum. 

hh. PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 811 5lPBIl2006 tentang Mediasi 

Perbankan. 

ii. PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 9/16/PBI/2007 tentang Perubahan 

Kedua Atas PBI Nomor 7/2/PB12005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank 

Umum. 

jj. PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 1 l/l/PBI/2009 tentang Bank Umum. 

kk. SE-BI (Surat Edaran Bank Indonesia) Nomor 61 231 DPNP tanggal 31 Mei 

2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat kesehatan Bank Umum. 



11. Fatwa Malkamah Agung Nomor WKMAIYud/20NIII/2006 tanggal 16 
* 

Agustus 2006. 

Melalui bahan-bahan hukum inilah diharapkan akan ditemukan ke arah mana 

perkembangan penegakan hukum penyelesaian piutang negara perbankan BLBI, 

apakah menuju penegakan hukum responsif ataukah menuju penegakan hukum 

represif, sehingga dapat diketahui falsifikasi, mengapa penerapan model penegakan 

hukurn yang dilaksanakan pemerintah tidak efektif dibandingkan dengan model 

penegakan hukum represif. 

Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah dari 

kalangan ahli hukum dan non hukum yang relevan dengan obyek penelitian ini, 

risalah persidangan pembentukan Undang-Undang. 

Ketiga, bahan hukurn tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukurn primer dan sekunder berupa kamus dan ensiklopedi. 

4. Teh ik  Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengurnpulan data melalui studi pustaka. 

Penelitian kepustakaan (libravy research) dilakukan untuk inemperoleh bahan hukum 

primer (primary sources or authorities) dan bahan hukum sekunder (secondary 

sources or authorities). 

5. Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 



Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan 

sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi 

terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan 

konstruksi. 

Data yang berupa peta jumlah BLBI bermasalah pada BPPN yang sudah dan 

belum diselesaikan, putusan Mahkamah Agung tentang Piutang Kasus BLBI, 

kemudian data mengenai penyelesaian dan dokumen penyelesaian utang BLBI yang 

bermasalah yang masih ditanggung oleh debitur dan dalam proses akan disusun 

dalam bentuk tabel. Data yang sudah disistematisasi kemudian dianalisis secara 

kualitatif dengan cara mengnterpretasikan, menguraikan dan menyusun secara 

sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian. 

G. Keaslian Penelitian. 

Disertasi dengan Judul P enyelesaian Utang BLBI dalam kajian Hukum 

Represif dan Responsif adalah asli dibuat oleh peneliti dan setidaknya menurut 

pengetahuan penulis, belurn pernah ada penelitian yang menggunakan kajian hukum 

represif dan responsif. Walaupun pernah diadakan penelitian yang dilakukan oleh 

Hassanain Haykal dimana disertasinya lebih menitik beratkan pada kajian substansi 

MS AA, yang diberi judul "Perjanjian Penyelesaian Kewajiban BLBI Dalam Bentuk 

MSAA Dan Pergeseran Hukum Privat Ke Hukum Publik Dalam Penerapan Klausula 



- R & D. Disertasi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji, pada Pendidikan 
e 

Pasca Sarjana S-3 Fakultas Hukurn Universitas Parahiyangan Bandung. Penelitian 

lainya adalah dari Bank Indonesia terhadap kasus BLBI, Riset Bank IndonesiaISatgas 

BLBI dengan HLB Hadori & Rekan bekerjasama dengan Law Office Soehardjono & 

Asssociates - Indonesia, dengan judul "BI dun BLBI Suatu Tinjauan dun Penelian 

Aspek Ekonomi, Keuangan dun Hukum Banttuan Likuiditas Bank Indonesia" pada 

Desember 2003 dan kemudian juga ada penelitian dari aspek tindak pidana yang 

merupakan hasil pengolahan dari sebuah buku yang berjudul BLBI Ekstraordinary 

Crime.yang ditulis oleh Djony Edward. 

M. Sistematika penelitian 

Penulisan disertasi berjudul "Penyelesaian Utang BLBI dalam Kajian Hukum 

Responsifdan RepresiJ " dibagi dalam empat bab. 

Bab pertama "Pendahuluan" yang secara singkat mengemukakan latar 

belakang terj adinya penyelesaian utang RLB I dan kesulitan menyelesaikan utang 

BLBI yang disebabkan oleh beberapa kelemahan penegakan hukum tennasuk 

permasalahan lemahnya badan khusus yang menyelesaikan utang BLBI , sehingga 

dirasa perlu untuk melakukan penelitian mendalam mengenai penyelesaian utang 

BLBI dalarn kajian hukum represif dan responsif dengan menggunakan teori 

Philippe Nonet - Philip Selznick. Penelaahan perlu dilihat dari langkah-langkah 

tindakan hukum dari pemerintah Indonesia, dalam ha1 ini dipilih dua tindakan hukum, 

yaitu tindakan hukum responsif dan represif. 



1. Mekanisme penyelesaian dengan pola tindakan . hukum responsif yang 
-=. 

dilaksanakan pemerintah untuk menarik kembali uang negara dari BLBI 

yang disalurkan oleh Bank Indonesia kepada perbankan yang mengakibatkan 

kasus gagal bayar berpotensi merugikan negara, yang ternyata penyelesaian 

lamban tidak efektif dan berbelit-belit, sehingga sampai sekarang kasus gagal 

bayar BLBI ini belum dapat diselesaikan dan menambah beban kerugian 

kerugian negara. 

2. Mekanisme penyelesaian dengan pola tindakan h u h m  represif yang justru 

selama ici dikesampingkan oleh pemerintah, padahal badan khusus untuk 

menagih piutang piutang negara ini sudah tersedia, kedudukan hukumnya 

lebih kuat dibandingkan dengan bentukan baru pemerintah era refomasi. 

Akan tetapi, oleh Mahkamah Konstitusi norma h u h m  kewenangan lembaga 

ini sebagai penagih piutang negara perbankan telah dihapuskan. 

Penelitian akan beranjak dari dua pertanyaan: 

1. Mengapa pemerintah menyelesiakan utang BLBI melalui mekanisme MSAA, 

MRNIA dan APU. 

2. Mengapa penyelesaian Utang BLBI seharusnya menggunakan pola penegakan 

hukum represif. 

Dalam bab ini pernbahasan akan dilakukan berdasarkan landasan teori ilmu 

hukum responsif dan analisis teori ilmu hukum ekonomi dan untuk mendapatkan 

gambaran permasalahan di atas, maka digunakan beberapa konsep yang menunjang 

teori agar pembahasan penelitian disertasi ini dapat menjawab argumen kajian teori 



hukurn responsif dan sekaligus mengkonstruksi teorinya. Konsepnya -sendiri tetap 
e 

berguna untuk membangun landasan teori yang digunakan dalarn penelitian ini. 

Dalam bab ini juga dijelaskan menggunakan data kuatitatif dan menerapkan dua 

metode penelitian yuridik normatif dan penelitian lapangan. 

Bab Kedua dengan judul Penyelesaian Utang BLBI, yaitu untuk mempelajari 

pengertian piutang negara, Prinsip-Prinsip Penyelesaian Piutang Negara, kewenangan 

BI dan Pengertian BLBI dan BI dalam merespon kasus gaga1 bayar yang disebabkan 

oleh kredit likuiditas yang kewenangannya diambil alih oleh pemerintah melalui 

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), penyelesaian BLBI mengenai 

MSAA, MRNIA dan APU sarnpai sejauh manakah penyelesaiannya. Dan untuk 

mengetahui efektivitas hukum terhadap pola penyelesaian yang telah dilakukan oleh 

pemerintah (BPPN). 

Bab ketiga dengan judul Penyelesaian Piutang BLBI Dengan Pola Hukum 

Represif, sehingga akan diketahui seberapa efektif regulasi dapat menyelesaikan 

permasalahan perbankan dan mekanisme tindakan hukum dengan pola hukum 

represif adalah bagaimana sinkronisasi tindakan hukum pemerintah agar tetap 

menggunakan prinsip-prinsip hukum penyelesaian piutang negara dan sebagai bahan 

perbandingan dikemukakan juga penyelesaian dengan hukum represif yang dilakukan 

oleh negara Jepang. 

Bab keempat Penutup, yaitu menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran 

yang menguraikan mengenai jawaban permasalahan yang diajukan dalam disertasi ini 

dan ada beberapa saran terhadap pemerintah. 



BAB I1 

PENYELESAIAN UTANG BLBI 

A. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 

1. Pengertian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 

BLBI adalah terminologi yang digunakan untuk mengelompokkan seluruh 

bantuan likuiditas BI kepada perbankan, di luar Kredit Likuiditas Bank Indonesia 

(KLBI). Dilihat dari besarnya dana dan perhatian masyarakat, BLBI adalah 

bantuan likuiditas BI kepada sejumlah bank yang terjadi pada waktu krisis 

keuangan melanda sektor perbankan. 

Knsis yang melanda Indonesia mulai menyangkut sektor perbankan pada 

waktu timbul masalah kekurangan likuiditas (liquidity mismatch), semula hanya 

menyangkut beberapa bank, tetapi kemudian menjadi sistemlk. Krisis lh id i tas  

secara sistemik yang dialami perbankan dimulai sekitar pelaksanaan kebijakan 

pencabutan izin usaha atau likuidasi terhadap 16 bank. Kepercayaan terhadap 

rupiah yang menurun sejak terjadi gejolak moneter bulan Juli 1997 menjadi lebih 

buruk lagi setelah diterapkan sistem nilai tukar yang mengambang secara bebas 

pada pertengahan Agustus 1997. Pembelian mata uang dolar (dollar AS) atau 

penjualan aset rupiah banyak dilakukan yang dimulai oleh pelaku pasar asing, 

tetapi kemudian diikuti oleh pelaku pasar dalam negeri dan akhirnya para pemilik 

dana yang menyelamatkan aset rupiah mereka dari kemerosotan nilainya sebagai 

akibat depresiasi yang drastis. Pemerintah berusaha mempertahankan nilai rupiah 

dengan melakukan pengetatan moneter, melalui tindakan fiskal - pengurangan 



% 
pengeluaran rutin maupun pembangunan dari APBN; kebijakan moneter - 

e? 

langkah BI menghentikan pembelian Surat berharga Pasar Uang (SBPU) bank- 

bank dan meningkatkan suku bunga SBI sampai lebih dari dua kali lipat; dan 

tindakan administratif - instruksi Menteri Keuangan kepada berbagai Yayasan 

dan BUMN untuk mengalihkan deposit0 mereka menjadi SBI.' 

Sebagai akibat dari kebijakan pemerintah di atas, masalah keketatan 

likuiditas sangat dirasakan perbankan selama periode Oktober-Desember 1997. 

Dalam penode sebelum pencabutan izin usaha 16 bank, goncangan di masyarakat 

dimulai dengan banyak beredarnya selebaran gelap yang memuat daftar nama 

bank yang diberitakan berrnasalah dan akan ditutup. Setelah 16 bank likuidasi, 

beredar lagi berbagai selebman gelap yang menunjukkan daftar bank yang akan 

terkena likuidasi tahap kedua. 

Keputusan likuidasi sendin, semula memperoleh tanggapan positif, tetapi 

reaksi yang tidak proporsional dan berbagai plhak, seperti penuntutan Gubernur 

BI dan Menteri Keuangan ke PTLN oleh pemilik Bank Andromeda dan Bank 

Jakarta bersamaan dengan beredarnya berita akan dilakukan penutupan bank tahap 

kedua, telah menimbulkan suasana panik di antara para nasabah bank. Semua ini 

telah mendorong proses penyelamatan dana oleh para nasabah bank, yang 

kemudian mendorong perbankan yang sudah beberapa lama mengalami distres~ 

masuk ke dalam krisis, terutama bagi bank-bank yang mengalami penarikan dana 

nasabah secara besar-besaran atau bank runs. Proses penarikan dana secara besar- 

besaran dan bersamaan berlangsung dari bank-bank yang dipandang kurang aman 

I J. Soedrajat Djiwandono, Mengeloln Bank Indonesia Dnlnnz Mnsn Kvrsis, (Jakarta: 
LP3ES, 2008), hlm 250 



atau "berisiko tinggi" ke bank-bank yang dianggap lebih aman, termasuk proses 
=. 

pemindahan dana dari rupiah ke dolar AS. Dan yang terakhir sebagian ditransfer 

ke luar negeri menjadi bagian dari pelarian modal. 

Keketatan likuiditas terjadi secara umum sebagai implikasi dari 

pelaksanaan kebijakan pemerintah mempertahankan nilai rupiah serta karena 

adanya tindakan penyelamatan dana nasabah menghadapi gejolak dan 

ketidakpastian di masyarakat. Untuk sebagian bank-bank, kekurangan llkuiditas 

diatasi dengan meminjam dari sesama bank melalui Pasar Uang Antar Bank 

(PUAB) dengan suku bunga yang sangat tinggi, sampai mendekati 100 persen. 

Untuk bank-bank yang lain, satu-satunya jalan yang terbuka adalah mengajukan - 
permintaan bantuan likuiditas kepada BI. 

Pada waktu itu, rupiah terns menderita tekanan karena perkembangan 

masalah yang juga menyangkut ketidakpastian sosial politik, seperti beredamya 

isu memburuknya Presiden pada minggu ketiga Desember 1997, dan preferensi 

Presiden mengajukan Prof. Habibie sebagai calon wakil presiden, pada Januari 

1998. Pada waktu itu, perbankan luar negeri mulai menunjukkan ketidak- 

percayaan mereka terhadap bank-bank nasional, diikuti dengan penghentian 

pemberian fasilitas kredit kepada banyak bank nasional serta penolakan LIC yang 

dibuka bank-bank nasional. Mendekati akhir Januari 1998, ketidakpastian pasar 

diperkuat dengan munculnya isu akan diterapkannya sistem nilai tukar tetap 

dengan suatu dewan mata uang (cBs).~ 

Ibicl, hlm 256-267. 



Situasi mulai lebih memanas setelah makin banyak tuntutan untuk 
* 

reformasi ekonomi, sosial, dan politik di masyarakat. Tuntutan-tuntutan tersebut 

dalam waktu cepat berkembang menjadi kerusuhan sosial dengan aksi 

pembakaran, perampokan dan pemerkosaan di Jakarta dan di berbagai kota lain, 

yang berakhir dengan mundumya Presiden Soeharto tanggal 20 Mei 1998. 

Ketegangan dan kerusuhan sosial terus berlangsung, bahkan setelah pergantian 

oleh Presiden B.J. Habibie, dan baru mereda akhir Agustus 1998. 

2. Jenis-Jenis Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 

Perlu kiranya dilihat lebih lanjut apa sebenarnya BLBI, definisinya, 

landasan peraturannya, dan maksud yang dituju. BLBI adalah fasilitas Bank 

Indonesia yang digunakan untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan 

sektor perbankan agar jangan terganggu karena ketidakseimbangan (mismatch) 

antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank, baik jangka pendek 

maupun panjang. Dalarn operasinya, fasilitas yang dimasukkan dalam kategori ini 

banyak jenisnya, masing-masing disusun untuk membantu bank menyelesaikan 

masalah kekurangan likuiditas sesuai dengan kondisi bank serta sifat masalah 

yang dihadapi.3 

Bantuan likuiditas untuk bank, yang di dalam perekonomian negara-negara 

berkembang, seperti Indonesia merupakan pelaksanaan paling vital sistem 

pembayaran nasional adalah sangat penting untuk menjaga kestabilan dan 

mendukung perkembangan ekonomi nasional. Karena itu, berbagai skim yang 

Ibid, hlm 23. 



digunakan BI untuk menyelenggarakan kegiatan ini melekat pada posisinya 

sebagai bank sentral. 

Bantuan Likuiditas BI (BLBI), sebagai terjemahan dari konsep liquidity 

supports dalam perbankan, baru dikenal di Indonesia sejak awal 1998. Berbagai 

pemberitaan di media massa, seolah-olah menggarisbawahi kecurigaan adanya 

keanehan praktik dalam pemberian bantuan likuiditas ini dengan mengatakan, 

bahkan pemberian bantuan likuiditas ini telah dilakukan BI sebelumnya (sebelum 

krisis). 

Istilah BLBI memang baru muncul dan langsung menj adi bahan 

pergunjingan di masyarakat, semenjak Indonesia menjalankan program pemulihan 

ekonomi dengan dukungan IMF dalam rangka pinjaman siaga. Dalam dokumen 

IMF, berbagai fasilitas yang diberikan BI dalam membantu perbankan ini disebut 

liquidity supports. 

Untuk membedakannya dengan istilah yang sangat dikenal masyarakat, 

JSredit Likuiditas BI (KLBI), berbagai skim fasilitas bantuan BI kepada perbankan 

ini disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sedangkan pengertian 

KLBI adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai skim kredit 

likuiditas BI untuk mendukung program pemerintah, seperti skim-skim kredit 

KUD, JSredit Usaha Tani, kredit koperasi, kredit pengembangan BPR-Syariah, 

kredit kepada Bulog, dan sebagainya. 

Dalam arti yang luas, BLBI merupakan Bantuan Likuiditas Bank 

Indonesia di luar KLBI. Akan tetapi, bantuan likuiditas yang temasuk dalam 



pengertian tersebut sebenamya meliputi 15 macam fasilitas yang dapat 
5 

dikelompokkan ke dalam 5 jenis, yaitu : 

a. Fasilitas dalam rangka mempertahankan kestabilan sistem pembayaran 

terhadap gangguan dari tirnbulnya kesenjangan atau mismatch antara 

penerimaan dan penarikan dana yang dihadapi bank-bank. Yang tennasuk 

dalam fasilitas ini adalah fasilitas diskonto atau Fasdis I, yang berjangka 

sangat pendek, dan Fasdis 11, yang berjangka lebih panjang. 

b. Fasilitas dalam rangka Operasi Pasar Terbuka (OPT) untuk mendukung 

bekerjanya program moneter, dalam bentuk pembelian Surat-surat Berharga 

Pasar Uang (SPBU) atau surat utang yang dikeluarkan bank-bank dilakukan 

melalui lelang. 

c. Fasilitas dalam rangka penyehatan (ntlrsing atau rescue) bank bermasalah 

dalam bentuk Kredit Likuiditas Darurat (KLD) dan kredit subordinasi 

(SOL). 

d. Fasilitas untuk menjaga kestabilan sistem perbankan dan sistem pembayaran 

untuk menanggulangi dampak dari penaiikan dana perbankan secara besar- 

besaran dan sistemik (bank vtlns), dalam kaitan hngsi BI sebagai lender of 

the last resort. Fasilitas ini bempa pemberian izin penarikan dana dari giro 

cadangan wajib atau Giro Wajib Minimum (GWM), saldo negatif atau saldo 

debet atau overdraft rekening bank di BI. 

e. Fasilitas untuk mepertahankan kepercayaan masyarakat pada perbankan 

dalam bentuk dana talangan untuk mebayar kembali dana nasabah bank- 

bank yang dicabut izin usahanya atau Bank-bank Dalam Likuidasi (BDL), 



untuk pelaksanaan sistem penjaminan menyeluruh (blanket guarantee), dan 
-=. 

pembayaran kewajiban luar negeri bank perbankan nasional (trade jinance 

dan interbank debt exchange offer). 

3. Landasan Hukum BLBI~ 

BLBI kepada perbankan didasarkan pada beberapa peraturan perundang- 

undang an: 

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, pada pasal29 

ayat (1) dan pasal 32 ayat (3), serta Penjelasan Umurnnya. Ketentuan- 

ketentuan tersebut mengatakan bahwa "BI dapat memberikan kredit 

likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam 

keadaan darurat" dan bahwa. ... sebagai lender of lasl resort Bank Sentral 

dapat membenkan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi 

kesulitan-kesulitan likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan- 

kesulitan likuiditas yang dihadapi dalam keadaan darurat. 

b. Pasal 37 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 yang mengatakan bahwa 

"Dalam ha1 suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan 

kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan 

lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasannya 

dikatakan bahwa BI dapat melakukan langkah untuk menyelamatkan bank 

yang mengalami masalah yang membahayakan kelangsungan usahanya, 

sebelum dilakukan pencabutan izin usahanya dadatau tindakan likuidasi. 

Ibid, hlm 14. 



Langkah penyelamatan tersebut dilakukan terhadap bank sebagai lembaga 
s 

kepercayaan masyarakat. 

c. Pasal2 ayat (1) Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1998 yang mengatakan 

"Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas pinjaman luar negeri 

dan/atau atas pembiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh 

bank". 

d. Pasal 1 Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 yang mengatakan 

"Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank urnum 

kepada pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi" dan 

e. Pasal2 ayat (1) Keputusan Presiden No. 1998 yang mengatkan "Pemerintah 

memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan 

Rakyat". 

Petunjuk-petunjuk dan Keputusan Presiden pada Sidang Kabinet Terbatas 

Bidang Ekku Wasbang dan Prodis pada tanggal 3 September 1997. 

Keputusan tersebut antara lain menyebutkan, "Knsis di beberapa negara 

menunjukkan bahwa sektor keuangan - khususnya perbankan - merupakan 

unsur yang sangat penting dan dapat menjadi pemicu serta memperburuk 

keadaan. Untuk itu kepada Saudara Menteri Keuangan dan Saudara 

Gubernur Bank Indonesia saya minta untuk mengambil langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Bank-bank nasional yang sehat, tetapi mengalami kesulitan ikuiditas 

untuk sementara supaya dibantu, 



2) Bank-bank yang nyata-nyata tidak sehat supaya diupayakan 

penggabungan atau akuisisi dengan bank-bank lainnya yang sehat. Jika 

upaya ini tidak berhasil, supaya dilikuidasi sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku dengan mengamankan semaksimal munglun 

para deposan, terutama para deposan kecil". 

4. Hubungan Kebijakan Pemerintah Dengan Bantuan Likuiditas Bank 

1ndonesia5 

Keketatan likuiditas semenjak dilakukan langkah-langkah untuk 

memperkuat nilai rupiah bulan Agustus 1997 menimbulkan tekanan pada sektor 

perbankan dan sektor riil perelconomian nasional. Menghadapi masalah- yang 

meluas ini disadari bahwa langkah-langkah kebijakan pemerintah juga hams 

menyangkut keseluruhan perekonomian nasional. Oleh karena itu, dalarn Sidang 

Kabinet Terbatas 3 September 1997 diputuskan kebijakan yang bersifat 

menyeluruh, menyangkut 10 butir langkah. Untuk sektor perbankan diputuskan 

sebagai berikut: 

a. Bank-bank nasional yang sehat, tetapi mengalami kesulitan likuiditas 

sementara supaya dibantu. 

b. Bank-bank yang nyata-nyata tidak sehat, supaya diupayakan penggabungan 

atau akuisisi dengan bank-bank yang sehat. Jika upaya ini tidak berhasil, 

supaya dilikuidasi sesuai dengan perundangan yang berlaku dengan 

mengamankan semaksimal mungkin para deposan, teiutama para deposan 

j Ibid., hlm 275. 



kecil. Di dalam Lo1 I, 31 Oktober 1997, disebutkan beberapa ha1 sebagai 
+ 

berikut : 

1) Pemerintah tidak menjamin pembayaran kembali kewajiban bank-bank 

dalam likuidasi (BDL), kecuali untuk deposan kecil sarnpai maksimal 

Rp. 20 juta. Pengembalian dana deposan kecil ini akan dilaksanakan oleh 

BI dengan pembiayaan pemerintah. 

2) Pemerintah akan secara bertahap menghilangkan operasi fiskal secara 

terselubung yang dilakukan BI, seperti pemberian KLBI untuk berbagai 

program pemerintah, dan alcan menunjukkan semua subsidi yang 

diberikan pemenntah dengan mencantumkannya secara transparan di 

dalam APBN (butir 35). 

3) BI akan menyempumakan fungsinya sebagai lender of last resort (butir 

36). 

Di dalam Lo1 11, 15 Januan 1998, antara lain disebutkan: pada pertengahan 

Nopember 1997, banyak bank mengalami masalah kekurangan likuiditas, dan 

tidak dapat memperoleh llkuiditas dari pasar uang antar bank, meskipun bersedia 

membayar suku bunga lebih tinggi dari 75 persen. Pada waktu yang sama, 

sejumlah bank menjadi sangat likuid melakukan transaksi likuiditas antar bank 

dengan suku bunga Jakarta Inter-Bank Offer Rate (JIBOR) sekitar 15 persen. 

Sementara segmentasi ini berlangsung dan tekanan terhadap perbankan 

berlangsung terus, Bank Indonesia terpaksa harm mengarnbil tindakan, yaitu 

membenkan bantuan likuiditas kepada bank-bank yang dalam keadaan distress, 

sambil menarik likuiditas dari bank-bank lain yang mempunyai kelebihan 



likuiditas. Dengan cara ini, suku bunga JIBOR naik sampai menjadi 30 persen 
I- 

pada Desember (butir 15). 

Butir-butir tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemberian bantuan 

likuidasi kepada perbankan yang diberikan BI pada waktu te qadi krisis likuiditas 

pada sejumlah bank merupakan ' langkah yang terpaksa diambil BI dengan 

mengacu kepada kebijakan pemerintah serta peraturan perundangan yang 

mendasari kegiatannya sebagai bank untuk seluruh perbankan. Keadaan yang 

dihadapi merupakan masalah sangat besar yang memerlukan penanganan segera. 

Akan tetapi, sekaligus disadari bahwa langkah ini merupakan suatu tindakan yang 

terpaksa karena berkembangnya suasana distress menjadi knsis dalam perbankan. 

Di dalam butir 36 dari Lo1 I dinyatakan bahwa segala sesuatu yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan lender of lcst resort dari BI akan diperbaiki 

dan disempurnakan. Petunjuk Presiden 3 September 1997 dan Lo1 tersebut 

menjelaskan kebijakan membantu likuidltas bank-bank yang menghadapi masalah 

likuiditas secara jelas. Dalam kaitan ini, pernyataan para mantan Menkeu setelah 

memberikan penjelasan kepada Panja BLBI-DPR, bulan Februari, bahwa BI salah 

menginterpretasikan kebijakan pemerintah sebetulnya tidak tepat. Tindakan yang 

dilaksanakan BI memberikan BLBI kepada perbankan yang mengalami masalah 

likuiditas bukan salah menginterpretasikan kebijakan pemerintah. Langkah 

tersebut . sebagai kebijakan, bukamya tanpa ketentuan perundangan yang 

mendasari. 

Menghadapi masalah perbankan yang secara sistem terancam kebangkutan 

dan ambruknya sistem pembayaran nasional, maka pada 26 Januari 1998 



pemerintah mengeluarkan peraturan tentang penjaminan secara menyeluruh dana 
e 

nasabah dan pinjaman perbankan nasional dengan Keppres No. 26 Tahun 1998. 

Pemerintah juga membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang 

ditugaskan untuk melaksanakan sistem penjaminan menyeluruh tersebut serta 

melaksanakan langkah-langkah untuk menyehatkan atau melikuidasi bank-bank 

bermasalah yang diserahkan oleh bank Indonesia. Pemerintah juga be rjanji untuk 

meningkatkan transparansi di dalam penyelenggaraan kebijakan yang dilaksana- 

kannya. 

Pada Juni 1998, pemerintah mengeluarkan keputusan tentang penjaminan 

atas pinjaman luar negeri bank-bank nasional dengan Keppres No. 120 tahun 

1998. Skim penjaminan ini disediakan untuk trade finance dan interbank debt 

exchange ofer sesuai dengan kesepakatan Frankfurt dalam rangka penyelesaian 

pinjaman korporasi yang menyangkut sektor perbankan, bulan Juni 1 998. Sebagai 

kelanjutan restrukturisasi perbankan, pada Agustus 1998 pernrintah mengu- 

mumkan paket restrukturisasi perbankan yang menyeluruh yang terdiri dari dua 

bagian : 

a. Membangun kembali perbankan yang sehat melalui: 

1) Menyusun program rekapitalisasi 

2) Menyempumakan ketentuan perbankan 

3) Meningkatkan penegakan ketentuan 

b. Melakukan percepatan restrukturisasi perbankan. 



a. Kebijakan Bank Indonesia tentang BLBI 

Pada awalnya, BI menangani bank-bank yang bermasalah dengan 

mengacu pada pasal 37 ayat 2 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan secara 

kasus per kasus. Menurut ketentuan tersebut, kalau BI menilai suatu bank 

mengalami masalah yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka BI dapat 

melakukan berbagai langkah, yakni dari menambah modal sampai sampai 

mendorong adanya akuisisi oleh bank lain atau melakukan tindakan lain sesuai 

ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kalau bank tersebut 

membahayakan sistem perbankan dan tindakan yang dilakukan belum mencukupi, 

maka BI dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar dilakukan 

pencabutan izin u ~ a h a n ~ a . ~  

Pada akhir 1996, Gubernur BI dengan didampingi dua Direktur BI bidang 

pengawasan bank dan Mensesneg mengajukan sejumlah kasus bank-bank 

bermasalah kepada Presiden, termasuk usulan untuk mencabut izin usaha tujuh 

buah bank. Petunjuk Presiden adalah agara terlebih dahulu diselesalkan peraturan 

likuidasi bank. Pada waktu itu, peraturan tentang likuidasi bank belum ada. 

Likuidasi bank hams didasarkan pada peraturan llkuidasi perusahaan biasa. Salah 

satu kendalanya adalah bahwa menurut ketentuan kepailitan yang ada, tidak 

dimungkmkan menentukan bank yang dilikuidasi memberi hak pemegang 

deposit0 dan tabungan untuk memperoleh kembali dana mereka lebih dahulu dari 

tagihan-tagihan lain terhadap bank. Selain itu, agar pelaksanaan likuidasi bank 

memperhatikan suasana sosial-politik menjelang pelaksanaan pemilihan umum. 

HLB Hadori & Rekan, Studi Keuangan Banttlan Liktliditas Bank Indonesia, BI, 2002 
hlm 45. 



Pada April 1997, ha1 yang sama diajukan lagi kepada Presiden dengan 
9 

pertimbangan telah diterbitkan peraturan yang leblh memadai untuk pelaksanaan 

likuidasi bank. Pada akhir Desember 1996, telah dikeluarkan PP No. 68 Tahun 

1996 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan 

Llkuidasi Bank sebagai landasan pencabutan izin usaha bank. Sejumlah bank 

mengalami masalah yang kondisinya sulit untuk disehatkan kembali. Beberapa di 

antaranya sebelumnya pernah akan dibeli oleh berbagai pihak, tetapi pada 

akhirnya sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, jalan yang paling baik ditempuh 

adalah melikuidasi bank-bank tersebut. Terhadap usulan ini, Presiden memberikan 

persetujuan, namun pelaksanaannya agar menunggu setelah Pemilu Mei 1997. 

Malangnya, krisis keuangan mulai menyerang Indonesia pada Juli 1997, sebelum 

likuidasi sejumlah bank benar-benar dilaksanakan. Perlu dikemukakan di sini, 

bahwa ketujuh bank tersebut akhirnya merupakan bagian dari keenam belas bank 

yang dillkuidasi pada Nopember 1997. 

Sebagai bagian dari program stabilisasi dan pemulihan ekonomi-keuangan 

Indonesia dengan bantuan IMF, di dalam restrukturisasi perbankan, dimasukkan 

suatu rencana pencabutan usaha sejumlah bank bermasalah yang tidak ber-solven. 

Di dalam pembahasan untuk mempersiapkan pinjaman siaga, BI mengajukan 

masalah perbankan dan langkah-langkah yang terbuka untuk dilakukan, termasuk 

pencabutan izin usaha bank-bank tidak solven, di hadapan tim Indonesia untuk 

mempersiapkan program dengan mengajukan permintam pinjaman siaga kepada 

IMF. Dalam ~embahasan akhirnya disepakati untuk mengajukan usul pencabutan 

izin usaha terhadap 16 buah bank kepada Presiden. Langkah pencabutan usaha 



bank-bank ini dilakukan pada tanggal 1 Nopember 1997 sebagai langkah awal 
9 

dari program restrukturisasi dan reformasi dengan dukungan IMF. 

Keketatan likuiditas yang semula disebabkan kebijakan pengetatan 

likuiditas bulan Agustus, temyata meningkat menjadi krisis likuiditas setelah 

dilaksanakan likuidasi 16 bank tersebut. Banyak bank mengalami saldo debet 

dengan BI. Menghadapi masalah ini, BI mengambil langkah untuk mepertaharkan 

kestabilan sistem pembayaran nasional dan perbankan dengan memberikan 

dispensasi bank-bank yang mengalami saldo debet untuk lkut Miring. 

Saldo debet yang dialami sejumlah bank kemudian dikonversikan menjadi 

fasilitas diskonto agar persyaratan dan pengikatan jaminannya lebih jelas. Pada 

akhir 1997, Gubemur BI mengirim surat kepada Presiden untuk mengatasi 

masalah saldo debet yang makin banyak dialami bank untuk dikonversikan ke 

dalam instrumen yang jangkanya leblh lama dengan persyaratan yang leblh tegas, 

yaitu SBPU Khusus. Hal ini diajukan sebagai usul kepada Presiden karena 

disadari bahwa krisis yang berjalan tampak tidak dapat berlalu dalam waktu 

singkat. Usulan tersebut disetujui Presiden yang dituangkan dalam surat 

Mensesneg kepada Gubemur BI No. R 1 83/M.Sesneg/12/1997 tertanggal 27 

Desember 1997. 

Pada April 1998, diambil tindakan oleh BPPN untuk membekukan 7 bank 

menjadi Bank Beku Operasi (BBO), dan mengambil alih 7 bank menjadi Bank 

Take Over (BTO). Pada Agustus 1998, dilakukan pembekuan operasi terhadap 3 

bank dan tetap memberlakukan BTO terhadap 4 bank dengan rencana untuk 

merger. Temyata reaksi pasar terhadap langkah-langkah ini tidak seburuk waktu 



dilakukan penutupan terhadap 16 bank. Mungkin pasar telah terbiasa dengan 
1 

kebijakan pencabutan izin usaha bank. Pelaksanaan pembekuan operasi bank juga 

tampak dapat diterima pasar dan tidak menimbulkan kegoncangan. 

Masalah ini, setelah semuanya terjadi, memang mengganggu untuk 

kembali dipikirkan. Penutupan bank yang tidal< solven memang hams dilakukan. 

Akan tetapi, kapan sebaiknya dilakukan dan bagaimana cara penutupan dilakukan 

tanpa menggoyahkan sistem perbankan, memerlukan persiapan yang benar-benar 

matang dan hati-hati. Secara teoretis, penutupan bank sangat tidak tepat untuk 

dilakukan pada waktu kepercayaan pasar sedang goyah. Akan tetapi, pada waktu 

tidak ada masalah, menutup bank juga tidak mudah. Dalam mempersiapkan 

tindakan menutup bank, perlu diperhitungkan pula mengenai dampaknya terhadap 

sistem pembayaran karena menyangkut pembekuan operasi atau tidak ikut kliring 

terlebih dahulu sebelum pencabutan izin usaha, atau langsung menutupnya, 

kemudian juga menyangkut bank sebagai lembaga keuangan yang vital dalam 

penyelenggaraan sistem pembayaran nasional atau lembaga keuangan non bank. 

Demikian pula, pertanyaan mengenai ada tidaknya jaminan terhadap pemilik dana 

bank dan pinjaman bank, ada tidaknya skim asuransi deposito, apakah diperlukan 

skim penjaminan menyeluruh (blangket guarantee). 

Pada bulan April 1998 sebagai langkah restrukturisasi perbankan 

dilakukan pengelompokan bank-bank menjadi tiga kelompok; 

1) Kelompok A bank-bank yang mempunyai CAR 4% dan lebih. 

2) Kelompok B, bank-bank yang mempunyai CAR di bawah 4% sampai 

dengan minus 25%. 



3) Kelompok C, bank-bank yang mempunyai CAR lebih rendah dari minus 

25% 

Bank-bank yang mempunyai CAR minus 25% atau lebih rendah, kalau 

tidak dapat meningkatkan CAR-nya akan dilikuidasi; bank-bank kelompok B 

akan direkapitalisasi dengan modal sendiri minimal 20% dan bank pemerintah 

maksimal80% agar CAR-nya menjadi 4%. 

Pada bulan Maret 1999; dilakukan langkah yang menyangkut: 

1) Membekukan 38 bank dari kelompok C 

2) Merekapitalisasi 7 bank 

Dalam menyiapkan langkah ini sempat terjadi rush terhadap berbagai 

bank, akan tetapi tidak seburuk sebelumnya. 

b. BLBI Untuk Kondisi Mismatch 

Suatu bank sehat dapat menghadapi masalah kekurangan likuidasi kalau 

dalam operasinya sebagai perantara keuangan hams melakukan pembayaran yang 

jumlahnya lebih besar daripada penerimaannya. Posisi likuiditas bank ini 

dikatakan mengalami mismatch, artinya ada kesenjangan likuiditas karena jumlah 

kewajiban membayarnya (liabilities) lebih besar daripada haknya untuk dibayar 

(assets). 

Aliran dana antar bank berlangsung sebagai konsekuensi dari pelaksanaan 

tugas perbankan melayani sektor riil sebagai proses penyelesaian pembayaran atas 

transaksi yang terjadi antar nasabah bank. Hak menerima bayaran dan kewajiban 

membayar harian yang terjadi karena transaksi yang dibayar melalui dokumen 



(non-cash payments) pemberian bantuan llkuiditas kepada perbankan, yang 
5 

menyangkut pembiayaan sangat besar. 

1) Penilaian terhadap langkah yang dilakukan dalam membenkan BLBI hams 

dikaitkan dengan kondisi krisis keuangan yang sangat berbeda dengan 

kondisi normal. Pemberian BLBI secara besar-besaran te rjadi karena h s i s  

yang terjadi, di mana banyak bank mengalami krisis likuiditas. Dalam 

keadaan normal, tidak masuk aka1 terjadi permintaan bantuan likuiditas dari 

perbankan secara besar-besaran. Oleh karena itu, tidak mungkin terjadi 

pemberian BLBI dalam jurnlah yang sangat besar. Dalam keadaan normal, 

perbankan tidak mempunyai dorongan maupun kepentingan untuk 

mengajukan permintaan bantuan likuiditas karena besamya suku bunga 

yang hams dibayar dan keengganan untuk diketahui bank-bank lain. 

Sebaliknya, BI tidak akan memberikan bantuan likuiditas, kalau bank-bank 

tidak mengajukan pemlintaan untuk menggunakan fasilitas tersebut. 

2) Sebelum h s i s  - antara akhir 1996 dan April 1997 - BI telah mengajukan 

usul untuk menutup sejumlah bank. Akan tetapi, izin untuk pelaksanaannya 

tidak diperoleh dari Presiden. Kemudian sebagai langkah untuk mengatasi 

krisis, dalam program dengan dukungan INIF (stand-by arrangement) akhir 

Oktober 1997, diizinkan untuk melakukan likuidasi 16 bank. Malangnya, 

dampak dari penutupan bank terbalik dari yang diharapkan, dan 

kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap perbankan dan manajemen 

pemerintah justru hilang. Dalarn keadaan demikian, pemerintah kembali 

tidak berani melakukan penutupan bank. Ketakutan pemerintah untuk 



menutup bank diumumkan kembali oleh Presiden pada Januari 1998, 
s 

diperkuat dengan pengurnuman mengenai penerapan sistem jaminan 

menyeluruh (blanket guarantee). Pemberian bantuan likuiditas perbankan 

merupakan alternatif yang ada karena tidak dimungkinkan melakukan 

penutupan bank. 

3) Mengenai ada atau tidaknya penyelewengan penggunaan fasilitas bantuan 

likuiditas, ini sepenuhnya ada pada tindakan bank-bank penerima BLBI. BI 

akan mengetahui penggunaan bantuan likuiditas ini berdasarkan laporan 

bank-bank penerima yang dalam pelaksanaan pengawasan bank oleh BI 

wajib menyampaikan laporan kegiatan mereka. 

Tabel 2.1 Bantuan Likuiditas BI 1997-1999 (Posisi ~r periode, dalam miliar 
rupiah) 

Keterangan: 
' Pertama kali merupakan dana talangan kepada pemerintah untuk membayar pemilik deposit0 dan 

tabungan sampai maksimum 20 juta rupiah pada 16 bank yang dilikiuidasi 1 Nopember 1997. 
Untuk menutup saldo debet bank-bank dalam bentuk Fasilitas Fasdis, pertama diberikan bulan 
Agustus 1998. 
Fasi]itas diskonto bent& baru diberikan mulai Maret 1998. 



Untuk menggantikan Fasdis 1, I1 dan overdraft yang diberikan B1 kepada perbankan sebelumnya. 
SBPU Khusus ini diberikan pada akhir Desember 1997. 

' Diberikan Tada perbankan untuk menutup tunggakan pinjaman trade financing dalam rangka 
Frankjrrt Agreement, Juni 1998. 

Sumber: diolah dari IMF, Indonesia: Statisticcrl Appendix, (Washington DC: IMF), Oktober 2000, 
hlm 33. 

Tabel 2.2. Jenis Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 

Keterangan 

Tak berlaku 
lagi 
Tak berlaku 
lagi 
Tak diberikan 
lagi 

Peruntukan 

Penyehatan bank 

Suku Bunga 

16%/tahun 

4 

5 

I 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

Jangka 
Waktu 

2 hari 

90 hari 

6 bulan 

1 

2 

3 

Jenis 

Fasilitas diskonto 
I 
Fasilitas Diskonto 
I1 
Kredit Likuiditas 
Darurat -- 
Kredit 
Subordinasi 
SBPU Lelang 3 bulan Diskonto 2% di Pelonggaran 

atas SBI likuiditas 
bilateral 

Lelang 
SBPU tanpa 

Saldo giro 
negativeldebet 

Fasilitas Diskonto 
I Repo 

3 minggu 
sampai 3 
bulan 

Kondisi hari 
terjadi saldo 
debet 

7 hari 

Rata-rata 
tertimbang 
diskonto SBl 
lelang terakhir 
125% dari rata- 
rata JIBOR 

Diskonto 28% 

-- 
SBPU Khusus 

FasiIitas Diskonto 

Fasilitas dana 
talangan bank 
likuidasi dan 
bank dibekukan 

Jaminan 
Pemerintah 
terhadap 
kewajiban 

Memenuhi 
likuiditas harian 

Menjaga 
kestabilan 
sistem 
perbankan 
Membantu bank 
sehat yang tidak 
memiliki SBl 
tetapi kesulitan 
likuiditas --- 

Menutup 
pelanggaran 
GWM atau 
mengantisipasi 
saldo giro 
negatif 
Pernbayaran 
terhadap 
nasabah bank 
likuidasi dan 
BBO 
Blanket 
guarantee 

Pengalihan 
Fasdis I repo, 
Fasd~s I1 rep0 
dan saldo deb 

Sejak 
26/1/1998 s/d 
31/1/2000 

3 sld 18 bulan 

1 bulan 

Diskonto 
27%/tahun 

125% dari rata- 
rata JIBOR 
overnight satu 
bulan 
sebelumnya 



pernbayaran bank 
umum 

13 Jaminan 
Pemerintah 
terhadap 
kewajiban 
pembayaran BPR 

14 Dana talangan Maksimum 2 
untuk bulan 
pernbayaran 
kewajiban luar 
negeri bank 
dalam rangka 
trade finance dan 
interbank debt 

( arrears 
15 1 Jaminan 

pembiayaan 
perdagangan 

. . . . 

I Blanket 
guarantee 

-- 
Valas: LIBOR 1 
tahun + 10% 
Rupiah SBI 1 
tahun + 2% 

Pulihkan 
kepercayaan 
terhadap 
perbankan 
nasional 

Untuk 
menggairahkan 
perdagangan 

5. BLBI Perikatan bersumber Undang-Undang 

Pembayaran 
setelah 
30/6/1998 

Buku I11 Bw berjudul " van verbintenissen " Istilah verbintenis dalain Bw 

merupakan salinan istilah obligatian dalanl Code Civil Perancis, istilah mana 

diambil dari hukum Romawi yag terkenal dengan istilah obligation.7 Istilah 

verbintenis dalam BW ternyata diterje'mahkan berbeda-beda dalam kepustakaan 

hukum Indonesia. Ada yang menterjemahkan dengan perutangan ),' ada yang 

menterjemahkan perianiian): dan ada pula yang menterjemahkan dengan 

perikatan).'O Dari beberapa terjemahan verbintenis tersebut, penggunaan istilah 

perikatan lebih umum digunakan dalam kepustakaan hukum di Indonesia. Di sini 

7 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Perikatan, dalam Riduan Syahrani, Seltrk-Belnk 
dun Asas-Asas Htrkurn Perdata, (Bandung: Alumni, 1985), hlm 203. 

* HFA Vollmar, Inleiding Nederhnds Btrrgerlijk Recht dalam Sri Soedewi M Sofwan, 
Hukunz Pertrtangan, terjemahan verbintenssenrecht, (Yogyakarta: FH U G M ,  1975), dan lihat buku 
Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, cetakan Keempat (Jakarta: Ikhtiar, 1957), hlm 252. 

Achmad Ihsan, Htlktrn~ Perdata IB, Jakarta: Pembimbing Masa, 1969, hlm 7 dan 14 
10 Subekti dan R. Tjiptasudira, Kitab Undang-Unciang Hzrkurn Perdato, terjemahan 

Btrrgerlijk Wetboek dalam Mariam Darus Badrulzaman, B~rk~l III Hrrkzrn? Perikatan dengnn 
Penjelasan, (Bandung: Alumni,1985), hlm 34. 



penkatan tidak ada dirumuskan dalam undang-undang, tapi dirumuskan 

sedemiluan rupa dalam ilmu pengetahuan hukum. 

Dalam ilmu pengetahuan hukum perikatan diartikan sebagai hubungan 

hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan 

harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya 

wajib memendu prestasi. Menurut Hofinan, perikatan adalah suatu hubungan 

hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu 

seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap 

menuntut cara-cara tertentu terhadap plhak yang lain yang berhak atas sikap yang 

demikian itu. Adapun menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa perikatan adalah 

hubungan hukum yang terjadi antara orang satu dengan orang lain karena 

perbuatan, peristiwa atau keadaan. 

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa perikatan itu dikenal dalam arti 

luas dan dalam arti sempit. Pengertian penkatan dalam arti luas adalah perikatan 

yang terdapat dalam hubungan hukum harta kekayaan (law of property), bidang 

keluarga (fbmily law),dan dalarn bidang hukum pribadi (law of personal). 

Sedangkan dalam arti sempit hanya dalam bidang hukum harta kekayaan (law of 

property) saja. 

Pendapat lain yang lebih tegas adalah pendapat dari Salim HS sebagai 

berikut: perikatan (hukum perdata) adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang 

mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum 

yang lain dalam suatu bidang tertentu (harta kekayaan), dimana subjek hukum 



yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain 
-=. 

berkewajiban untuk memenuh prestasi. 

Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata berpendapat bahwa 

perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak 

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang 

lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Perikatan sendiri merupakan 

suatu pengertian abstrak. Dikatakan abstrak karena perikatan itu tidak terbatas 

timbul ada disebabkan oleh perjanjian atau persetujuan dua pihak saja, namun bisa 

juga dari ketentuan undang-undang, dari syara atau dari undang-undang karena 

perbuatan manusia. 

Menurut Pasal 1233 BW, perikatan bersumber dari perjanjian dan undang- 

undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian diatur dalam titel I1 (pasal 13 13 

s/d 1351) dan titel V s/d VIII (pasal 1457 s/d 1864) Buku I11 BW. Sedangkan 

perikatan yang bersumber dari undang-undang diatur dalam titel I11 (pasal 1352 

s/d 1380) Buku I11 BW. 

Perikatan yang bersumber dari undang-undang menurut pasal 13 52 

dibedakan atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja (uit de wet allen) dan 

perikatan yang lahr dari undang-undang karenaa perbuatan manusia (tiit det wet 

door's mensen toedoen). Kemudian perikatan yang lahir dari undang-undang 

karena perbuatan manusia menurut pasal 1353 BW dibedakan lagi atas perbuatan 

yang sesuai dengan hukum (rechtmntige) dan perbuatan yang melawan hukum 

(onrechtmatige). Sumber-sumber perikatan dan pembedaannya tersebut dapat 

diskemakan sebagai berikut : 



Peiika tan 
1233 BW bersumber dari 

Perjanjian Undang-undang 
1313 BW 1352 BW 

Undang-Undang saja Undang-Undang Karena Perbuatan 
Manusia 1353 BW 

4 4 
Perbuatan yang sesuai dengan hukum (rechtmatige) Perbuatan yang melawan hukum 

1354 & 1359 (onrechtmatige) 1365 s/d 1380 

Gambar 2.1. Skema Sumber Perikatan dan Pembedaannya 

Menurut Van Brakel, Losecaat - Vermen dan H o h a n  - Opstaal, kedua 

macam perikatan itu ada perbedaannya. ' ' Pada perikatan yang bersumber dari 

undang-undang, perikatan itu diciptakan secara langsuiig karena suatu keadaan 

tertentu perbuatan atau kejadian dan memlkulkan suatu kewajiban dengan tidak 

menghiraukan kehendak orang yang hams meinenuhinya. Sedangkan perikatail 

yang bersumber dari perjanjian, meshpun mendapat sanksi dari undang-undang, 

tetapi keharusan untuk memenuhi kewajiban bamlah tercipta setelah yang 

bersangkutan yang hams memenuhinya memberikan persetujuannya atau 

menghendakinya.12 

Perikatan yang terjadi antara Bank Indonesia dengan Bank Nasional 

sebagai penerima BLBI adalah perikatan yang bersumber dari undang-undang 

saja, dimana perikatan diciptakan secara langsung karena suatu keadaan krisis 

tanggal 23 Januari 1998 Tentang Penjaminan, Pinjaman Luar Negeri perbankan 

I I Ibid, hlm 22. 
" Ridwan Syahrani, Sekrk-Beluk rlnn Asns-Asas Hzlk~rm Perrlnta, cet 111 (Bandung: 

Alumni), hlm 2 10. 



dalam bentuk pemberian fasilitas khusus. Secara umum fasilitas dana talangan 

yang merupakan bagian dari BLBI adalah perwujudan atau pelaksanaan dari 

Keppres No. 24 Tahun 1998 dan LIC, dan juga Keppres No. 26 Tahun 1998 

tanggal 26 Januari 1998 Tentang Penjaminan atas Dana Deposan dan Kreditur 16 

BDL (blanket guarantee). Keppres No. 24 dan 26 Tahun 1998 tersebut telah 

diikuti pula oleh Keputusan Menteri Keuangan No.26KMK.01711998 tanggal 28 

Januari 1998 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah 

Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. 

Sebagai realisasi dari Keppres No. 2611998 Menteri Keuangan telah 

menulis surat kepada BI pada tanggal 8 Februari 1998 tentang pembayaran kepada 

deposan 16 BDL. Pada tanggal 20 Februari 1998 Menteri Keuangan telah 

mengirim surat kepada Direksi BI Tentang Pengembalian Dana Deposan 16 BDL. 

Sebagai tindak lanjut Keppres No. 24 Tahun 1998 tanggal 23 Januari 1998 

telah terjadi proses dalam upaya untuk mengembalkan kepercayaan kreditur dan 

investor luar negeri terhadap sistem perbakan Indonesia, Pemerintah Indonesia 

dengan kreditur dan investor luar negeri Frankfurt, Jerman yang kemudian dikenal 

sebagai "Frankftirt Agreement" yang intinya antara lain bahwa "perbankan 

Indonesia hams melunasi tunggakan trade finance pada tanggal 30 Juni 1998. 

Untuk melaksanakan kesepakatan itu Direksi BI telah mengeluarkan SK Direksi 

BI No. 3 1/53A/KEP/DIR tanggal 19 Juni 1998 tentang Dana Talangan untuk 

Tunggakan Interbank Debt Trade. ' 

l 3  B1, op.cit., hlm 10. 



Untuk lebih memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan 

intemasional yang sesuai dengan kemampuannya, maka Keppres No. 24 Tahun 

1998 telah diganti dengan Keppres No. 120 Tahun 1998 tanggal 12 Agustus 1998 

tentang Pemberian Jaminan oleh BI atas Pinjaman Luar Negeri dan Pembayaran 

Perdagangan oleh bank. Sebagai pelaksanaan Keppres No. 120 Tahun 1998, 

Direksi BI telah menerbitkan SK Direksi BI No. 31/89/KEP/DIR tanggal 7 

September 1998 tentang Jaminan Pembiayaan Perdagangan Intemasional dan SK 

Direksi BI No. 31/90/KEP/DIR tmggal 7 September 1998 tentang Jaminan 

Pinjaman Luar Negeri antar bank sebagai penegasan penyelesaian tunggakan 

interbank debt dan tradefinance, Direksi BI telah menerbitkan SK Direksi BI No. 

31/174/KEP/DIR tanggal 22 Desember 1998 sebagai pengganti SK Direksi BI 

No. 31/89/KEP/DIR tanggal 7 September 1998 yang diikuti oleh Surat Gubemur 

BI No. 3 113 l/GBI/BSK tanggal 23 Desember 1998. 

Berdasarkan rangkaian ketentuan dan ketetapan peraturan perundang- 

undangan tersebut di muka, dalanl penyaluran fasilitas dana talangan ini, 

perkatan yang terjadi antara pihak BI dengan pihak bank penerima bantuan 

tersebut adalah perikatan yang bersumber dari undang-undang, sehingga tidak 

diperlukan perj anj ian tertulis. 

Di dalam perikatan yang lahir dari undang-undang ini asas kebebasan 

mengadakan perjanjian tidak herlaku. Suatu perbuatan menjadi perikatan adalah 

karena kehendak undang-undang. Untuk perikatan yang lahir dari undang-undang 

dimana pembentuk undang-undang tidak memberikan aturan-aturan umum. 

Artinya apabila hendak mengetahui peraturan-peraturan dari beberapa figur 



perikatan-perikatan tersebut, maka ha1 ini hams dilihat dari peraturan-peraturan 
5 

yang mengetahui materi yang bersangkutan sendiri, misalnya pengaturan 

penyaluran BLBI hams dilihat materi pengaturannya bagaimana pemberian itu 

dilakukan. Oleh karena itu, untuk terjadinya perikatan di atas, undang-undang 

tidak mewajibkan dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana ditentukan untuk 

terjadinya perjanjian (seperti syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam 

pasal 1320 BW). Oleh karena perikatan ini, BLBI bersumber dari undang-undang, 

- sehingga terlepas dari kemauan para pihak. Apabila ada suatu perbuatan hukum 

yang m e m e n h  beberapa unsur tersebut, undang-undang lalu menetapkan 

perbuatan hukum itu adalah suatu perikatan. 

Perilcatan yang bersumber pada undang-undang dalam pasal 1352 sarnpai 

dengan pasal 1380 BW, yaitu suatu perikatan yang timbul atau lahir atau adanya 

karena telah ditentukan undang-undang itu sendiri. Untuk terjadinya perikatan 

berdasarkan undang-undang hams selalu dikaitkan dengan suatu kenyataan atau 

peristiwa tertentu. 

Dengan demikian, kebijakan BLBI dari Bank Indonesia adalah perikatan 

yang lahir dari undang-undang, maka sesuai dengan pasal 1359 BW, yang 

menyatakan bahwa seorang (atau Bank Indonesia) yang membayar tanpa adanya 

utang, (kepentingan utang perbankan yang dibayar oleh BIIdana talangan) berhak 

menuntut kembali apa yang telah dibayarkan dan yang menerima tanpa hak 

berkewajiban untuk mengembalikan.14 

l 4  Maksud dari pembayaran di sini adalah setiap pemenuhan prestasi, baik pembayaran 
utang uang yang tidak diwajibkan, penyerahan benda tidak diwajibkan, memberikan kenikmatan 
maupun mengerjakan sesuatu pekerjaan. 



Hal lain, misalnya perikatan antara BI dengan eksportir Indonesia dan 
-=. 

debitur luar negeri sudah jelas merupakan perikatan yang bersumber dari undang- 

undang karena peraturan perundang-undangan memerintahkan untuk pembayaran 

perdagangan internasional. Yang paling penting dalam perikatan itu adalah sebab 

atau alasan adanya peristiwa tertentu, yaitu demi menjaga kestabilan 

perekonomian negara dan kepentingan negara pada ~ r n u r n n ~ a . ' ~  

Sebagaimana telah ditegaskan di muka bahwa tindakan BI dalam 

menyalurkan BLBI pada tahun 1997-1 998 adalah melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah sesuai dengan posisi BI seperti diatur dalam UU No. 13 Tahun 1968 

Tentang Bank Sentral dalam upaya pemerintah mengatasi krisis keuangan dan 

ekonomi. Penyaluran BLBI pada hakikatnya adalah pelaksanaan fungsi pokok BI 

(seperti halnya fimgsi pokok Bank Sentral di negara-negara lain di dunia sebagai 

lender of last resort dalam menyediakan bantuan likuiditas perbankan, baik dalam 

keadaan normal atau dalain keadaan krisis bagi bank-bank yang mengalami 

kesulitan likuiditas. Hal ini diatur pula pada Pasal 7 dan Pasal 32 ayat (3) UU No. 

13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral. 

Kebijakan Pemerintah dan pelaksanaan BLBI pada saat itu, secara sadar 

dan jelas dilakukan oleh Pemerintah dan BI dalam upaya mengatasi krisis 

ekonomi dan keuangan atau perbankan nasional. Oleh karena itu, sejak awal 

pemerintah merasa bertanggung jawab penuh dalam mengatasi krisis perbankan 

yang menjadi sistemik sifatnya antara lain dengan pembentukan BPPN pada bulan 

I '  Riset Bank IndonesiaISatgas BLBI dengan HLB Hadori & Rekan bekerja sama dengan 
Law Office Soehardjono & Asssociates - Indonesia, BI dan BLBI Sztatu Tinjaz~an dan Penelian 
Aspek Ekonomi, Keuangnn don H~lktrrn Banttzmn Likztiditas Bank Indonesia, Jakarta, Desember 
2003. 



Januan 1998 melalui Keppres No. 26 Tahun 1998 dan serangkaian kebijakan- 

kebijakan pemerintah dan BI sesudahnya. Tentang pelaksanaan dalam mengatasi 

bank-bank yang tidak sehat diserahkan oleh BI kepada pemerintali pada tanggal 

14 Februari 1998 menunjukkan pula kesungguhan pemerintah dalam mengambil 

tanggung jawab penuh kebijakan BLBI yang memang sesuai dengan keputusan 

kebijakan ekonomi dan politik pada waktu itu. 

Sebagian besar kebijakan di bidang ekonomi dalam mengatasi krisis, tidak 

bisa lepas dari kebijakan yang disarankan dan bantuan yang diberikan IMF dan 

lembaga-lembaga keuangan intemasional lainnya, seperti ADB dan World Bank. 

Keterlibatan IMF secara formal adalah dengan serangkaian Letter of Intent (LOI) 

yang ditandatangani oleh Pemerintah dan IMF sejak bulan Oktober 1997, Januari 

1998 dan seterusnya sampai dengan akhir tahun 2002. 

Tanggung jawab atas pengambilan kebijakan BLBI oleh Pemerintah juga 

ditegaskan dengan persetujuan bersama antara Pemerintah dan BI yang 

ditandatangani pada 6 Februari 1999, dirnana Pemerintah bersepakat untuk 

menerbitkan swat utang kepada BI, dan BI menyerahkan sepenuhnya penagihan 

piutang BLBI (cessie) kepada Pemerintah, saldo akumulatif BLBI sampai dengan 

29 Januari 1999 sebesar Rp. 144,536 triliun. Pada akhimya menimbulkan kasus 

gaga1 bayar yang sangat luar biasa (extradionary default) sebagai piutang negara 

perbankan tak tertagih yang berpotensi merugikan negara 

Pada hakikatnya BLBI adalah kredit, persepsi "kredit" yang terkandung 

dalam makna kredit pada pemberian kredit likuiditas oleh Bank Indonesia pada 

perbankan, berbeda dengan pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 



Tahun 1998 tentang . .  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, pasal 1 butir 1 1, kredit adalah : "Penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjarn-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunas utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga". 

Sedangkan pengertian pembiayaan dalam Pasal 1 butir 12 adalah: 

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu ,berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

- 
T jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". 

Dari pengertian kredit di atas,16 terdapat beberapa ha1 yang patut 

diperhatikan dengan pengertian kredit pada Bantuan Likuditas Bank Indonesia 

(BLBI) sebagai benkut: 

a. Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya 

diukur dengan uang, misalnya bank memberikan kredit untuk pembelian 

rumah atau mobil, dalarn BLBI tidak dltentukan spesifikasinya. 

l 6  IGedit terdiri atas unsur-unsur: Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank 
atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah dibitur yang akan dilunasinya sesuai jangka waktu 
yang diperjanjikan: waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan 
pelunasannya dan jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu telah disepakati bersama 
antara pihak bank dan nasabah debitur; prestasi, yaitu adanya obyek tertentu berupa prestasi dan 
kontra prestasi pada saat tercapainya persetujua atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit 
(pada BLBI tidak didahului adanya kesepakatan) antara bank dan nasabah debitur berupa uang dail 
bunga atau imbalan; Resiko, yaitu adanya resiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara 
pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan 
menutup kemungkinan tejadinya wanprestasi dari nasabah, maka diadakan pengikatan jaminan 
atau agunan-akan tetapi dalam pemberian BLBI tanpa adanya agunan. Lihat Johane Ibrahim, 
Cross Default & Cross Collateral sebagai penyelesaian Kredit Bermasalah, (Bandung: Refika 
Aditama, 2004), hlm 23. 



b. Adanya kesepakatan antara bank atau kreditur dengan penerima kredit atau 
e 

nasabah debitur yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit, 

yang mencakup hak dan kewajiban masiilg-masing pihak. Pada kredit 

likuiditas (BLBI) tidak terdapat perjanjian tertulis.l7 

c. Adanya perbedaan antara kredit jrang diberikan oleh bank yang berdasarkan 

prinsip konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank 

berdasarkan prinsip syariah. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional, 

keuntungan diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang 

berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil. Pada BLBI 

keuntungan tidak dicantumkan. 

Penyelesaian BLBI yang dilaksankan oleh BPPN dengan konsep perikatan 

bersurnber dari perjanjian adalah identik dengan penyelesaian kredit antara Bank 

Umum konvensional dengan nasabahnya yang merupakan produk dari suatu 

perikatan yang bersumber dari perjanjian. Pemberian fasilitas kredit likuiditas 

dapat dikatakan hanya bersifat konseptual diberikan dalam fasilitas diskonto, giro, 

sehingga hubungan hukurn terbentuk karena adanya peraturan perundang- 

undangan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter dalam ha1 ini adalah bank 

sentral atau Bank Indonesia, sehingga sifat hukumnya adalah merupakan suatu lex 

spesialis dengan tatanan dan penyelesaian yang memiliki karakter hukum 

administrasi, yang diatur secara khusus dalam beberapa peraturan. Oleh karenanya 

jika mengalami kegagalan pengembalian (gaga1 bayar) sehamsnya diselesaikan 

- - 

17 Lihat hasil penelitian Bank Indonesia bahwa BLBI diberikan tidak didahului dengan 
perjanjian. 



melalui pola represif dan diselesaikan melalui mekanisme administratif yang 
-=. 

ditentukan oleh undang-undang tentang pengurusan piutang negara yaitu PLJPN. 

Akan tetapi, ketika penenma BLBI tidak mau mengembalikan dana 

talangan BI menyerahkan hak tagh BLBI kepada pemerintah dan kemudian 

pemenntah membentuk BPPN, sehingga BLBI diselesaikan melalui jalur out of 

courtsettlement dengan pola pengampunan Release and Discharge dalam bentuk 

Perjanjian MSAA, MRNLA, dan APU. Dengan pola ini sumber hukum perikatan 

yang semula adalah undang-undang dirubah menjadi perjanjian dan dalarn 

perkembangannya penyelesaian ini pada akhirnya menimbulkan gagal bayar yang 

luar biasa, menelan biaya penyelesaian sebesar Rp. 1000 triliun.18 

B. Piutang Negara dan Prinsip-Prinsip Penyelesaian Piutang Negara 

1. Piutang Negara 

Pendekatan konsepsi penyelesaian piutang negara berdasar pada kasus 

gagal bayar debitur penerirna kredit likuiditas Bank Indonesia yang berpotensi 

merugikan negara, maka diperlukan penyelesaian secara efektif dan efisien karena 

pada hakikatnya piutang negara adalah piutang seluruh rakyat. Dengari dkmikian 

yang memiliki tagihan terhadap debitur adalah seluruh rakyat dalam negara yang 

bersangkutan. Oleh karena itulah, maka tepat apabila pengaturan eksekusi piutang 

negara dibedakan dengan eksekusi piutang non negara. Proses penanganan 

piutang negara dibedakan dengan penanganan piutang non negara sejak tahap 

peneniuan sampai dengan tahap eksekusi. Dalam penanganan piutang negara oleh 

negara hams diadakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi keberadaan 

l 8  Fai~a l  Basri, Lanskap Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 210. 



lembaga, ketentuan tentang prosedur dan syarat eksekusi. Negara berwenang 

membuat ketentuan yang demikian karena negara adalah pemegang kedaulatan, 

dengan demikian negara merupakan pemegang otoritas untuk membuat peraturan, 

mengadakan lembaga, menentukan syarat dan prosedur eksekusi. Dalam ha1 ini 

adalah eksekusi piutang negara yang diatur terpisah dari eksekusi piutang non 

negara. 19 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 

Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang dimaksud dengan piutang 

negara atau utang kepada negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 

negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dlkuasai 

oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. 

Menurut Muhammad Djafar Saidi, piutang negara adalah jumlah uang 

yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat danlatau hak pemerintah pusat yang 

dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat laiilnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang 

 ah.^' 

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara dalam pasal 1 angka 6 diuraikan sebagai bedcut: 

Pitltang negara adaZah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah 

Pusat dun /atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai clengan uang sebagai 

19 Muhammad DjaYis,"Hak Eksektrsi don Manfaatnya dalani Penyelesaian Piutang 
Negara dnlam PerspektifHt~ktlm Bisnis Indonesia pado Era Globalisasi, (Semarang: Genta Press, 
2007), hlm 275. 

20 Muhammad Djafar Saidi, Ht(ktim Keuangan Negarn, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 23 



akibat perjanjian atau berdasarkan peraturan perundang- undangan yang 

berlaku atau akibat lainnya yang sah. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan hukum yang 

akan disebut sebagai piutang negara adalah perikatan yang dapat menimbulkan 

tagihan negara dan bersumber dari : 

a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ; 

b. Perjanjian yang sah.*' 

Sedangkan yang dimaksudkan utang, adalah utang kepada : 

a. Langsung terutang kepada negara dan oleh karena itu, hams dibayar kepada 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 

b. Terutang kepada badan-badan yang umurnnya kekayaan dan modalnya 

sebagian atau selunthnya milik negara. 

Berdasarkan pengertian di atas ada dua jenis piutang negara, yaitu piutang 

negara non perbankan dan piutang negara perbankan. Piutang negara perbankan 

adalah piutang yang berasal dari bank-bank yang dirniliki pemerintah pusat seperti 

Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank lVegara 

Indonesia 46 (BNI 46), Bank Mandiri dan bank-bank yang dimiliki Pemerintah 

Daerd~  seperti Bank Pembangunan Daerah, Bank Perkreditan RakyatIBank, 

Kt-edit Kecamatan Kabupaten. Piutang negara non perbankan berupa tagihan- 

tagihan dari lembaga atau instansi atau badan pemerintah pusat dan daerah selain 

bank, seperti tagihan macet dari departemen dan lembaga non departemen atau 

*'  Ibid, hlm. 24 



dinas daerah dan tagihan dari BUMN non bank, yaitu PLN, TELKOM, Pegadaian 
e 

dan lain sebagainya termasuk tuntutan ganti rugi. 

Sedangkan utang pajak tetap merupakan piutang negara, tetapi 

diselesaikan tersendiri dengan Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan 

Surat Paksa. 

Pemahaman bahwa piutang negara dikelompokkan menjadi piutang negara 

perbankan dan piutang negara non perbankan ditinjau dari aspek hukum perikatan, 

sebagaimana diuraikan di atas timbulnya tagihan negara adalah bersurnber dari 

perikatan. Penkatan adalah hubungan hukum yang te rjadi karena peristiwa 

hukum, yang berupa perbuatan, kejadian atau keadaan dalam lapangan harta 

kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.'* Menurut pasal 1233 KUH Perdata, 

sumber hukum perikatan berasal dari undang-undang dan pe rjanjian. 

Piutang negara perbankan adalah tagihan negara yang diakibatkan oleh 

perbuatan hukuin dari Bank Indonesia dan bank-bank milik negara (bank BUMN) 

yang bersumber dari penyaluran bantuan Kredit Likuidasi Bank Indonesia 

(BLBI) dan pe rjanjian kredit bank. 

Pemahaman antara "kredit" dalam kredit likuidasi, berkenaan dengan 

peristiwa hukum yang berhubungan dengan perbautan, kejadian, keadaan subjek 

hukum mengadakan perikatan dalam lapangan kekayaan yang dapat dinilai 

dengan uang. Bank Indonesia dan bank BUMN adalah subjek hukum yang 

berhubungan dengan subjek hukum lainnya dalam pelaksanaan dan wewenangnya 

22 Titik Triulan Tutik, Huktln~ Per-data cialam Sistem Htlkum Nasional, (Jakarta: Kencana 
2008), hlm 239. 



sebagai badan pengelola keuangan negara. Dilihat dari fungsinya secara yuridis 
e 

dan makro ekonomi, dua badan ini sangat berbeda. 

Bank Indonesia dikategorikan sebagai badan hukum "nirlaba" dirnana 

surplus diperoleh tidak untuk menambah kemampuan ekonomi. Akan tetapi, 

semata-mata digunakan untuk memperkuat cadangan devisa negara dalam rangka 

mencapai, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah sebagaimana 

ditetapkan dalam pasal7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang 

Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 

2004. Kestabilan nilai nipiah sangat penting untuk mendukung pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan (sustainable development) serta meningkatkan 

kesejahteraan rakYat.l3 

Sementara itu, kedudukan Bank-Bank Milik Negara (bank BUMN) adalah 

tunduk pada prinsip-prinsip hukum bisnis yang mencari laba, dimana surplus yang 

diperoleh untuk menambah kemampuan ekonomi. Pengertian "bank" menurut 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal langka 2 adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk sirnpanan dan 

menyalurkanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit danlatau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Bank BUMN adalah bank yang termasuk Badan Usaha Milik Negara. 

Menumt Undang-Undang -No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) adalah badan usaha yang selunih atau sebagian besar modalnya dimiliki 

oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 

23  Andrian Sutedi, H~rktrrn Keunngnn Negnrn , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 56 



negara, salah satu tujunnya adalah mengejar k e u n t ~ n ~ a n . ~ ~  Dengan memberikan 

pinjaman atau membenkan kredit. 

Pengertian "kredit" selalu berpasangan dengan  tan^.^^ Kredit dan utang 

merupakan istilah-istilah untuk suatu perbuatan ekonomi (perbuatan yang 

menimbulkan akibat-akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawanan. 

Oleh karena itu, tidak benar jika dikatakan bahwa kredit berguna bagi 

perekonomian, seballknya utang tidak berguna bagi perekonomian. 

Kredit adalah penyerahan barang dan jasa atau uang dari satu pihak 

(krediturlatau pemberi pinjaman) atau atas dasar kepercayaan kepada pihak lain 

(nasabah atau pengutanglborrower) dengan janji membayar dari penerima kredit 

kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.'6 

Beberapa definisi lain tentang kredit adalah sebagai berikut: 

Encyclopedia of Economic - Credit is opposite, debt, are transactions in 

Wich command over resources is obtained in the present in exchange for a 

promise torepay in the f t~ t t~ re  norrnuly with a payment of interest as 

compensation to the leader.27 

Sedangkan pengertian "kredit" dari Undang-Undang Perbankan dan 

Undang-Undang Bank Indonesia terdapat beberapa ha1 yang patut diperhatikan 

24 Iswi Hariyani, Restnlktzlrisasi dan Penghapusan Kredit Macet, (Jakarta: Kompas 
Gramedia, 20101, hlm 155. 

25 Istilah Credit berasal dari perkataan lain credo, yang berarti I believe, I trust, saya 
percaya menaruh kepercayaan. Perkataan credo berasal dari kombinas perkataan sankerta cred 
berarti kepercayaan (trust) dan perkataan latin do, yang berarti saya menaruh, sesudah kombinasi 
tersebut menjadi bahsa latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi credere dan 
crediturn. Lihat H. Veithazal Rivai, Credit Management Handbook, (Jakarta, Raja Grafika 
Persada, 2007), hlm 3. 

26 Ibid, hlm 4. 
27 Encyclopedia of Economic, (New York : Mc Graw-Hill Book Company, 1982). 



pertama menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 butir 1 1, kredit adalah: 

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakaii dengan itu 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam merninjarn antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian 
pembiyaan dalam pasal 1 butir 12 adalah penyediaan uang tagihan yang 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 
bank pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 
uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau 
bagi hasil." 

Pengertian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan Bantuan 

Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) keduanya sering dianggap sarna. BLBI adalah 

fasilitas likuiditas untuk perbankan dengan berbagai sarana peruntukannya di luar 

KLBI, sedangkan KLBI adalah kredit Bank Indonesia untuk membantu kegiatan 

atau sektor yang diprioritaskan atau kredit untuk program-program pemerintah, 

seperti pengadaan pangan melalui Bulog, Kredit Koperasi Unit Desa (KKUD), 

Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Koperasi Primer bagi anggotanya (KKPA) 

yang suku bunganya mengandung subsidi karena lebih rendah dari suku bunga 

Ada dua unsur pokok perbedaan sumber hukum yang membedakan Kredit 

Likuiditas Bank Indonesia/Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan 

Kredit Bank. Dan segi perikatan, kredit perbankan bersurnber dari perjanjian, 

sedangkan KLBI dan BLBI bersumber dari peraturan perundang-undangan.29 Dua 

28 J. Soedrajad Djiwandono, Mengelola ... op.cit., hlm 258 
29 Perbedaan pemberian BLBI dan KLBI terletak pada inisiatif, BLBI datang dari bank 

yang mengajukan perrnintaan bantuan BLBI kepada BI - sebagai lender of last resort - karena 
menghadapi masalah ketidakseimbangan likuditas (nzismatch) antara penerimaan dan pembayaran 
dan bembayaran dana yang tidak bisa ditutup dengan sumber dana lain yang lazim dalam 
perbankan. Dalam ha1 KLBI inisiatif datang dari Bank Indonesia, yang membantu pelaksanaan 



hubungan hukum ini yang menimbulkan tagihan negara dapat disebut sebagai 
e 

piutang negara perbankan. 

Piutang negara dalam Bank Indonesia tetap merupakan piutang negara, 

konsepsi ini dapat dilihat dari kedudukan keuangan negara dalam Bank Indonesia 

yang modalnya berasal dari negara.30 Konsekuensi logis adanya modal negara 

pada Bank Indonesia, pemerintah sebagai representasi negara hams ikut menjaga 

agar Bank Indonesia tetap mempunyai struktur modal yang h a t  dan didukung 

oleh- cadangan umum yang mampu menanggung resiko yang kemungkinan 

muncul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, sehingga 

menjadi kewajiban pemerintah dalam turut menjaga cadangan umum Bank 

Indonesia tetap pada upayanya menjaga kestabilan perekomian secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan pengelolaan piutang Bank Indonesia 

dipandang sebagai bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara, 

sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tallun 1960 

tentang Panitia Urusan Piutang Negara dalam penjelasannya dikatakan bahwa 

piutang negara meliputi pula piutang badan-badan yang umumnya kekayaan dan 

modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara. Kemudian dijelaskan dalam 

pasal 12 ayat (1) mewajibkan instansi-instansi pemerintah dan badan-badan 

program pemerintah (sebagai agent of development) memberi kredit kepada bank pelaksana agar 
menyalurkan kredit tersebut kepada sector atau kegiatan atau kelompok yang diprioritaskan dalam 
program emerintah (lihat Ibid., hlm 259) ' Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 111donesia 
sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 ditetapkan sekurang- 
kurangnya Rp. 2 triliun. Modal tersebut harus ditambah, sehingga menjadi paling banyak 10 % 
dari seluruh kewajiban moneter dengan dana yang berasal dari cadangan umum atau dari revaluasi 
aset. Pengertian kewajiban moneter menurut penjelsan pasal 6 ayat (2)  adalah kewajiban Bank 
Indonesia kepada masyarakat, bank dan pemerintah yang terdiri atas uang kartal yang diedarkan, 
saldo kredit rekening milik bank, milik pemerintah, dan pihak lain seperti simpanan pegawai yang 
tercatat di Bank Indonesia serta surat utang yang diterbitkan Bank Indonesia. 



negara sebagaimana dimaksud pasal 8 untuk menyerahkan piutang-piutang yang 
e 

adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum. Akan tetapi, penanggung 

utangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan 

Piutang Negara (PLPN) dan utang negara tidak terlepas dari pengelolaan 

keuangan negara karena tergolong dalam pengertian keuangan negara." 

Dalam arti piutang negara dan utang negara merupakan bagian dari 

keuangan negara sehingga hams dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang 

yang berlaku. Hal ini didasarkan bahwa piutang negara dan utang negara dalam 

kedudukan sebagai bagian dari hukum keuangan negara.32 Oleh karena itu, 

penyelesaian piutang negara yang tirnbul sebagai akibat hubungan keperdataan 

hams dilakukan melalui PUPN. 

PUPN diberikan kewenangan untuk mengelola piutang negara 

mengusahakan agar setiap piutang negara diselesaikan seluruhnya dan tepat 

waktu. Jika piutang negara yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan teyat 

waktu, diupayakan penyelesaiannya dilakukan menurut peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk memberi perindungan hukum 

terhadap piutang negara yang berada pada pemerintah pusatldaerah, badan usaha 

milik negara, badan usaha milik daerah agar dapat diselesaikan secara efektif dan 

efisien dengan menerapkan prinsip hak ekskusi atas piutang negara.33 

Hak eksekusi atas piutang negara, telah diadopsi di dalam Undang- 

Undang Perbankan, dimana Hak Eksekusi dalam Piutang Negara dicantumkan 

dalam rumusan pasal 3 1 A pasal 3 huruf I daalam dalam penjelasan Undang- 

3 '  Andrian Sutedi. Hzlkun~. . . op.cit., hlm 65. 
32 Muhammad Djafar Saidi, Hz~kum ... op.cit., hlm. 25 
3 3  Ibid, hlm. 25. 



Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa: 

"Menurut ketentuan ini atns piutung Bank terhadap pihak ketiga yang diambil 

alih penagihannya oleh badan khusus, maka badan khusus dapat melakukan 

tindakan penagihan hutang dengan menerbitan swat paksa." 

Dalam ha1 tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh pihak 

berhutang, maka badan khusus dapat melakukan penyltaan atas hak kekayaan 

milik plhak yang berhutang dan selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas - 

harta pihak yang berutang untuk diperhitungkan sebagai pengembalian piutang. 

Walaupun badan khusus ini diberi kewenangan untuk melakukan penagihan 

paksa, tetapi tata cara pelaksanaamya tetap memperhatikan aspek kepastian 

hukum dan k e a d i l a r ~ ~ ~  

Menurut pendapat Sutan Remy ~ j a h d e n i , ~ ~  kedrtdukan PUPN merupakan 

peradilan senzu (quasi rechtpraak) karena PUPN merupakan badan peradilan yang 

dilakukan oleh plhak ketiga yang tidak memihak atau berkepentingan dalam 

menyelesaikan sengketa utang piutang negara. Kemudian oleh Arifin P 

Soeriaatmadja dikatakan bahwa PUPN selintas memang mirip lembaga peradilan 

yang semu, tetapi pada hakikatnya PLPN tidak melakukan pengadilan terhadap 

3>erda~arkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/Dir Tanggal 12 
November 1998 tentang kualitas Aktiva Produksi sebagaimana telah diubali' Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 4/6/PBI/2005 tanggal 6 Septeber 2002 Tentang Kualitas Aktiva Produktif, 
diantaranya kredit termasuk kategori macet (lose). Kredit tersebut menjadi piutang negara macet. 
Piutang Negara macet dimungkinkan dulu diselesaikan secara intern oleh bank pemerintah 
dimaksud.Jika belum juga debitur menyelesaikan, piutang negara macet diserahkan pengurusnya 
oleh bank pemerintah kepada PUPN dan DJPLMNlKP2N. 

35 Lihat Sutan Remy Sjahdeni, "Masalah jaminan Dalam Pemberian Kredit" Makalah 
disajikan dalam pertemuan ilmiah "Penynjinn Hnsil Penelitian tentnng Aspek-Aspek Htrktlrn 
Mnsalah Jnminan Kredit", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik 
Indonesia, Jakarta, 28-30 September 1999, hlm 65. 



debitur yang menunggak hutang. Anggapan tugas PUPN sama dengan tugas 

pengadilan adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh PUPN memiliki ciri yang 

hampir sama dengan penagihan Grosse ~ k t a , ~ ~  yaitu dapat rnenagih langsung 

tanpa proses dan campur tangan pihak pengadilan dan mengefektifkan penagihan 

piutang negara.37 Pola penanganan piutang negara yang sesingkat-singkatnya 

(prompter treatment), maka hubungan hukumnya bersifat sub-ordinat, artinya 

kedudukan kreditur lebih tinggi daripada debitur, atau para pihak tidak 

mempunyai kewenangan atau hak yang sama. Pihak kreditur melalui PUPN dapat 

menggunakan upaya paksa, misalnya dengan penerbitan surat paksa, surat sita, 

pemblokiran dan  ande era.^^ Oleh karena itu, jika debitur tidak memenuhi 

kewajibannya, maka kreditur melalui PlJPN dapat mempergunakan alat-alat 

kekuasaan negara. Upaya paksa tersebut seperti halnya suatu keputusan hakim 

dalam perkara perdata disebut "Quasi Judicial Settlement ", artinya tindakan- 

tindakan yang dapat dipaksakan melalui penggunaan kekuasaan negara (title 

eksekz~torial).~~ 

Dari sisi lainnya yang bersifat keperdataan, piutang negara memiliki hak 

pendahuluan terhadap piutang lainnya dan juga terhadap pemegang Hak 

36 Akta beititel ekskusitorial "Denzi Keadilan Berdnsnrknn Ketuhanan Ynng Mnhn Esn", 
Kreditur dapat langsung memohon eksekusi kepada Pengadilan untuk memaksa debitur membayar 
utang kepada kreditur. Dengan cara demikian dalam praktek sangat membantu penyelesaian 

,.. piutangkedit macet berjalan lancar karena Pengadilan Negeri selalu mengabulkan eksekusi 
grosse akta berdasarkan pasal 224 HIR. 

3 7  Bagian pertimbangan Undang-Undang Prp 49 Tahun 1960 menyatakan: "bahwa untuk 
kepentingan keuangan negara, hutang kepada negara atau badan-badan, baik yang langsung 
maupun yang tidak langsung dikuasai oleh negara, perlu segera diwus" Bagian penjelasan atas 
Undang-Undnng Prp 49 tnhun 1960 dalam alinea keenam menyatakan supaya penagihan piutang. 

Szrrnt Pnksn berdasarkan pasal 6 huruf a Undang-Undang Noinor 49 Prp 1960 
diberikan suatu title eksekusitorial 

39 Purnama Tioria Sianturi, Perlindzrngnn Hz~ktlm Terhnrlnp Pembeli Barnng Jnminnn 
Tidnk Bergernk Melnltli Lelnng, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 70. 



Tanggungan dapat dilihat dari penjelasan umum pasal 20 ayat (1) Undang- 
1 

Undang lVomor 4Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta 

Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah dijelaskan bahwa hak kreditur yang 

menjadi hak tanggungan sekalipun diutamakan terhadap hak tagihan kreditur- 

kreditur lain, tetapi hams mengalah terhadap piutang-piutang negara. Dengan kata 

lain hak negara lebih utama dari kreditur pemegang hak tanggungan,40 sehingga 

penagihan dan pembayarannya hams didahulukan daripada piutang-piutang 

keperdataan lainya. Oleh karena piutang negara dapat digolongkan sebagai 

piutang yang memillki hak preveledge dan digolongkan sebagai kreditur separatis 

yang secara langsung memiliki hak eksekusi " 

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mencegah atau 

membatalkan suatu pelelangan yang diperintahkan oleh PUPN dan dilaksanakan 

oleh BLPLN karena ha1 tersebut adalah merupakan een daad van executie dan 

termasuk tugas lembaga yang diberikan kewenangan khusus tidak menggunakan 

prosedur biasa seperti dalam H I R . ~ ~  

Sedangkan penyelesaian melalui perdarnaian adalah mengenai bagian 

piutang yang tidak disepakati dan penghapusan piutang ,kecuali menengenai 

piutang negara yang penyelesiannya diatur tersendiri dalam ~ n d a n ~ - u n d a n ~ . ~ ~  

40 Berdasarkan hasil rapat yang diadakan pada tanggal 25 April 1996 antara BPULN 
dengan Direksi Bank-Bank Pemerintah mengemukakan bahwa yang dimaksudkan piutang negara 
dalam UUHT tidak hanya terbatas berupa pajak saja, tetapi juga termasuk semua piutang negara 
sebagaimana inenurut Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang 
Negara (PUPN). 

4 1 Muhammad Djafar Saidi, Hukum.. .op.cit., hlm 26. 
42 Diskmi Panel, Munas lKAHI ke IX, Maret 1994. 
43  IOiteria piutang negara dalam kenetuan Undang-Undang Nomor 49/Prp /I940 tentang 

PUPN 



a. Penyelesaian piutang negara sebagai bagian piutang yang tidak disepakati 
e 

adalah selisih antara jumlah tagihan piutang menurut pemerintah dengan 

jumlah kewajiban yang diakui ditetapkan oleh : 

1) Menteri Keuangan, bila piutang negara tidak disepakati tidak lebih Rp 

10.000.000.000,00 ; 

2) Presiden bila bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp 

10.000.000.000,00,- sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 ,- 

3) Presiden setelah mendapat pendpat pertirnbangan Dewan Perwakilan 

Rakyat bila bagian piutang negara yang tidak disepakati leblh dari Rp 

100.000.000.000,00,-. 

b. Piutang negara dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari 

pembukuan ,kecuali mengenai piutang negara yang secara penyelesianya 

diatur tersendiri dalam undang-undang. Penghapusan piutang negara 

sepanjang menyangkut piutang pemerintah pusat ditepkan oleh : 

1) Menteri keuangan bil bgian piutang negara tidak disepakati tidak lebih 

dari Rp. 10.000.000.000,00. 

2) Presiden bila bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp. 

10.000.000.000,00,- sampai dengan Rp 100.000.000.000,00. 

3) Presiden setelah mendapat pendapat pertimbangan Dewan Perwakilan 

Rakyat bila bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp. 

100.000.000.000,00. 

Pengelolaan piutang negara dan penghapusan piutang negara diatur dalam 

Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 



atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan 

Piutang NegardDaerah. Peraturan Pemerintah tersebut menghapuskan pasal 19 

dan pasal20 dalaln Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2 0 0 5 . ~ ~  

Pada era pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono piutang 

negara perbankan sebagai tagihan negara dari bank-bank milik negara (Bank 

BUMN) yang mengalami gaga1 bayar dikategorikan bukan sebagai piutang 

negara, pemisahan ini muncul berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung Nomor 

WKMA/Yud/20NIII/2006, menyatakan bahwa tagihan bank BUMN bukan 

tagihan negara karena bank BUMN Persero tunduk pada Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (kasus ini tex-jadi pada saat belum lahir 

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Dengan 

demikian, Mahkamah Agung berpendapat kekayaan negara terpisah dari BUMN 

Persero, maka piutang BUMN Persero adalah bukan piutang negara. 

Pendapat tersebut kemudian dikuatkan dengan oleh putusan Mahkamah 

Konsititusi pada bulan September Tahun 201 1, diajukannya uji materi Undang- 

Undang No. 49Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, 

permohonan uji materi ini kemudian dikabulkan berdasarkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi dalarn Perkara Nomor 77/PUU-W2011 yang menolak keberadaan 

44 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 pasal 19 menyatakan bahwa penghapusan 
secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang negaraldaerah dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pasal 20 menyatakan 
bahwa tata cara dan pengahapusan perusahaan negaraldaerah yang pengurusan piutang diserahkan 
kepada PUPN ,diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pada peraturan ini tidak 
memisahkan antara kekayaan BUMN Persero dan kekayaan Negara sebagai pemegang saham. 



P U P N . ~ ~  Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa piutang bank milik negara 

adalah bukan piutang negara. 

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi dan fatwa Mahkamah 

Agung ini berpengaruh pada piutang negara tak tertagih dari bank-bank BUMN 

yang berpotensi merugikan negara sebagai salah satu unsur pidana korupsi tidak 

dapat lagi dikenakan pada bank milik negara, ha1 ini sesuai dengan cornrnunis 

opinion doctrin dalam teori hukurn universal. Maksudnya, suatu kekayaan 

termasuk keuangan badan hokum adalah terpisah dai kekayaan pengurus dan 

pemiliknya atau pemegang  aha am.^^ Dengan demikian, piutang tak tertagih bank- 

bank BUMN adalah bukan piutang negara perbankan. 

2. Rancangan Undang-Undang Piutang Negara dan Piutang Daerah 

Rancangan Undang-Undang tentang Piutang Negara dan Piutang BUMD 

yang diajukan oleh Menteri Keuangan kepada DPR pada bulan Oktober 2011. 

Materi RUU ini tidak lebih baik dengan Undang-Undang No. 49/Prp/1960 tentang 

PUPN (Panitia U i s a n  Piutang Negara). Argumentasi amandemennya adalah: 

pertama, UU tentang PUPN dianggap sudah ketinggalan jaman. Argumentasi 

kedua, undang-undang tersebut dibuat negara dalam keadaan darurat ekonomi 

dimana piutang negara atau hutang kepada negara sangat kritis karena banyaknya 

piutang negara macet, lalu bagaimana dengan kondisi negara sekarang yang 

dihadapkan pada persoalan kredit macet, penghapusan kredit macet pada Bank 

BUMN/BUMD, saldo debet skandal BLBI dan bail otrt Bank Century serta 

45 Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 023PUPN- 
IVl2006 yang mengakui keberadaan PUPN 

46 Andrian Sutedi, Hukum.. .op. cit., hlm 35. 



skandal perbankan lainnya yang sampai sekarang pun masih belum dapat 
=- 

diselesaikan. RUU ini secara terang-terangan melegitimasi persoalan tersebut 

adalah bukan persoalan piutang negara. Sangat disayangkan asumsi dasar 

penerapan norma ini "berseberangan dengan filosofi dasar hukum keuangan 

negara. Semestinya makna piutang negaralhutang kepada negara yang bermasalah 

tidak berbeda dengan perbuatan korupsi. Keduanya berbicara tentang bagaimana 

menyelamatkan keuangan negara yang disebabkan adanya kehilangan uang 

negara karena dalam norma h u h  keuangan negara kehilangan uang satu rupiah 

adalah merupakan kerugian negara. Kerugian negara dapat disebabkan oleh : 

a. Hutang kepada negara yang tidak dapat dikembalikan atau piutang negara 

macettkredit bermasalah. 

b. Korupsi. 

Titik berat penyelamatan keuangan negara yang disebabkan adanya 

kerugian negara adalah "hasilnya", bukan pada prosedur, sehngga pelaksa- 

naannya hams melalui lembaga khusus. Dalarn kajian hukum responsif Philippe 

Nonet-Selznick, penyelesaian secara efektif dan efisien tergantung pada keadaan 

yang dihadapi apabila tindakan tersebut terjadi dalam keadaan darurat secara luas 

seperti banyaknya kredit bermasalah dan dalam kondisi knsis moneter, maka 

diperlukan tindakan represif dilaksanakan oleh lembaga khusus yang bersifat sub- 

ordinasi. Instrumen hukurnnya hams memuat unsur hukum materil dan hukum 

formil berorientasi pada hasil. Sedangkan apabila tindakan hukum otonom adalah 

mengutamakan prosedur dan berpusat pada juris, dan orientasinya bukan pada 

hasil melainkan pada ditaatinya rutinitas administrasi yang digariskan, sehngga 



penyelesaiannya memakan waktu lama dan berbelit-belit. Kemudian ada 
5 

penegakan hukum lain yang disebut dengan penegakan hukum responsif, 

' 

penyelesaian tindakan hukum ini berorientasi "purposif", yaitu pada tujuan yang 

hendak dicapai dengan cara pengampunan, misalnya dengan upaya-upaya 

restrukturisasi, penghapusan hutang (write offi atau set ofi dan memakan biaya 

cukup banyak, tetapi biaya penyelamatannya membebani APBN. 

Sebagai contoh biaya penyelamatan BLBI sebesar Rp. 650 triliun kalau 

kita bandingkan kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi, berapa banyak 

uang piutang negara yang tidak bisa diselesaikan ketika te rjadi knsis 199711 998 

dan berapa jumlah kredit macet pada bank BUMN yang masuk kategori 

penghapusan. 

Lalu bagaimana rumusan RUU pengertian piutang negara dan piutang 

daerah, materi RUU piutang negara dan piutang daerah tidak menjangkau 

pengertian kerugiail negara secara luas dan sangat diskriminatif. Dalarn Undang- 

Undang No. 49lPrpl1960, makna piutang negara menjangkau semua sektor 

kerugian negara yang diakibatkan oleh piutang bernlasalah, baik yang te rjadi di 

perbankan maupun di non perbankan (baik pada BUMNIBUMD maupun Non 

BUMNIBUMD). 

Tentang badan khusus yang mengurus piutang negara bergeser dari 

orientasi independen kepada berorientasi birokratif, Bab 11 Kewenangan 

Pengurusan Piutang Negara pasal3: (1) Menteri Keuangan benvenang melakukan 

Pengurusan Piutang Negara dan Piutang daerah yang telah diserahkan oleh 

Penyerah Piutang; (2) Pengurusan Piutang Negara dan Piutang daerah 

,.: 
.. . * ..,, ,' , "4 
> . :  

xi. 



dilaksanakan oleh Pejabat Pengurusan Piutang. Tugas badan ini lebh sempit dari 
=- 

Undang-Undang yang lama, kalau dulu bisa. melakukan pengawasan terhadap 

piutang-piutanglkredit yang telah dikeluarkan oleh negarahadan-badan negara, 

tetapi dalam naskah RUU sekarang ini hanya sebata taghan PNBP (Penghasilan 

Negara Bukan Pajak), mengurusi denda yang belum dibayar karena Pejabat 

Pengurusan Piutang dibatasi dengaan adanya pasal2 ayat (2) Pengumsan Piutang 

Negara dan Piutang Daerah tidak termasuk pengumsan piutang negara dan daerah 

yang cara penyelesaiannya diatur dalam undang-undang tersendiri, serta 

pengumsan piutang badan hukum yang cara penyelesaiannya diatur dalam 

- 
undang-undang pembentukannya. 

- Pertanyaannya kenapa disebar di berbagai Undang-Undang, kenapa bukan 

mempakan badan khusus yang berdiri sendiri seperti KPK. Pada peraturan 

perundang-undang yang lama penyelesaian piutang negara lebih tegas, yaitu 

dilaksanakan oleh Panitia Umsan Piutang Negara yang anggotanya diambil dari 

berbagai unsur penegak hukum dan birokrat serta tugasnya hanya satu, yaitu 

menyelesaikan piutang negara macet, baik yang berada di BUMNIBUMD 

maupun Non BUMN dan perbankan atau non perbankan. 

Konflik norma keuangan negara yang selama ini menjadi perdebatan 

akademis, yaitu tentang apakah kredit macet pada bank BUMN IBUMD termasuk 

piutang negara. RUU ini langsung memberikan legitimasi dalam pasal 2 ayat 1 

huruf d pengumsan piutang negara dan piutang daerah meliputi piutang badan 

hukum yang dibentuk oleh negara atau daerah selain BLMN dan BLJMD. 



Dalam penjelasan RUU yang dimaksud badan hukurn antara lain LPE dan 
+ 

LPS. Nuansa RUU ini sangat jelas bahwa penghapusan kredit macet pada Bank 

BUMNIBUMD bukan termasuk piutang negara? Lalu bagaimana dengan uang 

yang triliunan itu? Jelas tidak terjangkau oleh RUU, bahkan lembaga 

penyanderaan yang hendak dihidupkan dalam RUU ini sangat menguntungkan 

para obligor karena peraturan penyanderaan tidak diberlakukan bagi para debitur 

kredit macet piutang negara perbankan. 

Konsep hukum RUU ~iu tang  Negara dan Piutang Daerah ini tidak 

memahami prinsip hukum: pengelolaan piutang negara, yaitu Value for  one^^^ 

yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penanganya yaitu ekonomi, 

efisiensi, efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan 

sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. 

Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana penyelesain dapat menghasilkan output 

yang maksimal. Efektivitas, berarti penggunaan anggaran untuk penyelesian 

piutang barus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.48 

Pemaharnan terhadap keuangan negara bermakna ganda dan dipahami sebagai 

fungsi "uang" yang diterjemahkan menjadi uang negara dan uang perusahaan 

negara1BUMN (dianggap uang Persero identik dengan PT swasta) pertanggung- 

jawabannya pada rakyat karena di bawah pengawasan BPK, sedangkan uang 

BUMP? tanggung jawab perseroan, kedudukannya sarna dengan uang swasta 

karena dilepaskan dari pengawasan BPK. Oleh karena itu, jika dalam 

pengelolaannya berpotensi merugikan negara, maka penyelesaiannya juga 

47 Mardiasrno, Otononii & Mnnnjen?en Ketlnngnn Daernh, (Yogyakarta: Andi Offset, 
2002), hlm 105. 

48 Ibid, hlm 106. 



berbeda-beda. RUU ini tidak sinkron dengan Undang-undang BuMN, Undang- 

e 
Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan juga 

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 

Pemerintah dan DPR seharusnya memahami tentang hakikat pengurusan 

piutang negardhutang kepada negara. Pada hakikamya, pengurusan piutang 

negara adalah mengamankan keuangan dan aset negara, dengan demikian 

pengurusan piutang negara bertujuan untuk meningkatkan pengembalian 

(recovery- rate) piutang negara dan mempercepat perolehan hasil pengembalian 

ter~ebut.~' Perubahan peraturan perundang-undangan hams memperhatikan 

konsep Value for Money (VFM)" merupakan ekspresi pelaksanaan lembaga 

sektor publik yang mendasarkan ada tiga elemen dasar, ekonomi, efisiensi dan 

efektivitas. Elemen ini merupakan perbandingan antara penegakan dengan harga 

yang murah, standar ke rja yang cepat dan hasil yang maksimal. Karena kontribusi 

dari tugas pengurusan piutang negara, yaitu dalam bentuk pengembalian dana 

segar kepada perbankan B W I D  yang sangat dibutuhkan untuk membantu 

menggerakan kembali sektor riil dalam perekonomian nasional, di samping itu 

juga untuk meningkatkan penerimaan negara. 

Badan khusus yang melakukan penagihan piutang negara dihadapkan pada 

~ ihak -~ ihak  yang pada umurnnya dalarn keadaan insolvent, sehingga hasil 

ke rjaIpenegakan hukum penyelesaian piutang negara hams mengandung elemen 

value for money, apabila dirinci alokasi hasil kerja badan khusus ini adalah 

sebagai berikut: 

49 Hem Subiyantoro dan Singgih Riphat, Kebijakari Fiskal: Peni.ikiran, Konsep dan 
In~~lementasi, (Jakarta: Kompas, 2004), hlm 291. 

50 Mardiasmo, Otonomi.. .op.cit., hlm 232. 



a. Hasil pembayaranJpelunasan utang oleh debitur dikembalikan kepada 

kreditur (yaitu instansi pemerintah, lembaga negara, dantatau BUMN yang 

menyerahkan pengurusan piutang macetnya pada badan ini). 

b. Hasil lainnya yang disetorkan kepada negara adalah : 

1) Biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar prosentasi yang 

ditentukan dari jumlah utang debitur ,yang dibayar debitor sebagai 

tambahan atas utangnya; dan 

2) Bea lelang jaminan yang dipungut dari setiap pelaksanaan lelang. 

Materi peraturan perundang-undangan tentang piutang negara hams 

sejalan dengan konsep keuangan negara, pertanggung-jawaban keuangan negara 

merupakan konsekuensi logis dari kesediaan pemerintah melaksanakan APBN 

yang telah disetujui oleh DPR adalah menjadi undang-undang yang tunduk pada 

pertanggung jawaban publik. Dengan demikian, penyerahan piutang negma di 

dalamnya diatur juga pada makna keuangan negara sebagaiman ditentukan oleh 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam 

Undang-Undang ini secara jelas dikatakan "kekayaan negardkekayaan daerah 

yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, 

barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan 

yang dipisahkan pada perusahaan negardperusahaan daerah. 

Kemudian ketentuan lainnya yang merupakan sebagai hukum primer 

dalam rangkaian atau hirarki keuangan negara adalah Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menegaskan bahwa perbendaharaan 

negara adalah pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan negara, termasuk 



investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan 
e 

APBD. Pemahaman tentang kekayaan yang dipisahkan dipertegas dalam Undang- 

Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 

1 angka 10 menyatakan "kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan 

negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk 

dijadikan penyertaan modal negara pada perseroanlperum serta perseroan terbatas 

lainnya. 

Berdasarkan ketentuan undang-undang dalam -pun keuangan negara 

di atas, ternyata keuangan negara tidak mengandung prinsip perbedaan terhadap 

pertanggung-jawaban keuangan negara yang semuanya adalah menjadi 

akuntabilitas pemerintah, sehingga apabila terjadi kerugian atau kelalaian dalm 

pengelolaaanya baik oleh instansi pemerintah, lembaga-lembaga negara dan badan 

usaha negara menjadi tanggung j awab pemerintah. Oleh karena itu, analogi 

hukumnya kekayaan negara yang dipisahkan pun adalah kekayaan negara dan 

juga utang negara pada badan-badan Ilembaga negara adalah juga utang negara. 

Paham tentang kekayaan negara dipisahkan untuk kepentingan BLIMNI 

BUMD hams tunduk pada hukum korporasi bukan pada hukum keuangan negara 

dan bahwa kekayaan negara yang sudah terlanjur dipisahkan untuk BWMN adalah 

bukan lagi menjadi kekayaan negara. Sintesis hukum seperti ini menurut Van 

Vallon Hoven "Hetakeligste en verwaandiste jurisdische maaksel dat met zich den 



kenkan " produk hukum yang paling mengerikanlberbahaya dan paling sombong 

yang orang dapat bayangkan.5' 

3. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Piutang Negara 

a. Prinsip kewenangan. 

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum 

administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga 

F.A.M Stroink dan J. G Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum 

tata negara dan hukum adrninistrasi, "Het begrip bevoegdheid is dan ook een 

kernbegrip iiz het staats-enc~dministmtief'.~' Kewenangan yang di dalamya 

mengandung hak dan kewajiban, yang menurut Bagir Miinan wewenang dalam 

bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan ( m a ~ h t ) . ~ ~  Kekuasaan hanya 

menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang 

sekaligus berarti hak dan kewajiban (richten en plichten). Dalam kaitan dengan 

keuangan negara, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur dan 

mengelola adalah pejabat, sedangkan kewajiban secara horizontal berati 

kekuasaan untuk menyelenggarakan atau menggunakan keuangan negara 

sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan 

5 l A.C van Vollen Hoeven, Het Adatrecht van Nederlandse Indie dalam Abdurahman, 
Kedtldtrknn Htrkzini Adnt dnlan~ Perundnng-tmrlnngon Agrarin Indonesia, Akademika Presindo, 
1994, hlm 39. 

'* Stroink, F.A.M , en J.G Steenbeek. Inleiding in het Stnnts-en Administmtief; Alpha aan 
den Rijn. Samsom HD. Tjeenk Willink dalam Ridwan, Tign Dimensi Hlrkum Administrnsi Dan 
perndilnn Administl-nsi,, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm 65. 

5 3 Bagir Manan, Wewennng PI-opinsi, Knbttpnten dnn Kotn dnlnn? mngkn Otonomi 
Dnernh, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm 
12. 



penyelesaian piutang negara dalarn satu tertib ikatan pemerintahan negara secara 
e 

keseluruhan. 

Pergeseran penlahaman Negara Kesejahteraan dalam konsep teori politik 

ekonomi dewasa ini, mengenai hubungan negara, masyarakat, dan pasar. Sangat 

berpengaruh terhadap konsep hukum dalam peraturan perundang-undangan Badan 

Usaha Milik Negara (BLJMN), tata kelola menganut sistem aparatur 

pemerintahan, menuju pada Good Governance, pasal 2 Undang-Undang No. 17 

Tahun 2003, tentang keuangan negara, yang ternyata di dalam Undang-~ndang 

Tindak Pidana Korupsi diketemukan juga pengertian keuangan negara, yang 

memillki pengertian yang sangat ekstensif, meliputi kekayaan negara yang 

dipisahkan dun yang tidak dipisahkan. Sedangkan pengertian Keuangan Negara 

yang dipisahkan menjadi penyertaan modal BUMN menurut Undang-Undang No. 

14 Tahun 2003 tentang BUMN di dalam pasal 4 ayat (1) tunduk pada hukum 

privat. 

Pemahaman berkaitan dengan "stantsbeleid" (kebijakan negara dengan 

asas-asas umum pemerintahan yang baik atau Algemene Beginselen van Behoolijk 

Bestzlur) dan menurut Nonet penerapan perunda~~g-undangan seperti ini terrnasuk 

kelompok atau model hukurn birokratif. Apabila seorang pejabat membuat 

kebijakan tidak memenuhi sasaran dan mengakibatkan kerugian bagi instansinya 

apakah itu BUMN atau bukan, maka yang bersangkutan dikenakan perbuatan 

Tindak Pidana Korupsi. Tuduhan utamanya adalah detournemnt de pouir, yaitu 

telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya 

wewenang tersebut. 



Tugas dan kewenangan suatu lembaga dengan lingkup pekejaan sendiri 
e 

yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. 

Kewenangan yang dirnaksud dalarn konteks ini adalah kemampuan untuk 

melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu di bidang publik. Jabatan itu seperti 

halnya badan hulcum merupakan suatu abstraksi atau fiksi yang diakui 

keberadaannya dalam lalu lintas pergaulan hukum (rechtsverkeer) dan dapat 

melalcukan perbuatan hukum atas dasar kewenangan yang bersifat hukum publik 

(publiekrechtelijke bevoegdhsden). Adanya kewenangan publik inilah yang 

membedakan subjek hukum publdc dengan subjek hukum privat. Subjek hukum 

publik itu melalcukan perbuatan hukum atas dasar kewenangan (bevoegdheid), 

sedangkan subjek hukum privat bertindak atas dasar kecakapan (bekwaam). 

Dengan kata lain, validitas atau keabsahan perbuatan hukum publik 

(publiekrechtelijke handelingen) ditentukan oleh ada atau tidaknya kewenangan, 

yang secara teoi-etik dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. 

Sedangkan validitas perbuatan hukum perdata (privaatrechtelijke handelingen) 

ditentukan oleh ada atau tidaknya kecakapan yang dimiliki subyek hukum. 

Sebagai suatu abstraksi, jabatan hanya dapat melakukan perbuatan hukum 

melalui suatu penvakilan, yakni pejabat (ambtsdrager) atau organ yakni orang 

atau sekelompok orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar 

benvenang mewakili badan hukum (atau jabatan) untuk terlibat dalam pergaulan.. 

hukum, atau setiap orang yang dilekati kewenangan itu berlcuasa untuk melakukan 

perbuatan hukum atau sesuatu yang sejenis dengan itu. 



b. Prinsip Prompter Treatment (penyelesaian sesingkat-singkatnya) 
e 

Pola penanganan piutang negara yang sesingkat-singkatnya (prompter 

treatment) supaya penagihan piutang negara itu pada satu pihak berlaku secara 

cepat dan efisien, apabila kreditur menyerahkan penangananya pada suatu badan 

khusus yang dibentuk oleh pemerintah maka hubungan hukumnya bersifat sub- 

ordinasi, artinya kedudukan para pihak tidak mempunyai kewenangan atau hak 

yang sama dalam penanganan piutang negara, kedudukan kreditur melalui badan 

khusus akan mempunyai kewenangan yang leb~h tinggi dari debitur, berbeda 

dengan penyelesaian biasa pada perbankan swasta yang mengenal asas 

keseimbangan atau kedudukan yang sama antara kreditur dengan debitur, bila 

penyelesian ini dilakukan maka sudah tentu memakan waktu yang lama, karena 

menggunakan landasan hukum acara perdata, dan keputusanya tidak mudah untuk 

dieksekusi. 

Prinsip hukum prompter treatment54 menegaskan bahwa badan khusus 

diberi tugas untuk mengurus dan menagih piutang negara dengan prosedur hukum 

tanpa mencabut kekuasaan pengadilan umum untuk mengadili utang-piutang pada 

umumnya. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, menyatakan kedudukan badan khusus 

merupakan peradilan semu (quasi rechtspraak) karena badan khusus merupakan 

badan peradilan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak atau 

kepentingan dalam menyelesaikan sengketa utang piutang negara. Tindakan badan 

khusus ini adalah yang dianggap sama dengan pengadilan karena memiliki ciri 

54 Purnama Tioria Sianturi, Perlindungan.. .op.cit., hlm 70. 



yang hampir sama dengan penagihan grosse akta, yaitu dapat menagih langsung 

+ 
tanpa proses dan carnpur tangan pihak pengadilan.55 

Menurut pendapat Arifm P Soeriatmadja, pi-insip penyelesaian sesingkat- 

singkatnya dimungklnkan karena keperluan yang khusus, yaitu penyelamatan 

keuangan negara. Keuangan negara dalam arti makro ekonomis, yaitu keuangan 

negara secara keseluruhan, maka dari aspek hukum terjadinya perubahan dari hak 

perdata menjadi publik. Kondisi ini bisa dibenarkan dengan suatu alasan yang 

h a t ,  yaitu adanya undang-undang yang mengatur permasalahan perubahan aspek 

hukurnnya dan dibuat untuk suatu kondisi khusus pada masa negara dalam 

keadaan tertentu (krisis atau gawat darurat), maka perrnasalahan perdata yang 

menyangkut permasalahan keuangan negara diperlukan penyelesaian yang 

sesingkat-singkatnya karena menunjukkan kondisi khusus diperlukan perubahan 

demensi terhadap penegakan hukurnnya dari dimensi perdata menjadi dimensi 

publik, terutama sebatas mana otoritas publik dapat menangani piutang negara 

secara efektif dan efisien dengan tetap menganut prinsip hukum ini. 

c. Prinsip hak eksekusi atas piutang negaraS6 

Mengenai piutang negara, ketentuan eksekusinya diatur tersendiri, yang 

terpisah dari eksekusi piutang non negara baik eksekusi piutang perseorangan atau 

piutang perkumpulan non negara. Pemisahan pengaturan tentang eksekusi 

demikian sangat berguna, untuk mencegah persaingan atau perebutan siapa yang 

hams didahulukan pelaksanaan eksekusinya antara piutang negara dengan piutang 

non negara. 

55 Ibid, hlm 72. 
j6 Muhammad Dja'is, Hak.. .op.cit., hlm 270 



Piutang negara pada hakikatnya adalah piutang seluruh rakyat. Dengan 

demikian yang memiliki tagihan terhadap debitur adalah seluruh rakyat dalam 

negara yang bersangkutan. Oleh karena itulah, maka tepat apabila pengaturan 

tentang eksekusi piutang negara dibedakan dengan eksekusi piutang non negara. 

Proses penanganan piutang negara dibedakan dengan penanganan piutang non 

negara sejak tahap penentuan sampai dengan tahap eksekusi. 

Dalam penanganan piutang negara, oleh negara telah diadakan peraturan, 

yang menjadi dasar hukum bagi keberadaan lembaga, ketentuan tentang prosedur, 

dan syarat eksekusi. Negara benvenang membuat ketentuan yang demikian karena 

negara adalah pemegang kedaulatan. Dengan demikian negara rnerupakan 

pemegang otoritas untuk membuat peraturan, mengadakan lembaga, menentukan 

syarat dan prosedur eksekusi, yang dalam ha1 ini adalah eksekusi piutang negara 

yang diatur terpisah dari eksekusi piutang non negara. 

Macarnnya hak eksekusi piutang negara dapat dibedakan menjadi Piutang 

Negara Perbankan dan Piutang Negara Non Perbankan. Untuk melaksanakan 

eksekusinya, maka ada beberapa jenis eksekusi yang antara lain mengenai 

pelaksanaan eksekusinya yang disesuaikan dengan penegakan hukum dalam 

memaksakan suatu real'isasi undang-undang dalam penyelesaian piutang negara 

yang berkaitan dengan non perbankan dan perbankan, yaitu dengan ~ a r a : ' ~  

1) Eksekusi Piutang Negara IVon Perbankan 

a) Pemutusadpenyegelan meteran, tindakan pemutusadpenyegelan meteran 

pada langganan listrik, air minum, atau telepon, didasarkan pada isi 

5 7  Ibid, hlm 275. 



pejanjian langganan. Tindakan ini tidak lain daripada upaya paksa oleh 

e 
penyelenggara terhadap pelanggan yang nunggak dengan tujuan terbayar 

lunasnya tunggakan. Hsil upaya paksa ini adalah dorongan terhadap 

pelanggan untuk segera melunasi tunggakan. Oleh karena itu, eksekusi 

ini dikategorikan sebagai eksekusi realisasi tidak langsung. Dengan 

demikian, sebenarnya tindakan pemutusan atau penyegelan meteran 

merupakan sarana bagi penyelenggara untuk menghentikan pasokan 

obyek perj-anjian (arus listrik, air minum atau sarana komunikasi). Bagi 

pelanggan yang membutuhkan pasokan obyek perjanjian, dirinya akan 

segera melunasi tunggakan sehingga dapat menikmati kembali pasokan 

yang dibutuhkan; 

b) Surat pemberitahuan barang di pabean dinyatakan sebagai barang tidak 

dikuasai. Dalam surat pemberitahuan tersebut diterangkan bahwa barang 

dishpan ditempat penyimpanan pabean, dan pemilik dapat mengurus 

dalam jangka waktu 30 hari disertai ancaman jika dalam 30 hari tidak 

diurus maka barang akan dilelang (Pasal 65-66 Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, selanjutnya 

disebut UU Kepabeanan); 

c) Pencegahan barang danlatau sarana pengangkut untuk pemenuhan 

kewajiban pabean (Pasal 77 UU Kepabeanan). Untuk dipenuhinya 



kewajiban pabean, maka pejabat bea dan cukai berwenang mencegah 
9 

barang danlatau sarana pengangkut; 

d) Penguncian, penyegelan danlatau pelekatan tanda pengaman yang 

diperlukan terhadap benda impor yang belum diselesaikan kewajiban 

pabean dan barang ekspor atau barang lain yang hams diawasi yang 

berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan, atau tempat lain oleh 

pejabat bea dan cukai (Pasal78 UU Kepabeanan); 

e) Menolak memberikan pelayanan kepabeanan oleh pejabat bea dan cukai 

dalam ha1 orang yang bersangkutan (importir atau eksportir) belum 

memenuhi kewajiban kepabeanan [Pasal83 (3) UU Kepabeanan]. 

2) Pelaksanaan Eksekusi Piutang Negara Non Perbankan dapat dilaksanakan 

secara langsung terutarna mengenai : 

a) Eksekusi oleh din sendiri terhadap benda jaminan pemohon banding 

pada Direktur Jenderal Bea Cukai atas penetapan Pejabat Bea Cukai 

tentang tarif dan nilai pabean untuk penentuan bea masuk atau sanksi 

administrasi (Pasal 93-94 UU Kepabeanan). Pemohon banding hams 

menyerahkan jaminan sebesar bea masuk atau sanksi administrasi. Dalam 

ha1 permohonan banding ditolak, maka barang jaminan dicairkan oleh 

Bea Cukai guna melunasi kewajiban pebean yang terutang. 

b) Eksekusi oleh diri sendiri terhadap obyek gadai pada Perum Pegadaian. 

Apabila nasabah pemberi gadai (pada Perum Pegadaian) tidak menebus 

obyek gadai, maka penerima gadai (Perum Pegadaian) dapat menjual 



secara lelang obyek gadai yang hasilnya diperhitungkan untuk melunasi 
5 

utang pemberi gadai (Pasal 17-22 Reglement Pegadaian) 

c) Eksekusi oleh diri sendiri terhadap obyek jaminan pelaksanaan dalam 

pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemenang lelang (pelaksana) 

pengadaan barang dan jasa pemerintah, wajib menyediakan jarninan 

pelaksanaan. Dalarn ha1 pemenang lelang (pelaksana) pengadaan barang 

dan jasa pemerintah melakukan wanprestasi, maka uang jaminan tersebut 

dicairkan oleh pengguna barangljasa guna pelaksanaan pengadaan 

barangljasa pemerintah (Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barangtjasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenarn Keputusaa 

Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan BarangtJasa Pemerintah) Keputusan Presiden Nomor 80 

tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barangtJasa 

pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Presiden No 85 Tahun 2006 Perubahan Keenam Keputusan 

Presiden 1Vo. 89 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

BarangtJasa pemerintah. 

d) Eksekusi Utang Pajak dan Penagihan biaya pajak. Juru sita pajak diberi 

wewenang pelaksanaaan surat pemerintah penagihan seketika dan 

sekaligus, memberitahukan surat paksa, dan melaksanaan penyitaan atas 

barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan 



penyitaan. (Pasal 5 (1) Undang-undang 19 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Swat Paksa). Selanjutnya penjualan lelang oleh 

Kantor lelang Negara atas barang penanggung pajak objek sita, hasil 

dipergunakan untuk pelunasan utang pajak dan biaya penagihan. Jika ada 

kelebihan dikembalikan kepada penanggung pajak. 

e) Pelaksanaan penagihan utang kepabeanan dan menghapuskan utang 

kepabeanan yang tidak dapat ditagih oleh Direktor Jendral Bea dan Cukai 

(UU Kepabeanan Pasal41 Beserta Penjelasannya). 

3) Pelaksanaan Hak Eksekusi Piutang Negara Perbankan: 

Menurut Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 Tentang Panitia Urusan 

Piutang Negara, Panitia Urusan Negara benvenang melakukan pengurusan 

piutang negara yang diserahkan kepadanya oleh Bank BUMN, dengan cara 

inemanggil Debitur dan pembuatan surat pernyataan bersama. Apabila 

penanggung uang tidak datang saat dipanggil atau datang tetapi tidak 

tercapai kesepakatan dengan PLPN untuk dituangkan dalam surat 

pernyataan bersama atau setelah membuat surat pernyataan bersama tetap 

tidak mau secara suka rela memenuhi kewajibanya maka PUPlV 

menerbitkan surat paksa dilanjutkan dengan penyitaan dan pelelangan 

kekayaan debitur oleh K L N . ~ ~  

58 Pada tanggal 8 Juni 2006 berdsar Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan 
Tugas Esselon 1 Kementrian Republik Indonesia, PUPN dan KLN bersama deilgan Bidang 
ICekayaan Negara berada dibawah Direktorat Jendral Kekayaan Negara ( DJICN ) yang 
menggantikan Direktorat Jendral Piutang Dan Lelang Negara ( DJPLN ) , sedangkan DJPLN 



a) Paksa badan terhadap debitor penunggak piutang negara. Debitor 
s 

penunggak piutang negara dapat dimasukkan dalam rumah tahanan 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 336/KMI< 0112000 

tanggal 18 Agustus 2000 tentang Paksa Badan dalam rangka pengumsan 

piutang negara sebagaimana telah diubah deilgan keputusan Menteri 

Keuangan Nomor: 506/KMK.0112000 tanggal 14 Desember 2000; 

b) Pencegahan bepergian ke luar negeri. Penanggung utang (debitor piutang 

negara) yang jumlah utang minimum 500 juta rupiah atau kurang dari itu 

tapi sering bepergian ke luar negeri, atau yang beritukad tidak baik, 

maupun yang barang jaminannya diperkirakan tidak mencukupi untuk 

membayar utang, dapat dicegah untuk bepergian ke luar negeri (Pasal93- 

105 Keputusan Kepala BLPLN Nomor: 38lPNl2000 tentang Petunjuk 

Teknis Pengurusan Piutang Negara); 

Berdasar uraian tentang prosedur eksekusi tersebut diketahui bahwa jalur 

eksekusi yang ditempuh untuk penyelesaian piutang negara berbeda dengan 

piutang non negara. Dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 49 Prp 

1960 tentang Panitia Urusan Piutang lVegara antara lain disebutkan bahwa 

penagihan Piutang Negara melalui prosedur yang biasa seperti disediakan oleh 

HIR (S 1941 Nomor 44) Pasal 195 dan seterusnya, pada umumnya tidak 

memuaskan. Hal ini berbeda dengan penagihan Piutang Negara dengan 

sendiri adalah pengganti dari Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN ). Pada tanggal 
6 Oktober 2006 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negaral 
Daerah ,wewenang PUPN dikurangi,yaitu Pengurusan Piutang Perusahaan Negara /Daerah tidak 
lagi menjadi wewenang PUPN, melainkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di bidang perseroan terbatas dail badan usaha milik negara/ 
daerah beserta peraturan pelaksanaannya. 



menggunakan kekuasaan. Kekuasaan yang tercantum dalam Peraturan Penguasa 
5 

Perang Pusat yang pada umumnya berhasil secara mem~askan.'~ Hak eksekusi 

terhadap Piutang Negara Perbankan BLBI inenggunakan ketentuan yang diatur 

dalam pasal37 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Menggunakan 

instrumen lembaga BPPN yang diberi kewenangan: 

1) Menguasai, mengelola dadatau tindakan kepemilikan terhadap Aset 

Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi, Kekayaan milik 

danlatau Hak Bank dalam Penyehatan; 

2) Melakukan tindakan hukum langsung atau tidak langsung ataslatau 

sehubungan dengan debitur, bank dalam penyehatan, aset dalam 

rekturisasi, kewajiban dalam rekstrukturisasi dantatau kekayaan yang akan 

diserahkan atau dialihkan kepada BPPN meskipun telah diatur secara lain 

dalam suatu kontrak, perjanjian atau peraturan perundang-undangan 

terkait, dan perusahaan teraviliasi terhadap bank dalam penyehatan 

(apabila terdapat indikasi bahwa perusahaan terevaliasi tersebut turut serta 

melakukan pelanggaran ketentuan perbankan, atau turut mengambil 

keuntungan dari hasil pelanggaran tersebut); 

3) Dalam rangka penyehatan perbankan dan pengelolaan kekayaan yang 

berbentuk portofolio kredit, BPPN dapat melaksanakan penyertaan modal 

sementara; 

59  Muhammad Dja'is, Hak ... Opcit, hlm. 34. 



4) BPPN setiap waktu dapat melakukan divestasi (pengalihan modal) 
-. 

pernyataan modal sementara dengan cara menjual saham kepada pihak 

4. Penegakan Hukum Responsif Pada Piutang Negara 
. . 

lain. 

5) BPPN benvenang meninjau ulang mengakhiri dadatau mengubah setiap 

kontrak yang mengikat Bank ~ a l a m  Penyehatan yang menurut 

pertimbangan BPPN merugikan; 

6) BPPN benvenang mengosongkan tanah danlatau bangunan milik atau yang 

menjadi hak Bank Dalam Penyehatan danlatau yang dikuasai BPPN oleh 

pihak lain; 

7) BPPN benvenang menjual atau mengalihkan aset dalam restrukturisasi dan 

kewajiban dalam restrukturisasi secara langsung atau secara tidak langsung 

dengan harga di bawah nilai buku. 

60 Philippe Nonet-Philip Selznick, Law and Society: Toward Responsive Law, 
Terjemahan, Raisul Muttaqiem, Huktrnl Responsif, (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007), hlm 
176. 

Hukum responsif mempunyai visi harmonisasi kekuasaan-kekuasaan dan 

dihilangkanya batas-batas institusional, pembedaan antara ketentuan undang- 

undang dan keputusan hukum tidak dihapuskan, sebaliknya proses hukum yang 

bertujuan memperbesar kompentensi institusi h ~ k u m : ~ "  

a. Desain kelembagaan dalam Penyelesaian piutang negara di bidang 

perbankan dapat dibangun di atas premis-premis yang diterima menentukan 

tujuan yang dilayani hukum. 



b. Penegakan hukum dalam penyelesaian piutang negara lebih memberi mang 

pada tawar menawar (negosiasi) bagi debitur dan dengan tetap 

menggunakan asas keseimbangan kedudukan kreditur dengan debitur 

mengesampaikan Hak eksekusi yang melekat pada piutang negara. 

Penegakan hukum dalam pandangan hukum responsif, penyelesaian 

piutang negara perbankan BLBI adalah dalam ranah hukum privat bahwa dalam 

hukurn responsi f pemerintah bertindak dalam kapasitas irnperatif.61 Dalam 

kaitannya dengan bidang piutang negara perbankan pemerintah mengemban 

tanggung jawab untuk menentukan tujuan-tujuan yang akan dikejar dalam 

perjanjian yang disiapkan oleh perbankan dan untuk bertindak dalam menangani 

permasalahan-pennasalahan seperti pengendalian kredit macet dan penegasan 

pelaksanaan penjualan obyek jaminannya. Keputusan-keputusan ini menyatakan 

dan menetapkan suatu kehendak kebenaran doktrin dalam kontark dan keputusan- 

keputusan ini mencerminkan dengan baik perlindungan hukum, dan bagaimana 

kekuatan kebenaran isi kontrak itu dikendalikan dan diaplikasikan sebagai 

kewajiban h ~ k u m . ~ ~  Pemerintah hams terus mengkondisikan sebagai aktor hukum 

untuk menetapkan badan-badan dan mekanisme-mekanisme dalam rangka 

merealisasikan tujuan-tujuan dalam perikatan. Pada prinsipnya, walaupun hanya 

dengan keberhasilan yang terbatas dalam praktiknya, institusi-institusi yang 

dibangun untuk menyelesaikan piutang dirancang untuk memberi obyektifitas 

yang maksimal bagi elaborasi kepentingan individual, tennasuk definisi yang 

6' Perintah yang ditegaskan dalam undang-undang harus dilaksanakan oleh debitur. 
62 Bandingkan dengan Putusan Mahkamah IConstitusi dalam Perkara Nomor 77lPUU- 

1x1201 1 yang menolak keberadaan PUPN. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa piutang 
bank, milik negara adalah bukan piutang negara. 
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lebih pasti mengenai tujuan yang diterima secara progresif terhadap pilihan- 
s 

pilihan kebenaran doktrin serta pilihan-pilihan penegakan hukum. 

Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 3 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 

atas atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Penghapusan Piutang NegaralDaerah. Peraturan Pemerintah tersebut 

menghapuskan pasal 19 dan pasal 20 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 2005. Memililu kesamaan dengan doktrin hukum responsif dimana faktor 

utarna penyelesaian piutang diletakkan pada distribusi kehendak para pihak. Pihak 

debitur diberi keleluasaan untuk memenuhi persyaratan kemampuanya melunasi 

utang pada negara dengan mendapat reward berupa penghapusan utang. 

Indikator-indikator untuk penghapuan utang secara virtual telah ditentukan 

oleh. pemerintah dari skor rendah sampai sangat tinggi menurut tingkat 

perkembangan uatangnya. Bilamana cara penyelesaian PP seperti itu berhasil, 

berjalan dengan suatu sistem negosiasi dengan pretense memenangkan ketertiban 

yang Pada hakikatnya memberikan hasil akhir yang sama saja dengan 

mendorong kontraktual yang berubah dengan penghancuran vitalitas 

pengembalian utang yang penuh kompromi. Dari sudut pandang teori hukum 

responsif lainnya adalah teori analisis hukum ekonomi yang disebut, 

"responsive regulation" (RR). Teori RR memiliki perbedaan signifikan dengan 

konsep "regulatory formalism" (RF) yang selalu menuntut proses peradilan hams 

sampai kepada tujuannya, yaitu mengadili dan menghukum seseorang pelaku 

kejahatan. Konsep RR 'meletakkan tanggung jawab untuk memelihara dan 

63 Menurut Nonet tujuan hukurn adalah ketertiban, ketika tujuan menertibkan itu 
dimenangkan dengan skala responsif, maka hasilnya tidak maksimal. Penegakan hukum menjadi 
tidak efektif. 



mengatur aktivitas diletakkan kepada para pelakunya bukan diletakkan kepada 
e 

seberapa besar pengaruh negara dalam mengatur perbuatan seorang atau 

korporasi. 

Konsep RR melihat seberapa jauh kesalahan seseorang atas perbuatannya 

masih dapat diperbalki tanpa hams melalui penuntutan dan penghukuman 

sepanjang "track recors' yang bersangkutan menunjukkan adanya celah untuk 

perbaikan. 

Bertitik tolak pada konsep RR dan RF tersebut d i -  atas Braithwaite 

mengemukakan konsep "Piramida Peraturan Perundang-undangan" (regulatory 

pyramid) sebagai berikut: 

Lincese 
Revocat~on 

Lincese 
Suspens~on 

/ Criminal Penalty \ 
/ Civil Penalty \ 

Warning Letter 

Persuasion 

Sumber: Ayres and Braithwaite, 1992 

Gambar 2.2. An example of a regulatory pyramid 

Penjelasan: 

Piramida Regulasi (RR) menerangkan bahwa akar penyelesaian suatu 

tindak pidana khususnya di bidang korporasi, yaitu hams digunakan model 

responsif. Tindak pidana seserius apapun hams dimulai dengan negosiasi atau 



dialog, kemudian melalui peringatan tertulis, sanksi perdata, sanksi pidana, 
e 

penangguhan izin usaha, sampai kepada pencabutan izin usaha. 

Untuk memperkuat model dialogis, diperlukan suatu hukurn yang bersifat 

responsif (responsive regulatory). Hukuman seberat apa pun yang akan dijatuhkan 

mulai dengan sanksi perdata sampai kepada pencabutan karena telah diawali 

dengan persuasi dan dialog (pada teori hukum responsif Philippe Nonet - Philip 

Selznick disebut sebagai upaya negosiasi), dan tidak menimbulkan perasaan tidak 

adil dan sewenang-wenang. 

Brathwaite yakin bahwa, konsep piramida pada gambar di atas dapat 

beke rja efektif dan efisien dalam aktivitas bisnis karena konsep piramida tersebut 

menawarkan biaya yang murah dan sangat dihormati oleh para pelaku bisnis 

karena masih memberikan kesempatan kepada korporasilpelaku bisnis untuk tetap 

menjalankan aktivitasnya tanpa hams "terusik" oleh proses hukum yang sedang 

dilakukan terhadapnya, dan masih dapat mencegah timbulnya dampak negatif 

secara sosial ekonomis dari korporasi yang bersangkutan. Braithwaite selanjutnya 

menjelaskan sebagai berikut: 

LLBusiness regtllatory agencies all over the world are today deploying the idea 
of the responsive regulatory pyramid. It is influential policy idea because it 
comes up with a way of reconciling the clear empirical evidence that 
sometimes punishment works and sometimes it backjres, and likewise with 

Sekalipun demikian, Braithwaite mengakui konsep RR tidak selalu 

berhasil ketika tindak pidana korporasi tetap meningkat dan jika ha1 tersebut 

terjadi, maka jelas bagi Braithwaite bahwa pelaku bisnis yang bersangkutan ialah 

64 John Braithwaite ,Retorative Justice and Responsive Regulntion,Oxford University 
Press, 2002, hlm 29-30 dikutip dari Romli Atmasasmita , Globnlisasi Kejahntnn Bisnis, Kencana 
2010, hlm. 147. 



"rational actor" yang memahami risiko yang akan dlhadapinya dibandingkan 

dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Berangkat dari 

pemahaman ini, maka Braithwaite mengemukakan konsep terpadu antara, 

restoratif, penjeraan, dan penghukuman dalam bentuk piramida berikut ini: 

4 
ASSUMPTION 

Incompetent or 

Irrational Actor Deferrence 

Rational Actor 

Virtuous Actor Restorative justice 

Gambar 2.3. Toward Integration of ~estoiative; Deterrent and Incapacitative Justice 

Penjelasan: 

.Teori integrasi yang merupakan perpaduan antara keadilan restoratif dan retributif 

(deterrence dan penghukuman) merupakan model ideal untuk menyelesaikan 

masalah tindak pidana dalam aktivitas perekonomian, perbankan dan yang 

melibatkan BUMN dengan asumsi bahwa, terhadap pelaku yang beritikad baik, 

tetapi telah berbuat lalai, sehingga mengakibatkan kerugian (virtuous actor) cukup 

dengan diberikan persuasi (dialog) dengan hukuman peringatan. Terhadap pelaku 

yang melakukan tindak pidana dengan kalkulasi untung dan rugi (rational actor), 

maka perlu dan pantas dijatuhi hukuman agar jera, yaitu dengan sanksi perdata 

atau pidana kurungan. Terhadap pelaku yang sulit untuk diperbaiki lagi karena 



memang recidive, maka pantas dan layak dibenkan sanksi penghukuman atau 

3 

diasingltan sementara waktu dari masyarakat. 

Seperti ekonomi, sistem hukum juga adalah mengenai tingkah laku yang 

rasional. Hukurn inginmempengaruhi perilaku melalui sanksi, seperti hukuman 

penjara atau ganti rugi. Aspek yang memaksa dari hukum mengasumsikan bahwa 

orang tahu akan konsekuensinya. Selanjutnya bagaimana konsep-konsep mikro 

ekonomi tersebut diterapkan terhadap masalah-masalah hukum. 

Analisa Ekonomi adalah menentukan pilihan dalam kondisi kelangkaan 

(scarcity). Dalam kelangkaan ekonomi diasumsikan bahwa individu atau 

masyarakat akan atau hams berusaha untuk memaksimalkan apa yang mereka 

ingin capai dengan melakukan sesuatu sebaik mungkin dalam keterbatasan 

sumber daya. Dalam hubungan ini dua konsep efisiensi menjadi penting: Pareto 

Efficiency (nama seorang ahli ekonomi Italia abad yang lalu) dan "Kaldor-Hicks 

EfJiciency" (nama dua ahli ekonomi ~ n ~ ~ r i s ) . ~ *  Paretto efficiency akan bertanya 

apakah kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut membuat seseorang leblh 

baik dengan tidak mengakibatkan seseorang bertambah buruk ? Sebaliknya 

Kalclor-Hicks EfJiciency akan mengajukan pertanyaan apakah kebijaksanaan atau 

perubahan hukum tersebut akan menghasilkan keuntungan yang cukup bagi 

mereka yang mengalami perubahan itu, sehingga ia secara hlpotesis dapat 

. memberikan kompensasi kepada mereka yang dirugikan akibat kebijaksanaan atau 

perubahan hukum tersebut. Pendekatan yang ter&r ini adalah cost-benejt 

analysis. 

65 Richard Posner, "Economics Analysis of Law" dipetik dari Erman Rajagukguk, Btrtir- 
Butir Htlktlnr Ekonomi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 201 I), hlm 13. 



Pendekatan "analisa ekonomi atas hukum" menekankan kepada cost- 
* 

benefit ratio, yang kadang-kadang olek sebagian orang dianggap tidak 

mendatangkan keadilan. Hal ini teiltu dibantah oleh penganut-pengaiiut 

pendekatan "analisis ekonomi atas hukum". Pertama dikatakan, bahwa tidak benar 

ekonom tidak memikirkan keadilan. Dalam usaha menentukan klaim nonnatif 

mengenai pembagian pendapatan dan kesejahteraan, seseorang mesti memiliki 

filosofi politik melebihi pertimbangan ekonomi semata-mata. Kedua, ekonomi 

menyediakan kerangka di dalam pembahasan di mana keadilan dapat dilakukan. 

Bila melihat sebab-sebab terjadinya kredit macet unsur-unsur error omission 

(EO) dan error commision ( E C ) ~ ~  seperti halnya, proses pemberian kredit yang 

menylmpang, kelalaian dalam mengembalikan kredit, dan keputusan pimpinan 

perbankan dalam menentukan persetujuan kredit yang mengalubatkan kredit 

macet maupun pelanggaran prinsip Kehati-hatian Perbankan (Prudential 

Banking). Faktor-faktor gaga1 bayar pada kredit macet pada sebuah bank adalah 

faktor Error Omission dan Error Commision. Error Ommission ( ~ 0 ) ~ ~  adalah 

tirnbulnya kredit macet karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan 

yang memang belurn ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas. 

Error Ommission jelas motifnya sejak awal tidak baik, dengan kata lain 

sejak awal niatnya melanggar. Model ini lebih mudah dideteksi karena alat 

pembuktiannya mudah. Error Commission (EC) yang memang tidak ada aturan -. 

dan ketentuannya yang dilanggar, tetapi ada motif untuk memanfaatkan belum 

66 Dari pengalaman praktik apaila terjadi piutang tak tertagihhedit macet pada sebuah 
bank penyebabnya hanya ada dua error omission dan error onzossion. Krisna Wijaya, Annlisis 
Kebijnknn perbankan Nclsionnl, (Jakarta: Kompas Gramedia, 201 O), hlm. 15 1. 

67 Ibid., hlm. 206. 



adanya ketentuan atau aturan, sehingga dengan mudah para pejabat bank 
e 

mengeluarkan kebijakan yang didasari oleh. unsur-unsur tertentu. Modus EO 

seiing terjadi pada saat mengambil keuntungan dari penerimaan kredit. Permainan 

ini sebenarnya sebagai modus klasik, misalnya dalam pemberian liquidity support 

dalam kasus BLBI, telah dengan sengaja diselewengkan oleh begitu banyak bank, 

sehingga bukannya kebutuhan dari nasabah yang mendapatkan prioritas. Akan 

tetapi, justru kebutuhan dari bank itu sendiri beserta kebutuhan dari pihak yang 

terafiliasi dengan bank, sedangkan modus EC ini digunakan sangat rapih dan 

melibatkan pejabat bank. 

Berdasarkan pengalaman kasus-kasus perbankan nasional yang berkaitan 

dengan kredit macet persoalannya tidak akan lepas dari EO dan EC. Potensi 

kerugian negara adalah perbuatan melawan hukum, baik sengaja atau lalai yang 

dapat mengakibatkan resiko terjadinya kerugian negara di masa yang akan datang. 

Potensi kerugian negara pada kasus gagal bayar BLBI adalah dipandang sebagai 

perbuatan gagal bayar. Hukum responsif memberikan solusi bagaimana 

menemukan cara .pendistribusian keuntungan dan kerugian. Terhadap kontrak, 

bisa saja di antara principal mengandung unsur perkiraaan, yang dengannya para 

pihak membayangkan seberapa besar nilai sesuatu bagi mereka di masa datang. 

lVilai sesuatu dari perluasan berganda ini bergantung kepada kekuatan tawar- 

menawar yang setara. Pemahaman teori hukum responsif terhadap kontrak adalah 

tidak berbeda jauh dengan doktrin tekanan paksaan ekonomi bahwa apabila 

terdapat ketidak seimbangan yang mencolok terkait daya tawar diantara para 

pihak adalah dengan menarik garis batas antara kontrak-kontrak yang bisa 



dibatalkan dengan yang tidak bisa6' sesuai hak dan kewajiban. Masalah hubungan 

kewajiban diajukan untuk melakukan tawar menawar dengan itikad baik ini 

dengan pencematan judisial dan administrasi terhadap proposal dasar yang dibuat 

selama tawar menawar. 

Pemasalahan yang sering timbul dalam proses ini adalah kekuatan di luar, 

yaitu paradoks pertimbangan manajerial. Acuannya yang paling terkenal di dalam 

hukurn adalah isu tentang hak-hak yang dipertahankan apakah hak dan kewajiban 

tetap tidak tertentukan dalam kesepakatan tawar menawar yang- mengakibatkan 

adanya kehendak untuk mengajukan arbitrasi ataukah merupakan permasalahan 

yang ada didalam lingkup otoritas manajerial. Zona inti kontrak hams terlindungi, 

masalah hak-hak yang dipertahankan. dan itikad balk dalam tawar menawar 

(negosiasi) berhubungan secara langsung satu dan lainnya adalah untuk 

menentukan hak mana yang berada dalarn lingkup kewajiban dengan unsur itikad 

badc pada batasan nolma demilan kadar kualitasnya telah tersedia, yaitu sesuai 

dengan pasal 1 3 3 8 KUH Perdata. Usaha untuk memperoleh presatasi dalam suatu . , -: 

kontrak yang default, keadilan berarti tidak memperlakukan para plhak dan tidak 

membiarkan mereka para debitur memperlakukan satu sama lain sebagai murni 

principal yang memenuhi prestasi akan tetapi sebagai petaruh yang dalam situasi 

macet /default bertindak dalam situasi dengan resiko terbatas dibandingkan resiko 

lloss everssion kreditur yang begitu besar. 

Loss everssion Ikerugian terhadap kontrak saling pengaruh antara yang 

telah dan dapat diterima, maka hukum akan mulai memulihkan kesepadanan 

68 Roberto Mangabeira Unger, The Critical Legal Studies Movement, London Cambridge 
University Press 1983 ,diterjemahkan oleh Narulita Yusron, Gerakan Study H~rktlni Kritis, 
(Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 116-1 17. 



terkait penunaian atau partisipasi keuntungan dankerugian, akan tetapi bisa juga 
e 

terlihat hukum sangat membingungkan dan tidak jelas, sehmgga gagasan keadilan 

akan berubah, yaitu saling memenuhi prestasi menjadi penghubung kesepadanan 

perolehan hasil. Prinsip yang terkait keadilan dalam dua wilayah ini mengatur 

pembebasan untuk keadaan terhadap pembuatan sebuah kontrak yang diikuti 

kewajiban pelaksanaanya bila terjadi kerugian. Membiarkan kerugian ditempat 

mereka berada saat peluncuran kontrak adalah untuk mengantisispasi bagairnana 

pengandaian sebuah transaksi itu dapat diselesikan. Apakah melekat dalam 

penunainya ataukah para pihaknya. 

Sebagai bahan perbandingan di negara Amenka Serikat regulasi 

penyelesaian gagal bayar antara bank dan non-bank menganut paham 

diskriminasi ~ i t i ~ a s i . ~ ~  

a. Penyelesian kepailitanlgagal bayar pada perbankan dilaksanakan oleh 

badan pengawas perbankan federal (Federal Deposit Insurance Corporation 

[FDIC]). 

b. Penyelesaian gagal bayar dan kebangkrutan non-bank melalui jalur 

pengadilan federal. 

Jadi, dalam persoalan penegakan hukum utang piutang ( keuangan ) 

bukan saja tergantung pada jenis kontrak akan tetapi dilihat juga bagaimana 

kontrak itu dilakukan , dan siapakah subjek hukumnya . 

Pemerintah Amerika Serikat melalui- badan FDIC secara ketat melakukan 

pengawasan kredit sangat penting , tata kelola pengawasan secara intensif 

69 J Bergman, C Bliss, A.Jonson. G Kaufman, Netting, Financial Contracts, and Banks: 
The Economic Implication.- Paper Federal Reserve of Chicago, 2003. 



a. Pemantauan terhadap pemberian kredit yang beresiko dan yang dapat 
5 

mempengaruhi pelaku pasar. 

b. informasi pada perilaku pengambilan risiko ' debitur pada perusahaan yang 

dijalankanya yaitu bagaimana pengambilan keputusan manajerial untuk 

dapat menghindari pengambilan risiko berlebihan. 

Di samping itu juga, pengawasan ini berkaitan dengan adanya perbedaan 

penyelesaian prioritas hukum terhadap pengambilalihan aset perusahaan yang 

bangkmt oleh kreditur, kreditur berisiko tidak akan semua memiliki bagian yang 

sama untuk : 

a. Pengambilalihan aset perusahaan yang bangkrutJgaga1 bayar tergantung 

pada kapan perjanj~an kredit itu dilaksanakan, sehingga pengambilalihan 

aset oleh kreditur berdasarkan senioritas kontrak. 

b. biaya-biaya yang dikeluarkan perlu diperhatikan karena adanya 

penseleksian berdasarkan senioritas kontrak , sehingga untuk mengetahui 

ha1 ini maka biaya sangat mahal. 

c. bila terjadi gagal bayar, pada jenis kontrak yang sama tidak akan mendapat 

manfaat yang sama karena pengambilalihan aset debitur tergantung pada 

kedudukan kreditur dan debitur gagal bayar. 

d. Kontrak yang sama dalam pengisian suku bunga untuk perusahaan yang 

sarna sesuai dengan kerugian diperkirakan, jika terjadi default. 

Pengurusannya tidak akan mendapatkan manfaat yang sama. Sebagai 

contoh, tidak menjamin bahwa kreditur belakangan (junior) mengenakan 

suku bunga yang lebih rendah dapat mendorong kemajuan debitur 



dibandingkan dengan kreditur terdahulu (senior) yang mengenakan tingkat 
-L. 

bunga yang lebih tinggi, akan dapat ,, pengembalian aset sesuai dengan 

pengaruhnya yang intens terhadap jumlah pemberian kreditnya. 

Hubungan antara struMur modal dan intensitas pengawasan sangat penting 

terutama untuk perbankan oleh karena itu pemerintah sebagai penerima dan 

pengelola pembayar pajak hams melakukan hal-ha1 sebagai berikut : 

a. Kreditur bereslko hams dijamin dengan penyediaan asuransi deposito (oleh 

FDIC di AS). 

b. dan penyediaan jasa kliring pembayaran oleh bank sentral. kemgian kreditor 

swasta (deposan) yang sering menjadi perhatian kebijakan publik sebagai 

efek bisa tumpah ke sektor ekonomi lainnya dan mempengaruhi aktivitas 

ekonomi makro, yang disebut "risiko sistemik". 

c. Dalam ha1 kegagalan bank yang tidak diasuransikan rekening deposan juga 

mungkin sementara beku dan akses ditolak selama proses penyelesaian, 

sebagai catatan diverifikasi danfatau aset dilikuidasi dan hasil yang 

d h p u l k a n  oleh penerima. Ini mungkin menjadi beban khusus pada 

kreditur bank-bank bermasalah, banyak yang dapat diharapkan nilai jangka 

pendek, sifat yang sangat cair dari banyak deposito mereka dan klaim 

lainnya. Setiap berkepanjangan, pembekuan umum account tersebut 

mungkin memiliki efek spillover negatif yang sigmflkan terhadap pasar 

keuangan dan ekonomi makro. 



C. Mekanisme Penyelesaian Utang BLBI. 

Mekanisme penyelesaian utang BLBI sangat dipengaruhi oleh teon hukum 

ekonomi, yaitu digunakannya teori pilihan rasionaL70 Pola pendekatan analisis 

ilmu ekonomi terhadap kebijakan hukum akan berhasil dengan balk jika tidak ada 

intervensi terhadap proses pelaksanaannya, seperti contoh berikut ini, yaitu 

mengenai penerapan teori pilihan rasional. 

Teori pilihan rasional dalam pemberantasan korupsi di Indonesia pernah 

dikemukakan ketika masa pemerintahan Megawati dimana Jaksa Agung M 

Rachman menghadapi kasus BLBI. Ketika itu, pemerintah dihadapkan pada 

"keadaan dilematis" dengan berbagai intervensi terutama dari IMF dan Bank 

Dunia untuk segera menyelesaikan masalah krisis ekonomi dan keuangan, yaitu 

melalui prosedur L'Release and Discharge". Adapun pada saat yang sama, 

kepolisian dan kejaksaan agung tengah melakukan penyidikan terhadap para 

bankir yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 

Pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Agung dalam sidang kabinet ketika 

itu adalah persoalan BLBI akan diselesaikan dengan tujuan memenjarakan pelaku 

perbankan atau uang yang dikembalikan .71 Jawaban pemerintah ketika itu, yaitu 

pengembalian uang lebih diutamakan daripada memenjarakan pelakunya. Namun, 

dalam pelaksanaan kebijakan ini karena kurang pengawasan telah tejadi 

manipulasi bukti dokumen dan perilaku koruptif dac pelaku,oknum BPPN dan 

penegak hukum. Pemerintah telah dihadapkan pada dua pilihan terhadap 

- 

70 Ibid, hlm 208. 
71 Romli Atmasasmita, Globnlisasi Kejahatan Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2010), hlrn. 87. 



penyelesaian kewajiban para pemegang saham bank penerima BLBI, yaitu 
e 

melalui penyelesaian 

1. dengan out of court settlement atau negosiasi bersama untuk mencari solusi; 

2. dengan court settlement secara perdata atau pidana atau k e t a t a ~ ~ e ~ a r a a n . ~ ~  

Pendapat saat itu mengemukakan bahwa pemerintah dihadapkan pada 

suatu kondisi yang dilematis karena satu sisi pemerintah hams 

mengaktualisasikan supremasi hukum yang dapat memberikan kepastian yang 

menjadi paradigma kehidupan bennasyarakat dan berbangsa, dengan konsekuensi 

tindakan yang melanggar hukurn harus diselesaikan melalui proses hukum yang 

berlaku. Namun, di sisi lain pemerintah dihadapkan pada kondisi bahwa judicial 

cozirt bukan merupakan jaminan utama untuk mengamankan aset yang hams 

dimiliki oleh negara dalam kerangka mengemballkan kekayaan negara yang 

berada ditangan pihak swasta dengan jumlah yang sangat besar. Pemerintah 

kemudian memillh alternatif menerapkan kebijakan yang menyelesaikan 

kewajiban para pemegang saham lama mayoritas melalui mekanisme MSAA, 

MRNIA, APU Dan Realese And Discharge. 

1. Master Settlement and Aquisition Agreement (MSAA) 

MSAA merupakan suatu pejanjian penyelesaian kewajiban lewat 

penyerahan aset. Penyerahan itu langsung melalui akuisisi oleh aset BPPN atau 

lewat yang ditunjuknya. MSAA ini berlaku terhadap pemegang saham pengendali 

72 M. Ali Said Kasim, BPPN dan BLBI, Sebuah Rekontruksi Periode Awal Penyelamatan 
Perbakan Nasional. Dalam Pertemuan yang dipimpin oleh Menkeu Ekkuwasbang Ir Hartarto, pada 
akhir Agustus 1998 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubemur Bank Indonesia, Ketua 
Bappenas, Kapolri, Jaksa Agung dan BPKP, dalam Kusumaningtuti SS, Peranan Htlktrm 
Penyelesninn Krisis Perbankan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm 188. 



(PSP) bank yang masih memiliki harta cukup untuk menyelesaikan kewajibanya 
e' 

terhadap pemerintah. 

MSAA ini dibedakan menjadi dua 

a. MSAA terhadap pemegang saham pengendali bank berstatus bank b'eku 

operasi (BBO) dan bank beku kegiatan usaha (BBKU) di dalamnya diatur 

bagaimana penyerahan BLBI dan kredit yang melanggarbatas minimal 

pemberian kredit (BMPK). 

b. MSAA terhadap pemegang saham pengendali bank take over seperti Bank 

Central Asia. Disini hanya dimuat penyelesaian kredit yang melanggar 

BMPK. Penyelesaian BLBI pada bank jenis ini dilakukan melalui proses 

rekapitulasi, yaitu dengan cara mengkonversi tagihan BLBI menjadi 

penyertaan pemerintah pada bank. 

Sebagai contoh kasus MSAA Sjamsul Nursalim pemilik saham mayoritas 

Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) klausula release and dzschnrge 

(pembebasan dan penghentian ) dalam pasal2 dan 5 MSAA. Secara ringkas pasal 

itu menyatakan bahwa bank setelah dilakukan penyelesaian oleh Sjamsul 

Nursalim, maka BPPN akan: 

a. membebaskan dan mengembalikan jaminan BLBI kepada pemegang saham. 

b. membebaskan pemegang saham dari kewajiban BLBI, membebaskan bank 

dari kewajiban pembayaran BLBI, 

c. membebaskan direktur dan komisaris bank dari kewajiban sebagai akibat 

tindakan yang dilakukan atas penntah BPPN setelah tanggal 21 Agustus 

1998. 



1) Substansi MSAA 
1 

Substansi penting pada perjanjian penyelesaian kewajiban BLBI melalui 
. . 

pola MSAA yang dibuat antara pemegang saharn dari bank-bank penerima BLBI 

dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (selanjutnya disebut BPPN), yang 

disebut juga dengan perjanjian penyelesaian akuisisi utarna; dengan memuat 

substansi sebagai berikut : 

a. Penyelesaian Transaksi dan Pembebasan Kewajiban Pemegang 

Saham, Pada bagian ini disepakati adanya pemenuhan prestasi oleh 

Pemegang Saham secara penuh. Pemenuhan prestasi ini adalah pemenuhan 

atas pinjaman afiliasi dan dukungan likuiditas. Selanjutnya, pada bagian 

ini diatur mengenai pembayaran (prestasi Pemegang Saham) tunai awal, 

yang dilanjutkan dengan pemberian kuasa untuk semua saham akuisisi, 

dengan adanya pembayaran tunai awal (prestasi Pemegang Saham), maka 

telah ada indikasi itikad baik dari Pemegang Saham untuk menyelesaikan 

keseluruhan kewajibannya. Pada bagian ini juga telah disepakati adanya ' 

kontrak manajemen dalam melaksanakan kewajiban pengelolaan, yang 

berkelanjutan, bisnis. Hassanan Haykal berpendapat bahwa dalam kontrak 

manajamen ini Para Pemegang Saham hams memegang prinsip-prinsip 

pengelolaan dalarn penyelesaian kewajiban (akuisisi utama). Kemudian 

masih pada bagian ini, diatur penetapan pengaturan jaminan h~ldback'~ 

73 Yang dimaksud dengan holdback berarti saham-saham dan aset tambahan yang 
dimiliki oleh Para Pemegang Saham dan Pihak Terkait mereka dalam Perusahaan Akuisisi atau 
aset lainnya yang tercantum dalam perjanjian Master Settlement Acqcrisition Agreement (MSAA) 
ditambah semua hak kepemilikan dan kepentingan Para Pemegang Saham dalam CJ Holdco. 



dan pembentukan CJ. ~ o l d c o ~ ~  yang selanjutnya rnengatur penyelesaian 

pinjaman afiliasi dan pengakhiran hutang antar perusahaan. Pada bagian 

pengakhiran hutang ini, terdapat beberapa klausula pemaaf. 

" . . .memaa&an dan atau menyebabkan semua hutang antar 
perusahaan yang tidak dikonversikan dari perusahaan akuisisi 
tersebut tidak laik untuk dibayarkan." 

Menurut Hassanain ~ a ~ k a l , ~ ~  unsur pemaaf pada Mausula di atas, 

bertujuan untuk menghapuskan utang antar perusahaan. Maka, dengan 

demikian perikatan mengenai utang antar perusahaan tersebut menjadi 

hapus pula. Menurut Pasal 13 8 1 KUHPerdata, perikatan hapus karena : 

I) karenapembayaran; 

2) karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan 

atau penitipan; 

3) karena pembaharuan utang; 

4) karena perjumpaan utang atau kompensasi; 

5) karena percampuran utang; 

6) karena pembebasan utang; 

7) karena musnahnya barang yang terutang; 

8) karena kebatalan atau pembatalan; 

9) karena berlakunya suatu syarat-batal ; 

10) karena lewatnya waktu. 

74 Perusahaan Perseroan Terbatas Indonesia yang didirikan untuk mengelola aset-aset 
yang dijaminkan eks Pemegang Saham dalam rangka menyelesaikan kewajibannya, terutama yang 
melalui mekanisme atau pola Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA) atau Master 
Refinancing Note Isstrance Agreement (MRNIA). 

75 Hassanain Haykal , Perjanjian Penyelesaian Kewajiban BLBI Dalarn Benttlk MSAA 
Dan Pergeseran Htrktrm Privat Ke Htrkurn Ptrblik Dalarn Penerapan KIatlstrla R & D , Disertasi 
Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan ,2007 . halm 201 -232. 



Klausul serupa diatas terdapat dalam kutipan pasal berikut ini : 

9 " . . . .berdasarkan pemenuhan syarat-syarat BPPN atas kebijakannya 
sendiri, maka setiap transaksi yang dispesifikan di dalam ketentuan 
. . . .sampai.. ..di sini telah diselesalkan sesuai dengan ketentuan da.11 
syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian, dan bahwa semua syarat- 
syarat yang preseden dengan penutupan transaksi dari setiap transaksi 
semacarn ini yang dispesifikan dalam perjanjian hi ,  termasuk semua 
syarat-syarat yang dispesifikaslkan dalam bagian.. .dm.. .. Di sini, telah 
dipenuhi (atau, apabila tidak diselesaikan, dikesampingkan oleh BPPN, 
maka: pelanggaran undang-undangan dan peraturan sehubungan dengan 
pinjaman afiliasi dan pinjaman-pinjaman lainnya yang digolongkan dan 
kategorisasikan sebagai melebihl batas peminjaman sah (pinjaman 
BMPK) akan dianggap telah direktifikasi d m  diselesaikan."Berdasarkan 
rumusan klausula di atas, menurut Haykal memberikan analisa bahwa 
dengan dipenuhinya transaksi (kewajiban) dari para Pemegang Saham, 
maka ha1 yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang- 
undangan akan dikesampingkan. Upaya mengesampingkan pelanggaran 
terhadap peraturan perundang-undangan telah menggambarkan adanya 
unsur publik yang tennasuk perikatan bersumber undang-undang . 
Namun dengan dihapuskannya pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan oleh perjanjian seakan-akan hukum privat memiliki 
kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum publik. 

b. Penutupan transaksi, mengatur tentang penutupan transaksi, penyerahan 

umum Pemegang Saham, berikut tenggang waktu penyerahan. Pada bagian 

ini juga terdapat klausula pemaaf, yaitu: 

" Pembebasan oleh BPPN berdasarkan persyaratan BPPN atas 
kebijakannya sendiri, bahwa semua penyerahan yang disyaratkan sesuai 
dengan ketentuan bagian-bagian sebelurnnya dari bagian.. .telah dibuat 
sesuai dengan syarat-syaratnya, dan dengan tunduk pada bagian.. ., maka 
BPPlV akan menyerahkan pembebasan tersebut yang ditentukan dalarn 
ketentuan bagian. . . " . 

Pembebasan oleh BPPN berdasarkan atas kebijakannya sendiri di atas 

merupakan bentuk kompensasi ata~dipenuhin~a syarat-syarat dan 

ketentuan-ketentuan oleh Pemegang dalam penutupan transaksi. 

Dengan demikian, dapat digambarkan bahwa kewajiban dari Pemegang 

Saham adalah pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai 



penutupan transaksi, sedangkan hak dari Pemegang Saham adalah 
9 

memperoleh pembebasan. 

c. Pernyataan dan Jaminan Umum dari Pemegang Saham 

Bagian ini mengatur tentang kekuasaan dan wewenang pemegang saham, 

berikut pihak terkaitnya untuk melaksanakan perjanjian. Di samping itu, 

bagian ini mengatur pula tentang hak atas saham akuisisi, kapitalisasi dan 

pemegang saham-saham akuisisi, valuasi, ijin dan persetujuan. Lebih 

lanjut pada bagian ini terdapat suatu pernyataan dari Pemegang Saham 

mengenai pernyataan secara tertulis mengenai pelanggaran ketentuan 

hukum perundangundangan. Adapun rumusan tersebut : 

" Para Pemegang Saham telah sepenuhnya mengungkapkan secara 
tertulis kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) fakta 
dan semua fakta material dan informasi yang berkenaan dengan bank 
yang sejauh pengetahuan Pemegang Saham sesungguhnya akan 
mengind~kasikan adanya dari atau semua yang relevan dengan 
pelanggaran ketentuan hukum perundang-undangan, keputusan, 
peraturan, pedoman atau persyaratan lainnya yang mengikat atas atau 
secara biasa mensyaratkan untuk diamati oleh bank dadatau bank-bank 
di Indonesia secara umum dadatau masalah pemegang saham mereka, 
komisaris, direktur, pejabat, karyawan, walul dan agen." 

Rumusan klausula di atas merupakan salah satu bentuk pengungkapan atau 

pengakuan Pemegang Saham atas. dilakukannya pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan, di mana fakta-fakta yang diungkapkan 

merupakan bukti telah adanya suatu tindakan pelanggaran. Tindakan 

pelanggar& tersebut, oleh beberapa pasal dalam perjanjian MSAA akan 

dibebaskan. Di sarnping itu, bagian ini mengatur tentang negosiasi, pialang 

dan penemu, dukungan likuiditas, serta daftar pengungkapan. 



d. Pernyataan dan Jaminan Pemegang Saham sehubungan dengan 
e 

perusahaan akuisisi 

Bagian ini mengatur tentang organisasi dan kualifikasi, laporan keuangan, 

tentang kewajiban material dari perusahaan akuisisi, perubahan neraca 

perusahaan akuisisi, litigasi proses hukum, kesesuaian dengan ketentuan 

undang-undang, hak kepemilikan properti, instalasi dan perlengkapan, 

asuransi, lindung lingkungan, hak kekayaan, perpajakan. Di samping itu 

bagian ini juga mengatur tentang kontrak dan komitmen tentang 

pernyataan perusahaan akusisi yang tidak terlibat dalam: 

a) hutang, hak tanggungan, nota, kewajiban cicilan, perjanjian atau 

instrumen lainnya berkenaan dengan peminjaman uang atau jaminan 

atas kewajiban untuk peminjaman uang; pe rjanjian kontrak untuk 

pembelian penjualan untuk barang-barang jasa-jasa yang diadakan 

dalam kelangsungan bisnis biasa yang melibatkan penerimaan atau 

pembayaran lebih dari daftar pengungkapan perjanjian yang akan 

membatasi kebebasan dari perusahaan akuisisi untuk bersaing dalam 

bidang usahanya atau dengan pihak manapun; 

b) nilai tawar menawar bersama atau kontrak bersama atau pejanjian 

bersama. Selanjutnya bagian ini mengatur tentang kepentingan 

Insider, hutang antar perusahaan, jarninan kontrak, rekening piutang, 

penaksiran aset-aset material, kontrak usaha, inventaris, kendaraan, 

pembukuan dan catatan. Pasal-pasal dalam bagian ini menurut Haykal, 

merupakan suatu bentuk prestasi (kewajiban) yang hams dilakukan 



oleh Pemegang Saham. Kewajiban tersebut merupakan salah satu 

unsur dari perjanjian, yang mana dengan sendirinya kewajiban 

tersebut akan mengikat Pemegang Saham. 

c) Pernyataan dan Jaminan Badan Penyehatan Perbankan Nasional 

(BPPN) . Pada bagian ini, hanya terdapat substansi yang menyatakan 

keberadaan organisasi Badan Penyehatan Perbankan Nasional, beserta 

kewenangan dan pengaruh mengikatnya terhadap perjanjian MSAA 

ini. Substansi yang terdapat pada bagian merupakan berupa bentuk 

penegasan dari BPPN sebagai badan Pemerintah Republik Indonesia, 

di mana dengan kedudukannya BPPN cakap dan wenang untuk 

melaksanakan segala syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang 

terdapat pada MSAA. Sehingga, dengan kedudukan masing-masing 

pihak yang mempunyai kecakapan dan kewenangan (sebagai salah 

satu syarat sahnya perjanjian), maka perjanjian akan menglkat para 

pihak. 

d) Kewajiban dari perusahaan yang dikendalilkan, pihak terkait dan 

Pemegang Saham. Bagian ini mengatur tentang akses informasi yang 

hams diberikan oleh Pemegang Saham beserta pihak terkaitnya 

kepada BPPN. Di samping itu diatur pula mengenai pengungkapan, 

pemberitahuan dan pemulihan (di sini para Pemegang Saham akan 

memberikan informasi kepada BPPN mengenai pemulihan-pemulihan 

atas pelanggaran perjanjian). Selanjutnya bagian ini mengatur tentang 

pelaksanaan usaha akuisisi perusahaan sebelum tanggal penutupan 
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transaksi, non-kompetisi, serta asuransi dan kerjasama pasca 

penutupan asuransi, penunjukan direksi, manajemen CJ Holdco dan 

perusahaan-perusahaan yang dikendalikan, negosiasi 

e) Syarat-syarat atas kewajiban Badan Penyehatan Perbankan IVasional 

(BPPN). Bagian ini mengatur tentang penyelesaian transaksi dari 

BPPN mengenai pelepasan jaminan likuiditas atau dukungan 

likuiditas, yang tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan perjanjian 

ini, terkecuali dibebaskan oleh BPPN. Di samping itu bagian 

mengatur tentang pernyataan dan janji akad, pemeriksaan yang 

memenuhi persyaratan, tidak ada perubahan yang meruglkan secara 

material, pelepasan hak gadai, Penasihat Hukum, hak kepemilikan 

saham akuisisi, survai lingkungan dan dokumen-dokumen lainnya. 

f) Operasi CJ Holdco. Bagian ini mengatur tentang hak suaca, penjualan 

perusahaan akuisisi, batas atas dividen, pembelian saham BPPN di CJ 

Holdco, penjualan saham Pemegang Saham. 

g) IndemnifikasiIGanti Rugi. Pada bagian ini diatur meng 

keberlakuan menerus jaminan dari Pemegang Saham, ganti rug 

keberlakuan menerus kewajiban indemnitas, holdback, prosedur untuk 

indernnifikasi bagi klaim pihak ketiga, prosedur untuk indemnifikasi 

(menjaga untuk tidak dirugikan dari klaim-klaim lain), prosedur dan 

berlakunya pernutusan, penunjukan kembali perusahaan yang tidak 

dikendalikan. 



h) Ketentuan Lain. Pada bagian ini diatur mengenai pembebasan, 
9 

sehingga terdapat klausula pembebas yang berbunyi : 

b. " Pihak manapun di sini dapat dengan pemberitahuan tertulis 
kepada pihak lainnya di sini dan sejauh diijinkan oleh ketentuan 
hukum perundang-undangan, (i) salah satu syarat-syarat atas 
kewajibannya dibawah ini atau memperpanjang waktu untuk 
kinerja dari salah satu kewajiban atau tindakan apapun dari pihak 
lainnya disini; (ii) membebaskan ketidakcermatan dalam 
pernyataan dan jaminan apapun yang dibuat kepada pihak yang 
terlibat di sini atau dalam dokumen apapun yang diserahkan 
sesuai dengan ketentuan di sini; dan (iii) membebaskan 
kesesuaian pemenuhan dengan janji atau dari pihak lainnya disini 
yang tercakup dengan Perjanjian ini namun hanya sejauh bahwa 
pihak tersebut memberikan pembebas ini merupakan walul orang 
yang melakukan Pe rjanjian ini. 

c. Tindakan apapun sesuai dengan Pe janjian ini tidak akan diambil 
termasuk namun tidak terbatas pada penyidikan atau oleh atas 
nama pihak di sini akan dianggap untuk merupakan suatu 
pembebas oleh pihak yang mengambil tindakan untuk disesuaikan 
dengan pernyataan, jaminan, syarat, Perjanjian yang terkandung 
di sini. 

d. Pembebasan dan pelanggaran dari satu atau lebih ketentuan 
Perjanjian ini tidak akan dianggap atau ditafsirkan sebagai suatu 
pembebas atas pelanggaran lain apapun atau pelanggaran 
berikutnya dari ketentuan yang sama. Tanpa mengabaikan apapun 
yang tercakup disini yang bertentangan, maka tidak ada satupun 
ketentuan dalarn Perjanjian ini yang akan dianggap untuk 
merupakan satu pembebas oleh BPPN atau salah satu dari haknya 
sesuai dengan ketentuan atau berkenaan dengan Pinjaman 
Afiliasi, 

e. Dukungan Likuiditas danlatau Jaminan Likuiditas terkecuali dan 
sampai pembebas atau pelepasan ini dinyatakan dengan tegas oleh 
BPPN secara tertulis." 

f. Di samping itu, bagian mi juga mengatur tentang pembayaran 
pajak, pengeluaran transaksional, kewajiban bersama, non- 
recourse, undang-undang yang mengatur, wilayah yundiksi, 
dupllkasi, pihak-pihak ketiga dan keberlakuan. 

Substansi dalam MSAA sebagaimana dikemukakan di atas telah memenuhi 

unsur sepakat yang tunduk pada hukum perikatan bersumber perjanjian dalam 

kaidah pasal 1320 BW. Hal ini dapat dilihat dari beberapa prestasi yang dilakukan 



oleh para pihak yang merupakan pernyataan kehendak dari keduanya. 
e 

mendasarkan kesepakatan para pihak pada teori pengetahuan 

(vernemingsstlzeorie), di mana menurut teori ini bahwa kesepakatan itu terjadi 

pada saat pihak yang menawarkan sudah mengetahui bahwa penawarannya 

diterima. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesanggupan Pemegang Saham 

memehuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh B P P N ~ ~ .  

Salah satu bentuk konkrit dari pernyataan kehendak dari para pihak adalah 

adanya kesepakatan untuk menyelesaikan transaksi (ha1 ini terdapat pada bagian 

penyelesaian transaksi dan pembebasan kewajiban pemegang saham). Sedangkan 

bila dilihat dari unsur kecakapan, para pihak dalam perjanjian MSAA dianggap 

telah cakap dan wenang. Adapun objek dari perjanjian MSAA adalah 

penyelesaian kewajiban Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Pada dasarnya 

substansi pe rjanjian penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui pola 

MSAA inerupakan pernyataan kehendak dari para plhak. Namun demlkian, pada 

substansi perjanjian MSAA tersebut pernyataan kehendak dari salah satu pihak 

mengandung unsur perbuatan yang dikehendaki. 

2) Rumusan Perjanjian MSAA 

a) Pembebasan dan Pelepasan BPPN. 

Berdasarkan atas pemenuhan syarat-syarat BPPN atas kebijakannya 

sendiri, maka setiap transaksi yang dispesifikasikan dalam ketentuan7' 

- 

l6 Lihat jurisprudensi Mahkamah Agung 1973 Nomor 791 /Sip 11972 " Pasal 1338 BW 
masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian ,oleh sebab itu sesuai dengan Putusan Pengadilan 
Tinggi pihak-pihak harus mentaaati apa yang telah mereka setujui ,dan yang telah dikukuhkan 
dalam akta otentik, (dipetik dari Hassanain Haykal, op.cit., hlm. 234 ) 

77 Bagian 2.2 sampai 2.1 1 memuat pengakuan PPDS, Pembayaran Tunai Awal, Kontrak 
Manajemen, Surat Kuasa Pemegang Saham, Penetapan Pengaturan Jaminan Holdbnck, 



telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan 

dalam Pe rjanjian ini, dan bahwa semua syarat-syarat yang preseden dengan 

penuh~pan transaksi dari setiap transaksi semacam ini yang dispesifikasikan dalam 

Pejanjian ini, termasuk semua syarat-syarat yang dispesifikasi telah dipenuhi 

(atau apabila tidak diselesaikan, maka dikesampingkan oleh BPPN). Pelanggaran 

perundang-undangan dan peraturan sehubungan dengan Pinjaman Afiliasi dan 

pinjaman-pinjaman lainnya yang digolongkan dan dikategorisasikan sebagai 

melebihi batas perninjaman sah (Pinjaman BMPK) akan dianggap telah 

direktifikasi dan diselesaikan. BPPN dan Kantor Jaksa Agung (sehubungan 

dengan Kantor Jaksa Agung, sejauh bahwa Jaksa Agung telah mengetahui atau 

meratifkasi Perjanjian ini secara tertulis dan menandatangani halaman tanda 

tangan di sini atau lainnya), tidak akan memulai atau melakukan tuntutan tindakan 

hukum apapun, atau menegakkan hak hukum yang BPPN atau Kantor )Jaksa 

Agung dapat miliki terhadap Bank tersebut, para pemegang saham, para 

komisaris, direksi, dan para pejabat sehubungan dengan masalah-masalah apapun 

yang terkait dengan pelanggaran undang-undang dan peraturan terkait dengan 

Pinjarnan Afiliasi atau masalah apapun yang terkait dengan Dukungan Likuiditas. 

BPPN akan melepaskan dan membebaskan:para Pemegang Saham berkewajiban 

selanjutnya sesuai dengan ketentuan Jaminan Likuiditas dan sesuai dengan 

ketentuan jaminan agunan atau pengaturan dan jaminan yang diberikan oleh para 

Pemegang Saham berkenaan dengan pinjaman afiliasi ( yang tunduk kepada 

hold back aset ) yang sesuai dengan ketentuan dan hak BPPN untuk 

Pembentukan CJ.Holdco, Penyelesaian Pinajaman Afiliasi, Pengakhiran Hutang Antar Perusahaan 
Pada Perusahaan Akuisisi, Pembayaran Kembali dari Pinjaman Afiliasi dengan Saham Akuisisi, 
dan Saham Akuisisi Terdaftar. 



e 

mereinstate (mengembalikan kepada kondisGposisi semula) liabilitasikewajiban, 

atas kebijakannya sendiri, apabila (x) BPPN mempunyai alasan untuk meyakini 

bahwa pemyataan atau jaminan apapun oleh para Pemegang Saham di sini 

tidaklah benar, ketika dibuat atau di~u~lementasikan, atau (y) Pemegang Saham 

atau Pihak Terkait telah melanggar kewajiban apapun di sini, atau dokumen 

apapun yang dirnaksudkan di sini, atau (z) transaksi apapun yang dimaksudkan di 

sini yang telah dihapuskan, dibalikkan, atau dinyatakan sebagai tidak absah oleh 

ketentuan peradilan apapun atau lainnya); Bank dari kewajibanlliabilitas lebih 

lanjut untuk pembayaran kembali dukungan likuiditas dan sesuai dengan 

ketentuan jaminan likuiditas; dan para peminjam yang relevan dan para Pemegang 

Saham liabilitasikewajiban lebih lanjut untuk pembayaran kembali pinjaman 

afiliasi kepada Bank. 

Contoh Pembebasan Syamsul Nursalim oleh BPPN. 

Berdasarkan ketentuan yang disepakai dalarn pe rjanjian yang tercantum 

pada Realease and Discharge sebagairnana dimaksudkan pada formulasi di atas 

dengan demikian atas kewenangannya maka BPPN dengan kebijakannya sendiri 

pada tanggal 25 Mei 1999, mengeluarkan surat keputusan yang ditandatangani 

oleh Deputy Ketua BPPN tentang perintah yang menegaskan bahwa Sjamsul 

Nursalim dan BDNI dibebaskan dari kewajiban BLBI . Jumlah BLBI yang telah 

diselesikan melalui mekanisme MSAA telah memenuhi persyaratan sehingga 

akan menyerahkan pembebasan tersebut kepada yang bersangkutan dan bank- 

bank yang dimaksudkan pada keputusan tersebut dalam katagori masuk dalam 



e 

bank beku operasi, yakni BDNI , Bank Surya, Bank Hokindo, Bank Modem serta 

Bank Umum Nasional adalah sebesar Rp. 53,6 t~iliun'~ 

b) Prosedur Pola Penyelesaian MSAA : 

1) PPS bank mengambilalih kewajiban atas pinjaman kepada pihak terkait 

(BMPK), sehingga pinjaman dari bank kepada pihak terkait beralih menjadi 

pinjaman kepada PPS bank. 

2) Bank melakukan pengalihan kredit yang melanggar BMPK (afJiliated 

loanlpinjaman kepada pihak terkait) tersebut kepada BPPN. Dan atas 

pengalihan ini, BPPNIMenteri Keuangan membayar dengan menerbitkan 

obligasi Pemerintah. Setelah pengalihan ini, BPPN berstatus sebagai kreditur 

dari PPS bank. 

3) PPS bank (sekarang debitur dari BPPN) menyerahkan asetnya (berupa saham- 

saham) kepada AVIHolding Company dengan suatu tl-a~zsfe~ agl-eelnelzt. Atas 

penyerahan aset ini, PPS bank menerima pembayaran berupa Promissory 

Notes yang dapat dikonversi menjadi Convertible Bond, yang sewaktu-waktu 

bisa dikonversi menjadi saham pada AVlHolding Company. 

4) PPS bank menyerahkan Promissory Notes yang diterima dari AVlHolding 

Company kepada BPPN sebagai pembayaran atas kewajiban yang terhutang. 

5) Pada saat dilakukan penyerahan aset oleh PP.S bank seperti diuraikan pada 

huruf 3 di atas, konsultan BPPN melakukan penelitian atas aset yang 

diserahkan mengenai kesesuaiannya dengan Disclosure, Reprensentation & 

'* Bank Indonesia, Menglrrai Bennng Kusut BLBI, (Jakarta: Penerbit BI, 2002), hlm 100. 



Warranties yang dinyatakan oleh PPS bank atas assets tersebut. Disclosure 
9 

merupakan pernyataan mengenai kondisi aset yang diserahkan, yang dibuat 

ole11 PPS bank sebelum penyerahan aset dan dilekatkan pada MSAA. 

Representation and Warranties merupakanpernyataan yang dibuat oleh PPS 

bank yang menjamin bahwa tidak ada gugatan dari pihak ketiga atas aset 

yang diserahkan dan apabila ada gugatan, maka pihak yang menyerahkan 

(PPS bank) akan mengganti aset dengan aset lain atau menanggung gugatan 

tersebut Sebagai jaminan atas kebenaran dari Disclosure, Representation & 

Warranties, PPS bank menyerahkan aset selain dari aset yang digunakan 

untuk membayar kewajiban, kepada pihak ketiga yang independen. Misalnya, 

BDNI menyerahkan aset kepada Chase Manhattan Bank Singapore. Aset 

yang diserahkan untuk menjamin kebenaran Disclosure, Representation & 

Warranties disebut sebagai Holdback Assets atau Escrow. Pencairan aset ini 

hanya dapat dilakukan atas permintaan BPPN. 

6) Setelah aset diserahkan kepada AV dan BPPN melalui AVIHolding Company 

menerima penyerahan tersebut (closing), berarti para pihak telah 

melaksanakan kewajiban dan menerima haknya. Sehingga, PPS bank 

dianggap telah menyelesaikan kewajibannya secara tuntas (settlement). 

7) MSAA juga mengatur mengenai Release and Discharge (R & D). R & D 

dapat diterbitkan selama proses penye1esai.m atau setelah proses penyelesaian 

berakhir (closing). N m u n  demikian, R & D yang dapat disamakan dengan 

kuitansi adalah yang jumlahnya sesuai dengan jumlah yang diterima sebagai 



pemba~aran. A*inya, kalau jumlah yang dibayar bam 30% maka R & D juga 

hanya menyebutkan angka 30%. 

') Prosedur Penilaian Aset 

4set ymg diser&an sebagai pembayaran kewajiban PPS bank, 

Sebagaimana tel& disebutkan sebelumnya, dinilai oleh konsultan yang 

independen dengan rnenggun&an asumsi "normal economic condition". Artinya, 

penilaian dilakukan d w a n  dasar kondisi ekonomi yang normaliwajar, bukan nilai 

pads w a k ~  knsis dengan dasar p e m i h  sebagai berikut : 

digunakan karena setelah aset diserahkan, perubahan nilai aset, naik maupun 

turun, tidak lagi bergantung pada para pihak yang menyerahkan dan 

menerimanya, melainkan bergantung pada kondisi ekonomi dan politik yang 

"iadi. Dengan demikian apabila pemerintah berharap agar nilai aset tidak 

turun atau b a h  naik, pemerintah hams berusaha untuk rnenciptakan 

kOndisi kestabilan ekonomi dan politik tersebut. 

2, adalah penilaian aset dilakukan dalam mata uang US D~Llar dengm 

Penetapan h r s  untuk AS31 sama dengan Rpl1.075. Kewajiban PPS bank 

dalam AS Dollar juga ditetapkan menggunakan kurs yang sama. Dengan 

demikian apabila sekarang dilakukan pengungkapan jumlah kewajiban 

(hutang) dan jumlah pembayaran (aset) dalam rupiah, tenhrnya hams dengan 

mem~erhatikan perbedaan kurs asumsi dan kurs sekarang. 



2. Master Refinancing Note Inssuance Agreement (MRNIA) atau disebu t 

juga Master Recognation Arrangement (MRA) 

MRNIA berlaku terhadap pemegang saham pengendali bank, yang asetnya 

tidak mencukupi untuk membayar utangnya kepada pemerintah. Dalam perjanjian 

ini pemegang saham mengakui bahwa penyelesaian kewajibanya belum selesai 

tuntas karena sebagaian uangnya telah dibayar tunai dan sisanya belum bisa 

dibayar penuh lewat penyerahan aset. Oleh karena itu, maka pemegang saham 

pengendali menyerahkan daftar aset yang dimasukkan dalam jaminan pribadi 

(personal guarantee) bank untuk melunasi kewajibannya, sesuai batas waktu yang 

ditetapkan. 

Penyelesaian dengan mekanisme MRNIA ini ,belum ada yang sudah 

menyelesikadmembayar kewajibannya. Misalnya dalam kasus Bank Danamon, 

pemegang saham baru membayar sebagian kewajibanya secara tunai. Penyerahan 

aset untuk melunasi utang sisanya belum dilakukan karena aset yang diserahkan 

itu oleh konsultan independen harganya dinilai tidak mencukupi. Aset ini 

kemudian dimasukan dalam daftar personal guarantee pemegang saham 

pengendali sebagai untuk jaminan pelunasan utangnya dalam batas waktu yang 

ditetapkan. 

Release and Discharge (R & D) 

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa dalam MSAA, BPPN 

mengeluarkan Release and Discharge ( R  & D) apabila PPS bank telah memenuhi 

kewajibannya kepada Pemerintah. R & D pada intinya berisi 2 (dua) hal, yaitu: 



1) BPPN atas nama pemerintah menyatakan telah menerima pembayarad 
-em 

pelunasan atas kewajiban PPS bank, baik berupa .kredit yang melanggar 

BMPK saja (dalarn ha1 bank berstatus BTO) maupun berupa kredit yang 

melanggar BMPK dan BLBI sekaligus (dalam ha1 bank berstatus 

2) Karena adanya pembayaradpelunasan tersebut, maka sesuai dengan janji 

dalam MSAA, BPPN, Menteri Keuangan dan pemerintah tidak akan 

menuntut secara pidana PSP bank dan pengurus serta karyawan bank atas 

pelanggaran BMPK dan BLBI. 

Makna pernyataan pada huruf 1 sama dengan kuitansi pelunasan. Karena 

BPPN selaku kreditur mewakili pemerintah menyatakan bahwa kewajiban PSP 

bank, baik berupa kredit yang melanggar BMPK saja atau kredit yang melanggar 

BMPK dan BLBI telah lunas. Pernyataan dalam MSAA bahwa kewajiban BLBI 

dari PSP bank telah lunas ini menarik karena pada kesempatail lain pemerintah 

menyatakan bahwa sebagian besar BLBI yang dialihkan oleh BI dianggap tidak 

layak untuk dialihkan kepada pemerintah. Bagaimana mungkin di satu sisi 

pemerintah telah menerima lunas pembayaran atas tagihan BI kepada bank-bank 

berupa tagihan BLBI yang dialihkan. Namun di sisi lain, pemerintah masih 

menganggap bahwa sebagian besar BLBI tidak layak untuk dialihkan kepada 

pemerintah. 

Masalah lain yang masih diperdebatkan berkenaan dengan R & D adalah 

apakah boleh diperjanjikan dalarn MSAA bahwa pemerintah tidak akan menuntut 

secara pidana terhadap PSP bank yang telah menyelesaikan kewajibannya kepada 



Pemerintah. Ada pihak yang berpendapat bahwa janji itu tidak sah karena soal 
=* 

pidana tidak dapat diperjanjikan. Namun, pihak lain berpendapat bahwa janji itu 

sah karena salah satu pihak yang tenkat dalam perjanjian (MSAA) adalah 

pemerintah termasuk Jaksa Agung yang merupakan anggota Kabinet. Jaksa 

Agung menurut Undang-undang  o om or 51 Tahun 199 1 Pasal 32 huruf c 

mempunyai wewenang artinya hak untuk mengesampingkan perkara demi 

kepentingan urnum. Hak untuk mengesampingkan perkara inilah yang menurut 

pihak lain itu diperjanjikan dalam MSAA untuk tidak digunakan atau dengan kata 

lain hak untuk menuntut tersebut dilePaskan." 

lmplementasi Perjanjian MSAA, MRNIA, APU, dan pemberian SKL 

berakhir dengan ketidak mampuan para obligor melaksanakan isi perjanjian 

dengan pemerintah sehingga para obligor telah melakukan wanprestasi atau 

default. 

3. Mekanisme Akta Pengakuan Utang (APU ) 

Mekanisme penyelesaian utang BLBI melalui MSAA ternyata 

mengundang banyak komentar negatif. Unkik menyempumakannya kemudian 

muncul cara baru, yakni penyelesaian kewajiban pemegang saham pengendali, 

melalui penandatanganan Akta Pengakuan Utang (APU). Penyelesaian Kewajiban 

Saham Pengendali (PKPS) dalam perjanjian APU ini menempuh jalur yang mirip 

MSAA. Perbedaaanya dalarn PUS, Pemegang Saham pengendali tetap 

bertanggung jawab bila penjualan aset yang diagungkanldijaminkan belum 

79 Oey Hoey Tiong Tinjouon Hrlkrlnl Bont~lon Liklriditns Bank Indonesia 
(BLBI) don UU Bank Indonesia, Makalah bagian I dari dua tulisan, disampaikan pada lokakarya 
Bogor, 27-25 Februari ,2002. 



mencukupi hutang BLBI-nya. Tanggung jawab itu dilakukan dengan cara 

memberikan personal guarantee (PG) dan atau corporate guarantee (CG). Model 

PKPS hanya berhasil menyelesaikan BLBI pada bank-bank Beku Kegiatan Usaha 

(BBKU) menarik uang Rp. 3,3 triliun. 

4. Konversi BLBI menjadi Penyertaan Modal Sementara PMS) 

Mekanisme ini mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 

2007 pasal3 telah memasukkan ketentuan bahwa : 

1) pemegang saharn perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas 

perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas 

kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. 

2) akan tetapi ketentuan tersebut tidak diberlakukan jika dipenuhi empat 

keadaan yang ditentukan secara alternatif, antara lain pemegang saham yang 

bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk 

memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. 

3) atau pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan perseroan. 

4) atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak 

langsung secara melawan hukurn menggunakan kekayaan perseroan, 

mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi 

utang perseroan. 

Konversi BLBI menjadi penyertaan modal berdasarkan Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Nomor 1 17/KMK.017/1999 dan Nomor 3 111 SIKEPIGBI, Menteri 

Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia mengenai rekapitalisasi bank-bank 



dengan status BTO. Untuk menindaklajuti keputusan bersama tersebut pada 

tanggal 29 Mei 1999, pemerintah melalui BPPN merekapitalisasi bank-bank 

berstus BTO. Mereka adalah BCA, Bank Tiara, Bank Danamon dan Bank 

PDFCL. Rekapitalisasi dilakukan dengan jalan mengkonversi BLBI menjadi 

penyertaan modal. 

Konversi BLBI menjadi penyertaan modal sementara mempunyai arti 

sebagai berikut: 

1) Pemerintah mengakui pengalihan BLBI baik jumlah maupun syarat- 

syaratnya. 

2) Posisi pemerintah berubah dari kreditur menjadi pemegang saham. 

3) Perubahan posisi pemerintah itu berarti BLBI lunas karena terjadi saatu 

restrukturisasi berdasarkan pembaruan perjanjian yang menyebabkan 

hapusnya pe janjian lama. 

4) Hapusnya perjanjian lama dalam rangka BLBI membuat semua jaminan 

yang melekat pada BLBI hapus demi hukum. Hapusnya perikatan BLBI 

beserta jaminan yang melekat pada pe janjian tersebut dibuktikan dengan 

surat dari Ketua BPPN kepada Bank Indonesia, No. PB-75/BPPN/0100 

tanggal 21 Januari 2000 Perihal status jaminan BLBI dari BCA. Isi surat 

tersebut secara tegas dikatakan bahwa saat ini eks BLBI tersebut telah 

dikonversi menjadi Penyertaan Modal sementara (PMS) pemerintah di Bank 

Central Asia (BCA). Oleh karena itu, BPPN telah mengembalikan seluruh 

jaminan eks BLBI tersebut. Jumlah BLBI untuk bank-bank BTO yang 

dikonversi menjadi penyertaan modal oleh pemerintah melalui BPPN pada 



tanggal 29 Mei 1999 adalah sebesar Rp. 54,6 triliun. BLBI dengan pola 

e 

mekanisme melalui rekapitulasi MSAA, d m  MRNWMRA serta Akta 

Pengakuan Utang. 

Pola penyelesaian melalui MSAA. Kewajiban yang hams dibayar oleh 

PPS bank dengan status BBOIBBKU, misalnya BDNI, adalah sebesar kewajiban 

BLBI yang terhutang dikurangi nilai aset bank. Nilai aset bank ini adalah clean 

assets, yaitu setelah diperhitungkan dengan kewajiban kredit kepada pihak terkait 

- yang melanggar BMPK dan NPL. Sementara kewajiban yang hams dibayar oleh 

PPS bank dengan status BTO dan direkapitalisasi, misalnya BCA, adalah sebesar 

total kewajiban kredit yang melanggar BMPK kepada pihak terkait. Dengan 

demikian dalam MSAA, bank BBTO tidak mempunyai kewajiban BLBI. Sesuai 

MSAA, pembayaran kewajiban bank tersebut dilakukan oleh PPS bank secara 

tunai dan in kind, yaitu dengan menyerahkan aset. BPPN menetapkan besarnya 

pembayaran secara tunai, tanggal akhir pembayaran dan rekening BPPN yang 

digunakan untuk menampung pembayaran tersebut. Pembayaran dengan aset ini 

dilakukan melalui suatu transfer agreement, yaitu bank menyerahkan saham- 

saham dari perusahaan yang dimiliki, yang nilainya telah disepakati sebelumnya 

kepada suatu perusahaan yang dibentuk untuk itu (Holding Company yang juga 

disebut sebagai Acquisition Vehicle-AV). 

Pada awalnya komposisi pemegang saham dari AV ini ditetapkan 75% 

dimiliki oleh BPPN dan 25% oleh PPS Bank. Tetapi kemudian, pada November 

1998 dilakukan amandemen dengan mengubah kepemilikan wham di AV menjadi 

100% dimiliki oleh PPS Bank. Pertimbangan perubahan komposisi kepemilikan 



saham ini adalah kekhawatiran BPPN apabila BPPN sebagai pemegang saham 
i 

mayoritas, AVIHolding Company akan mengalami "nasib" yang sama dengan 

kebanyakan BUMN yang terus memgi. Dengan demiluan, saat ini BPPN tidak 

menjadi pemegang saham pada AVIHolding Company. Namun, sebagai tindakan 

pengamanan BPPN telah meminta seluruh saharn AV berikut hak suaranya 

digadaikan kepada BPPN. 

5. Masalah Kepemilikan Saham Sementara Pemerintah 

Salah satu bagian dari program penyehatan perbankan adalah divestasi 

saham kepemilikan pemerintah pada bank-bank rekap. Setelah melakukan 

serangkaian restrukturisasi dan divestasi terhadap bank-bank di bawah BPPN, 

maka komposisi kepemilikan pemerintah pada bank-bank tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.3. Sisa Kepemilikan Pemerintah di bank-bank BPPN (Per 31 Desember 2003) 

I Niaea 1 26.15 % I 

Bank 

Danamon 28.40 % 
93.69 % 
52.05 % 

Permata 97.66 % 

% Kepemilikan Saham 

Surnber: Berbagai sumber dan BPPN 

Sesuai dengan PP17, SKB 53, SKB 117, dan konsep dasar penyertaan 

modal sementara yang menyatakan kepemilikan pemerintah pada bank-bank 

tersebut di atas bersifat sementara, maka seluruh kepemilikan pemerintah atas 

bank-bank tersebut hams dilepas atau dijual. Tetapi kapan waktu yang tepat untuk 

melepas sisa kepemilikan saham pemerintah tersebut? Bagairnana dengan obligasi 

BCA 6.60 % 



rekap pada bank-bank tersebut? Sebandingkah biaya pembayaran bunga obligasi 

yang dikeluarkan APBN dengan penerimaan dari divestasi sisa kepemilikan 

saham bank tersebut? 

Dalam ha1 ini pemerintah menghadapi dilema, di satu sisi pemerintah 

membutuhkan dana segera untuk memenuhi kebutuhan APBN dengan melepas 

sisa kepemilikan saham. Namun di sisi lain, pemerintah memililci kewajiban 

pembayaran bunga obligasi rekap tersebut, yang juga sumber dananya dari APBN. 

Sementara upaya untuk mengurangi atau menarik obligasi pemerintah belum 

optimal dilakukan karena keterbatasan keuangan negara, sehingga pemerintah 

telah menjadi bandar yang tens-menens merugi.*' 

Meski Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasioilal 

(BAPENAS) melalui Tim Pengkajiannya telah memberikan alternatif solusi 

permasalahan obligasi rekapitalisasi perbankan, tetapi belum banyak yang 

diperhatlkan apalagi diupayakan pemerintah. Skema alternatif solusi yang 

disampaikan olkh Tim Pengkaji BAPENAS tersebut antara lain adalah penukaran 

obligasi dengan aset (asset to bond swap), yaitu menarik obligasi rekap dari 

neraca bank dan menukar dengan aset kredit yang berada di BPPN, penyesuaian 

CAR dan lainnya. Tentunya dengan berbagai prakondisi seperti bank tidak 

didivestasi dulu, obligasi rekap tidak dijual ke pasar, dan lain sebagainya, serta 

kelemahan dan kelebihan dari skema tersebut. Tetapi hingga kini prakondisi itu 

justru telah dilakukan pemerintah maupun bank itu sendiri. Artinya rekomendasi 

itu tidak dipakai. 

so A Denny Darury dan Djony Edward, BPPN Gerbnge IN Gnrbnge Out, (Jakarta: Center 
For Banking Crisis (CBC), 2004), hlm 132. 



Sebagai ilustrasi dan mengingatkan kembali bahwa beban pembayaran 

bunga obligasi rekap yang ditanggung pemerintah sangatlah besar belum lagi 

pembayaran pokok nanti pada saat jatuh temponya, seperti dalam kajian BPPN 

dalam Economic Review edisi April 2002. Mengutip isi kajian tersebut, estimasi 

beban pembayaran bunga obligasi pemerintah termasuk obligasi pada bank-bank 

rekap, yaitu hampir Rp. 7.000 triliun dengan asumsi dilakukan roll-over atau 

penundaan pembayaran pokok dan bunga. Seperti diketahui Departemen 

Keuangan menerbitkan obligasi pemerintah pada tahun 1999 dalam rangka 

rekapitalisasi sistem perbankan. Per 25 Januari 2002 pemerintah telah 

menerbitkan obligasi sebesar Rp. 698,99 triliun, yang terdiri dari Rp. 268,29 

triliun yang ditempatkan pada Bank lndonesia dan Rp. 430,70 triliun yang 

ditempatkan pada bank komersial. Obligasi pemerintah yang ditempatkan pada 

Bank Indonesia digunakan untuk mendanai bantuan llkuiditas dan program 

penjaminan deposit0 bank serta program kredit. Sedangkan untuk bank komersial 

digunakan untuk rekapitalisasi bank dalarn upaya untuk meningkatkan CAR bank. 

Sumber: BPPN 

Tabel 2.4. Biaya Restrukturisasi (Data per 25 Januari 2002) 

Dari total obligasi yang diterbitkan porsi terbesar, yaitu 38% merupakan 

Pemer~ntah - 

Program Kredit 
Rekapitalisasi: 
Bank Pernerintah 

obligasi yang diindeksasi terhadap inflasi dan 36%-nya merupakan obligasi 

258.32 -- 
9.97 

281.97 

, 

Bank Swasta 
Bank Diambil Alih (BTO) 
Bank Pernbangunan 
Jumlah 

29.68 
117.83 

1.23 
698.99 



dengan suku bunga mengambang adalah struktur pendanaan program 

5 

restrukturisasi perbankan.8' 

Obligasi yang diterbitkan tersebut terdiri dari empat tipe, yaitu obligasi 

dengan suku bunga mengambang (variable rate), hedge bond, dan bunga tetap, 

serta obligasi yang diindeksasi terhadap inflasi. Untuk keperluan rekapitalisasi 

bank didanai dari obligasi berbunga mengambang dan bunga tetap, sedangkan 

untuk program penjaminan dan bantuan likuiditas yang dibenkan Bank Indonesia 

didanai dari obligasi yang diindeksasi terhadap inflasi. 

Dalam hitungan Tim Pengkaji Bappenas, disimulasikan enam skenario 

profil jatuh tempo dari obligasi pemerintah yang telah dikeluarkan per data 

tanggal 25 Januari 2002. Skenario pertama hingga ketiga mengasumsikan 

pemerintah tidak akan menunda pembayaran pokok dan cicilan dari obligasi 

pemerintah yang jatuh tempo, sedangkan pada skenario empat hingga skenario 

enam mengasumsikan bahwa pemerintah n~elakukan penundaan untuk 

pembayaran pokok dari obligasi pemerintah selama satu periode kemudian (roll 

over). 

Tabel 2.5. Pendanaan Restrukturisasi 

Ibid, hlm 123 

Jenis Obligasi 

Pemerintah .., 

Program Kredit 

Rekapitalisasi 
Bank Pemerintah 

Jumlah 
Obligasi 
(RP. 
Triliun) 

258.32 - 

9.97 

430.70 

, 

Suku Bunga Tetap 

Tk Suku 
Tempo 

10 % 

12 % 

14 % 

Jatuh 
Tempo 
(sld) 
5 thn 

5 thn 

, 10 thn 

Suku Bunga 
Mengambang 
Tk 
Suku 
Tempo 
SBI 3 
bln 
SBI 3 
bln 

, Sibor 3 

Indeks 

Jatuh 
Tempo 
(sld) 
10 thn 

10 thn 

, 

Tk 
Suku 
Tempo 
3 % 

Jatuh 
Tempo 
(s/d) 
20 thn 



Sumber : BPPN 

Bank Swasta 12.125% 6thn  ' 

Pada skenario pertama, diasumsikan suku bunga SBI tiga bulanan flat 

pada rata-rata 17%, nilai inflasi lo%, dan SIBOR (Singapore Bank Offere Rate) 

Bank Diambilalih 
@TO) 
Bank 
Pembangunan 

tiga bulan masing-masing adalah 1% (2002), 1,75% (2003), 2,25% (2004) dan 

2,35% (2005). Skenario kedua, mengasurnsdcan suku bunga SBI tiga bulanan flat 

+ 

pada rata-rata 14%, nilai inflasi 8%, dan SIBOR tiga bulan masing-masing adalah 

1% (2002), 1,75% (2003), 2,25 % (2004) dan 2,35% (2005). Skenario ketiga, 

12.250 % 

16.5 % 

mengasumsdcan suku bunga SBI tiga bulanan flat pada rata-rata 19%, nilai inflasi 

8 thn 

5 thn 

12%, dan SIBOR tiga bulan masing-masing adalah 1% (2002), 1,75% (2003), 

2.25% (2004) dan 2,35% (2005).~' 

Skenario keempat mengasumsikan suku bunga SBI tiga bulanan flat pada 

rata-rata 17%, nilai inflasi lo%, dan SIBOR tiga bulan masing-masing adalah 1% 

(2002), 1,75% (2003), 2,25% (2004) dan 2,35% (2005). Skenario kelima, 

mengasumsikan suku bunga SBI tiga bulanan flat pada rata-rata 14%, nilai inflasi 

8%, dan SIBOR tiga bulan masing-masing adalah 1 % (2002), 1,75% (2003), 

2,25% (2004) dan 2,35% (2005). Dan terakhir, skenario keenam, mengasumsikan 

suku bunga SBI tiga bulanan flat pada rata-rata 19%, nilai inflasi 12%, dan 

SIBOR tiga bulan masing-masing adalah 1% (2002), 1,75% (2003), 2,25% (2004) 

dan 2.35% (2005). 

82 A. Denny Daruri dan Djony Edward, BPPN ... op.cit., hlm 135. 



1) Faktor Kelemahan MSAA Dan MRNIA 

a. Kelemahan MSAA 

Mengapa dengan pola MSAA? MSAA itu timbul sebagai upaya 

pemerintah untuk membantu mempercepat proses pemulihan krisis ekonomi yang , 

sedang dihadapi melalui pengembalian utang negara berupa BLBI dan atau kredit 

yang melanggar BMPK dari pihak terkait bank melalui langkah hukurn di luar 

pengadilan (out of court settlement) berupa perjanjian pembayaran secara tunai 

dan dengan penyerahan aset yang disebut Master Settlement and Acquisition 

Agreement. Negosiasi antara Pemerintah RI yang diwakili oleh BPPN, dibantu 

oleh konsultan dan tim profesional, lebih cenderung menerapkan hukuni 

responsif, yang banyak melakukan tindakan pada proses negoisasi dengan 

membuat komitmen perjanjian dengan PPS bank, yang kemudin menghasilkan 2 

(dua) pe rjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saharn (PKPS). 

MSAA ini diberlakukan terhadap PPS bank yang masih memil~ki aset 

yang cukup untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pemerintah. Penyelesaian 

kewajiban PPS bank ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 

I )  PPS bank yang berstatus BBO/BBKU (seperti BDNI), melakukan 

penyelesaian BLBI dan kredit yang melanggar BMPK 

2) PPS bank yang berstatus BTO (seperti BCA) menyelesaikan kredit yang 

. melanggar BMPK saja karena penyelesaian BLBI pada bank BTO 

dilakukan melalui proses rekapitalisasi yaitu dengan cara konversi tagihan 

BLBI menjadi penyertaan Pemerintah pada bank. 



3) Penjualan piutang (cessie) melanggar ketentuan pasal 613 KUH Perdata 

"penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh 

lainnya ,dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah 

tangan ,dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang 

lain. Penyerahan yang demikian bagi siberutang tiada akibatnya ,melainkan 

setelah penyerahan itu diberitahukan kepadannya, atau secara tertulis 

disetujui dan diakuinya. cc83 Transaksi jual beli cessie yang dilakukan oleh 

BPPN tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut diatas apalagi jual beli 

seccie selanjutnya yang dilakukan oleh pembeli cessie pertama , kedua dan 

ketiga . dan ketika sampai dengan jual beli cessie yang terakhir temyata 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak tanggungan seperti sertifikat 

hak atas tanah dan sertifikat hak tanggungan hilang . eksistensi kehilangan 

dibuat statement dari pihak pembeli pertama. 

4) Jual beli cessie berakibat seluruh tagihan dikonversi menjadi jual beli biasa 

dan berakibat pada posisi jual beli barang jaminan yang masih terpasang 

pembebanan Hak Tanggungan, sangat menyulitkan proses balik nama, 

karena barang Jaminan yang Terikat Hak Tanggungan tidak bisa di jual 

dibawah tangan kecuali melalui lelang. 

Data penelitian disertasi ini ditemukan bahwa jual beli piutang (cessie) kebanyakan 
dilakukan lebih dari satu kali atau dilakukan berkali-kali, disamping itu juga barang jaminan 
sebagai jaminan utang banyak yang hilang misalnya sertifikat hak tanggungan dan sertifikat hak 
atas tanahnya, sehingga menyulitkan pembeli cessie terakhir yang akan menjual barang 
jaminannya. Kasus kehilangan sertifikat hak atas tanah dan sertifikat hak tanggungan menyulitkan 
pembeli barang jaminan karena sebagian besar barang jaminan ini diperjualbelikan melalui 
perorangan yang pada akhirnya mengeluarkan biaya lebih besar. 



5) Pembubaran BPPN juga menyulitkan bagi para pembeli cessie terakhir , 
s 

terutama dokumen surat roya pelunasan utang tidak pernah ada, sedangkan 

lembaganya sudah dibubarkan. 

b. Kelemahan MRNIA. 

MRNIA ini diberlakukan terhadap PPS bank yang asetnya tidak 

mencukupi (setelah dinilai) untuk memenuhi kewajibannya kepada pemerintah. 

PPS bank ini mengakui bahwa penyelesaian kewajiban PPS bank belurn selesai 

tuntas karena walaupun telah melakukan pembayaran sebagian kewajibannya 

secara tunai, sisanya belum bisa dibayar penuh dengan cara penyerahan aset. Aset 

ini kemudian dimasukkan dalam daftar Personal (harantee (PG) dari PPS bank 

untuk menjamin pelunasan kewajibannya dengan batas waktu yang ditetapkan. 

Pada dasarnya dalarn MRNIA (misalnya untuk Bank Danamon) belum 

terdapat suatu penyelesaian kewajiban PPS bank secara tuntas. PPS bank telah 

melakukan pembayaran kewajibannya sebagian secara tunai. Namun, sisanya 

yang akan dibayar dengan cara penyerahan aset belum dilakukan. Karena pada 

waktu dilakukan penilaian oleh konsultan independen, ternyata aset yang akan 

diserahkan tersebut nilainya tidak mencukupi, sehingga tidak diserahkan sebagai 

pembayaran. Aset ini kemudian dimasukkan dalam daftar Personal Guarantee 

(PG) dari PPS bank untuk menjamin pelunasan kewajibannya dengan batas waktu 

yang ditetapkan. Jadi, perbedaan antara MSAA dan MRNLCVMRA antara lain 

dalam MSAA terjadi pembayaran kewajiban menggunakan aset. Aset tersebut 

dapat dijual oleh dan atas perintah BPPN melalui Holding CompanyIAV tanpa 

memerlukan persetujuan dari PPS bank yang menyerahkan aset tersebut. 



Seballknya dalam MRNIAIMRA, penjualan aset yang termasuk dalam daftar PG 
L. 

oleh BPPN hams terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PPS bank atau 

dilakukan sendiri oleh PPS bank. Permasalahan yang ditimbulkan dengan pola ini 

adalah sebagai benkut: 

1) Seteiah penutupan BPPN, sebagian aset tersisa berupa aset kredit, baik yang 

diserahkan berkaitan dengan PKPS maupun AYDA (Aset Yang Diambil 

Alih) yang tidak terjual dalam program penjualan aset BPPN. Seperti pada 

tabel estimasi sisa aset BPPN sampai dengan Desember 2003 yang terbesar 

adalah sisa aset AMC, baik berupa aset kredit (aset inti - core asset) 

maupun aset non kredit atau non inti (non core asset). Sisa aset tersebut 

diperkirakan sekitar Rp. 43 triliun, tentunya dengan tidak mengabaikan 

usaha BPPN untuk melaksanakan program-programnya dalam waktu dua 

bulan menjelang penutupan karena diperkirakan masih ada aset yang belum 

te jual dalam waktu sesingkat itu. Belakangan diketahui aset yang ditransfer 

BPPN ke PPA mencapai Rp. 108,49 triliun. 

2) Dalam program penjualan aset kredit sampai dengan Oktober 2003 saja, 

dan portofolio senilai Rp. 310,41 triliun (belum termasuk litigasi 

&potensial out) dengan jumlah 296.198 debitur, BPPN telah berhasil 

menjual aset kredit senilai Rp. 208,05 triliun dengan jumlah debitur 

sebanyak 152.004. Sedangkan jumlah portofolio yang belum terjual adalah 

sebesar Rp. 73,29 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 97.154 dan 

jumlah portofolio yang telah dilunasi adalah sebesar Rp. 29,06 triliun 

dengan jumlah debitur sebanyak 47.760. Komposisi total portofolio aset 



kredit sebesar Rp. 3 10,41 triliun, sebanyak 90,6% diantaranya berasal dan 

kredit korporasi dan komersial senilai Rp. 281,22 triliun dengan jumlah 

debitur sebesar 3.478. Sedangkan sisanya 9,4% senilai Rp. 29,16 triliun 

berasal dari kredit UKM dan rite1 dengan jumlah debitur sebanyak 

293.440.'~ 

3) Namun dari penjualan total aset kredit senilai Rp. 208,051 triliun di atas 

sekitar 56% atau Rp. 11 6,492 triliun dan jumlah debitur 1.876 yang berasal 

dari aset kredit yang tidak direstrukturisasi (unrestructured) dan selunthnya - 

berasal dari sektor korporasi dan komersial. Begitupula sisa aset BPPN 

yang belum terjual (unsold) sebesar Rp. 73,29 triliun dirnana sekitar 41% 

atau Rp. 29,85 triliun termasuk aset kredit yang tidak direstrukturisasi 

4) Besamya aset kqdit unrestructured yang telah dijual ke perbankan maupun 

di lingkungan pasar modal cukup signifikan, yakni sekitar 56%. Oleh 

karma itu, otoritas perbankan perlu mencermati secara mendalam dampak 

atas penjualan portofolio aset kredit tersebut terhadap sektor perbankan 

maupun institusi keuangan mengingat masih rentannya sektor perbankan 

nasional dan belum pulihnya sektor nil. 

5) Restrukturisasi oleh BPPN juga berjalan lamban dimana nilai buku aset 

yang masuk ke dalam tahap irnplementasi restrukturisasi per 13 September 

84 persoalan yang timbul dalam penyelesaian asset ini adalah tidak lengkapnya dokumen- 
dokumen yang berkaitan dengan tanah dan peroyaan hak tanggungan, kontruksi hukum yang tepat 
adalah dengan subrograsi tapi ha1 ini juga tidak dapat dilakukan karena dokumen yang hilang 
hams dibuat duplikasinya terlebih dahulu. Setelah BPPN dibubarkan seluruh dokumen diserahkan 
pada Arsip Negara akan tetapi untuk menemukan dokumen perbankan memakan waktu, sehingga 
jalan pintas dilakukan dengan laporan kehilangan dari Polisi sebagai salah satu syarat untu 
membuat sertifikat pengganti (duplikatnya). 



2002 hanya mencapai 13% (berdasarkan nilainya) dari total aset kredit yang 

harusnya direstrukturisasi oleh BPPN, sedangkan jumlah debitur yang 

masuk dalam tahap implementasi restrukturisasi baru mencapai 0,06%. 

Sejak BPPN didirikan tahun 1998 hingga 27 Februari 2002 bukanlah waktu 

yang sebentar untuk menapaki prestasi restrukturisasi. 

6) Kredit macet yang gaga1 direstrukturisasi dapat mengancam perbankan. 

Penjualan aset kredit BPPN yang belum rampung direstrukturisasi tak 

terhindarkan bagi perekonomian nasional. Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

No. 4/2000 yang melarang bank untuk membeli aset kredit BPPN lebih dari 

separuh modal inti bank tak akan mampu menghalangi masuknya aset 

kredit tak berkualitas di bawah kendali BPPN ke dalam necara bank. 

7) Dalam jangka pendek aset-aset BPPN yang berkualitas rendah itu akan 

dibeli oleh agen-agen perantara dan dalam jangka menengah akan kembali 

dibeli oleh bank melalui agen-agen tersebut. 

8) Yang menjadi permasalahan adalah besarnya aset kredit berkualitas rendah 

yang dijual oleh BPPN yang nilainya diperkirakan antara Rp. 94 triliun 

hingga Rp. 250 triliun (aset yang belum direstrukturisasi), sedangkan modal 

perbankan per Desember 2002 hanya sebesar Rp. 93 triliun. Artinya aset 

berkualitas rendah BPPN ini akan menuntut provisi yang sangat tinggi yang 

membebani modal perbankan nasional di kemudian hari. .Seandainya 

diasumsikan secara konservatif aset-aset senilai Rp. 250 triliun ini telah 

dibeli oleh pihak ketiga dengan discotint sebesar 80%, dan diasumsikan 

pula bahwa perbankan membelinya kembali dengan nilai yang sama yang 



berani perbankan harus menyediakan provisi sebesar Rp. 50 triliun. Karena 
5 

rendahnya kualitas aset kredit BPPN ini, bukan tidak mungkin kredit ini 

akan kembali macet total di masa depan, sehingga mengakibatkan modal 

perbankan berpotensi untuk terpangkas sebesar Rp. 50 triliun dan itu lebih 

dari separuh nilai modal keseluruhan perbankan tahun 2002. Jadi, risiko 

yang ditanggung pembeli aset talc direstrukturisasi berbanding terbalik 

dengan besarnya discount dari harga aset. Semakin besar discount semakin 

rendah risiko bagi sektor perbankan, demikian sebaliknya. 

9) Persoalannya akan menjadi bertambah parah jika ternyata pembelian aset 

BPPN ini menggunakan kredit dari sektor perbankan sendiri. Perbankan 

terancam kerugian yang sangat besar akibat macetnya aset-aset BPPN yang 

mereka beli dan macetnya kredit yang telah mereka kucurkan untnk 

pembelian aset tersebut. 

10) Data konfidensial internal BPPN sendiri mengatakan bahwa jumlah aset 

yang belurn direstrukturisasi yang dijual BPPN adalah Rp. 116.50 triliun. 

Aset yang belum direstrukturisasi yang belum dijual sebesar Rp. 29,8 

triliun. 

11) Dialihkan atau tidaknya sisa aset kredit BPPN dalam suatu entitas baru atau 

yang sering disebut holding company, perlu dicermati bahwa apakah aset 

tersebut nantinya akan dikelola, direstrukturisasi, atau dijual lagi seperti 

program-program yang selama ini dilakukan BPPN atau alternatif lain 



seperti disekuritisasi yang leblh dikenal sebagai Efek Beragun Aset 
-=. 

(EBA).'~ 

D. Piutang BLBI sebagai Extraordinary Default 

Pengertian "default" atau kegagalanlkelalaian adalah kegagalan untuk 

melakukan atau memenuhi suatu kewajiban sebagaimana tercantum di dalam 

kontrak ,sekuritas, akta atau transaksi lainnya. Dalam pengertian "default", pelaku 

kegagalan dinamakan "defaulter", yaitu orang yang gagal atau lalai memenuhi 

kewajibannya; orang yang menyalahkan uang yang dipercayakan kepadanya 

untuk disimpan, sehingga dengan demikian membawa akibat ketidak mampuan 

untuk membayar atau disebut sebagai gagal bayar.86 

Gaga1 bayar didifinisikan sebagai ketidaksediaan penerima pinjaman untuk 

melunasi atau ketidak sanggupan untuk mernperoleh pendapatan yang cukup 

untuk melunasi utang yang telah disepakatL8' Menurut Edward W. Reed dan 

Edward K. Gill, kedua persoalan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

ketidaksediaan untuk rnembayar naik turun dengan keberuntungan ekonorni 

sebagai peminjam. Dalarn masa cerah, keinginan untuk membayar pinjaman lebih 

besar daripada masa sulit. Ketidakinginan membayar pinjaman erat kaitannya 

dengan depresi ekonomi, masa pengangguran, dan penurunan laba. 

85 Peraturan mengenai EBA ini telah dituangkan dalam Keputusan Ketua Bapepam No. 
Kep-53/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997. EBA.didefinisikan. sebagai "Unit Penyertaan 
IContrak Investasi Kolektif yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang 
timbul dari surat berharga komersial, sewa guna usaha, perjanjian jual beli bersyarat, perjanjian 
pinjaman cicilan, tagihan kartu kredit, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau 
apartemen, efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan kredit (credit 
enhancement), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset 
keuangan tersebut. Dengan dernikian EBA bukan merupakan reksadana sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pasar Modal." 

86 Elly Erawati dan J.S. Badudu 
67 Johanes Ibrahim, Cross ... op.cit., hlm 5 1. 



Dalam saat seperti itulah, maka sifat kredit menjadi semakin penting. Pada 
e 

masa sulit sifat pemberi pinjaman yang kejam menekan mangsanya, dan dalam 

masa sulit inilah pemberi pinjaman dalam pandangan peminjam seharusnya 

bertindak sebagai penyelamat. Alasan utama adanya pinjaman bermasalah dan 

kemungkinan kerugian adalah ketidakmampuan peminjam untuk mewujudkan 

pendapatan dari kegiatan bisnis yang normal, kesempatan kerja, atau penjualan 

hartanya".88 

Kebijakan Release and Discharge adalah sebagai dasar perjanjian 

pengimpasan (set ofn, yang berkaitan dengan istilah "termination dun discharge" 

sebagai lazirnnya digunakan dalam lingkup hukum kontrak dalam sistem hukum 

common law. 89 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH perdata) tidak mengatur 

masalah yang berkaitan dengan termination realese discharge dalam suatu 

perjanjian. Dalam pasal 13 8 1 KUH Perdata memuat cara-cara berakhir atau 

hapusnya (discharge): 

1) Karena pembayaran 

2) Karena pembayaran tunai ,diikuti dengan penylmpanan atau penitipan ; 

3) Karena pembaharuan hutang (novasi). 

4) Karena perjumpaan hutang atau kompensasi. 

5) Karena percampuran utang. 

6) Karena pembebasan utangnya. 

7) Karena musnahnya barang yang terutang. 

8 S Edward W. Reed dan K Gill, Conin~ercial Bank, diterjemahkan oleh St Dianjung, Bank 
Umtim (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm 303. 

89 Ibid, hlm 45. 



8) Karena pembatalan atau pembatalan 

9) Karena berlakunya suatu syarat batal 

10) Karena lewatnya waktu 

Ketentuan-ketentuan di atas berbeda jauh dengan sistem hukum kontrak 

berbasis pada termination. Pengertian tentang "termination" dirumuskan sebagai 

berikut : 

1) Black's Law Dictionary : 

Termination adalah "end in time or existence close; cessation; conclusion 

2) Sedangkan "Termination of conditional contrcrct" adalah : 

"To abrograte so much of it as remains unperformed, doing away with 

existing agreement underagreed terms and consequence. To put an end to all 

of the unperformed portion thereof" 

3) Elly Erawati dan J.S .Badudu secara singkat inel~jelaskan bahwa "ternzincrtiorz 

" adalah "berakhir". 

4) Peter Salim merumuskan "terminatio~z" adalah "Penghentian 'pengakhiran 

atau pembatalan. 

5) Black's Law Dictionary : 

Pengertian "discharge " dirumuskan : 

" To realese, liberate , annual,tinburden, disincumber,dismiss, to extinguish an 

obligation (e.g. a person's liability on an instrument ); terminate employment 

ofperson ; realese , as from prison, conjnement or military service". 

Sedangkan pengertian "discharge" yang berkaitan dengan kontrak adalah : 



"To cancel the obligation of a contract ; to make an agreement or contract 
* 

null and in0perative.A~ a noun ,the word means the act or instrument by wich 

the binding force of a contract is terminated, irrespective of wther the conctract 

is carried out to full extent contemplated (in ehich case the discherge is the 

result ofperformance) or is broken o f  before complete exucation " 

1) Elly Erawati dan J.S Badudu menguraikan discharge adalah 

Pemberhentian, pelepasan, pemenuhan; pemberhentian atau pengakhiran 

suatu pejanjian; pelepasan kewajiban atau tanggung jawab seseorang dalarn 

penarikan surat berharga karena telah dipenuhinya pembayaran; 

pemberhentian atau pemecatan pekerja oleh majikannya; pembebasan debitur 

dari utang-utangnya. 

2) Collin Dictionary merumuskan pengertian " disharge " adalah : 

7ke realease (whether trough payment or otherwise) from an obligation, debt 

or liability. 

Pengakhiran suatu perjanjian dalarn sistem hukum ini dapat disebabkan 

oleh terminasi (termination) atau cara-cara yang diatur dalam hapusnya suatu 

perilcatan (discharge). Pengakhiran suatu kontrak yang dikategorikan sebagai 

terminasi, dimana pengakhiran suatu kontrak dilakukan sebelum berakhirnya 

masa berlaku kontrak tersebut pada tanggal yang semula disepakati bersama. 

Pengakhiran yang bersifat mendahului itu dapat dikembalikan pada tiga sebab: 

1) Kegagalan atau kelalian (default) yang dialakukan oleh salah satu pihak yang 

memberi alasan kepada pihak lainnya untuk mengakhiri atau membatalkan 

berlakunya kontrak. 



2) Force majeur yang dialami oleh salah satu atau semua pihak pada suatu 
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kontrak dan yang berlangsung secara berkepanjangan sehingga mendorong 

para pihak untuk sepakat mengakhiri saja kontrak pang mengikat mereka. 

3) Ketentuan hukum yang mengatasi kehendak dan kesepakatan para pihak, 

yang dapat terjadi jika misalnya pada suatu ketika undang-undang yang 

melarang dibuatnya kontrak-kontrak tertentu. 

Sedangkan berakhirnya yang diatur dalam cara-cara hapusnya suatu 

pe rjanjian (discharge), dalam sistem common law didasarkan atas : 

1 )  By performance 

Pihak yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, dihentikan 

dari tanggung jawab memenuhi pe rjanjian di kemudian hari. 

2) By agreement 

Perjanjian diakhm berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah plhak, 

misalnya dengan pembaharuan kontrak setelah memenuh prestasi dan 

kontrak prestasi. 

3) By frustation 

Seringkali terjadi bahwa ketika perjanjian sedang dilakukan terjadi suatu 

peristiwa yang dapat diduga terjadi, sehingga pelaksanaan prestasi yag 

disepakati dalam perjanjian menjadi tidak dapat atau tidak mungkin 

dilaksanakan (impracticable or impossible), contoh: sakit, kecelakaan, perang 

dan sebagaainya. 

4)  By breach 



Bila salah'satu plhak dalam perjanjian gagal melaksanakan prestasi yang telah 

disepakati dalam perjanjian, maka pihak lainya dapat menanggalkan 

(repudiate) perjanjian tersebut, dan ia menjadi tidak hams melakukan 

kewajibannya untuk rnemenuhi prestasi. Kegagalankelalaian (default) adalah 

kegagalan untuk melakukan atau memenuhi suatu kewajiban sebagaimana 

tercantum dalam suatu kontrak, sekuritas akta atau transaksi lainnya. Dalam 

pengertian ccdefaulty', pelaku kegagalan dinamakan "defaulter", yaitu orang 

yang gagal atau lalai memenuhi kewajibannya atau orang yang 

menyalahgunakan uang yang dipercayakan kepadanya untuk disimpan atau 

dipinj am.90 

1. Unsur-Unsur Extraordinary Default 

Pola penyelesaian BLBI yang digunakan oleh BPPN berdasarkan fakta- 

fakta yang akan diuraikan lebih lanjut adalah dapat dikategorikan sebagai 

terminasi gagal bayar yang luar biasa (extraordinary defa~llt)~', karena : 

a. Unsur Terms and Condition 

Realeme Discharge yang diberikan oleh BPPlV pada defaulter tidak 

memperhatikan terms and condition, yaitu pernyataan dan jarninan yang 

diberikan oleh pihak defaulter kepada BPPN dengan dimintakan ganti rugi, 

sehingga pengakhiran suatu kontrak yang seharusnya dapat memberikan 

manfaat bagi pihak kreditur sebagai pihak yang dirugikan (dalam ha1 ini 

pemerintah yang diwakili BPPN), tidak dilakukan. 

Elly Erawaty dan J.S Badudu, Knrntls Besnr Bnhnsn Indonesia, (Jakarta: Aksara, 
2001), hlm 32. 

Johannes Ibrahim, Cross ... op.cit., hlm 63. 



b. Unsur Core Asset 

Setelah penutupan BPPN, sebagian aset tersisa berupa aset kredit, baik yang 

diserahkan berkaitan dengan PKPS maupun AYDA (Aset Yang Diambil 

Alih) yang tidak terjual dalam program penjualan aset BPPN. Seperti pada 

tabel estimasi sisa aset BPPN sampai dengan Desember 2003 yang terbesar 

adalah sisa aset AMC, baik berupa aset kredit (aset inti - core asset) maupun 

aset non kredit atau non inti (non core asset). Sisa aset tersebut diperkirakan 

sekitar Rp. 43 triliun, tentunya dengan tidak mengabaikan usaha BPPN untuk 

melaksanakan program-programnya dalam waktu dua bulan menjelang 

penutupan karena diperkirakan masih ada aset yang belum terjual dalam 

waktu sesingkat itu. Belakangan diketahui aset yang ditransfer BPPN ke PPA 

mencapai Rp. 108,49 triliun. 

c. Unsur potensial out. 

Dalam program penjualan aset kredit sampai dengan Oktober 2003 saja, dari 

portofolio senilai Rp. 3 10,4 1 triliun @otensinl out) dengan jumlah 296.198 

debitur, BPPN telah berhasil menjual aset kredit senilai Rp. 208,05 triliun 

dengan jumlah debitur sebanyak 152.004. Sedangkan jumlah portofolio yang 

belum terjual adalah sebesar Rp. 73,29 triliun dengan jumlah debitur 

sebanyak 97.154 dan jumlah portofolio yang telah dilunasi adalah sebesar Rp. 

29,06 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 47.760. Komposisi total 

portofolio aset kredit sebesar Rp. 3 10,41 triliun, sebanyak 90,6% diantaranya 

berasal dan kredit korporasi dan komersial senilai Rp. 281,22 triliun dengan 

jumlah debitur sebesar 3.478. Sedangkan sisanya 9,4% senilai Rp. 29,16 



b. Unsur Core Asset 

Setelah penutupan BPPN, sebagian aset tersisa berupa aset kredit, baik yang 

diserahkan berkaitan dengan PKPS maupun AYDA (Aset Yang Diambil 

Alih) yang tidak terjual dalam program penjualan aset BPPN. Seperti pada 

tabel estimasi sisa aset BPPN sampai dengan Desember 2003 yang terbesar 

adalah sisa aset AMC, baik berupa aset kredit (aset inti - cove asset) maupun 

aset non kredit atau non inti (non cove asset). Sisa aset tersebut diperkirakan 

sekrtar Rp. 43 triliun, tentunya dengan tidak mengabaikan usaha BPPN untuk 

melaksanakan program-programnya dalam waktu dua bulan menjelang 

penutupan karena diperkirakan masih ada aset yang belum te~jual dalam 

waktu sesingkat itu. Belakangan diketahui aset yang ditransfer BPPN ke PPA 

mencapai Rp. 108,49 triliun. 

c. Unsur potensial out. 

Dalam program penjualan aset kredit sarnpai dengan Oktober 2003 saja, dari 

portofolio senilai Rp. 3 10,41 triliun (potensinl out) dengan jumlah 296.1 98 

debitur, BPPN telah berhasil menjual aset kredit senilai Rp. 208,05 triliun 

dengan jumlah debitur sebanyak 152.004. Sedangkan jumlah portofolio yang 

belum terjual adalah sebesar Rp. 73,29 triliun dengan jumlah debitur 

sebanyak 97.154 dan jumlah portofolio yang telah dilunasi adalah sebesar Rp. 

29,06 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 47.760. Komposisi total 

portofolio aset kredit sebesar Rp. 310,41 triliun, sebanyak 90,6% diantaranya 

berasal dan kredit korporasi dan komersial senilai Rp. 281,22 triliun dengan 

jumlah debitur sebesar 3.478. Sedangkan sisanya 9,4% senilai Rp. 29,16 



triliun berasal dari kredit UKM dan rite1 dengan jumlah debitur sebanyak 
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293.440. Namun dari penjualan total aset kredit senilai Rp. 208,051 triliun di 

atas sekitar 56% atau Rp. 116,492 triliun dan jumlah debitur 1.876 yang 

berasal dari aset kredit yang tidak direstrukturisasi (unrestructured) dan 

seluruhnya berasal dari sektor korporasi dan komersia19?. 

d. Unsur Unsold 

Sisa aset BPPN yang belum terjual (unsold) sebesar Rp. 73,29 triliun dimana 

sekitar 41% atau Rp. 29,85 triliun termasuk aset kredit yang tidak 

direstrukturisasi (unrestructured). Besarnya aset kredit unrestrtlcttlred yang 

telah dijual ke perbankan maupun di lingkungan pasar modal cukup 

signifikan, yakni sekitar 56%. Karena itu otoritas perbankan perlu 

mencermati secara mendalam danlpak atas penjualan portofolio aset kredit 

tersebut terhadap sektor perbankan maupun institusi keuangan mengingat 

mash rentannya sektor perbankan nasional dan belum pulihnya sektor riil. 

Oleh karena itu, pemerintah menelorkan kebijakan penyehatan perbankan 

dalam pola restrukturisasi yang dilaksanakan oleh B P P N . ~ ~  

Faktor Penyebab Extraordinary Default 

Menurut pendapat Krisna ~ i j a ~ a : ~ ~  Berdasarkan pengalaman praktik 

perbankan apabila terjadi gaga1 bayar pada kredit macet pada sebuah bank, 

penyebabnya hanya ada dua, yaitu karena Error Omission dan Error Commision. 

-- 

92 A Denny Daruri dan Djony Edward, BPPN.. .op.cit., hlm 143. 
93 Ibid, hlm 132. 
94 Krisna Wijaya, Analisis Kebijakan Perbankan Nasional, (Jakarta: Elex Media 

Komputindo, Kompas Gramedia, 2010), hlm 206. 



a. Error Ommission (EO) adalah timbulnya kredit macet karena memanfaatkan 
* 

lemahnya peraturan atau ketentuan yang memang belurn ada atau sudah ada, 

tetapi tidak jelas. Error Ommission jelas motihya sejak awal tidak baik, 

dengan kata lain sejak awal niatnya melanggar. Model ini lebih mudah 

dideteksi karena alat pembuktiannya mudah. 

b. Error Commission (EC) yang memang tidak ada aturan dan ketentuannya 

yang dilanggar, tetapi ada motif untuk memanfaatkan belum adanya 

ketentuan atau aturan, sehingga dengan mudah para pejabat bank 

mengeluarkan kebijakan yang didasari oleh unsur-unsur tertentu. Modus EO 

sering terjadi pada saat mengambil keuntungan dari penerimaan kredit. 

Permainan ini sebenarnya sebagai modus klasik, misalnya dalam pemberian 

liqtridity support dalam kasus BLBI, telah dengan sengaja diselewengkan 

oleh begitu banyak bank, sehingga bukannya kebutuhan dari nasabah yang 

mendapatkan prioritas. Akan tetapi, justru kebutuhan dari bank itu sendiri 

beserta kebutuhan dari pihak yang terafiliasi dengan bank, sedangkan modus 

EC ini digunakan sangat rapih dan melibatkan pejabat bank. Berdasarkan 

pengalaman kasus-kasus perbankan nasional yang berkaitan dengan kredit 

macet persoalannya tidak akan lepas dari EO dan EC.'~ 

Dalam temuan penyimpangan penyaluran maupun penggunaan BLBI, 

baik di Bank Indonesia, bank pemerintah dan bank swasta ataupun pihak ketiga .' 

yang terkait, baik yang ditemukan oleh BPK maupun BPKP tidak tertutup 

95 Ibid, hlm 207. 



kemungkinan bahwa kasus-kasus yang terjadi disebabkan adanya faktor EO dan 
9 

EC. 

a. Faktor Error omission 

Dari sisi penggunaan dana BLBI, sebagian besar para penerima BLBI 

memanfaatkan faktor Error omission dengan adanya unsur kelemahan 

persyaratan Surat Direksi BI No. 30/50/DIR/UK tanggal 30 Desember 1997 dan 

bahkan sampai saat ini belum sepenuhnya mengembalikan pinjaman yang berupa 

BLBI tersebut. Dalam hubungan ini sebagian besar bank penerima BLBI yang 

tidak memenuhi persyaratan Surat Direksi BI No. 30/50/DIR/UK tersebut U h  

melakukan wanprestasi. 

b. Faktor Error Conzission 

Berdasarkan temuan BPK dan BPKP, penyaluran BLBI berpotensi 

menimbulkan kerugian negara karena dana yang disalurkan berasal dari keuangan 

negara dan oleh bank-bank penerima telah digunakan tidak sesuai 

peruntukkannya, seperti antara lain untuk membayar kewajiban pihak terkait, 

membayar dana pihak ketiga, membiayai kontrak derivatif, membiayai 

penempatan baru di PUAB, ekspansi kredit dan lain-lain. Mengingat bahwa 

penyirnpangan penggunaan BLBI oleh bank-bank penerima adalah suatu 

perbuatan extraordinary default yang penyelesaiannya digunakan dengan 

penekanan pengembalian bukan tindakan perbuatan melawan hukum. 

Pada hasil audit BPK 3 1 Juli 2000 disebutkan, dari Rp. 144,5 triliun BLBI 

yang dikucurkan ke 48 bank umum nasional itu, sebesar Rp. 138,4 triliun atau 96 

persen dinyatakan berpotensi merugikan negara karena kurang jelas 



penggunaannya. Dari jumlah itu, auditor resmi pemerintah itu menemukan 

penyimpangan Rp. 84,8 triliun. Yang mencengangkan, sebesar Rp. 22,5 triliun di 

antara BLBI yang menyimpang itu digunakan untuk membiayai kontrak derivatif 

alias spekulasi valas. Pembelian dolar AS besar-besaran tahun 1998 yang 

mcnghancurkan nilai rupiah hingga level Rp. 16.000 per dolar AS, antara lain, 

dipicu oleh tindak spekulasi ini. Bank manakah yang melakukan spekulasi valas 

dengan rupiah sebesar itu ? Meski belum ada informasi yang jelas, yang pasti, 

langkah itu efektif diambil oleh pihak yang memiliki akses tinggi ke pusat 

kekuasaan atau pengambil keputusan penting di bidang politik dan ekonomi. 

Audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

terhadap 42 bank penerima BLBI, 1 7 Juli 2000, menemukan penyimpangan 

sebesar Rp. 54,5 triliun, terdiri atas Rp. 53,4 triliun penyimpangan yang 

berindikasi tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana perbankan (TPP) dan 

Rp. 1,159 triliun penyimpangan non-TPK atau non-TPP. Penyimpangan non-TPK 

atau non-TPP adalah perbuatan yang melanggar ketentuan berlaku, tapi tak masuk 

kategori TPWTPP. 

Faktor-faktor Itikad tidak baik pada kasus BLBI berdasarkan hasil audit 

BPKP itu: Spekulasi valas, membiayai ekspansi kredit. Membayar kewajiban 

kepada plhak terkait, dan sangat patut diduga, sebagian besar BLBI itu justru 

masuk ke kantung pribadi. Berdasarkan penelitian Humanika yang dilakukan oleh 

lembaga perusahaan terancam bangkrut, tapi pengusaha justru kaya raya.9" 

96 Humanika, Tiplr Mtrslihat Menghapus BLBI, Fakta Sejarah, (Jakarta: Yayasan 
~ u m a n i k a ,  201 2). 



Pertanggung-jawaban perbuatan Extraordinary Default seharusnya 
5 

diselesaikan melalui PUPN pengelola dan pemilik bank serta debitur. Sedangkan 

kewajiban untuk mengembalikan BLBI adalah para pemegang saham mayoritas di 

masing-masing bank. Untuk BLBI yang diterima BCA, misalnya, tanggung 

jawabnya ada di tangan pemegang saham mayoritas, yakni Soedono Salim, 

Anthony Salim, dan Andre Halim. Temuan penyimpangan penyaluran maupun 

penggunaan BLBI, baik di Bank Indonesia, bank pemerintah dan bank swasta 

ataupun pihak ketiga yang terkait, baik yang ditemukan oleh BPK maupun BPKP 

dikategorikan sebagai kasus Extraordinary Default ini terjadi disebabkan adanya 

Error Omisssion dan Error Comission; 

a. Mismanajemen pengelolaan dana pinjaman. 

b. Dari sisi penggunaan dana BLBI, sebagian besar para penerima BLBI tidak 

memenuhi persyaratan Surat Direksi BI No. 30/50/DWLIK tanggal 30 

Desember 1997 

c. Belum sepenuhnya mengembalikan pinjaman yang berupa BLBI tersebut. 

Sebagian besar bank penerima BLBI yang tidak memenuhi persyaratan Surat 

Direksi BI No. 30/50/DIR/UK tersebut dapat dikatagorikan wanprestasi skala 

besar atau telah terjadi perbuatan extraordinary default. 

d. Berpotensi menimbulkan kerugian negara karena dana yang disalurkan 

berasal dari keuangan negara dan oleh bank-bank penerima telah .digunakan 

tidak sesuai peruntukannya, seperti antara lain untuk: membayar kewajiban 

pihak terkait, membayar dana pihak ketiga, membiayai kontrak derivatif, 

membiayai penempatan baru di PUAB, ekspansi kredit dan lain-lain. 



Mengingat bahwa penyrmpangan penggunaan BLBI oleh bank-bank 
+ 

penerima adalah bukan suatu perbuatan melawan hukum, tetapi perbuatan 

wanprestasi karena telah didahulu dengan MSAA, maka sudah tidak sepantasnya 

perbuatan ini dapat diproses dengan menerapkan UU No. 3 Tahun 1971 Tentang 

Tindak Pidana Korupsi, dan atau UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 ~ a h u n  

1998 Tentang Tindak Pidana Perbankan. Apabila terjadi penyimpangan dalam 

penyaluran dadatau penggunaannya, kemudian pemerintah melakukan tindakan 

bernegosiasi dengan pola MSAA, maka jumlah kerugian negara tidak dapat 

dipertanggung-jawabkan secara pidana. 

~enyaluran BLBI sebagai suatu perbuatan extraordinary default yang 

berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan 

tindakan hukurn represif , karena penyaluran BLBI dilakukan dengan alasan, 

yaitu karena sebab-sebab yang dilakukan dalam keadaan krisis dan darurat 

dadatau karena melakukan ketentuan Undang-Undang dan atau karena perintah 

jabatan, beroeprecht dan atau demi kepentingan umum. Tindakan yang dilakukan 

dengan pertirnbangan tersebut mempunyai alasan pembenar dan pemaaf dalam 

tindakan represif pemerintah bukan dengan kategori-kategori sifat perbuatan 

melawan hukum materil karena landasan hukumnya adalah hukum administrasi 

negara, maka penyelesaianya juga hams melalui badan khusus dimana undang- 

undangnya mengandung unsur-unsur hukurn materil dan hukum..formil. 

Dengan demikian apabila terjadi krisis serupa di masa yang akan datang, 

Pejabat BI dapat bertindak tegas tanpa ragu-ragu untuk melaksanakan tugasnya 

tanpa dibayang-bayangi kehawatiran akan adanya ancaman pidana. Penyaluran 



maupun penggunaan BLBI apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku bukanlah suatu tindak pidana. Akan tetapi, penylmpangan penyaluran dan 

penggunaan dengan itikad baik tentunya hams mendapatkan penilaian yang 

rasional, obyektif, proporsional dan professional, sedangkan yang dilakukan 

dengan itikad tidak baik kepada pelakunya dapat diminta pertanggung-jawaban 

secara pidana. 

Tabel 2.6. Proses Peradilan Kasus BLBI 

Haryono 

Haryono 

Widjaja * 
Hartono 

Rahar'a * 
I Putranto 

7 1 Shemy 

Ariawan 

Tanubrata 

11 1 Kaharudin 

1 Vonis Seumur Hidup 
Bank Harapan ( 305.345.074.000 1 Pengadilan Negeri 

Perkara 
Bank Aspac 

Bank Aspac 

- 

Bank Servitia 

Santosa 1 dan USD 2.304.809,36 / V O ~ S  Seumur Hidup ! 
Bank Harauana 1 305.345.074.000 Penaadilan Negeri 

Kerugian Negara 
583.478.957.594 

583 475.957.594 

a 

1.306.430.307.777 

Tingkat Pemeriksaan 
Pengadilan Negeri 
Vonis 1 tahun kasasi 
Vonis 4 tahun 
Pengadilan Negeri 
Vonis 5 tahun 
Pengadilan Tinggi 
Vonis 6 tahun 
Pengadilan Negeri 
Vonis 1 tahun Banding 
Vonis 4 tahun 
Mahkamah Agung 
Vonis 8 tahun 
Pengadilan Negeri 
Vonis bebas 
Mahkamah Agung 

Bank Modem ( 80.742.270.581 

Santosa 
Bank Harapan 
Santosa 
Bank Surya 

Bank Umum 

Vonis 4 tahun penjara 
Pengadilan Negeri 

Nasional 

dan USD 2.304.809,36 
305.345.074.000 
dan USD 2.304.509,36 
1,5 triliun 

1,5 triliun 
( Vonis Seumur Hidup 

Nasional 

Bank Umum 
Nasional 
South Eas Asia 
bank 
South Eas Asia 

 oni is 20 tahun-penjara 
Pengadilan Negeri 
Vonis 20 tahun penjara 
Pengadilan Negeri 
Vonis Seumur Hidup 
Pengadilan Negeri 

Bank Umum ( 6.738.632.426.680 '. ( Pengadilan Negeri 

6.738.632.426.680 

280 milyar 

280 milyar 

 oni is 10 tahun 
Pengadilan Tinggi 
Vonis Bebas 
Pengadilan Negeri 
Vonis Bebas 
Pengadilan Negeri 
Vonis 10 bulan 
~engadilan Negeri 



280 mil yar Pengadilan Negeri 

1 1 Vonis 1 tahun 6 bulan 
17 BDNI (1 6.926.369.324.999,80 dan I SP3 

1 Nursalim ( USD 96.700.000 

E. Pola Penyelesaian Model Hukum Responsif 

Penjelasan mengenai pola penyelesaian utang BLBI menggunakan pola 

penegakan hukum responsifat dapat dilihat dari arsitektur gagasan harmonisasi 

dengan mekanisme perjanjian R & D adalah pola keberpihakan pada d e b i t ~ r . ~ ~  

Release and Discharge ( R  & D ) dan Tuntutan Penghapusan Pidana. Penerapan 

klausula Release and Discharge dalarn penyelesaian kewajiban BLBI pada 

dasarnya dilandasi oleh pertimbangan bahwa pengembalian dana BLBI lebih 

97 Secara umum, pendekatan. hukum untuk penyelesaian gagal bayar dapat 
diklasifikasikan sebagai pro-kreditur atau pro-debitur. Sebagian besar negara-negara yang 
memperoleh hukum mereka dari Inggris tradisi common law, termasuk Inggris, sebagian besar 
negara-negara Persemakmuran, dan Inggris-berafiliasi pusat keuangan lepas pantai, memiliki 
hukum pro-kreditor, yang kita istilahkan "Inggris" pendekatan atau kerangka kerja. Jerman, Italia, 
Cina dan Jepang memiliki pendekatan serupa, meskipun mereka tidak berbagi warisan hukum 
yang sama.Negara-negara yang memiliki kerangka hukum asal-usul mereka dalam Kode Napoleon' 
umumnya pro-debitur dalam pendekatan mereka untuk gagal bayarlkebangkrutan , yang disebut 
"Franco-Latin". Negara-negara termasuk Perancis, Spanyol, sebagian besar dari Amerika Latin, 
serta sebagian besar Timur Tengah dan Afrika. Sedangkan anteseden hukum AS terletak pada 
tradisi common law lnggris (kecuali Louisiana hukum, yang berasal dari tradisi Perancis), AS 
telah berkembang sistem hibrida hukum umum dan undangkan yang luas pro-debitur dengan 
pengecualian pro-kreditur yang signifikan. 

Undang-undang Pro-kreditur mengakui hak kreditur.. untuk melindungi diri terhadap 
default melalui perjanjian kontrak yang sebelumnya sehingga memungkinkan para pihak untuk 
menutup kontrak dengan pengimpasan utang. 

Pendekatan Franco-Latin, di sisi lain, berusaha untuk memaksimalkan asset perusahaan 
dengan mengusahakan pegimpasan berdasar kesepakatan , dan. Penolakan selektif seperti kontrak 
dikenal sebagai "cherry picking." Pendekatan Franco-Latin sering mengabaikan pribadi 
dinegosiasikan sesudah kontrak sebelumnya, yang akan mendukung salah satu kreditur atas yang 
lain. ( Lihat William J Bergman, Bliss, A. Johnsons .G Kaufman- Netting, Financial Contract , 
and.Bank The Economic Implication, Paper, Federal Reserve Bank of Chicago, 2003. 



penting daripada penerapan sanksi hukum terhadap para debitur. Di samping itu, 
i 

pertimbangan lainnya : 98 

1) pemerintah menggunakan manajemen biasa (ordinary management), 

bukan manalemen dalam keadaan krisis ; 

2) tidak terdapat kebijakan yang menjadikan perkara yang berhubungan 

dengan Bantuan Lihiditas Bank Indonesia sebagai perkara prioritas. 

Akibatnya penyidikan, penuntutan dan perkara Bantuan Likuiditas 

Bank Indonesia be rjalan dengan lamban." 

Rumusan Klausula Release and Discharge dalam perjanjian penyelesaian 

kewajiban Bantuan Likuiditas Bank Indonesia secara rinci sebagai berikut : 

Pembebasan dan Pelepasan BPPN 

Berdasarkan atas atas pemenuhan syarat-syarat BPPN atas kebijakannya 
sendiri, maka setiap transaksi yang dispesifikasikan dalam ketentuan di sini 
telah diselesadcan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan 
dalam pe rjanjian in, dan bahwa semua syarat-syarat yang preseden dengan 
penutupan transaksi dari setiap transaksi semacam ini yang dispesifikasikan 
dalam perjanjian ini, termasuk semua syarat-syarat yang dispesifikasikan 
dalam bagian 3 dan 8 di sini, telah dipenuhi (atau, apabila tidak diselesaikan, 
kesampingkan oleh BPPN), maka : 

a. Pelanggaran perundang-undangan dan peraturan sehubungan dengan 

pinjarnan afiliasi dan pinjam meminjam lainnya yang digolongkan dan 

dikategorisasikan sebagai melebih batas peminjaman sah (Pinjaman 

BMPK) akan dianggap telah direktifikasi dan diselesaikan; 

b. BPPN dan Kantor Jaksa Agung (sehubungan dengan Kantor Jaksa 

Agung, sejauh bahwa Jaksa Agung telah mengetahui atau meratifikasi 

" Hudory and Pertner - Sttrcli Hztkzrm Bantunn Likuiditns Bank Indonesia, (Jakarta: Bank 
Indonesia, 2002), hlm 96. 



Perjanjian ini secara tertulis dan menandatangani'halaman tanda tangan 
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di sini atau lainnya), tidak akan memulai atau melakukan tindakan 

hukuin apapun, atau menegakkan hak hukum yang BPPN atau Kantor 

Jaksa dapat miliki terhadap Bank tersebut, para pemegang saharn, 

komisaris, direksi dan para pejabat sehubungan dengan masalah- 

masalah apapun yang terkait dengan pelanggaran undang-undang dan 

peraturan terkait dengan Pinjaman Afiliasi atau masalah apapun yang 

terkait dengan Dukungan Likuiditas; dan 

c. BPPIV akan membebaskan : 

1) Para Pemegang Saham berkewajiban selanjutnya sesuai dengan 

ketentuan Jaminan Likuiditas dan sesuai dengan ketentuan jaminan 

agunan atau pengaturan dan jarninan yang diberikan oleh para 

Pemegang Saham berkenaan dengan pinjaman afiliasi (yang tunduk 

pada hold back aset dan hak BPPN mereinstate (mengembalikan 

kepada kondisilposisi semula) liabilitaslkewajiban, atas 

kebijakannya sendiri, apabila BPPN mempunyai alasan untuk 

meyakini bahwa pernyataan atau jaminan apapun oleh para 

Pemegang Saham di sini tidaklah benar, ketika dibuat atau 

disuplementasikan, atau Pemegang Saham atau Pihak Terkait telah 

melanggar kewajiban apapun di sini, atau dokumen apapun yang 

dimaksudkan di sini, atau transaksi apapun yang dimaksudkan di 

sini yang telah dihapuskan, dibalikkan, atau dinyatakan sebagai 

tidak absah oleh ketentuan peradilan apapun atau lainnya); 



2) Bank 'dari kewajibanlliabilitas lebih lanjut untuk pembayaran 

kembali dukungan likuiditas dan sesuai dengan jaminan likuiditas; 

dan 

3) Para peminjam yang relevan dan Para Pemegang Saham 

liabilitas/kewajiban labih lanjut untuk pembayaran kembali 

pinjaman afiliasi kepada bank. 

Penghapusan tuntutan pidana melalui depenalisasi, didasarkan atas 

pertimbangan manfaat dan biaya (cost and benejt analysis), di mana dengan 

dihapuskannya tuntutan pidana atas penylmpangan dana BLBI, maka 

pemerintah akan memperoleh kembali dana BLBI sebagai kompensasinya. 

Upaya ini akan memperoleh manfaat dan biaya yang efisien dibandingkan 

apabila pemerintah menerapkan sanksi pidana. Berdasarkan ha1 tersebut di 

atas, Hassanain Haykal berpendapat bahwa dalam kebijakan hukum pidana di 

masa yang akan datang, pemerintah sebaiknya memperhatlkan aspek manfaat 

dan biaya (cost and benefit) dalam penerapan hukum pidana dalam peraturan 

perundang-undangan, lhususnya peraturan-perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penyelesaian kewajiban BLBI. 

Menurut Hassanain Haykal yang mengutip pendapat M. Cherif 

Bassiouni, menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan dekriminalisasi 

hams didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang 

mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk: 99 

99 Hassanain Haykal mengutip dari Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan 
Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005), hlm 162. 



a. keseirnbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan 

hasil yang dicari atau yang ingin dicapai (the proporsi and anality of the 

means used in relationship to the outcome obtaimed); 

b. analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalarn hubungannya 

dengan tujuan-tujuan yang dicari (the cost analysis of the otitcome in 

relationship to the objective thought); 

c. penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya 

dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia (the appraisal of the 

objective thought in relationship to other priorities in the allocation of 

resources of human power); 

d. pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan 

dengan (dipandang dari segi) pengaruh-pengaruhnya yang sekunder (the 

social impact of criminalization and decriminalization in term of its 

secondary effect). 

Lebih lanjut Hassanain Haykal menganalisa bahwa dengan kehadiran 

Release and Dicharge dalam MSAA merupakan suatu ultimum remedium. Hal ini 

dapat dilihat dari rumusan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 Tentang 

Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah 

Menyelesaikan Kewajiban Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak 

Menyelesaikan Kewajiban Berdasarkan Kewajiban Pemegang Saham, 

menyatakan : 

" Terhadap debitur yang kooperatg dalam melaksanakan perjanjian 

dimaksud perlu diberikan jaminan kepastian hukum dun bagi yang tidak 



menandatangani atau tidak melaksanakan perjanjian dimaksud perlu diberi 
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tindakan hukum yang tegas dan konkrit.. " 

Berdasarkan rumusan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 Tentang 

Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah 

Menyelesaikan Kewajiban Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak 

Menyelesaikan Kewajiban Berdasarkan Kewajiban Pemegang Saham, maka 

dengan dengan dipenuhinya kewajiban perdata oleh Pemegang Saharn, maka 

Pemegang Saham akan diberikan jaminan kepastian hukum, dalam ha1 ini 

berupa pembebasan dan pelepasan tuntutan pidana. Namun apabila Pemegang 

Saham tidak dapat memenuhi kewajibannya secara perdata maka tuntutan 

pidana akan terus berlangsung dan digunakan sebagai upaya terakhir. 

Di samping sebagai ultimum remedium, kehadiran Release and 

Discharge dalam perjanjian MSAA merupakan suatu ancaman yang digunakan 

untuk mengingatkan orang, di mana bila Pemegang Saham tidak memenuhi 

kewajiban perdata maka akan terkena ancaman pidana berdasarkan pada 

argumentasi ad baculum. 100 

Meski demikian, perjanjian penyelesaian kewajiban BLBI pada 

dasarnya berada dalam ruang lingkup hukum perdata, sehingga hukum publik 

dengan adanya perjanjian penyelesaian kewajiban BLBI akan tunduk pada 

l o o  Argumen tersebut diatas dikutip oleh Hassanain Haykal dari pendapat Philipus M. 
Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argtrrnentasi Htlktlm, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2005), 
hlm 17. Lebih lanjut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan argumentasi ad bactlltlm adalah 
menerima atau menolak suatu argumentasi hanya karena suatu ancaman. Ancaman itu membuat 
orang takut. Dalam bidang hukum, cara itu tidak sesat apabila digunakan untuk mengingatkan 
orang tentang suatu ketentuan hukum. Sebagai contoh di Surabaya di seluruh pojok kota dipasang 
papan kuning yang berisi ancaman bagi pelanggar PERDA. (dipetik dari Hassanain Haykal ) 



kaidah-kaidah dan asas-asas hukurn perdatalprivat. Penerapan Release and 
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Discharge adalah perikatan bersumber undang-undang dengan mengacu pada 

perjanjian MSAA bergeser inenjadi perikatan bersumber perjanjian adalah 

merupakan salah satu upaya pemerintah . -untuk menghapuskan tuntutan 

pidana.'O' Melalui Release and Discharge, maka tuntutan terhadap Bank, 

Komisaris, maupun Direksi akan dihapuskan. Hal ini dapat dilihat dari 

rumusan di bawah ini 

" BPPN dan Kantor Jaksa Agung (sehubungan dengan Kantor Jaksa 

Agung, sejauh bahwa Jaksa Agung telah mengetahui atatl meratz3kasi 

Perjnnjian ini secara tertulis dan rnenandatangani halanzan tanda tangan di 

sini atau lainnya), tidak akan memulai atat1 melakukan tiizdaknn hukum 

apapun, atau menegakkan hak hukum vang BPPN atau Kantor Jaksa dapat 

miliki terhadap Bank tersebut, para pemegang saham, komisaris, direksi 

dan para pejabat sehubungan dengan masalah-masalah apapun yang 

terkait dengan pelanggaran undang-undang dan peraturan terkait dengan 

Pinjaman AJiliasi atau masalah apapun yang terkait dengan Dukungan 

Likuiditas " 

Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui perjanjian MSAA 

merupakan perbuatan hukum yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata, 

namun dengan adanya klausula Release and Discharge sebagai penghapusan 

tuntutan pidana, maka telah te rjadi perubahan perikatan bersumber undang- 

'O' Kebijakan tersebut adalah tidak taai asas karena Penghapusan tuntutan pidana adalah suatu 
norrna khusus untuk melepaskan seseorang dari suatu tindak kejahatan. (disalin dari Hassanain HAykal 
opcit..) 



undang menjadi perikatan bersumber pe rjanjian . Perubahan norma hukum 
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demikian dapat digunakan untuk membedakan antara perikatan bersurnber 

perjanjian dan perikatan bersumber undang-undang adalah sebagai berikut : 

a. dalam perikatan bersurnber undang-undang, salah satu pihaknya adalah 

penguasa, dan tidak ada unsur kehendak sedangkan dalam hukum privat 

kedua belah pihak adalah perorangan tanpa menutup kemungkinan bahwa 

dalam hukum perdata pun dapat menjadi pihak juga; 

b. perikatan bersumber undang-undang adalah hukum publik sifatnya 

memaksa, sedangkan perikatan bersumber perjanjian adalah peraturan 

hukum privat pada umumnya bersifat melengkapi, meskipun ada juga 

yang bersifat memaksa; 

c. semula pembedaan hukum publik dan hukum privat berdasarkan 

tujuannya. Tujuan hukum publik adalah melindungi kepentingan umum, 

sedangkan hukum privat tujuannya adalah melindungi kepentingan 

perorangan atau individu;lO' Bellefroid mengemukakan bahwa, hukum 

publik adalah kaidah-kaidah yang mengatur hal-ha1 ketatanegaraan, 

khususnya yang menyangkut cara-cara: 

1) Badan-badanllembaga-lembaga negara menjalankan tugasnya dan 

wewenangnya; 

2) perwujudan hubungan hukum antara pemerintah (negara) dengan 

masyarakat ; 

'02 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hztktrrn Stlntt* Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 
1999), hlm 122-123. (dipetik dari Hassanain Haykail , op cit ..... ) 



3) perwujudan hubungan hukum antara lembaga-lembaga 

negardpemerintahan. 

Sedangkan hukum privat mengahu tata tertib masyarakat yang 

menyangkut kepentingan individual perseorangan para warga masyarakat, 

khususnya dalam urusan-urusan tentang : 

1) hubungan kekeluargaan; 

2) pengurusan kekayaan pribadi; 

3) hubungan-hubungan antar pribadilperorangan di dalam masyarakat; 

4) hubungan-hubungan yang menyangkut. 

Pergeseran perikatan bersumber perj anjian sebagai hukurn privat ke dalam 

perikatan bersumber undang-undang sebagai hukum publik dalam perj anjian 

penyelesaian kewajiban BLBI melalui pola MSAA tidak terlepas dari substansi 

yang terkandung dalam perjanjian tersebut, disebabkan : 

1) bank adalah suatu lembaga intermediasi, di mana di dalamnya terdapat 

kepentingan masyarakat. Pada penyelesaian kewajiban BLBI, fungsi dan 

peran intermediasi sangat berpengaruh terhadap kemampuan bank untuk 

mengembalikan dana BLBI; 

2) perjanjian penyelesaian kewajiban BLBI merupakan penjabaran dari 

beberapa peraturan dan kebijakan publik, antara lain : Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas, Instruksi Presiden Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur 

yang Telah Menyelesaikan Kewajiban atau Tindakan Hukum Kepada 

Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban Berdasarkan Kewajiban 



Pemegang Saham dan Keputusan KKSK Nomor 02/K.KKSW03/2002 
e 

Tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang 

Perusahaan; 

3) adanya keterlibatan badan hukum publik dalam perjanjian MSAA. 

Di samping itu, pengaturan isi perikatan yang semula bersumber udang- 

undang dengan dikeluakan kebijakan R & D berubah menjadi responsif 

bersurnber perjanjian adalah usaha represif - responsif hanya untuk menjaga 

keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Pergeseran 

demikian dalam kajian hukum responsif Philip Nonet, disebut sebagai seni 

membolak balikan hukum. 

Dalam perjanjian penyelesaian kewajiban Bantuan Likuiditas Bank 

Indonesia melalui pola MSAA, pemerintah yang dalam ha1 in i  diwakili oleh 

BPPN tidak mengawasi kepentingan salah satu individu dalam suatu perjanjian, 

melainkan mengawasi kepentingan dirinya sendiri, di mana pengembalian dana 

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia akhirnya belum juga dapat memulihkan 

perekonornian masyarakat. Akan tetapi, justru menimbulkan gaga1 bayar yang 

sangat luar biasa (extraordinary default). 

Dana talangan dari pemerintah yang dikeluarkan untuk membeli piutang 

macet (Cessie) BLBI dibayar dengan menjual surat utang negara (SUN) jangka 

panjang (obligasi) senilai Rp. 641 triliun (kegunaannya terbagi atas program BLBI 

Rp. 144,5 triliun, program penjaminan Rp 53,s triliun, penjaminan Bank Exim 

Rp. 20 triliun, program rekapitulasi bank Rp. 422,6 triliun) dengan tingkat bunga 

12-14 %, obligasi tersebut masih memberikan beban bunga Rp. 35 triliun 



pertahun pada APBN 2009, sehingga pembayaran utang pokok dan bunga 
e 

keseluruhanya mencapai Rp. 170 triliun. Sebelum dibubarkan pada tahun 2002, 

BPPN hanya berhasil memperoleh tingkat pemulihan (recovery) sebesar 26,8 % 

atau sejumlah Rp. 127,47 triliun dengan hanya memperoleh tingkat pemulihan 

sebesar itu berarti terdapat sejumlah NPL yang tidak dapat ditagih dan jumlah ini 

merupakan bagian yang kosong dari obligasi yang notabene tidak akan pernah 

dibayarkan kembali. Akan tetapi, pemerintah tetap harus membayar keselunihan 

yang tersisakan itu dalarn bentuk bunga pada setiap tahun seterusnya di masa 

depan sampai dengan tahun 2021 .Io3  

Bandingkan dengan recovery Bank Century tahun 2008 biaya knsis 

meningkat dari Rp 6,7 triliun menjadi Rp 8,01 triliun , nilai jual ( akuisisi ) 

kepada perusahaan Jepang , J Trust Co. Ltd , sebesar Rp 4,4 triliun , dengan 

demikian total biaya krisis penyelesaian bank century adalah sebesar Rp 3,6 

triliun atau 55 % hanya bisa ditank oleh negara , tapi tidak dapat dlkatagorikan 

sebagai kerugian negara , penjualan ini mengacu pada ketentuan ~nang-undang 

nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjarnin ~ i m ~ a n a n ' ~ ~ . n o r m a  yang 

lo3 Sumber lain mengatakan bahwa surat utang negaralobligasi itu adalah Rp. 700 triliun, 
pembayaran bunga Rp. 110 triliun untuk luar dan dalam negeri mencapai 15 perseniliun, atau 
keseluruhannya mencapai Rp. 170 triliun, bandingkan dengan total anggaran untuk enam 
departemen, yakni Depatemen Pertahanan Rp. 35 triliun, Polri Rp. 25 triliun, Departemen Agama 
Rp 20,7 triliun, Departemen Kesehatan Rp. 19,3 triliun, Departemen Perhubungan Rp. 16,l triliun, 
Total anggaran berjumlh Rp. 151,8 triliun). Lihat Hendy Herijanto, Selamntkan Perbankan Demi 
Perekonomian Indonesia, (Jakarta: PT Mizan Indonesia, 2013), hlm 34. 

104 Berdasarkan pasal42 Ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dijelaskan saham bank dalam penanganan hams terjual 
paling lama tiga tahun sejak penanganan bank gaga1 . Tingkat pengembalian hams sama dengan 
dana penempatan. Namun ,setelah lima tahun bisa dijual dibawah nilai penyertaan. Pasal 81 Ayat 
(2) menyebutkan , Kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan. Oleh karena itu tidak 
bisa dinilai menjual dengan sebutan memgikan negara juga tidak bisa dikatakan jika penjualan 
Bank Mutiara dibawah nilai bail out seperti mengkonfirmasikan kemgian negara. Sebab ,LPS 
bukan lembaga investasi bank . Jika ia investasi bank, tentu tidak akan membeli bank yang rusak 



PENYELESAIAN UTANG BLBI DENGAN POLA HUKUM REPRESIF 

A. Penegakan Hukum secara Represif 

Represif berasal dari bahasa Inggris "repressive" yang berarti 

penindasanlmenindas. Bersifat represi menurut kamus besar bahasa Indonesia 

berarti menekan, mengekang, menahan, atau menindas.' 

Hukum represif menurut Philippe Nonet - Phlilip selznick2 dapat dilihat 

dari adaptasi institusi-institusi hukum terhadap lingkungan kekuasaan atau 

otoritas. Kata "adaptasi" menunjukkan hukum berada pada kondisi subordinat (di 

bawah pengaruh) kekuasaan. Kekuatan penguasa menjadi kekuatan otoritas 

sebagai pengendali legitirnasi yang dapat menembus semua pintu masuk ke dalam 

"sistem" hukum. Hukum dikendalikan oleh suatu kekuatan otoritas yang paling 

berkuasa di negara itu. Penerapan ancainan pidana adalah sebagai bentuk yang 

paling mendominasi diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam 

mengontrol warga masyarakat agar selalu menaati kehendak pemerintah. Di 

sinilah wajah represif itu muncul. Hukum tampil dengan wajah tunggal yang 

' ICamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Kedua, Balai Bahasa: Departemen Pendidikan 
Nasional, Jakarta, 1989. 

Philippe Nonet lahir dan besal. di Belgia. Ia mendapat pendidikan hukum dan meraih 
doktor di bidang ini pada tahun 1961. Setelah itu ia belajar dan mengajar di bagian sosiologi UC 
Berkeley sebelum bergabung di Boalt Faculty pada 1977. Nonet adalah Charge de Colli-s pada the 
Universite Catholique d e  Louvain dari tahun 1966 sampai dengan 1970, seorang visiting professor 
di Universitas Bremen pada 1981. Sementara itu, Philip Selznick adaIah professor enzerit~ls of law 
and society pada UC Berkeley. Ia meraih gelar doktor tahun 1947 dari Universitas Columbia, 
tempat ia menimbah ilmu dari Robert I<. Merton. Selznick dikenal sebagai penggagas teori 
organisasi, sosiologi hukum, dan administrasi publik. Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah 
dua nama yang dikenal luas sebagai pencetus Teori Pembangunan Hukum (Development Theory of 
Law), suatu teori yang diangkat dari kajian hukum menurut perspektif ilmu politik. Dua nama ini, 
Nonet & Selznick kerap diperbincangkan karena mereka memperkenalkan tiga tipe hukum dalam 
teori pembangunan hukum~ya, yaitu tipe hukum represif, otonom, dan responsif. 
Hukum Represif. 



menjunjung tinggi asas sub-ordinat, dan tanpa kompromi atau menyingkirkan asas 

e 

keseimbangan. Sebaliknya akses untuk negosiasi dan jalur dua arah (partisipasi) 

dalam hukum dibatasi sangat sempit. Keberadaan dan keberlakuan hukum tidak 

perlu hams memperhatlkan kepentingan warga yang diperintah. Pada tipe ini 

hukum dan politik merupakan satu kesa'tuan di dalam sistem pemerintahan. 

Gagasan hukum represif menurut Nonet dari sebuah anggapan bahwa 

tatanan hukum tertentu dapat berupa ketidakadilan yang tegas. Keberadaan hukum 

tidak menjamin keadilan apalagi keadilan substantif. Sebaliknya, setiap tatanan 

hukum memiliki potensi represif sebab hingga tingkat tertentu ia akan selalu 

terikat pada status quo dan dengan memberikan baju otoritas pada penguasa, 

hukum membuat semakin efektif. 

Kekuasaan pemerintah bersifat represif manakala kekuasaan tersebut 

menekan kepentingan orang-orang yang diperintah, yaitu ketika kekuasaan 

dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka atau dengan mengingkari legitimasi 

mereka. Benar bahwa setiap keputusan pemerintah dapat mensyaratkan 

tergantungnya pemenuhan beberapa kepentingan pada kepentingan lainnya. Tidak 

semua tuntutan dapat dikabulkan dan setiap kepentingan diberi pengakuan yang 

sarna. Akan tetapi, jika kita mengesarnpingkan suatu kepentingan ketlka kita 

memberikan keleluasaan bagi suatu ha1 yang memang hams diprioritaskan, maka 

ha1 itu dapat dikategorikan sebagai sebuah represi. Sebuah keputusan yang 

merugikan bukan merupakan sebuah represi sepanjang keputusan itu tidak 

membahayakan, misalnya dengan mengikuti prosedur yang menghormati hak-hak 



seseorang atau dengan mencari cara yang dapat mengurangi atau membatasi 
=- 

akibat yang membahayakan. 

Paham represif Nonet sejalan dengan pemahaman dari Jurgen Habermas, 

seorang filsuf jerman mengatakan bahwa represif merupakan lawan dari 

deliberatif. Deliberatif berarti menimbang-nimbang, konsultasi atau musyawarah. 

Sedangkan represif merupakan kekuasaan yang menindas, memaksakan kehendak 

perundang-undangan kepada masyarakat. Hal tersebut bisa berupa penghambatan 

terhadap individu atau komunitas dengan alasan pelaksanaan paksa, terutama 

sekali bertujuan untuk membatasi atau mencegah kemampuan mengajukan protes 

atau upaya h u h m  lainnya untuk mengambil bagian dari kepentingannya untuk 

berdialog atau bemegoisas] atas kelalaian tindakannya 

Rakyat yang konfrontatif terhadap pemerintah diawasi dan ketertiban 

hams dimenangkan. Demiluan pula mereka yang berhaluan dan bersebrangan 

dengan pemerintah. Kebijakan represif menekankan pada penggunaan hukuman 

terhadap kesalahan. Ciri lainnya adalah menggunakan maten dalarn hukuman dan 

imbalan, berisi perintah, serta komunikasi satu arah. Tindakan represif ini bisa 

direpresentasikan dengan kebijakan sub-ordinat dimana kedudukan pemerintah 

lebih h a t  dari pada kepentingan perseorangan, sehingga penegakan hukum hams 

dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus dengan penekanan kepada tujuan 

tunggal. .. 

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, hngsi penegakan hukum 

terikat oleh problem dan konteks tertentu (keadaan yang dihadapi), ketika keadaan 

Budi Hardiman, Filsclfnt Fragn~entaris, (Jakarta: Icanisius, 2007), hlm 112 -1 16 



benar-benar parah, atau dalam keadaan bahaya, tertib hukum hams memilllu 
+ 

potensi represif. Kondisi-kondisi yang demikrian memerlukan persyaratan bagi 

I efektivitas penegakan hukum, yaitu: menjamin tegaknya keadilan yang benar- 

benar mampu untuk memperkuat nilai hukum yang menunjukkan alternatif- 

alternatif pemaksaan,4 dan memberikan otoritas kepada penguasa untuk 

I melakukan tindakan-tindakan hukum dengan surnber daya yang tersedia untuk 

mencapai tujuan yang menguntungkan negara. Setiap tindakan yang dilakukan 

atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mensyaratkan beberapa kepentingan 

I di bawah kepentingan yang lainnya. Sebuah keputusan dari sebuah kebijakan yang 

meruglkan kepentingan lain dan bahkan menyakitkan, bukan merupakan suatu 

represi sepanjang keputusan itu dimaksudkan untuk menghindari timbulnya 

bahaya (kerugian negara). Dengan demikian, pembuatan peraturan perundang- 

undangan hams memperhatikan prinsip non keseimbangadsub-ordinat dan 

purposing (tujuan). 

1. Prinsip Non Keseimbangan 

Prinsip ini diperlukan hanya untuk menghormati hak-hak seseorang atau 

mencari cara yang dapat mengurangi atau membatasi akibat yang 

membahayakan. Paksaan tidak hams represif demikian juga represif tidak 

hams bersifat memaksa secara langsung ketika pemerintah mendapatkan 

.. legitimasi untuk menegakan ketertiban umum dalam keadaan krisis (krisis 

ekonomi/krisis moneter) yang berpotensi merugikan keuangan, maka 

tindakan hukum pemerintah hams mengesampingkan asas keseimbangan, 

Philippe Nonet - Philip Selznick, Law and Society: Toward Responsive Law, 
Terjemahan, Raisul Muttaqiem, Huktrm Responsif, (Bandung: Penerbit Nusamedia, 20071, hlm 52. 



maka yang diperlukan adalah badan khusus yang disesuaikan dengan 

ketertiban, memiliki otontas sub ordinasif5 sebagai lembaga superbody, 

sehingga dengan demikian tindakan hukum pemerintah dapat dirasakan 

bukan sebagai tindakan represi.Bentuk represi yang paling potensial yang 

dilakukan oleh lembaga superbody ini adalah penggunaan kekuasaan yang 

diberikan undang-undang untuk menyidikkan dalarn upaya melaksanakan 

kekuasaan, misalnya untuk menyita barang jaminan atau menahan seseorang, 

menekan pihak yang tidak patuh atau menghentikan protes. Represi yang 

dilakukan lembaga penagih ini, yaitu mendorong tahapan-tahapan prosedur 

dan menggali isi perjanjian untuk mendapatkan suatu penyelesaian yang 

diakibatkan oleh adanya extradionary d e f a ~ l t . ~  

Dalarn model hukum represif, implementasi kebijakan akan menghasilkan 

penegakan hukum yang efektif bila memenuhi persayaratan sebagai berikut : 

a. Tersedianya alat-alat peillaksa untuk melaksanakan tindakan hukum 

yang dapat membenkan alternatif-alternatif penggunaan paksaan. 

b . Dibentuknya institusi hukum dan prosedur pelayanan. Aturan hukum 

memberikan corak otoritas pada kekuasaan. 

Sedangkan peraturan perundang-undangan diperlukan sebagai instrumen 

kebijakan publik pada sasaran 

Adalah kedudukan kreditur atau pemerintah lebih tinggi daripada debitur 
Substansi hukum represif adalah undang-undang yang mengandung unsur-unsur hukum 

materiil dan unsur-unsur hukum formil. 
Philippe Nonet-Philip Selznick, Hukum ... op.ci~, hlm 25. 



2. Purposing 
s 

Tujuan serta kepentingan yang beragam disingkirkan karena program- 

program publik mengambil alih pola dimensi tunggal dengan lembaga resmi 

yang dibentuk sebagai pemegang otoritas dan keputusannya tidak dapat 

diganggu gugat (invisibilitas). 

Philippe Nonet dan Philip Selznick juga menepikan bila ketertiban dihasilkan 

dari hukum otonom,' yaitu legitirnasi. Legitimasi berarti orientasi dan 

kelekatan yang ketat pada prosedur hukum, maka ketertiban tidak lagi 

dominan dan keadilan menjadi lamban dan tidak efisien. Oleh karena itu, 

terhadap kondisi yang sulit atau knsis moneter yang mengakibatkan 

banyaknya piutang yang macet, penegakan hukum lebih mengutamakan pada 

sasaran-sasaran (purpusing) yang kongkret hams lebih dominan dibanding 

pada orientasi prosedur. 

Philippe Nonet dan Philip Selnuck juga mengorientasikan bahwa hukum 

represif sangat diperlukan manakala faktor kedaan krisis dalam suatu negara 

begitu mendesak seperti halnya penyelesaian piutang BLBI. Jadi, menurut Nonet 

perbedaan yang nyata dengan penegakan hukum dalam hukum responsif yaitu 

dalam penegakan hukum responsif selalu dimenangkan melalui cara-cara 

pengampunan (misalnya penyelesaian Release and Discharge). Sedangkan 

penegakan hukum dalam hukum represif adalah dimenangkan melalui sub- 

s Dalam teori Nonet dikenal juga tipe hukum otonom, pada tipe hukum ini tekanan dari 
legitimasinya diletakkan pada prosedural. 



ordinasihon kese i lnb~n~an  (kedudukan para pihak tidak mempunyai kewenangan 

=. 
atau hak yang sama dalam penagihan piutang).9 

Menurut Philippe Nonet, meski tertib hukum dapat mengunakan paksaan 

dalarn pemenuhan kepentingannya kembali atas sesuatu yang diinginkannya 

haruslah bergantung pada kekuasaan tertinggi untuk melakukan paksaan tersebut. 

Dalam piutang negara perbankan BLBI, misalnya kalau debitur wanprestasii 

default, maka kreditur (dalam ha1 ini PUPN) mendapat kekuasaan tertinggi untuk 

melakukan apa saja untuk menjual atau melelang tanpa mengikuti aturan 

(prosedur) dalam hukum acara perdata. 

Tindakan hukum represif yang akan digunakan hams memperhatikan hal- 

ha1 sebagai berikut : 

a. Tidak melibatkan penindasan dengan kasar (blatant appression) karena hams 

tetap dikontrol seperti halnya penggunaan kekerasan menegakkan perintah 

menghentikan proses. 

b. Perlakuan tindakan represif hams berlandaskan doktrin asas-asas yang 

otoritatif, misalnya konsep keadilan atau prinsip tidak adn orang ynng boleh 

rnengarnbil keuntungan dari kesalahannya sendiri.1° 

Penyelesaian kasus gaga1 bayar pada piutang BLBI dengan pola MSAA 

berdampak terhadap penjualan hartanya karena pengelolaan piutang negara BLBI 

dari sisi biaya penyelesaiannya yang tidak sebanding dengan harta ..yang 

diserahkan (aset). Persesuaian kehendak antara penagihan dan jumlah kerugian 

Pihak kreditur melalui PUPN mempunyai kewenangan yang lebih tinggi dari debitur, 
sehingga PUPN dapat menggunakan upaya represif (surat paksa, surat sita, pemblokiran dan 
sandera) 

' O  lbid, hlrn 92. 



melalui penyelesaian di luar pengadilan setlement out of court non litigasi, yang 
s 

dilakukan dengan kebijakan Release and Discharge bergantung pada itikad balk. 

Persoalan utarna yang tirnbul adalah makna itikad baik ini mencakup standar 

subjektif dan atau standar objektif." 

Perubahan mendasar -penyelesaian BLBI yang menggunakan pola dan 

mekanisme perikatan bersumber perjanjian mempunyai visi harmonisasi 

kekuasaan-kekuasaan dan dikaburkannya batas-batas institusional. Pembedaan 

antara ketentuan undang-undang dan keputusan hukurn tidak dihapuskan, 

sebaliknya proses hukum bertujuan untuk memperbesar kompentensi institusi 

hukum lebih memberi nlang pada pengampunan bagi debitur dan dengan tetap 

menggunakan asas keseimbangan di mana kedudukan kreditur dengan debitur 

memiliki hak yang sama, sedangkan hak eksekusi yang melekat pada prinsip- 

prinsip hukum piutang negara dikesampingkan. Penyelesaian lebih menguta- 

makan adanya penyerahan secara sukarela dengan kompensasi penghapusan 

hutang. 

Dalam pandangan hukum responsif, penegakan hukum pada penyelesaian 

piutang negara perbankan ini adalah perpaduan hukum antara hukum privat dan 

hukum publik bahwa dalam hukum responsif pemerintah bertindak dalam 

kapasitas ganda. Pemerintah mengemban tanggung jawab untuk menentukan 

tujuan-tujuan yang akan dikejar dan sumber daya yang disiapkan untuk bertindak 

dalam menangani permasalahan-permasalahan seperti pengendalian kredit macet 

dan penegasan pelaksanaan penjualan obyek jaminannya. Keputusan-keputusan 

I I Makna itikad baik di dalam konsep sistem hukum conlmon law menjadi sangat variatif 
dan tidak tegas, dalam Ridwan Khaerandy, Itikad Baik Dalarn Kebebasan Berkontrak, (Jakarta: 
Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2003), hlm 164. 



ini menyatakan dan menetapkan suatu kehendak kebenaran doktrin dan 

keputusan-keputusan ini mencerminkan dengan baik perlindungan hukurn, 

bagaimanapun kekuatan kebenaran isi kontrak ihi dikendalikan dan 

disubstansikan. Akan tetapi, pemerintah hams terus mengkondisikan sebagai aktor 

hukum untuk menetapkan badan-badan dan mekanisme-mekanisme dalam rangka 

memajukan tujuan-tujuan publik. 

Masing-masing tipe hukum terikat dengan situasi dan keadaan yang 

dihadapi dalam kehidupan bernegara,12 penegakan hukumnya juga terikat oleh 

keadaan yang dihadapi (problem dan konteks tertentu).13 Bahwa agar penegakan 

hukum berhngsi efektif, bukan dari pelaksanaan kebebasan atau keleluasaan yang 

ada pada lembaga-lembaga yang merespon tuntutan-tuntutan yang bersifat reduksi 

kekuasaan, tetapi perlu ditegakkannya otoritas pada lembaga yang merupakan 

sub-ordinat. 

Dengan demikian menurut Nonet-Selznick, meskipun model hukum 

represif adalah konsep hukum primitif.'4 Namun, ketika pemegang kekuasaan 

I 2  Philippe Nonet dan Philip Selznick mengembangkan tiga tipologi hukum yang 
mengatakan bahwa antara otoritas, legalitas dan negositas adalah berdiri sendiri, dengan model 
hukum yang tersebut masing-masing mengutamakan kebutuhan atau situasi yang menyertainya, 
misalnya tipe hukum represif, yang dipermasalahkan adalah otoritas tunggal, dalam tipe hukum 
Otonom yang dipersolkan adalah masalah legitimasi dari tata tertib sosial yakni legitimasi yang 
didasarkan atas gagasan bahwa tertib sosial sah apabila penggunaan kekuasaan didasarkan atas 
prinsip-prinsip konstitusional, prosedur-prosedur formal, dalam lembaga peradilan yang bebas, 
yang merupakan cita-cita "rtile of law" yang liberal klasik. Sedangkan tipe hukum Responsif yang 
dipermasalahkan adalah tujuan dan tata tertib sosial yang berasal dari hasrat untuk membuat 
hukum lebih bertujuan dalam melayani manusia dan institusi-institusi untuk mencapai tujuan 
dimaksud, sehingga yang ingin dicapai memberikan kemampuan fasilitasi untuk menentukan atau 
merancang kesesuaain badan-badan khusus (institusi-institusi) sebagai elaborasi antara 
kepentingan politik dan hukum dan merancang beragam pengawasan. 

l 3  Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum ... op.cit 
l4 Yang membedakan manusia beradab dengan yang primitif terutama adalah prudensi 

(dari kata "prtidence" sikap yang seksama dan senantiasa penuh pertimbangan), dalam istilah yang 
lebih luas, bemawasan ke depan. Ia bersedia menahan penderitaan saat ini demi kesenangan nanti, 
bahkan walaupun kesenangan nanti itu masih agak jauh. Bertrand Russell, History of Western 



berada dalam situasi yang sangat sulit betapapun negara itu superliberal dan 
. . 

e 

modem, pasti mereka akan berpaling kepada mekanisme-mekanisme represi. 

Mereka melakukannya tidak hams bertujuan jahat, tetapi karena mungkin tidak 

melihat jalan untuk memenuhi tanggung jawab mereka. 

Menurut Pendapat Philippe Nonet - Philip Selznick, meskipun hukum 

represif menyediakan alat lembaga superbody untuk memaksakan ketertiban, ia 

sangat tidak kompeten untuk mengamankan klausula-klausula di dalam perikatan 

perdata.'' Oleh karena itu, dalam situasi kondisional, model hukum ini digunakan 

bukan dalam kompetensi asas keseimbangan, tetapi dalam kompetensi asas sub- 

ordinasi, sehngga penegakan hukum akan efektif bila badan khusus yang 

merupakan lembaga superbody tidak melakukan penyelesaian dengan negosiasi. l 6  

Pendekatan lainnya untuk dapat memahami tindakan repesif dengan 

menerapkan sanksi pidana terhadap kejahatan adalah dengan Economics Analysis 

of Law adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pillhan rasional 

untuk menganalisa persoalan hukum. Teori tersebut berasal dari aliran 

utilitarianisme yang mengutamakan asas manfaat, maka muncul perdebatan antara 

karakteristik efektivitas dan efisiensi dari penggunaan suatu sanksi pidana dalam 

menyelesaikan masalah BLBI. Pendekatan ekonomi terhadap suatu tindak pidana 

-- - -  

Filosphy and its Conection with Political and Social Circllmtances from the Erliest Times to 
Present Day,Sejnrnh Filsafnt Barnt (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm 18. 

I5 Kewenangan lembaga stperbody adalah melakukan tindakan-tindakan eksekusi, akan 
tetapi bila lembaga ini terjebak dalam bentuk perjanjian-perjanjian dengan debitur, maka lembaga 
ini tidak akan mampu mengamankan persetujuan jika ada pelanggaran. 

l 6  Pada pengertian hukum represif di atas dapat diambil contoh adalah tindakan 
hukurn BPPN sebagai lembaga superbody terjebak dengan pola negosiasi, sehingga lembaga ini 
tidak mampu melakukan tagihan-tagihan macet bank milik para konglomerat yang 
direstrukturisasi, walaupun bank-bank itu sudah dinyatkan Bank Dalam Likuidasi (16 bank) Bank 
Beko Operasi (10 bank), Bank Beku Kegiatan Usaha (38 bank), dan Bank Take Over. Total 
Kerugian Negara adalah Rp. 144,54 triliun -dikutip dari Djony Edward BLBI, Extrordinnry Crime 
hlm 412. 



I tampaknya dipengaruhi oleh filsafat utilitarian yang menuangkannya ke dalam 
e 

suatu sudut pandang statistik terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi suatu sanksi 

! terhadap suatu tindak pidana, sehingga pandangan terhadap tindakan hukum 

diperlukan suatu pendekatan bersifat hukum represif. Pola pendekatan teori 

analisis ekonomi adalah pendekatan utilitarian, yang mempertanyakan seberapa 

efektif sanksi dapat menghentikan perilaku yang dipandang tercela dalam 

masyarakat, belum dapat dijawab secara memuaskan hingga saat ini. Jika hukum 

pidana klasik menetapkan sanksi pidana bertujuan menimbulkan efek jera sejalan 

dengan filsafat Kantian (Kantianisme), maka filsafat utilitarian mash memberikan 

harapan akan kemanfaatan maksimal bagi masyarakat luas dengan penjatuhan 

sanksi pidana tersebut sebagaimana diketahui bahwa penjatuhan pidana terhadap 

obligor sekalipun tetap bertumpu pada tujuan penjeraan. Akan tetapi, penjeraan 

hams diterapkan secara efisien dan dapat mengembalikan uang negara. Jadi, titik 

tolak dari teori ini dikatakan bahwa untuk mencapai tujuan yang dikehendalu, 

yaitu pengembalian piutang negara, maka tindakan hukum harus bersifat represif 

dan tujuannya adalah menarik kembali uang negara. 

Pendekatan "analisa ekonomi atas hukum" menekankan kepada cost- 

benefit ratio, yang kadang-kadang oleh sebagian orang dianggap tidak 

mendatangkan keadilan. Hal ini tentu dibantah oleh penganut-penganut 

pendekatan "analisis ekonomi atas hukum". Pertama dikatakan, bahwa tidak benar 

ekonom tidak memikirkan keadilan. Dalam usaha menentukan klaim normatif 

mengenai pembagian pendapatan dan kesejahteraan, seseorang mesti memiliki 

filosofi politik melebihi pertimbangan ekonomi semata-mata. Kedua, ekonomi 



menyediakan kerangka di dalarn pembahasan di mana keadilan dapat dilakukan. 
5 

Pola pendekatan analisis ilmu ekonomi terhadap kebijakan hukum akan berhasil 

dengan balk jika tidak ada intervensi terhadap proses pelaksanaannya. 

Oleh karena itu, ancaman paksaan merupakan unsur yang mutlak ada agar 

kaidah dapat dikatagorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun 

erat kaitannya efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika 

aturan hukum tidak efektif ,salah satu pertanyaannya yang dapat muncul adalah 

apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya. Mungkin tidak efektifnya hukum 

karena ancaman paksaannya kurang berat. Mungkin juga karena ancarnan paksaan 

itu tidak terkomunlkasikan secara memadai. Sehubungan dengan persoalan 

efektivitas hukum dengan unsur paksaan secara represif adalah pendapat Max 

weber17 dalarn kaitannya dengan ekonomi dan masyarakat. Max Weber 

berpendapat bahwa hukum adalah suatu "ordery' barulah dapat disebut hukum, 

jika "order" itu secara eksternal dijarnin melalui kemunkinan penggunaan paksaan 

atau kekerasan, baik secaia fisik maupun kejiwaan untuk menghasilkan 

persesuaian atau membalas kekerasaan, yang akan diterapkan secara khusus sudah 

disiapkan untuk tujuan itu. Tentu saja yang dimaksudkan Max Weber dengan 

orang-orang khusus tadi adalah kaum profesional hukum, mencakup hakim, jaksa, 

pengacara, notaris dan polisi. 

Konsep hukum represif dari Max Weber karena hukum mempunyai tiga 

ciri dasar yang membedakan ia dari aturan-aturan lain : 

17 Acmad Ali dan Wiwi Heryani, Menjelnjahi Kajian Empiris Terhndnp Hz~kum, (Jakarta: 
Kencana, 201 2), hlm 135. 



Berbagai transaksi perbankan dawali dengan suatu periktan yang menurut pasal 1233 
KUH Perdata dilahirkan karena persetujuan atau karena undang-undang, sedangkan perikatan 
yang bersumber dari undang- undang dibagi dua yang diperbolehkan (rechtrnnrige) dan yang 
berlawanan dengan undang-undang (onrechtmatige). Di dalam perikatan tersebut baik yang 
dilahirkan oleh undang-undang atau perjanjian lazim dimuat berbagai klausula bisnis termasuk 
diantaranya resiko ,tidak hanya sebatas ingkar janji (wanprestasi) dan kelalaian (ingebreke 
steling/defntrlt) tetapi dapat juga dikarenakan factor diluat kemampuan debitur berupa force 
majolrr (misalnya, keadaan krisis moneter). Pemahaman dan tolok ukur perbuatan melawan hukum 
terhadap transaksi perbankan karena adanya penyimpangan atau diduga merugikan keuangan 
Negara tentang kasus piutang BLBI terkait dengan undang-undang perbankan NO. 10 Tahun 

1.  Penekanan untuk tunduk pada hukum comes externally in the form of 

action or treats of action by others regadless of wether a person wants to 

obey the law or does so out of habits. 

2. Tindakan-tindakan eksternal atau ancaman selalu mencakup paksaan 

kekerasan atau kekuatan. 

3.  Yang mengimplementasikan ancaman paksaan itu adalah orang-orang 

yang berperan sebagai pejabat penegak hukurn. 

Tampak bahwa definisi Weber mirip dengan-konsep hukum represifnya 

Nonet. Keduanya tidak menyandarkan diri pada eksistensi suatu Negara politik 

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum dan menggunakan paksaan 

kekerasan sebagai unsur efektivitas hukum, akan tetapi Nonet berpandangan 

bahwa penegakan hukum represif hams berpinjak pada doktnn-doktrin hukum 

yang berprinsip pada tidak boleh ada orang yang mengambil keuntungan dari 

kesalahanya sendiri. 

B. Hubungan extraordinay defuult dan extraordinary crime 

Tinjauan tentang kejahatan adalah berkaitan dengan suatu perbuatan yang 

berlawanan dengan hukum (~nrecthmatige).'~ Dalam lapangan hukum pidana, 

pengertian melawan hukum ada tiga pendapat: l 9  



1. bertentangan dengan hukum, 
3 

2. bertentangan dengan (subjectifrecht), 

3. tanpa kewenangan atau tanpa hak, ha1 ini tidak perlu bertentangan dengan 

hukum. 

Dalam praktek terhadap perkara pidana ,diltenal pula adanya faktor- 

faktor yang dapat menghapuskan unsur melawan hukum dari perbuatan. Arrest 

Hoge raad tanggal 28 Juni 1911, bahwa arti melawan hukum adalah tidak 

mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntugan atau betentangan dengan 

hukum, bertentangan dengan hak orang lain. Mengacu pada Arrest ini, maka 

kebijakan yang diambil oleh bank, yaitu melakukan suatu perbuatan yang 

ditimbulkan oleh hak melakultan suatu perbuatan yang ditimbulkan oleh hak 

melakukan pekerjaaan atau beroepsrecht dan dapat dijadikan alasan yang dapat 

melenyapkan sifat melawan hukum tindak pidana. 

Lebih jauh lagi Putusan Mahkamah Agung dala~n putusan perkara Korupsi 

Nomor 42 IUKI-11965 tanggal 8 januari 1966 menyatakan : 

"suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukurn 
bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan 
melainkan juga berdasarkan asas-asas keadlian atau asas-asas hukum yang 
tidak tertulis dan bersifat umum,dalam perkara ini, misalnya negara tidak 
dirugikan dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung". 

Makna perbuatan melawan hukum dalam praktek pemidanaan di bidang 

perbankan expressis verbis telah terjadi..perluasan terhadap asas legalitas dalam 

1998. Sama halnya dengan kredit macet merupakan pelanggaran atau merupakan perbuatan 
melawan hukum. 

19 Indriyanto Seno Adji, Korzpsi dan H~rkzrrn Pidnna, Edisi 2, Cetakan 2, (Jakarta: Kantor 
Pengacara dan Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & ' ~ e k a n ,  2002), hlm 32. 



buku I KUHP," Mahkamah Agung masih mencantumkan penggunaan unsur 
e 

melawan hukum yang dimaksudkm dengan sifat melawan hukum 

materil yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di 

dalam masyarakat yang secara khusus di dalam tindak pidana kompsi termasuk 

termasuk didalam pengertian sifat melawan h u b m  dalam arti materil itu segala 

perbuatan yang bersifat koruptif ,baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan 

dengan Ldakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan yang cukup 

tercela,atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat didalam kehidupan 

masyarakat." 

Misalnya, putusan dalam kasus penyalahgunaan dana BLBI, yaitu Putusan 

Mahkamah Agung No. 1696 IUPidl2002 tanggal 28 Mei 2003 dalam 

pertimbangan hukumnya mengacu pada jurisprudensi Mahkamah Agung No. 241 

Wpid1967 tanggal 21 Januari 1989. Karena terdakwa sebagai Presiden komisaris 

20 Perluasan asas legalitas tersebut nampaknya sejalan dengan draft KUHP balu tahun 
2004 sebagaimana tertera dalam pasal 1 angka 3 dan 4, 11 angka 2 dan pasal 12 masing-masing 
menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 angka 3 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (tiada 
seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah 
ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat 
perbuatan itu dilakukan, kursif penulis) tidak mengurangi berlakunya hukum yan hidup dalam 
masyarakat yang menentukan bahwaa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak 
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 4 berlakunya hukum yang hidup dalam 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (dalam menetapkan adanya tindak pidana 
dilaraang menggunakan analogi, kursif penulis) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 
dan/atau prinsip-prinsip hukuln yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Pasal 11 angka 2 untuk 
menyatakan sebagai tindak pidana ,selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh 
peraturan perundang-undangan, harus juga tnelawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran 
hukum masyarakat. Pasal 12 dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan hakim 
sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum. 

2 1  Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 003lPUU-IV 12006 tanggal 25 Juli 2006 - 
Pemidanaan terhadap sifat melawan hukum materil dianggap bertentangan dengan Undang- 
Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat . 

22 Lihat Putusan MA No 24fPid 1984 tanggal 6 Juni 1985. 



tidak mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan "dana BLBI" oleh 
+9 

direksinya yang berakibat . timbulnya kerugian negara. Pemahaman "kredit" 

didasarkan pada pemahaman kredit pada umumnya. Penyimpangan penggunaan 

kredit yang digunakan dan disalahkan perolehanya adalah dianggap kredit yang 

menyimpang. Walaupun tidak semua kredit macet bemuansa melanggar 

instrumen pidana dan dapat dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi karena 

melalui proses yang benar, di samping telah mengacu kepadaprudential banking, 

dan juga jaminan aset yang diberikan nasabah melebihi plafond kreditnya, dan 

apabila terjadi suatu keadaan di luar kemampuan nasabah untuk memenuhi 

kewajibanya (force rna je t~r ) .~~  

Terlepas dari pemahaman perbuatan melawan hukum di atas, yang lebih 

penting adalah pemahaman bagaimana kondisi dimana perbuatan itu dapat 

dikatakan "kejahatan" sehubungan istilah extraordinary crime, dalam ilmu 

kriminologi makna kejahatm memunculkan banyak aliran dan teori yang 

mempelajari kejahatan dalam arti yuridis dan perilaku lain yang bertentangan 

dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Menurut Vauin - Leute, 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dirumuskan sebagai kejahatan 

dalam undang-undang tidak lepas dari prinsip-prinsip "de minimis non curat 

praetoryy hams diterima sebagai kejahatan.24 pendapat dalam jalur yang sama 

adalah pandangan dari Sutherland clan ~ e s s e ~ ~ ~  mengemukakan tujuh syarat 

sebagai suatu perbuatan yang dapat dirumuskan sebagai kejahatan: 

l3  Lihat Marwan Effendi, op.cit., hlm 187. 
24 J.E. Sahetapiy, Kapitn Selekta Krin~inologi, (Bandung: Alumni, 1979), hlm 23. 
25 Edwin H Sutherland dan Donald R Cessey. Prinsciples of Crintinology, (New York: 

Lippincontt Company, 1974), hlrn 12. 



1. Sebelum suatu perbuatan dsebut sebagai kejahatan harus terdapat akibat- 

akibat tertentu yang nyata yang berupa kerugian. 

2. Kerugian yan ditimbulkan harus merupakan kerugian yang dilarang oleh 

undang-undang dan secara jelas tercantum dalam hukum pidana. 

3 .  Harus ada perbuatan yang membiarkan tejadinya perbuatan yang 

menimbulkan kerugian tersebut. 

4. Dalam melakukan perbuatan tersebut harus terdapat maksud jahat atau 

"means rea" 

5. Hams ada hubungan antara penlaku dan "means rea" 

6. Harus ada hubungan kausal anatara kerugian yang dilarang undang-undang 

dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (tanpa adanya unsur 

paksaan); 

7. Harus ada pidana terhadap perbuatan tersebut yang ditetapkan oleh undang- 

undang . 

Definisi yang lebiin tegas tentang "kejahatan" adalah pendapat dari Rafael 

Garofalo seorang guru besar dalam hukum pidana pada Universitas Napels, 

dalam bukunya "Criminologi" dikatakan bahwa kejahatan dapat dimengerti 

dengan jalan mempelajari dengan metode-metode ilmiah. Oleh karena ilmu 

pengetahuan berhubungan dengan hal-ha1 yang bersifat universal, maka ia 

mencoba merumuskan definisi kejahatan yang bersifat sosiologi dan universal. 

Dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang oleh setiap masyarakat yang 

beradab mau tidak mau hanis diakui sebagai jahat dan oleh karena itu, harus 

ditumpas oleh hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut secara natural crime karena 



melanggar dua sifat dasar yang altruitis yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu 
e 

rasa kejujuran dan belas k a ~ i h a n . ~ ~  Pernaparan "kejahatan" menjadi berbeda oleh 

karena adanya perbedaan perspektif, terlebih lagi terhadap makna kejahatan luar 

biasa yang berdampak luas dan sistemik dikenal dengan istilah "Extraordinary 

Crime". 

Istilah kejahatan yang berdampak luas dan sistematik (Extraordinary 

Crime), dapat diketemukan dalam buku yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung 

Republik Indonesia tentang Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran 

Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando dijelaskan 

bahwa syarat "meluas atau sistematis" ini adalah syarat yang fundamental untuk 

membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan 

kejahatan internasional. Kata "meluas" tertuju pada ''jurnlah korban", istilah ini 

mencakup "massive, sering atau berulang-ulang, tindakannya dalam skala yang 

besar, dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius". Sedangkan istilah 

"sistenzatis" merupakan suatu pola atau metode tertentu yang diorganisasi secara 

menyeluruh dan menggunakan pola yang tetap.'7 

Berdasarkan yurisprudensi internasional, sebagaimana dalam putusan 

ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda), dalam kasus Akayeszr, 

dinyatakan bahwa kata "meluas" sebagai "tindakan massive, berulang, dan 

berskala besar, yang dilakukan secara kolektif dengan dampak serius dan 

26 Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalarn Kriminologi, (Semarang: Thafa Media, 2012), 
hlm 78. 

" Pedornan Unsrrr-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat 
dan Pertanggungjawaban Koinando, (Jakarta: Mahkarnah Agung Republik Indonesia, 2006), hlm. 
26. 



diarahkan terhadap sejumlah besar korban (multiplicity of victim)". Sedangkan 
s 

"sistematis" diartikan sebagai: "diorganisaslkan secara rapi dan mengikuti pola 

tertentu yang terus menerus berdasarkan kebijakan yang melibatkan sumberdaya 

publik atau privat yang substansial." Meskipun kebijakan tersebut bukan 

mempakan kebijakan negara secara formal. 

Istilah-istilah di atas mengenai kejahatan yang berdamapak luas dan 

sistematik diambil dari sudut pandang terhadap pelanggaran HAM Berat, karena 

istilah kejahatan yang berdampak luas dan sistematlk (extraorclinary crime) 

awalnya muncul dari kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) berat, dan sesuai 

berkembangnya kondisi hukum istilah ini pun mengalami perluasan. Istilah ini 

tidak hanya sebatas dipakai dalam kejahatan terhadap kejahatan HAM berat saja. 

Salah satu istilah mengenai sistematis dapat kita lihat juga 'dari pengertian 

sistemik dalam kejahatan ekonomi yang saat ini sering dibahas dan menjadi buah 

pembicaraan karena adanya masalah kasus bank Century. Bank Indonesia 

menggunakan aspek untuk menilai apakah suatu bank akan menjadi bank gaga1 

berdampak sistemik hams menyangkut lima aspek, yaitu : 

1. Institusi keuangan; 

2. Pasar keuangan; 

3. Sistem pembayaran; 

4. Sektor nil dan; 

5. Pslkologi pasar. 

Dan kelima aspek tersebut, tiga memiliki dampak menengah dan tinggi 

(medium to haigh impact) dan psikologi pasar. Dua aspek lainya (institusi pasar 



dan sektor riil) memiliki dampak rendah sampai menengah (low to medium 
e 

impact). Kemudian dari ketiga aspek yang memiliki dampak sedang sampai tinggi 

t 
a - semuanya mengarah pada berpotensinya berita dan sentimen negatif menyebar 
, x 

< .~ 
$ 2  dan akan mengakibatkan krisis keuangan melalui bank runs (bank di-rush 
I ,  

masyarakat). Dari aspek masyarakat misalnya penutupan bank akan menimbulkan 

sentimen negatif di pasar keuangan, terutama dalam kondisi pasar yang sangat 

rentan terhadap berita-berita yang dapat merusak kepercayaan terhadap pasar 

keuangan. Kemudian dari aspek sistem pembayaran disimpulkan apabila bank ini 

,. . . ditutup dikhawatirkan akan terjadinya rush pada per bank dan bank-bank yang 

lebih kecil. Terakhir dari aspek psikologi pasar disimpulkan, penutupan bank ini 

akan menimbulkan sentimen negatif di pasar keuangan, terutama dalam kondisi 

pasar saat rentan terhadap berita-berita yang dapat merusak pasar k e ~ a n ~ a n . ~ ~  

Kata sistemlk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keluaran Depdiknas, 

tidak menemukan definisi dari kata sistemik. Namun demlluan, bahwa kata dasar 

dari kata sistemik adalah "sistem", suatu perangkat unsur yang secara teratur 

saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas. Turunan berikut dari kata 

-"v<;' , 

1%: sistem adalah "sistematis", "sistematika", dan seterusnya hingga muncul istilah 
.,.,* ;*; '. - *.<,,,. . 

:f": 
k ,>::.;:: 
: . c : \  

barn "sistemik" yang diserap daii kata systemic. Sistemik itu sendiri berarti 
>, , .. 

-?>,?. 
i7:< = , ,_.j.:' 
,.. . .,.., ...., 

... ,, 

.,t::.. e;:, "berpotensi mempengaruhi sistem", atau "berpotensi mengubah jalannya sistem 
-;,. .. ,"', '. 

untuk (cenderung) melenceng dari kondisi normal". 

Dalam ilmu keuangan finance), sistemik selalu dikaitkan dengan upaya 

mengantisipasi risiko yang mungkin timbul. Ukuran dan parametemya selalu 

2s Sawidji Widoatmodjo, Mencnri Kebenarnn Objektifdampak Sistemik Bank Centtrry - 
Knjinn teoritis don En~piris, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm 23. 



jelas, teknis, dan sangat akademik. Oleh karenanya, dalam ilmu finance sangat 

popular dengan teon yang disebut dengan systemic risk. Jadi, jelaslah bahwa 

istilah "sistemik" sangat berhubungan dengan upaya manusia dalam 

mengantisipasi risiko yang tirnbul. Jika salah satu variabel mengalami anomali 

dalam intensitas yang tidak biasa, maka dipastikan kondisi ini akan berpengaruh 

terhadap sistem secara kese~uruhan.~~ 

Sedangkan kata "meluas" lebih mengacu pada jumlah korban fisik yang 

luar biasa secara kuantitatif, baik yang terkena secara langsung maupun secara 

tidak langsung. Kemudian Sukardi dalam bukunya illegal logging dalam 

perspektif politik hukum pidana (kasus papua), mengartikan extmordznary crznze 

sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap 

sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akbat-akibat 

yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau perbuatan yang ditemukan dan dlkaji 

oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, 

nasional maupun internasional. 

Dari pengertian tersebut dapat dikategorikan beberapa kejahatan yang 

berdampak luas dan sistematik (extraordinavy crime) seperti kejahatan illegal 

logging, tindak pidana korupsi, pencucian uang (money landring), kejahatan 

lingkungan, teronsme, serta kejahatan transnasional. Hal ini disebabkan karena 

kejahatan-kejahatan tersebut berdampak has  dan memberikan dampak, baik 

terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik dan mungkin ekologi serta 

- 

29 http://po1itikana.coIIl/baca/2009/12/22/sistemik.html, diakses 25 Desember 2009 pukul 
13.44 WIB. 



melibatkan korban yang besar, baik secara langsung dirasakan maupun tidak 

=. 
secara langsung dirasa dirasakan serta korban fislk dan imrnateril yang luar biasa 

secara kuantitatif. 

Berkaitan dengan deffisi "kejahatan" adalah suatu perbuatan dalam 

pengertian hubungan hukurn dalam kategori perikatan yang bersumber dari 

undang-undang karena melawan hukum (onrechtmatige) dan karena perbuatan 

yang menurut hukum (rechtmutige). Keadaan kedua perbuatan tersebut adalah 

karena kelalaian dan menirnbulkan kerugian. Kebijakan pimpinan Bank Indonesia 

dalam memberikan persetujuan BLBI pada akhirnya menjadi piutang tak tertagih 

yang menimbulkan kasus gaga1 bayar yang berdampak sitemik (extraordinary 

default) dan berpotensi merugikan negara. 

Dan beragam pengertian kejahatan di atas, jika ditarik lebih jauh dan 

dihubungkan dengan perbankan, berarti kejahatan perbankan adalah suatu 

perbuatan atau pelanggaran yang memenuhi rumusan delik dari suatu produk 

legislasi yang mengatur tentang tindak pidana perbankan.30 

Menurut Marwan Effendi berpijak dari pengertian kejahatan di atas, maka 

desknpsi tentang tipologi kejahatan perbankan dari perspektif hukum pidana 

diperlukan karena akan diketahui tipologi masing-masing tindak pidana, sehingga 

dapat ditemukan rumusan delik yang tepat dalam penerpanya. Oleh karena itu, 

untuk memudahkan penyebutan istilah tindak pidana sebagaimana yang 

dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 

30 Manvan Effendy, op.cit., hlm 10. 



1999 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia disebut 
e 

tindak pidana perbankan, sedangkan tindak pidana yang bersangkut paut dengan 

tindak pidana lain yang terkait dengan perbankan seperti KUHP, Undang-Undang 

Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, 

Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa. dan Sistem Nilai Tukar, serta lain 

sebagainya disebut dengan tindak pidana di bidang perbankan. 

Selanjutnya sesuai dengan ruang lingkup pengaturanya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku tipologi tindak kejahatan perbankan 

dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Tipologi tindak pidana kejahatan perbankan yang dirumuskan di dalam 

Undang-Undang tentang Perbankan, meliputi perizinan usaha bank, 

masalah pekreditan, masalah rahasia bank dan sebagainya, serta yang 

dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. 

2. Tipologi tindak kejahatan perbankan yang dirumuskan didalam KUHP, 

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana 

Pencucian Uang (money laundering) dan Undang-Undang lalulintas Devisa 

dan istem Nilai ~ u k a r . ~ '  

Oleh karena itu, kejahatan perbankan ini menurut pendapat Marwan 

Effendy dapat dikelompokkan dalam White-Collar Crime karena berbagai kasus 

mengindikasikanya sebagai kejahatan transnasional, tidak terbatas pada suatu 

3 1  Praktek-praktek melawan hukum baik yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah 
(know your czrstomer), kejahatan perbankan dan tindak pidana dalam perkreditan dapat dicermati 
dari proses pemberian kredit yang diberikan yang tanpa didahului oleh analisis kredit yang 
professional dan diragukan ingeritasnya. Tujuan analisis kredit adalah menilai mutu permintaan 
kredit yang diajukan oleh calon debitur Jadi, kredit dapat dicairkan harus berpedoman kepada 
pedoman perkreditan. Lihat Marwan Effendy, op.cit., hlm 148. 



tempat tertentu, tapi dapat melewati batas-batas teritorial suatu negara dan subjek 
e 

hukum biasanya adalah orang-orang yang ahli di bidang perbankan. 

Istilah White-Collar Crime pertama kali dipopulerkan oleh Edwin H. 

Sutherland pada tahun 1940 yang mempublikasikan tulisannya be rjudul White - 

Collar Criminality. yang isinya mengupas pengembangan konsep dan pengaruh 

White-Collar Crime terhadap kriminologi, istilah White-Collar Crime menjadi 

begitu popular dan Sutherland menggunakan istilah Whte-Collar Crime 

untuk menyatakan bahwa orang-orang yang melakukanya umumnya memiliki 

status social yang tinggi (white collar crime commited by respectable persons in 

conection with their occt~pations). Dalam ha1 ini yang perlu diklarifikasi sebagai 

bentuk white collar crime adalah sebagai berikut: 

1. Independent Businessmen, yaitu mereka yang secara melawan hukum 

mengkonversi uang pemilik modal untuk keperluail lain dar i  tujuan 

semula. 

2. Long term violators: mereka yang secara melawan hukum mengkonversi 

sebagian kecil modal untuk waktu yang lama. 

3 .  Absconders: mereka yang memindahkan seluruh modal atau barang modal 

orang lain dengan cara meninggalkan pemberi modal. 

Sementara itu, para politisi atau pejabat pemerintah dapat melakukan 

White-Collar Crime dengan menggunakan dana masyarakat, secara tidak 

langsung mengakuisi asset publik, memperoleh keuntungan secara tidak wajar, 

3' Antonius Sujata, Reformasi Dalanz Penegakcrn Hukum, (Jakarta:penerbit Jambatan, 
2000), hlm 87-90. 



memalsukan izin, menggerogoti pendapatan pegawai dan lain-lain. Contoh lain 

adalah seorang penasehat hukum memalsukan kesaksian (ambulance chasing). 

Memperhatikan bentuk-bentuk White-Collar Crime di atas, pada satu sisi 

terdapat perbedaan antara White-Collar Crime dengan Extraordinary Crime, 

namun pada sisi lain sering tidak begitu jelas perbedaan itu. Dalam pada itu, 

berdasarkan Uniform Crime Report, FBI (Federal Bereau Investigation) Amerika 

Senkat, hanya mencantumkan bentuk-bentuk White-Collar Crime yang melanggar 

hukurn pidana dan tidak mencantumkan pelanggaran hukum perdata, serta hukum 

tata usaha negara 

Sedangkan pendapat yang menyatakan White-Collar Crime dan 

Extraordinary Crime adalah tidak berbeda, dapat diketemukan pada buku yang 

be~judul Extraordinary Crime BLBI yang ditulis oleh Djo~zy Edward, bahwa 

kasus BLBI dikategorikan sebagai Extraordina y Crime dan juga termasuk dalam 

Wlite Collar Crinze, beralasan karena perbuatan melawan hukum itu tentu terkait 

dengan orang-orang yang terlibat dalam penyaluran penggunaan dana BLBI serta 

settlement asset dari para obligor dan pemegang saham. Proses melawan hukum 

itu tidak tanggung-tanggung melibatkan banyak orang dengan banyak modus, dan 

juga melibatkan likuiditas yang sangat besar, yakni Rp. 144,54 trili~m. Oleh 

karena itu, penulis memberi judul pada bukunya BLBI extraordinary crime. 

Masih menurut Djony Edward, dalam kasus BLBI dia memetik pendapat 

Soehandjono bahwa tindakan melawan hukurn paling tidak memenuhi lima unsur: 

hams ada perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, hams ada kesalahan, hams 

ada kerugian, dan hams ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan 



kerugian. Kasus BLBI melihat unsur-unsur melawan hukum pada beberapa 
=. 

indikator: perbuatan penyimpangan dana BLBI sudah terbukti, perbuatan itu tidak 

hanya melawan prinsip-prinsip hukum perbankan dan hukunl perusahaan. Ketiga 

kesalahan terjadi pada saat penyaluran, penggunaan dan penyelesaian kewajiban. 

Kesalahan dalam penyaluran adalah sebesar Rp. 84,84 triliun, sementara 

kesalahan dalam settlement asset sebesar Rp. 52,3 triliun (dari kasus Anthony 

Salim dan Syamsul Nursalim). Keempat, ada kerugian negara sebesar Rp. 1 18,02 

triliun (dari selish nilai recovery rate dengan nilai BLBI). Kelima, besarnya 

kerugian itu jelas lantaran perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para 

pihak terkait kasus BLBI t e r ~ e b u t . ~ ~  Hingga sampai sekarang ini belum dapat 

diselesaikan. 

Penyelesaian kasus ini tidak berjalan lurus, tetapi berbelok pada 

persimpangan wilayah hukum, yaitu antara norma hukum administrasi negara dan 

norma hukum perdata. Pertama, kebijakan BLBI adalah sebagai kebijaltan 

aparatur negara (overheidsbeleid) karena pimpinan Bank Indonesia adalah subjek 

pengertian Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Bank Indonesia, kedua 

proses pemberian kredit maupun pasca pemberian kredit yang macet merugakan 

area Hukum Perdata sebagai '>rivaatrechtelijkeid' karena wanprestasi atau 

default. Dua area hukum tersebut bila ada unsur pelanggaran yang merugikan, 

maka penyelesaiannya menjadi area hukum formil. Dua unsur perbuatan dalam 

penyelesaian piutang tak tertagih adalah unsur wanprestasildefault dan unsur 

kerugian. Sedangkan dengan istilah Extraordinary Default dan Extraordinary 

- -  - 

33 Djony Edward, BLBL..op.cit., hlm 30. 



Crime dapat dipahami sebagai pengertian hukum perdata dan pidana karena 
=. 

menyangkut atribut khas hukum antara lain : 

1. ' Antara rezim hukum perdata dan rezim hukum pidana terkait dengan 

adagium "actio non facit reum,nisi mens sit reay' (suatu perbuatan tidak 

membuat seorang bersalah kecuali disertai dengan maksud jahat). 

2. Hukum pidana hakikatnya adalah sarana terakhir (Ultimum Remedium), 

artinya terhadap tindak pidana tertentu dapat diterapkan menggunakan 

instrumen hukum perdata (out of court settlement) yang menyangkut 

merugikan keuangan negara, jika persoalannya berasal dari rezim hukum 

perdata, seperti mengenai perbankan (BLBI) hams diterapkan hukum perdata 

karena timbulnya kerugian adalah akibat kelalaian (default). 

3 .  Pemberian fasilitas kredit likuiditas Bank Indonesia atau manajemen yang 

dilakukan dengan itikad baik tidak ada maksud jahat sama sekali, maka ha1 

itu normal bisnis risk yang masuk dalam penanganan rezim hukum perdata.34 

Perbuatan ini dipandang sebagai perbuatan lalai (default). 

4. Kelalaian mengembalikan BLBI merupakan peristiwa hukum wanprestasi, 

tidak dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam kualifikasi 

pasal 1365 BW. Eksistensi "kerugian" karena ada pihak yang lalai 

memenuhi kewajiban (prestasi) untuk mengembalikan sejumlah uang yang 

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga merugikan 

34 Sebagai ilustrasi dalam kasus Bank Indover di Belanda yang dibobol oleh War@ 
Negara Indonesia di Belanda. Kejaksaan Agung tidak dapat menjerat para pelakunya karena 
terbentur sistem hukum di Belanda mengeser persoalannya masuk ranah hukum perdata bukan 
hukum pidana. Jadi, ketentuan Pasal 5 ayat 1 ke 2 KUHP tidak dapat diterapkan. Lihat Marwan 
Effendy,Dis!aesi Penemuan Hukum Korporasi &Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum, 
(Jakarta: Penerbit Referensi, 2012), hlm 115. 



pihak lainnya. Kerugian dalarn konteks hubungan prestasi atas harta 
9 

kekayaan yang diperjanjikan adalah ditentukan dalam kesepakatan sesuai 

dengan pasal 1320. B W  adalah sifat hukum e ~ a l u a t i f ~ ~  karena perjanjian 

MSAA, kerugian pihak lainnya dalam stagnasi sebagai kerugian privattelijk, 

negara disarnakan dengan swasta. 

5. Irnplementasi kerugian sebagaimana ditemukan dalam unsur perbuatan 

melawan hukum pada norma hukum perikatan bersumber undang-undang 

bersifat konstitutif. 

6. Pelanggaran Prudential Principles perbankan tidaklah dapat diartikan 

sebagai perbuatan koruptif karena berdasarkan asas Systemntische 

Specialiteit atau Kekhususan yang Sistematis, pelanggaran terhadap prinsip 

kehati-hatian adalah menjadi area Tindak Pidana Perbankan, bukan Tindak 

Pidana Korupsi, maka semua ini hams menjadi landasan legalitas untuk 

menghindari adanya pelanggaran terhadap asas c o n c u r ~ u s . ~ ~  Kemelut 

tentang kasus BLBI memasuki ranah pidana, pada dasamya bersurnber dari 

problem hukum yang hngga kini belum tuntas. Problem hukum tersebut 

adalah kontradiksi antar undang-undang, terutama antara UU No. 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 49 Prp 

Tahun 1960 tentang Penyelesaian Urusan Piutang Negara (PUPN). 

Kontradiksi tersebut terletak pada pengertian tentang piutang negara, dengan 

unsur perbuatan melawan hukum yang dilegasikan pada ranah pidana. 

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang menelurkan perbuatan hubungan 

35 Sifat hukum evaluatif adalah berdasarkan standar penilaian yang berjenjang 
36 Ramli Atmasasmita, op.cit., hlm 30. 



hukum keperdataan yang menimbulkan prestasi adalah bentuk perikatan 

yang bersumber dari undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang- 

undang ini ada yang sesuai dengan hukum (rechtmatige) dan ada yang tidak 

sesuai dengan hukum (on rechtmatige daad). Sifat melawan hukum materil 

dalam ranah perdata diakomodasi ke ranah pidana, adalah menyimpang dari 

asas legalitas.37 

Penyaluran BLBI merupakan perikatan bersumber undang-undang didasari 

suatu norma atau aturan hukum yang mengandung makna implementasi asas 

kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Artinya apakah 

kebbakan Dlreksi Bank Indonesia sesuai prinsip Algemerze Beginselen Van 

Behoorlijke Besttiur (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Temyata 

kebijakan Bank Indonesia yang dihasilkan pada rapat tanggal 15 agustus 

1997 dan rapat tanggal 20 Agustus bertujuan memperbaiki likuiditas 

perbankan saat itu sesuai dengan asas kecermptan materiil (Kecernzntan 

~ubs tans i j ) .~~  Ini bertujuan untuk tidak menimbulkan kemgian seseorang 

(para nasabah) dan diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat 

37 Asas Legalita Nz~llzlm delictzrm, nula poena sinepraevia lege poenali ( tiada delik, tiada 
pidana tanpa didahului ketentuan pidana dalam perundang-undangan ), asas legalitas asas legalitas 
secara historis mencerminkan bahwa, undang-undang harus dalam bentuk tertulis dan undang- 
undang pidana tidak dapat berlaku surut terhadap suatu perbuatan. Asas legalitas sebagai mana 
diuraikan di atas pada hakikatnya menegaskan bahwa, negara (diwakili oleh jaksa penuntut umum) 
dilarang untuk melakukan penuntutan dengan undang-undang yang di perlakukan surat terhadap 
suatu oerbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang tersebut di undangkan. 

38 Apabila tidak ada peraturan dasar ataupun ada peraturan dasar mengenai kebijakan 
yang menyangkut penilaian ada tau tidaknya penyalahgunaan kewenangan , maka unsure 
penyalahgunaan kewenangan hams memiliki keterkaitan dengan kebiasaan atau kepatutan yang 
berkembang dalam masyarakat ,karena kreteriafukuran untuk menentukan adalah asas kepatutan 
dan kecermatan dalam Hukum Adrninistrasi Negara yang dikenal dengan asas Algemene 
Beginselen Van Behoorlijk Bestur, yaitu asas Kecermatan Materil ( Kecermatan substatif ) yang 
bertujuan untuk tidak menimbulkan kerugian seseorang dan diperlukan untuk melindungi 
kepentingan Masyarakat dan Negara yang lebih luas. Lihat lndriyanto Seno Aji, Korz~psi Dan 
Pernbalikan Bebnn Pembuktian, (Jakarta: penerbit Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof 
Oemar Seno Adji ,SH dan rekan, 2006), hlm. 34. 



dan negara yang lebih luas. Resiko kredit mencerminkan potensi kerugian 
s 

yang timbul akibat gagal bayar debitur. 

7. Pengertian gagal bayar pada BLBI berbeda dengan gagal bayar dalam 

pengertian kredit macet pada Undang-Undang Perbankan. Kasus gagal bayar 

adalah sebuah kesalahan dan betul pula bahwa pelakunya hams mendapatkan 

hukurnan. Namun, perlakuannya tidak selalu dapat dimasukkan dalam ranah 

hukurn pidana dan korupsi. Untuk memutuskan apakah kredit macet masuk 

ranah hukum pidana dan korupsi atau tidak, semestinya perlu dilihat 

bagaimana prosesnya. Sepanjang keputusan kredit (yang akhirnya 

menimbulkan kasus gagal bayar) berdasarkan perikatan balk yang bersumber 

dari undang-undang atau bersumber dari pe rjanjian, semestinya ha1 itu tidak 

dapat dinyatakan salah secara pidana. Pada rumusan perikatan yang 

bersumber dari undang-undang syarat kondisional adalah mutlak diperlukan. 

Kebijakan saldo debet menurut ahli perbankan Drajat Wibowo dan 

Zulkarnaen ~ i t o r n ~ u l , ~ ~  merupakan satu-satunya yang dapat diterapkan dan 

merupakan jalan yang terbaik waktu itu dalam rangka penyelamatan sistem 

perbankan dan pembayaranini dilakukan dengan alasan karena keadaan 

krisis memerlukan kecepatan dalam bertindak. Tindakan bank Indonesia 

melalui kebijakan tersebut masih berada dalam batas-batas kepatutan yang 

ada. Artinya perbuatanya adalah mnteriile tidak wenderiltelijk. Produk 

hukum Bank Indonesia adalah implementasi kebijakan pada saat itu dapat 

39 Ibid, hlm 34 










































































































































































































































































































































































